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PENGANTAR PENULIS

Buku ini disusun pada saat perang di Gaza dan
Lebanon membara. Tujuan Israel untuk menumpas Hamas
dan Hizbullah. Upaya genosida dilakukan segala cara dan
dalam ragam bentuk, agar dua kelompok perlawanan habis
tak tersisa. Namun demikian, meskipun Gaza nyaris rata
dengan tanah, target Israel belum sepenuhnya tercapai.

Setahun dibombardir, ta! 2 sesuatu yang diharapkan
tercapai kecual* V~mat: yahid wona Hop menit dan jam
berjatuhan.

“Hamas i: d. You can't de: a,. idea. The political
echelon needs to 1an a’ e mativr  or it | as] will remain, "
kata Jendr- = el F garr (J cut lem P 9 Juni 2024).
Pengakuai. n. Ha ar a wa Har .kan sekedar
pasukan atau siyi ~~ o ¢ njai . He s adalah ideologi
atau keyakinan tak bisa diha 1 1 dengan senjata
canggih. la te T K al rlihat dan tidak
terorganisir.

Ideologi merupakan v....a yang tersembunyi. Ideologi
juga merupakan kekuasaan (power) yang memerintah dan
mengendalikan manusia. Jokn'Caventathenyebitnya dengan
istilah “hidden powe” atau kekud<aan vang terselubung yang
tanpa sadar manusia diarahkan dan digerakkan oleh
kekuatan tersebut. Dalam teori Powercube, Gaventa
menyebut tiga jenis kekuasaan yang ia sebut sebagai visible
power, invisible power dan hidden power.

Tesis-tesis tentang kematian ideologi terbantahkan
semua. Kecamuk perang di berbagai benua yang hingga saat
ini belum merasa sesungguhnya perang ideologi atau
melibatkan kekuatan ideologi. Di dunia Islam pertarungan
ideologi bukan wacana tetapi seperti sebuah senjata yang tiap
saat siap diledakkan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia.
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Ketika PKI dibubarkan dan menjadi partai terlarang
bukan berarti secara ideologis sudah mati. Begitu juga ketika
DI/TII dibubarkan. Mereka hidup dengan cara dan pola
berbeda dengan menyelinap di beberapa Ormas, NGO dan
bahkan partai politik. Begitu pula HTI yang dibubarkan
pemerintah tahun 2017. Bukan berarti sudah terkubur dalam-
dalam ke lapisan tanah terbawah. Ia tetap hidup dengan
caranya masing-masing dan secara ideologis eksis hingga

sekarang.

Bagaimana “~=~"n 7 Jom moeiai politik yang
masih eksis h' 22 Kdang: - savos merupakan
keniscayaan. Merc 1 a tumbuh, berx.  ang dan survive
karena ideologi 1 kev il manr . Ide. ° merupakan
darah dan r u b nke~ " iti el ¢ la  ehidupan
organisasi. I kilau la 1 1bu me¢ s seperti sel
kromosom yang >hir I Ny (I 2oxy onucleic Acid)
berupa materi -c¢ ' yang Dber’ truksi untuk
pertumbuhan, pe1 ’ S

Meskipun = aaiam  ker  annya ada  proses

pertumbuhan, perkembangai: uan pergeseran. namun
ideologi Ormas dan partai Islam tetap  ‘menolak, mati’.
Perubahan sosial-pclitik- yang' begitu cepat msmlclng pada
satu sisi menuntut adanya “adapfasi’ agar tidak tertinggal
oleh konstituen. Namun pada hakikatnya Ormas dan Partai
bisa hidup karena ideologi yang diperjuangkannya.

Buku ini disusun dalam rangka menjelaskan semua itu.
Ada keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penyusunan
buku. Artikel terpilih mereka kemudian ditata ulang oleh
editor sehingga menjadi jamuan yang enak dibaca. Buku ini
sangat membantu bagi para akademisi dan mahasiswa untuk
mendalami tentang ideologi, terutama bagi mahasiswa yang
mengambil Mata Kuliah Ideologi, Agama dan Politik.
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Kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang
telah membantu menyelesaikan proses ini, terutama kepada
editor Moh. Khoirul Umam, S. Sos. MH. Pengalamannya
sebagai penulis lepas di Kompas dan beberapa media cetak
nasional memberikan ramuan yang beda dalam penyusunan
buku. Begitu pula kepada penerbit yang sudah bersedia
mempublikasikan buku.

Selamat membaca.

Kamy  “‘unung Anyar,
0 De -1 2024



PENGANTAR EDITOR

Buku ini menyajikan dinamika Islam politik di Indonesia
yang kompleks, terutama dalam konteks sosial-politik.
Hubungan antara Islam politik dan politik ke Indonesiaan
menjadi topik yang termanifestasi ke dalam gerakan ideologi
ormas dan partai politik. Bukan sekedar membicarakan dalam
konteks sejarah melainkan juga memberikan pemahaman lebih
luas tentang isu-isu yang berk dengan gerakan kelompok
politik Islam di Ind~=~~ia, A "o fomommnng pasang-surut
ideologi partaipol  n° alkicaigeiwaic  asIslam dalam
menjawab tantang  p ubahansocial-; 'k yang cepat.

Materi yan  lisajik 1 dal- * buk i mencakup
berbagai aspe’ Y ida serra pe kem ~1. diskursus
ideologi polic  ™cone: 1, < le ira pa -] i politik
Islam, model-mo. arte * 1 1 (In onec hingga pasang
surut keberadaan v Islam di da' 1  milu nasional.
Dengan demikias =~ ° ' ‘d2° ¥ ' memberikan
gambaran teoretis, tetapi juga an- Krius-ewmpiris terhadap

hubungan antara Islam dan po.ius di Indonesia.

Sebagai, sebuah buku, tema-tema di dalam buku ini
dipilih secara sistematis agar muclat: dipahdmi dan ielevan
dengan kebutuban kurikuium pendidikan tinggi.  Kami
berharap, buku ini dapat menambah khazanah keilmuan
yang mengupas peran dan kontribusi Islam dalam
perkembangan politik di Indonesia, serta mempersembahkan
temuan-temuan terbaru seputar politik di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi para pembaca yang budiman, serta
turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Surabaya, 10 Desember, 2024
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BAB I
IDEOLOGI DAN POLITIK; CATATAN DINAMIKA
ORMAS DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA 1

Salah satu gagasan penting Francis Fukuyama dalam
bukunya ‘The End of History and The Last Man” yang terbit
tahun 1992 tentang asumsi berakhirnya perdebatan ideologi
karena kuatnya cengkraman demokrasi liberal dan sekaligus

menandai berakhirnya soc  me dan fasisme. Runtuhnya
Tembok Berlin d~n ke’ dran TTni Qaviet menjadi dasar
utama untuk r ! .., gunakan sebagai
dasar kajian. Te ~ y iesistersebuti. ~ m.adang perdebatan
hingga sekaran  arena lilamF 1yatac. - sejarah berkata
lain. Ideol- ialis © can ra: sme he.  ~bang dalam
anekaraga i me h k r urtan: >l . baru. Begitu
pula demokra. eral

Satu dekc . ~lah buku terbi” w il peristiwa black
September 200 v S lew York sebagai
simbol kemegaiiaii uain supr” 4 uewnonrasi liberal luluh

lantah ditabrak pesawat ya.., (atindikasikan) dilakukan oleh
kelompok ekstrimis muslim. Ribuan manusia mati secara sia-
sia. Apa yang kemudian disebut dengzart 2ksi “teror’ secara
cepat “men'mbulkan batasan | vang - tidak terbayangkan
sebelumnya. Afghanistan dan Irak menjadi sasaran balasan
Amerika Serikat dan sekutu. Dua negara tersebut luluh
lantah. Ribuan nyawa manusia melayang dengan sia-sia.
Belum genap satu dekade muncul perlawanan baru
dari kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Dua tanah
di negara tersebut sebagian dikuasai oleh kelompok tersebut.
Disinyalir lebih ekstrim dari al-Qaeda yang bermarkas di

1 Abdul Chalik, Guru Besar Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.



Afghanistan. Kawasan Timur Tengah bergejolak. Karena ISIS
melakukan teror di berbagai lokasi lintas negara.

Situasi kekacauan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu
untuk melakukan perlawanan dengan menggulingkan
pemerintahan dengan acara anarkis. Mesir, Tunisia, Libya
dan Suriah berkecamuk. Pemimpin negara diganti melalui
proses yang tidak normal karena desakan rakyat melalui aksi
‘people power’. Kelompok ekstrim seperti Ikhwanul
Muslimin dan Hizbut Tat hidup kembali. Mereka

merayakan kebeb-~"= ~tac - bolo bole wolyat meskipun
pada akhirnya dii  d! @icia waangpea,  lembahayakan
keamanan negara o jaimanayangte. i Mesir.

Cerita di ata  engg” o barks bahw.  is Fukuyama
sudah tamat [c gi 1 rtkemt ng begi + + dengan
ragam deriva. n cerst Oli 1 i lali n be 1§  organisasi
dan kelompok. . '~ ac 1 g day t m Dbantah bahwa
ideologi terus ber . g dan membe 1  ra baru dalam
merespon dunia S L 2skipun pada
kenyataannya demokrast noera’  4p menjadi kiblat dan

mempengaruhi praktik berpuuus dan bernegara, namun
tidak davat terbantahkan, masih banyak, kelempok yang
berusaha terus melawan dengaa cara yang Lalts aingga
ekstrim nielalu! kekerasan. ‘

Di Indonesia, perkembangan ideologi cukup dinamis.
Dua kutub ideologi baik yang bercorak kanan dan kiri
menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah bangsa.
Dinamika ideologi mulai tampak di permukaan pada awal
abad 20 ketika kelompok pergerakan nasional menemukan
momentum melawan tirani penjajah. Dua blok ‘nasional dan
Islam’ teridentifikasi melalui gerakan Budi Utomo, Sarekat
Islam dan Sarekat Dagang Islam., Tidak berselang, lama
muncul Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” (NU).



Pada tahun-tahun tersebut dunia juga sudah
terpolarisasi melalui dua blok antara Barat yang liberal
dengan blok Timur yang bercorak sosialis. Blok Barat
dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Inggris yang mulai
masuk ke Asia termasuk Indonesia. Sementara blok Timur
dipengaruhi oleh ajaran sosialis-komunis melalui jalur Soviet
dan China. Interaksi pemuda Indonesia mulai intens dengan
ideologi mereka saat Belanda mulai memperkenalkan
sekolah formal. Begitu - banyak kelompok pribumi
terpelajar yang =~~~~~cp pomidila= 2 Belanda.

Sementar 0°  ya Gigwuowss  lam juga tidak
dilepaskan dar a . terpelajar ya.  ~1sentuhan dengan
paham keagar 1di A a Sau dan b Banyak pelajar

Indonesia = iy enu aiken i ad 1ha a.  'nggal cukup
lama tingg. "1 ekk 1 ¢ fad wah. 3  pula dengan
banyaknya ke ter. ' 1 g mer puh studi di al-
Azhar. Mesir Mekkah-Mz 1 menjadi  kiblat
peradaban ya  ° ’ s g 1 cara pandang

masyarakat Inaonesia.

Lahirnya ragam alira.. acagamaan yang teridentifikasi
melalui organisasi keagamean tidak dapat dilepaskan dengan
interaksi internasional pelajar Ihdonesia. Dua xelompok
nasionglis dan Islarn mengidentiiikasi diri sebagai kelompok
berhaluan berbeda. Kelompok nasionalis ada kalanya
berhaluan demokrasi Barat dan ada pula yang bercorak
sosialis-komunis. Lahirnya SI haluan kanan dan Kkiri
merupakan cikal bakal polarisasi ideologi di awal abad 20.
Kelompok pergerakan yang dipimpin oleh Soekarno melalui
ajaran Marhaenis merupakan bagian tak terpisahkan dari
polarisasi tersebut. Begitu pula kelompok yang berhaluan kiri
yang dipimpin oleh ' Semaun,s Muso, dkk, merupakan
kelompok organisasi yang berhaluan kiri.



Lahirnya PNI dan PKI pada Pemilu 1955 merupakan
bagian penting dari produk ideologi yang merambah pada
ranah politik praktis. Dua partai tersebut menjadi kekuatan
dominan pada pemerintahan Orde Lama yang terlibat secara
langsung dalam pengelolaan negara. Tahun 1971 PNI ikut
kembali sebagai kontestan Pemilu yang kedua. Tahun 1973
PNI melebur dalam partai PDI akibat kebijakan fusi partai
oleh pemerintahan Orde Baru. Sementara PKI menjadi partai
terlarang karena menjadi ota’ aberontakan yang dikenal
dengan sebutan G 7 € /'P¥

Setelah Refc as” 1Ll gaia s enjadi PDI-P.

Sejarah pergantiar ). cerjadisetelah « "a tekanan terus-
menerus Orde Pe  untu! :relak an in.  nsi terhadap
kepemimpine y 1g di im in le. “Megawati.
Puncaknyate.  tawn 29 > <at gfad r _mbilalihan
Kantor PDI yang, ga L k kar oleh liter. Peristiwa
tersebut dikenal 2. sebutan ‘Kud  tau Kudeta 27
Juli yang dilakuk T i & val Megawati.
Huruf P yang beraru perjuanvar’ . upaxan akumulasi dari

sejarah partai yang berdarah-ta.ait untuk menjaga agar terus
eksis dari tekanan rezim waktu itu ' 3

PDIP merupakan peitai yang korisister: memcge:ng prinsip
ideologi Marhaern dan eksis hinggalsekarang. Beberapa partai
yang memiliki kemiripan ideologi tidak eksis atau tidak lolos
ambang batas parlemen. Mereka juga menjual ideologi
Marhaen atau dikawal oleh keluarga Soekarno, tetapi tidak
mendapatkan dukungan luas di masyarakat. Beberapa partai
serupa seperti PNBK, Partai Marhaens dan PNI Marhaen juga
pernah menjadi bagian dari kontestan pada Reformasi.

Sementara kelompok Islam juga mengalami fragmentasi
cukup tajam. NU dan Muhammadiyah menjadi‘organisasi
kemasyarakatan dengan ideologi yang berbeda. Muhammadiyah
berdiri pada tahun 1912 yang bergerak di bidang dakwah,



sosial dan pendidikan. Paham keagamaannya memiliki
keterhubungan dengan ulama’ Mesir terutama Muhammad
Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Di bidang amaliah
keagamaan mengikuti mazhab Hanafi yang dikenal dengan
corak figih rasional. Organisasi ini eksis dan berkontribusi
penting dalam sejarah bangsa dari sebelum kemerdekaan

hingga sekarang.

Muhammadiyah konsisten di jalur pendidikan dan
dakwah, dan tidak terafili >ngan partai politik tertentu.
Namun dalam =~=~"'an- a ~omn Me-bamymadiyah banyak
disalurkan me¢  4i SYuun  yang o dapatkan suara
signifikan hasi 1 .a 1955. Masyu.  2enjadi bagian dari
pemerintahar ¢« lum it ~.kuk- oleh.  ~rno pada tahun
1960 karen. 1 1kte ibardf amr »em -~r¢  -an melawan
pemerintar.  dataht 11 7 1 unc UPe  u sebuah partai
yang dipimp. = he T ¢y mi “adc hun tersebut ikut
Pemilu dengan . vatkansuara~ 1  kup besar. Tahun
1973 Parmusi ’ g P Hagai akibat dari
kebijakan fusi partai oten pen~  _.ahan soeharto.

Reformasi 1998 meryauw. awal lahirnya partai politik
yang memiliki irisan dengan Muhammadiyah. PAN (Partai
Amanat  Nasional) “didirikan  oleh “Ainien !Rals, tokoh
Reforniasi dan menjadi Ketum PF Muhammadiyah vraktu itu.
Selain gambar partai yang memiliki kemiripan dengan
lambang Muhammadiyah, PAN teridentifikasi memiliki
ikatan historis dan ideologis dengan Muhammadiyah. Tokoh-
tokoh utama partai banyak berlatar belakang organisasi
tersebut. Secara ideologis, PAN masuk dalam kategori partai
nasional-Islam yang bercorak inklusif, partai terbuka dan
menerima Pancasila dan kebhinekaan Indonesia.

Sementara perjalanan:NU lebih dinamis. NU didirikan
tahun 1926 dengan dua tokoh sentral utama yakni KH.
Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah. NU awalnya



didirikan sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di
bidang dakwah, sosial dan pendidikan untuk menjaga akidah
umat atas rongrongan paham modernis yang dianggap
bertentangan dengan amaliah umat. Dengan jaringan
pesantren, madrasah dan tarekat yang tersebar luas di
kawasan perdesaan, NU menjelma menjadi organisasi
keagamaan terbesar di Indonesia. Kyai dan santri menjadi
aktor utama dalamn sejarah perialanan NU hingga sekarang.

Namun seiring dengan lanan waktu, NU menjadi
bagian dari kek:~t~= p . leotilee St andil  sebagai
kontestan Pemilu  ur  J.laaia.vC cu signifikan dan
menjadi kekuatan  li .yang diperhitc ... Sejak Pemilu
1955 tersebut, Ml urut -a il b- ‘an a. pengelolaan
negara baik . stitt mte h' ige  jab ta.  -ategis di
pemerintahan. 11,1977 N 1 ke bali  n ukontestan
Pemilu padaawa.  leb l 1y s ara  gcukup besar.
Atas kebijakan fus’ v * tahun1973 M t  abung dengan
PPP bersama den T ) y7 hun 1984, NU
resmi keluar dari rrr aan kemb £1yadl organisasi sosial

yang bergerak di bidang dakvva.. dan pendidikan. Peristiwa
tersebut dikenal dengan sebutan ‘Kembali ke Khittah 1926’
Sejak keluar cari PPP, NU menjadi kekuatan civic solcie;y yang
cukup kritis peda kebijakan pemerintah ci bawah pimpinan
KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Reformasi 1998 melahirkan babak baru hubungan NU
dengan politik praktis. NU kembali terjebak dalam kubangan
politik ketika turut andil dalam pendirian PKB (Partai
Kebangkitan Bangsa). Gus Dur yang waktu itu menjadi
Ketum PBNU memfasilitasi pendirian PKB. Dengan
kendaraan PKB, Gus Dur terpilih sebagai Presiden pertama
pada Reformasi. Namun posisi tersebut hanya berlangsung
dua tahun. Gus Dur diturunkan dari jabatan Presiden oleh



pendukungnya melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001
yang digerakkan oleh Amien Rais ketua MPR waktu itu.
Karakteristik PKB hampir sama dengan NU. Partai ini
bercorak inklusif, yang mengedepankan prinsip ahlussunnah
waljamaah sebagai dasar dan pijakan dalam berpolitik. Para
pendukung PKB sebagian besar berlatar belakang NU, santri
dan alumni pesantren dan sebagian besar berada di kawasan
perdesaan. Sejak Reformasi PKB selalu eksis dan lolos

parliamentary threshold dar njadi bagian penting dalam
pemerintahan.

Selain PA  P" ar...,uuupw ’KSyang eksis di
parlemen hing  : iarang. Partai a.lihat dari aspek
ideologi dan ydel " eriss aya .  iliki kemiripan
denganIkk 1 Mus mrdes td nJar 2o mi Pakistan.
Sering di  “ix<an d 1 a  rtai a , berideologi
‘transnasional i > i mp r ke 1a baru hadir di
Indonesia pade a.  abad 20. Dia |  diri, PKS banyak
dipimpin oleh - T . 1g bertebaran di
beberapa lembaga penaiaixka: maonesia. Selain itu juga

dari kalangan kampus aai. profesional yang bekerja di
perusahaan ternama. Basic massa dari kalangan menengah
dan terdidik menjadi motor urituk meniobilisasi suara. Partai
ini meriarik perhatian kareaa dikenal tertib, aisiplin dan loyal
terhadap ideologi yang diperjuangkan.

Ada pula PBB yang juga eksis namun sejak Pemilu 2009
tidak lolos di ambang batas parlemen. PBB merupakan partai
produk Reformasi untuk mengusung kembali ideologi
Masyumi sebagai motor dalam menjalankan roda organisasi.
Basis massa PBB dari kalalangan konservatif. Beberapa
organisasi Islam yang memiliki corak konservatif seperti
DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), | LDII (Lembaga
Dakwah Islam Indonesia), Persis dan al-Irsyad. Di awal
Reformasi PBB merupakan partai yang selalu! konsisten



mengangkat isu peleburan ‘Piagam Jakarta” dalam konstitusi
negara. Piagam Jakarta berisi tujuh kata yang berisi tentang
keharusan muslim Indonesia menjalankan sesuai dengan
prinsip syariah. Namun usulan tersebut selalu kandas di
parlemen karena tidak didukung oleh kekuatan mayoritas
terutama dari partai Islam seperti PKB dan PAN. Dalam
perjalanan waktu, isu tersebut redup dan tidak lagi menjadi
perdebatan di parlemen.

Dalam sejarah partai di Reformasi masih muncul
beberapa partai ye=~~"~ce dnnla~? bafle=asional maupun
Islam namun tida 5l©  aba.g cawe po nen. Beberapa
partai tersebut se t .‘artai Matahai.  agsa dan Partai
Ummat yang me  akan > -ahar Jari L. Pemilu 2024
muncul Parte” e 1 me apavar pe than Ja.  7S. PKNU
pernah munce  dc Pen lu ! ) seb zai} i «dari PKB,
namun tenggela. crer 1 k me: iliki 1kungan yang
kuat. Sementara ~a.  masionalis juc t di sedemikian
rupa. Beberapa pa TR ¥  pumenembus
ambang batas pariemen yane cu’ ANgEL.

Sebagaimana dimaklu.u bahwa ambang batas
parlemen semakin tahun semakin naik. Pada Pemilu 2009
hanya 2,5 %, Pemilu 2014 dinaickan nienjads 3:5 % dan
Pemilu 2019 den 2024 menjaci 4 %! 'umlah 4 % jika dihitung
dari total DPT 200 juta setara dengan 8 juta pemilih. Jumlah
yang tidak mudah ditembus oleh partai baru. Namun tidak
menutup kemungkinan peluang tembus dapat terjadi kepada
Pemilu berikutnya. Beberapa partai baru yang cukup
memperoleh respon positif seperti Partai Gelora, PSI dan
Partai Ummat, dan cukup berpeluang untuk mengalami
kenaikan pada Pemilu berikutnya jika konsisten menjaga
konstituen.

Kecenderungan partai yang bercorak ideologis akan
terus menjadi bagian dari ‘dinamika" partai di Indonesia.



Dalam sejarah, beberapa partai lahir dari Ormas (Organisasi
Kemasyarakatan) baik yang berlatar belakang agama
maupun non-agama. Dalam praktiknya partai-partai tersebut
bertahan hingga sekarang. Sementara partai yang lahir bukan
dari dari Ormas atau tidak memiliki ikatan kuat dengan
Ormas, tidak mudah untuk menjaga keajegan suara di tengah
ketatnya persaingan dan kenaikan ambang batas parlemen.
Kasus PPP yang gagal masuk Parlemen di tahun 2024
menggambarkan bahwa vioritas, pengalaman dan
banyaknya to'~h foke”  geinmo! be-lo jaminan  dapat
tembus amban; it~



BAB II

BELAJAR DARI SAUDI ARABIA: MENELUSURI
MOTIF PERGESERAN IDEOLOGI: ANTARA
PILIHAN PRAGMATIS ATAU KEBUTUHAN

Arab Saudi merupakan negara dengan sistem
pemerintahan monarki. Dalam menjalankan pemerintahan,
khususnya dalam aspek penegakan hukum, Arab Saudi
berpegang teguh pada syari~ 'am yang telah digariskan
dalam ajaran Wahahieme rAn vano hanva menjadikan
teks QurandankF s P i
Islam (Wahabism 1 .n yang meru, n Ideologi Arab

imber hukum.

T J

Saudi, semacam d  rnege avang ‘anut.  ~emerintahan

kerajaan Arab® u  sehi' zga me de ariti »- kebijakan,
baik dalam as; ovik,e on r 11 au} mas < .gamaan.?
Wahabism«  ~h 1 ~ 1 i ora ide gi Islam Arab
Saudi bahkan snb. menjadi sek I  egara seperti
sekarang ini, tepa " %5 o 1kekuasaan di
wilayah Najd (Jazitaii rrav vagid™  Litis), wimana Raja Saud

sudah membangun koalisi a...,.n Muhammad bin Abdul
Wahhab? Keduanya sama-sama berkepentingan, perebutan
kekuasaan  Fagi™ Raja' Saud /dan “penyebatan hegemoni
Wahabisine bagi Muhainmaa ibn Abdul Wahhab karena bagi
al-Wahhab, agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Tanpa
kekuasaan negara, agama adalah dalam bahaya; begitupun
negara tanpa agama, akan menjadi kekuasaan tirani.*

2 Zaky Ismail, Wulandari Septiana Dewi, Dosen Ilmu Politik UIN Sunan
Ampel Surabaya

3 M. Imdadun Rahmat, “Reformasi Keagamaan Arab Saudi dan Wahabisme
di Indonesia”, Opini NU Online,29 November 2017, diakses pada 22
April 2021, http:/ /www.nu.or.id/post/read /83753 /reformasi-
keagamaan-arab-saudi-dan-wahabisme-di-indonesia.

4 Renée van Diemen, “Politics and Religion in  Saudi  Arabia”,
Undergraduate Study, Loughborough University, 2012, 2, diakses pada
22 April 2021,
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Wahabisme kemudian menjadi paham keagamaan
resmi di Saudi Arabia. Bahkan ada proses importasi faham
keagamaan ini yang sangat massif ke berbagai belahan dunia
lainnya dengan motif ideologi, di samping tentu saja motif
lain seperti ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan’. Dalam
kenyataannya, Wahabisme muncul menjadi ajaran yang
konservatif dan tak segan menafikan kelompok Islam lainnya.

Begitulah Wahabi dan Arab Saudi muncul sebagai bukti

kuat berkelindannya idec”  keagamaan dan politik dan
satu institusi ne~~~ W~ (oo Aileomal saneat konservatif,
dan menjadire s _SCaiCiviann pwr puritan’. Bahkan
mengutip John \ ., Hasan meny.  aawa Wahhabisme

merupakan rr tipe f i1 dame alism¢ g kaku dalam
pengalame 51 moc rn® W ah dism a.  'ikansebagai
“agama”n¢  ~canu o > cfo enji A .-agennegara
yang selalusic.  »m " > r¢ tuj ind dukungan publik
bagi keputusa: ;  t1asa, termasr ¢ m masalah yang
memicu kontrc

Namun sewring perkemb 1 waktu terjadi pergeseran
pendulum yang cukup siguuikan terkait ideologi dalam
beberana tahun belakangan. Kebijakan-kebijakan negara yang
cukup terbuka terkait hak-hak perempuan’ci raar ig publik,
dan lain sebagainya membuktikan  terdapat perubahan

http:/ /www.lboro.ac.uk/departments/phir/undergraduate/student-
work/politics-and-religion/.

5 Ali Muhtarom, Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di
Indonesia, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 39.

6 Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME), Saudi Arabia and
Wahhabism, Factsheet Series No. 201, created: August 2016, diakses pada 22
April 2021, http:/ /www.cjpme.org/fs 201.

7 Noorhaidi Hasan, Laskar Jihad Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di
Indonesia Pasca-Orde Baru, (Jakarta: LP3ES-KITLY, 2008), 33

8 Jhon O. Voll, Islam: Continuity and Changein the Modern' World, Cetakan
Ke-2 (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1994), 53-56 dalam
Hasan, Ibid.

9 Ibid, 41
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orientasi ke arah yang lebih moderat. Pergeseran arah
kebijakan Arab Saudi juga terjadi dalam penanggulangan
terorisme dan ekstremisme. Adel Al-Jubeir, Menteri Luar
Negeri Arab Saudi, dalam pidatonya menyampaikan bahwa
Arab Saudi telah memecat ribuan imam masjid yang
dianggap telah mengupayakan penyebaran paham ekstremis.
Bahkan menurut laporan Al Arabiya, pemecatan ulama yang
dicurigai mendakwahkan ajaran ekstrimis mencapai angka
kisaran 3.500 orang sejak erlakuan kebijakan pada
tahun 2003.10 Dep~#'ia= ji-  ofowanci bobiiskan di bidang
pendidikan Islar e  guiwigw: pony  ran terorisme
melalui internetd v .1aonlinedans.  aaya.

Dalam keb: an el > omi, ‘rab ¢ 'i juga akan

membangun ' a ru v ng dic sp ktasi a1, agai kota
wisata internc a, seh 1g 2 1 nja isu 2 _endapatan
baru Arab Saudi:  me & n liri aril] rgantungannya
pada minyak bun ‘. 'k membiayai , a Muhammad
bin Salman berenc © """ s .r ahaan minyak
Arab Saudi, Sauar Aramco. = gan penjualan saham

tersebut, perusahaan minya~ erbesar di dunia yang
sebelumnya tertutup akan dikelola secara terbuka dan transparan.

Penibalaruan -kebijakan demi Kebijakar, .l:ltamanya
dalam sektor 'sosial, -politik dan ekoncmi, terlihat lebih
longgar dibandingkan kultur dan Kkarakteristik yang
sebelumnya ditunjukkan Arab Saudi dimana negara tersebut
terkesan konservatif bahkan eksklusif.’ Munculnya
Pangeran Muhammad bin Salman menjadi faktor penting

10 Report: 3,500 Saudi imams dismissed to ‘curb extremism’, Al Arabiya, 21 Juli
2013, diakses pada 23 April 2021,
http:/ /english.alarabiva.net/en/News/middle-
east/2013/07/21/Report-3-500-Saudi-imams-dismissed-to-curb-
extremism-.html.

11 Abdullah Alrebh, “Wahhabism and Power in Saudi Arabia: a Practical
Test of Weberian Theory”, Thesis of Michigan State University, 2011, 1.
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perubahan tersebut. Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi
hanya akan terjadi jika ada reformasi sosial. Bahkan MBS
dalam suatu kesempatan pernah berjanji mengembalikan
Saudi ke jalur Islam Moderat dan meminta dukungan global
untuk mewujudkan masyarakat Saudi yang lebih terbuka.!2
Sehingga melalui reformasi di dalam aspek sosial masyarakat
Arab Saudi dapat memberikan pengaruh signifikan dan
menguntungkan untuk perubahan secara radikal di bidang

ekonomi.

Menurut. *~~d- gi'=r lotoeiorikan  Pangeran
Muhammad b: @' | tiius wcawowe lenerapkan Islam
Moderat di Ar 5 .di menjadi se.. ™ “oase” di tengah
krisis kemanvs  vakilk t <ecar kper. i Timur Tengah
serta gelor 1 slamr phenic di eber »a ara di Eropa
yang me. a1 kt gi 1 ari per 1 . pendulum
peradabanyai. nde ; e zeri (ke  nan”.13

Gelomba ¢ 'rmasi kebijak Arab Saudi telah
menarik perh PG banyak media
internasional yang memjaaiks 4 terseout sebagai headline

berita. Begitu pula dengai: icopon negara-negara di dunia,
beberapa di antara mereka meryambut positif rencana Arab
Saudi antuk lebih miembuika diri secara global. ‘Alan tetapi,
tak sedikit pula yar' g menyangsikan sikap Arab Saudi hari ini
sebagai upaya untuk mewujudkan kepentingan ekonomi politik
semata. Terutama jika dikaitkan dengan ambisi Arab Saudi
untuk melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap
sumber daya minyak dan menjadikan sektor ekonomi non-
migas sebagai alternatif penunjang kebutuhan Arab Saudi di
masa yang akan datang.

12 Akhmad Muawal Hasan, Membaca Arah Reformasi Sosial di. Arab Saudi,
Tirto, 2 November 2017, diakses ~pada+ 23" 'April 2018,
https:/ /tirto.id /membaca-arah-reformasi-sosial-di-arab-saudi-czos.

13 Masdar Hilmy, Menggeser Pendulum Peradaban ke Tengah, Opini Jawa Pos,
edisi 22 November 2017, 4.

13


https://tirto.id/membaca-arah-reformasi-sosial-di-arab-saudi-czos

Argumentasi demikian cukup benar, mengingat Arab
Saudi sangat bergantung pada hasil minyak bumi sebagai
sumber pemasukan terbesar negara. Bahkan ketergantungan
tersebut terjadi sejak sumber minyak ditemukan pada 3 Maret
1938.14 Hal itu diperparah dengan defisit yang cukup parah
diakibatkan anjloknya harga minyak dunia belakangan ini.
Sektor yang menyumbang 70% pendapatan Arab Saudi ini
turun harga sampai pada kisaran US$40 per barel. Padahal di

awal 2014 harga minyak ih US$100 per barel.1>
Ketergantungan '~ y- momindi =o-botian Pangeran
Muhammad bin @D @lait wengwee 0asi kolaps-nya
Arab Saudi jika a = saat persedia. ~unyak menjadi
semakin menipis, tenga' | 2butr nekc i Arab Saudi

terus mening!
A.PeranIdec.  Wihal C ] n Ber irin < _.jaan Arab
Saudi

Wahabi .« ~h  paham € maan yang
berpengaruh d ' 7w .2  Saudi Arabia.
Pendirinya adatdall  viulidin” bur Avdul Wahhab,

Banyaknya praktek bid ..., khurafat, dan takhayul
menjadikan Abdul Wahhab sangat mengecam, tindakan
tersebut dan inenycbutnya sebagai’ bentuk sylirﬂ: yang
merupakan dcsa terbesar aalamiislam. Akidah dan praktik
seperti itu mengancam aqidah dan ketauhidan umat Islam.
Muhammad bin Abdul Wahhab melihat di beberapa
negara Islam yang dikunjunginya, kehidupan Islam telah
lenyap karena telah meninggalkan kebiasaan yang

bernafaskan Islami, dan kehidupan umat Islam mengalami

14 Sita Hidriyah, “Reformasi Ekonomi Arab Saudi”, Majalah Info Singkat
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,. Vol.. VIII, No.
09/1/P3DI/Mei/2016, 6.

15 Ibid., 6. _

16 John L Esposito, Islam Warna-Warni Ragam Ekspresi Menuju “jalan lurus”,
Penerjemah Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 147.
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kemunduran yang merata.l” Di sisi lain, ia juga mengecam
para ulama yang telah lama membiarkan praktik-praktik
semacam itu. Untuk itu, ia juga menyuruh umat Islam agar
menyelaraskan pikiran dan hati mereka dengan al-Qur'an
dan hadis dan bukan kepada penafsiran-penafsiran yang
salah.18 Kondisi umat yang telah rusak tauhidnya itu yang
mendorong Muhammad bin Abdul Wahhab untuk
memperbaikinya melalui pemikiran dan ajaran-ajarannya.
Muhammad bin Abd- ‘ahhab mempunyai konsep

mengubah =o'k ale maomrrimemong yang masuk
dalam ajara 12 _pliia e we, we at, dan takhayul.
Dengan der a 1a mengajak u.  's.am agar kembali

kepadaajarc  slam* 1 gmu  i¥Mc¢  amad bin Abdul
Wahhal 1 ger karny: lee h m m.  skan dirinya

kepada  mcsalal m - np 1rn na a 1a mengikuti
faham ma: Ha ' | i1 p miki nya dipengaruhi
oleh tokoh I't, ‘miyah,2 sepe: y ;dinyatakan oleh
Muhammad R ad Ibnu Taimiyah
“walaupun aipengarun ¢ pikiran-pikiran reformatif

Ibnu Taimiyah, geraka.x Wahabi tidak sepenuhnya
merupakan duplikat pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah” 2!
Imbtlnya gerakar ini juga tidak clapalt cilepaskan
dari: keadaan politik, perilaiu keagamaan, dan sosial
ekonomi umat Islam. Secara politik, umat Islam di seluruh
kawasan kekuasaan Turki Utsmani sedang berada dalam

17 Lothrop Stoddard, Dunia Baru Islam. Penerjemah Muljadi Djojomartono

(Jakarta: T.p, 1966), 30.

18 Edward Mortimer, The Politics of Islam. Terjemahan oleh Enna Hadi &

Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984), 51.

19 George Antonius, The Arabs Awakening (New York: Gordon Press, 1939), 22.
20 Muhammad Amin, Ijtihad Ibnw. Taimiyah (Jakarta:INIS, 1991), 34.
21 Mansur Mangasing, “Muhammad Ibn. Abd Wahab dan: Gerakan

Wahabi”. Jurnal =~ Hunafa, . Vol. 5, No 3 Desember 2008.
http:/ /jurnalhunafaiorg/index.php/hunafa/article/ view/ 181,
diakses Mei 2021.
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keadaan yang lemah. Turki Utsmani yang menjadi kekuasaan
tunggal Islam pada saat itu sedang mengalami kemunduran
dalam segala bidang. Banyak daerah kekuasaannya yang
melepaskan diri, terutama daerah-daerah di bagian
daratan Eropa. Kelemahan ini juga menyebabkan
kekacauan politik di daerah-daerah timur (Arab, Persia,
dll). Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya emirat-
emirat?? kecil yang berusaha menguasai daerah tertentu.

Di samping kelemahe ‘tik, faktor keagamaan umat
di masa itu m~=-ke afo am e~ 2nling mendorong
munculnya ge ar . lTaud waease , terutama di

Jazirah Arab,te  t adikesalahanc » pemahaman al-
Qur“an. Sifat-s  dan k't 'asaa~ radaz 0 klasik yang

sangat reli- s ah p dar de d anti u ~an sikap
dan kebias veng « ne > v 3 k arah ¢, khurafat,
danbid“ah.3 . =ik Il uny kel ipan diJazirah
Arab, maka la i1.  "Wahabi sebag: p m keagamaan
yang berusahe - ac .7 n dari segala
pemahaman dan prakuk var .dan menyimpang dari

tuntunan yang sebenarnya.--

Masyvarakat Arab mempunyai sifat dwitunggal isme,
yaitu perpaduan anwara negasa dan againa. D‘:vitanggal
Isme ini lebih nyata lagi dil Saudi Arabia.?s Sejarah
pembentukan kerajaan Saudi telah menunjukkan dan
mengungkapkan beberapa fakta. Pada awal sejarah
dimulainya upaya pembentukan kerajaan Saudi terdapat

dua aspek yang saling bekerjasama dalam mencapai

22 Emirat adalah pemerintahan (negeri, negara) yang dikepalai oleh seorang
emir. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia “Emirat” dalam
https:/ /kbbi.web.id/emirat, diakses 29 April 2021:

2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi'lslam, (Jakarta:Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2001), 156.

24 Tbid

25 Nehed Algadri, Tentang Jang Besar (Jakarta: Pusaka, 1966), h. 74.
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tujuan yang sama. Aspek agama dan aspek politik, yang
mana Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil peran
sebagai pelopor dari gerakan Wahabi dan Muhammad bin
Saud mengambil peran sebagai seorang pemimpin daerah.
Dua aspek tersebut saling membutuhkan satu sama lain,
Abdul Wahhab membutuhkan Ibnu Saud untuk membela
dakwah yang disebarkan, dan Ibnu Saud membutuhkan
dakwah Abdul Wahhab untuk mempersatukan Jazirah

Arab dan menjadi peng- 'azirah Arab.

Kerjase~=ng af-'c 2ok 1adoo gspek ini bukanlah
sekedarkerja @'  kiiciwawanose amapasti terdapat
perjanjian-p  r .n atau kesep.  n yang dilakukan
oleh keduz ak. Kr e rakat  terse.  meliputi tentang
peranm 1 asin' aspok.’ erc anV ~he  ang dipimpin
oleh At Wihhe 11 ¢ ¢ rus uru agamaan dan
keluarga S¢  me (i ru n p ik Kedua aspek
berbeda nanc  aling bersine ing memberikan
perlindunge C D rtolak belakang
namun tidak menjaaikan k . aspex 1ni pecah.2

Menurut Muhanuau Al-Bahiy dalam bukunya
Pemikirgn. Islaw,, Kerajaan Saudi saat, kekyasaannya
semakin ‘meluas ‘dan pengarthriya semakin kuat atas
duriia Islam, mereka m=lakukan pengembangar: gerakan
Wahabi. Jika tiba saatnya musim haji, dimanfaatkan untuk
menerangkan pokok-pokok ajaran Wahabi di Makkah,
dan menyebarluaskan ajarannya.?” Bisa dikatakan bahwa
pokok ajaran Wahabi tidak akan meluas di Jazirah Arab
bahkan di dunia, jika pada akhir abad ke-18 keluarga Saud
tidak menjalin kerjasama dengan gerakan Wahabi dan

26 Am Waskito, Bersikap. Adil kepada Wahabi (Jakarta: Pustaka. Al-Kautsar,
2012), 189.
27 Muhammad Al-Bahiy, Pemikiran Islam (Bandung;: Risalah Bandung, 1985), 139.
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berperang melawan kekuasaan Dinasti Turki Usmani di
Jazirah Arab.

Masyarakat Arab terkenal dengan kesukuannya
yang sangat kental, setiap orang saling membanggakan
sukunya masing-masing. Setiap suku di Arab mempunyai
pemimpin masing-masing. Suku-suku di Arab menjadi
tolak ukur kelas mereka di masyarakat. Jika Muhammad
bin Saud dengan membawa nama suku Saud tidak

bekerjasama dengan fahar ~amaan Wahabi, mungkin
tidak akan bisa o= iri’  (ev2i~nm €o--4f Arabia. Karena
masyarakat Ar. @ JISu wuoucusaa . janagama dan

peranan terseb. i .ibil oleh gerake.  "i.abi.
Abdul AW 1ab d r gere’ n Wa  mempunyai
peranuntv’ 1w verb kirras are atdi . ~agamaan

dan morail. ao tat m .k M, \bd A .nab mulai
aktif menyeb. 2 ¢ ' r ' ‘ahiyi s rd meratakan
makam Husay », ‘ngga menim' k  kecaman dan
kemarahan ole ’ 4 ae  1ganut paham
Syi“ah. Mereka pun menunau’ . Hijaz aan merebut dua

kota suci, Makkah dan Mauwiah. Di Madinah, mereka
menghancurkan kubah-kubah vang ada di atgs;kuburan,
hiasan-hiasan yang ada di 1nakam Nabi Mul amraad SAW.
Di Makkah, mereka merueak kiswah Ka'bah yang terbuat
dari sutera. Mereka juga menghancurkan beberapa
makam dan berhala yang dihormati dan memerangi
semua orang yang memuja berhala.?? Hal tersebut tidak
dapat terlaksana jika Abdul Wahhab tidak menjalin
kerjasama dengan Muhammad bin Saud sebagai
pemimpin kabilah pada masa itu, karena setiap aktifitas
dakwah dan keagamaan yang dilakukan gerakan Wahabi
mendapat pertentangan keras dari pihak Turki Utsmani.

28 Am Waskito, Bersikap Adil, 195
2 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, 158.
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Maka, gerakan = Wahabi sangat membutuhkan
perlindungan dan dukungan dari seseorang yang
mempunyai kuasa dan pengaruh secara politik.

Peranan gerakan Wahabi juga sangat terlihat pada
tahun 1912, pada saat itu Abdul Aziz mendirikan satu
organisasi militer yang bernama “Ikhwan”, mereka terdiri
dari orang-orang fanatik Wahabi dan suku-suku Arab
termasuk Baduy. Mereka dimukimkan di dalam
perkampungan-perkam an pertanian. Pada tahun
tersebut Abd--! * =iz ub domot o ympulkan kurang
lebih 75.000 L1 otivugas wave 1, seperti Kabilah
Mutair, Ute |, iarb dan Ajm. \rdul Aziz sangat

menganda'k  lkhw 1 unt  men, carda terdepan
dalam - & n k «<ha"fa an Turl " ¢ ani dan al-
Rasyid..  “eprah I 171 em i «kan bahwa
kemurnian log 21 ang disa  an dengan politik
sebuah negai.  ‘apat menim* K  perubahan, hal
tersebut jug " <@ .o gabungan antara
agama dan pouuk merupa’ aesmn potitik yang kuat.3!

Namun dalam sqaah Ikhwan, sempat terjadi
perfentangan antarg kebijeken politik Abdul Aziz dengan
prinsip faham Wahabi. Gerakan dakwali ]arl.g Jdilakukan
oleli Wahebi tidak selalu Sepaham dengan  iebijakan
politik Kerajaan Saudi. Ikhwan yang dibentuk oleh Abdul
Aziz, dalam upaya mendirikan kerajaan Saudi ketiga,
tidak setuju dengan kebijakan Abdul Aziz untuk menjalin
hubungan dengan Inggris. Hal tersebut tentu saja berbeda
dengan prinsip Wahabi. Pada awalnya Abdul Aziz dan
Ikhwan menjadi satu padu dalam satu barisan untuk
mendirikan Kerajaan Saudi Arabia, namun ketika Abdul

30 John L. Esposito, Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik. Terjemah: A.
Rahman Zainuddin (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 193.
31 Ibid, 195.
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Aziz menjalin kerjasama dengan pihak Barat yaitu Inggris,
Ikhwan langsung menjadi pihak yang menentang
kebijakan  politik =~ Abdul  Aziz. Hal tersebut
mengungkapkan bahwa aspek agama dan aspek politik
masing-masing mempunyai peranan yang berbeda satu
sama lain dan terkadang berseberangan.

. Pergeseran Ideologi Arab Saudi Dari Wahabi Ke Moderat

Meskipun dalam < sisi paham keagamaan
Wahabi yang di~nt & gront «~dilal pada sisi lain
peranan ArabS N} jamiges. w Islam sedunia
mempunyai ar e  tidak kecil. 1 1. negeri-negeri
Islam ataupur  rganicic-orgs ‘sasi, = >san-yayasan,
lembaga-le- & d <wen  d 1 u. -lembaga
pendidikai. = selal n : g rlit tkar s gguhannya
denganmemt  nb -* ¢ | :ua zan. lonesia sendiri
sebagai negara L nduduk musli t esar di dunia,
banyak menda; * A .0 ArabSaudi, di
bawah kepenuulyulau na’ saliart sekarang ini

nampaknya memberi Wi baru pemerintahannya.
Beliau adalah sosok pemimpin vang sering turun ke jalan
untuk melikat kondisi masyarsakat. Hal in: dap!at dilihat
dalam kasus jetuhnya alat berat trane saat kaum muslimin
dalam melakukan ibadah haji tahun 2015

Salman bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur
Provinsi Riyadh pada tanggal 4 Februari 1963. Masa
jabatannya berlangsung selama empat puluh delapan
tahun, dari tahun 1963 sampai 2011. Sebagai gubernur, ia
memberikan kontribusi untuk pengembangan Riyadh dari
kota menengah ke kota besar metropolitan. Ia
meningkatkan pariwisata, . proyek-proyek penting, dan
investasi asing di dalam negaranya. Dalam waktu 48
tahun, Pangeran Salman berhasil mengubah kota/padang



pasir, Riyadh, yang terisolasi menjadi kota yang dipadati
gedung-gedung pencakar langit, universitas, dan jaringan
makanan cepat saji.

Pangeran Salman berjuang memenuhi tuntutan
ketersediaan rumah yang terjangkau dan fasilitas
transportasi publik yang layak bagi empat juta penduduk
kota itu. Jabatan Gubernur Riyadh ini membuat Salman
sangat dikenal di dunia internasional, terutama juga

karena kota ini kerap d- ngi utusan internasional dan
tamu-tamu ‘"7 en domoo= cakap  berhasil
mengamank  (© Sl uouig vuge + kota Arab Saudi
itu. Ia juga e ouka hubunga. liiik dan ekonomi

dengan Barz
Ke & nger nSe'm nr =njal °'t,  rnur Riyadh,
King Sc Laive it i Riy dh i _an. Sekarang

universitas met 1l hs uy ;terbaik di Arab
Saudi dan wnc  diperhitungks d  unia pendidikan
tinggi inter °~ T gt «  kan tegas yang
Pangeran Saiman purusks  salan pada tahun 2011 ia

mendeportasi pengemis asing dari Arab Saudi dan
mengadakan program rehabilitasi. di departemen sosial
bagi penigemis asli Arab  Saudi. 1-‘engenl;is- pengemis
tersebut | sengaja maemanfaatkan  kemurahan hati
penduduk Arab Saudi.

Pada 5 November 2011, Pangeran Salman diangkat
menjadi menteri pertahanan menggantikan saudara
kandungnya yang menjadi putra mahkota, Pangeran
Sultan bin Abdul Aziz. Pada hari yang sama, Pangeran
Salman juga terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan
Nasional (NSC). Alasan pengangkatannya sebagai menteri
pertahanan karena memang iasmemiliki kompetensi yang
luar biasa. Pertama, _sifatnya yang mengedepankan
perdamaian dan diplomasi. Hal ini juga diketahui bahwa
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ia aktif berurusan dengan masalah internal keluarga
kerajaan dan menengahi perselisihan di antara mereka.
Kepandaiannya dalam diplomasi juga membuat ia
disegani di kalangan suku-suku Arab Saudi. Menurut
surat kabar Asharq al-Awsat sebagaimana dikutip
Associated Press, Salman dikenal memiliki hubungan
yang sangat luas dengan suku-suku di Arab Saudi dan
pengaruhnya semakin memperluas jaringan bisnis
keluarga kerajaan. Kedua, " >ran Salman adalah putra
generasi tengak “~'-m'  roo omoicae- Oleh karena itu,
ia bisa menger 0  hucaiga wee dengan kedua
generasi dalanr a .ah sosial dan «  v.. Setelah jalan
diplomasi dirr 1p bu t . Par >ran &  »n juga tidak

segan mer 1 an k kuerar mu ter. "mi.  ~va ketika
Arab Saua.  t cerlit t¢ « r mi ter ¢ 1 .nelakukan
serangan udai.  hac > 5 ade ahu )14.

Pada 18 | 2012, Panger nan diangkat
sebagai Putra o S lama setelah
wafatnya saudaranya, rurra  .Kowa Nayef bin Abdul

Aziz. Dan sekaligus didawa. sebagai wakil perdana
menteri. Pencalonannya sebagai putra mahketa dan wakil
perdaria menteri dianiggap sebagai sinyal bahwa reformasi
Raja Abdullah akan terus berkeinbang. Orarng-orarig pun
menilai bahwa Pangeran Salman mengambil pendekatan
yang lebih diplomatik terhadap tokoh oposisi, berbeda
dengan bangsawan Arab Saudi lainnya. Mereka juga
berpendapat bahwa Pangeran Salman sama seperti Raja
Abdullah, sebagian besar fokus pembangunan pada
peningkatan ekonomi bukan pada perubahan politik. Pada
tanggal 27 Agustus 2012, dewan kerajaan mengumumkan
Pangeran Salman bertanggung jawab atas, urusan negara
karena Raja Abdullah mulai _sakit-sakitan. Untuk
mendekatkan hubungannya dengan rakyat, Pangeran



Salman meluncurkan akun twitter @KingSalman pada
tanggal 23 Februari 2013.

Berbeda dengan raja-raja lainnya, Raja Arab Saudi
justru memiliki gelar khadim yang secara harfiah
diterjemahkan sebagai pembantu. Raja-raja Arab Saudi
adalah pembantu atau pelayan dua kota suci, Mekah dan
Madinah. Raja pertama yang mengenakan gelar ini adalah
Raja Fahd bin Abdul Aziz rahimahullah -kakak tertua
Pangeran Salman pada 2 1986. Setelah Raja Abdullah
bin Abdul A== raf  ud~ Finf bod tangeal 23 Januari

2015, dewar  @°  Mliwaguss weg N Salman sebagai
rajabaru Are a1 imenggantikan.  'aia tirinya tersebut.

Perges n ide)l gi d Arab 1i mulai terasa
ketika Wb S i1di, Se na bin AL ~ziz al Saud,
resmi i 1k ut a2y . M ohar e  bin Salman,

sebagai pe. = te ' i la | Ju 2017. Keputusan
tersebut die m.  ~telah sang r i in mengeluarkan
dekrit soal T P ur n. Sebelumnya,
Pangeran Monaminea aiar  _ olen Kaja Salman menjadi
salah satu penasihat piivaui untuk urusan politik dan
ekonomi. la juga meniakat sebagai Menteri Pertahanan.
Dilansir aari BBC Putera 'Malikota Arab Saudi,
Pangeran Mohaitrnmed tin Salinan, mengatakan kembali ke
'Islam Moderat' merupakan kunci dalam rencananya
untuk memodernisir negara kerajaan itu. Kepada para
wartawan dia mengatakan 70% penduduk Arab Saudi
berusia di bawah 30 tahun dan mereka ingin 'kehidupan
dengan agama yang diwujudkan menjadi toleransi'.
Pangeran Mohammed juga bertekad untuk
'menghapuskan sisa-sisa ekstrimisme dengan segera'. Dia
menyampaikan hal tersebut, setelah ' mengumumkan
investasi sebesar US$500 miliar atau sekitar Rp6.783 triliun
untuk membangun satu kota dan kawasan bisnis baru.
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Disebut sebagai NEOM, lokasinya yang mencapai seluas
26.500km?2 terletak di kawasan pesisir Laut Merah di
sebelah barat laut Arab Saudi, dekat Mesir dan Yordania.

Dikenal sebagai Vision 2030, termasuk di dalamnya
adalah usulan wuntuk swastanisasi sebagian dari
perusahaan minyak negara Aramco lewat penjualan
sahamnya dan juga dengan pembentukan dana investasi
negara terbesar di dunia.

Pemerintah juga ing¢’ ~nempuh investasi sektor
hiburan dan ke=~ - &Ko ~omoms dicolar sementara
bioskop umunr 27 O Gicuna 1wy N Mohammed
yang berusia 3. h . menjelaskan i na reformasinya
dalam sebuah  onferc ' ekr »mi ¢ ‘iyadh, yang
dihadiri o' a ir ester sin dar 1 diplomat.
Pangeran . armec t 1 S lmé 1 m & .an beliau
ingin Arabsau.  >mk " » 2 i(ya gse 1mnya,sebuah
negara Islam n o vang terbuke 1t semua agama,
tradisi, dan or: T e .7 a, ingin hidup
yang normal. sepuan kemd . uengan agama yang

diwujudkan menjadi tolera..ss, snenjadi tradisi keramahan.
Pangeran menegaskan Arab Saudi 'tidak seperti ini
sebelum 1979, ketika terjadi revolusi Islam'di rar.dun para
militari, mer duduki- Masitdil Haram ai Mekkah. Setelah
peristiwa-peristiwa tersebut, hiburan umum dilarang di
Arab Saudi dan para ulama mendapat lebih banyak
wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat umum.
Sejak ditunjuk sebagai pewaris tahta Arab Saudi,
sejumlah perubahan mendasar terjadi di sana. Salah
satunya adalah diizinkannya perempuan untuk menyetir.
Perempuan di Arab Saudi pun disebut-sebut mulai
mendapat 'tempat'. Selain itu, ada beberapa hal lain yang
dulu dianggap tabu namun kini telah dihalalkan. Seperti
dirangkum dari sejumlah sumber, berikut 7 hal yang



dahulunya dilarang namun kini 'dihalalkan'. Pertama,
Perempuan Diizinkan Mengemudi. Arab Saudi merupakan
satu-satunya negara yang melarang perempuan menyetir
mobil. Dikutip dari BBC.com Pada 26 September 2018,
untuk pertama kalinya kaum hawa di Arab Saudi akan
diizinkan menyetir. Pengumuman tersebut menandai
perluasan hak perempuan secara signifikan di satu-
satunya negara yang melarang mereka berada di balik

kemudi. Perubahan ini 'ah "langkah pertama dalam
banyak hal yo=~ diir gr o baren di Saudi".32
Kedua, e AQie \oww, e uduki  Posisi  di
Pemerintahar  a . akhir Septemc 917, untuk pertama
kalinya sen: 3 perr x buan itunju.  tuk menempati
posisi s > | per erirral m rab "ac  Dilansir Gulf
Digital . Leremr >u 1 x nar aEr .t Abdulla Al-
Ghamdi 1. mp ° 151 eba Asisten Ketua
Teknologi I t¢ =i di Kota Al-" o , Provinsi Timur.
Sekretaris Je ks , 7 | bin Mohammed
Al-Jubeir, aaaian orang g mengeluarkan dekrit

tersebut. Al-Ghamdi  asnan menjadi satu-satunya
perempuan yang bekerja di pemerintehan Al Khobar.
Dikutip dari The CStraits ' Times, da.any sebuah
periiyataan  Puasat  Komunikast: Internasional  di
Kementerian Kebudayaan dan Informasi menyebut,
diberikannya posisi tersebut merupakan bagian dari
rencana untuk mendongkrak jumlah perempuan dalam
posisi kepemimpinan. Selain itu, Arab Saudi bercita-cita
untuk meningkatkan proporsi perempuan di pasar tenaga
kerja, yakni dari 22 persen menjadi 30 persen, pada 2030.
Al-Khobar mendirikan sektor khusus perempuan untuk

32 https:/ /www.bbc.com/indonesia/dunia-44191171 di akses 20 April 2021.
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terus mengikuti perkembangan peran perempuan Arab
Saudi untuk terlibat dalam aktivitas komersial.?

Ketiga, Perempuan Boleh Masuk Stadion. Arab Saudi
memperbolehkan perempuan untuk memasuki stadion
nasional olahraga King Fahd untuk pertama kalinya.
Peristiwa pada September 2017 itu menandakan reformasi
Arab Saudi sekaligus merayakan 87 tahun ulang tahun
negara itu dengan sejumlah konser musik dan penampilan

lainnya. Acara itu juga per’ kalinya memperbolehkan
perempuan ur*-'c =ie Jdif ~2onme omoet di Stadion
Riyadh. Kaum /2 ~dipciooiciuna: nonton konser
di Jeddah yar r .ampilkan 11 . ‘s1 Saudi. Meski
memperbolebk mas 1] ke stadic  sepak bola,
perempuar t tak | leh be a1 pur ‘~1,  penonton
laki-laki. K peren bou r a an udu i .gian yang
dikhususkant  “pe > a da kelt sa.

Keempat, \. 'ka Gym Khv empuan. Pada
Februari 2017, ) T o uka gym atau
pusat kebugaran knusus verer  .n ar seuap lingkungan.

Hal tersebut dinilai sebaga: iangkah kecil kerajaan itu
menuju kemerdekaan perempuen. Gym tersebut, bertujuan
untuk mernotivasi pererapaarn uniuk merijadi lebik, sehat.
Walaupun demikien, Sauc'i belium memberikan izin bagi
perempuan untuk mengikuti olahraga kompetitif, seperti
sepak bola, voli, basket, atau tenis.

Kelima, Perempuan boleh Menonton Pertandingan Sepak
Bola. Pada pertengahan Januari 2018, untuk pertama
kalinya Arab Saudi mengizinkan perempuan untuk
menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung.

33
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Keenam, kegiatan yoga “halal” dilakukan.
Kementerian Perdagangan dan Industri Arab Saudi telah
'menghalalkan' segala kegiatan terkait yoga pada akhir
November 2017. Bahkan pihak kerajaan juga memberikan
lisensi bagi mereka yang hendak berlatih dan mengajar
olahraga senam gerak badan tersebut3* Orang pertama
yang mendorong pengesahan ini adalah seorang wanita
bernama Nouf Marwaai. la adalah instruktur yoga

bersertifikasi pertama vab Saudi. Pendiri Yayasan
Yoga Arabgitiug’  reovaaioon “an agama tidak
bertentanga

Ketuju V. .ghalalkan' Biosn " ayi) setelah lebih dari
35 tahun 4 g Ta'a pe >ngah.  Desember 2018,

Pemerir | rab auri el Jum m. bioskop di
negarar,, g rac ot ¢ k mb ips a .l tahun 2018.
Ini adalah el 1y se lah  ih dari 35 tahun
dilarang ber»v.  ‘seluruhbiosk ¢ rab Saudi bangkit
kembali. Ble. = 7 i ' 1 Bioskop di Saudi,
sebuah judui paua pemnve .1 Jjawa ros edisi 20 April

2018. Dalam berita tersevu., menjelaskan bahwa kini Arab
Saudi kembali mengambil kebijakan untuk mengikis kesan
ultra-kcnseivatic “dan kurc dengan rta¢mbulka  studio
untuk pemutaran film layar lebar.3

Mereka  menambahkan, pemerintah  segera
mengurus perizinan bioskop. Menghidupkan kembali
dunia layar lebar menggambarkan adanya pergeseran
paradigma Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman
mempromosikan hiburan sebagai bagian dari perubahan
sudut pandang yang diimplementasikan.

34 https:/ /www.idntimes.com/news/world/komang-trivani/voga-halal-
di-arab-saudi-c1c2/full diakses 20 April 2021.

3% Harian Jawa Pos, Blackpanther Tandai Kembalinya Bioskop di Saudl Edisi 20
April 2018, 1 dan 19.
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C. Motif Dan Kepentingan Pergeseran Ideologi
1. Motif dan Kepentingan Politik

Arab Saudi adalah sebuah negara yang masih
menganut sistem kerajaan di kawasan Timur Tengah.
Kerajaan Arab Saudi berasal dari Dinasti Saud yang
dirintis sejak abad ke-18 di daerah Najd yang terletak di
bagian tengah Semenanjung Arab. Sistem pemerintahan
negara-negara di jazirah Arab yang pada saat itu tidak

bisa dilepaskan dari fa’ ahwa wilayah ini sampai
kira-kira sat* ~h~dsc gy mmowenalan bagian dari
kekuasaan ¥ w1 Uil .., nganut sistem

pemerintahe & _ berbentuk kex  fanan. Terhitung
pada awal . d ke-"5 hamr selw vilayah Arab
beradac & hke aisarar Jt: nani °

A Sadiclall s bue ne 1 .ng sangat

religius de. pr " . s m ang ku. Meskipun
demikian, }~1. 2 kerajaan S» i :ap mendapat
kritikan das ' © ode 2" Sasaran kritik
yang utama auaiann xed  un nuvungan mereka

dengan Amerika Seriku., wan gaya hidup kerajaan.
Keluarga,  kerajaan, Saudi pernah  dihina - sebagai
keluarga korup dan tidek Iclani cleh (,rzmg—(:rang Iran
sejalc revolusi tahun 1979, daii ini menimbulkan konflik
dalam pelaksanaan haji orang-orang Iran di Mekah.3”
Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam
sebuah wawancara dengan The Guardian pada Oktober
2017, mengatakan bahwa dia Dberjanji  untuk
mengembalikan Arab Saudi ke “Islam moderat” dan
meminta dukungan global untuk mengubah kerajaan Saudi

3 Asghar Ali Enginer, Devolusi Negara Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2000), 143 v

37 lan Adams, Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa
Depannya. (Yogyakarta: Qalam, 2004). 432.
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yang berhaluan garis keras menjadi masyarakat terbuka
yang memberdayakan warga dan memikat para investor
dalam artian mereka tidak memperlakukan agama laksana
monumen yang baku, tetapi memperlakukannya dalam
kerangka iman yang dinamis dan aktif. Konsekuensinya,
Islam moderat menghargai pencapaian-pencapaian sesama
muslim di masa silam, untuk mereaktualisasikan
konteks kekinian.

Mohammed bi- nan juga mengatakan bahwa
Arab Sar-7® *ola!  erind? =o~oeo yltra-konservatif
dalam 30 o AKlus, waaaane. nyaitu bukan hal
yang nor . ~1a menuduh t. 2 lahirnya doktrin-
doktrin k1 dari u xma *~ ‘haday  syarakat adalah
sebac r  side (revol i1 an. N oun Mohammed
binSc n, raja- 3je 3 > um yat < .wubagaimana
mengha. ya

Setc'la.  liangkat me d putra mahkota,
Mohamn °° ~ ° e’ 4" program “perang
melawan korupsi aar  _nanan sebelas pangeran,
empat menteri, serta puwuhan mantan menteri dengan
tuduhan . korupsi., Mereka bukan hanya ditangkap,
melairkan juga dibeikakan aset keka ]aaniﬁyq, dicopot
jabatannya, serta diperméiukan di depan umum. Hal
ini berbeda dengan tradisi Dinasti Saud dimana meski
sebagian pangeran tidak diberi posisi penting,
kesejahteraan mereka dijamin. Tindakan keras
Mohammed bin Salman memunculkan prediksi adanya
upaya pembalasan dendam terhadap Mohammed bin
Salman.

3 Chafid Wahyudi, “Tipologi Islam Moderat Dan Puritan: Pemikiran
Khaled M. Abou El-Fadl?, Teosofi: Jurnal Tasawuf: dan Pemikiran Islam,
Volume 1 Nomor 1 Juni 2011. :

3 S. Stenslie, “The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arabia”, The
Washington Quarterly, Spring. 2018, 65-79
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Untuk saat ini, kampanye anti-korupsi
Mohammed bin Salman cukup populer di kalangan
warga Saudi, terutama kelas menengah ke bawah yang
muak dengan para elit yang menyalahgunakan
kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Mohammed
bin Salman telah menggunakan kampanye anti-korupsi
untuk menampilkan dirinya sebagai Robin Hood Arab
yang mengambil dari orang kaya dan memberi kepada

orang miskin. Beber- vetinggi kerajaan yang
ditangkap te'~>cop’ iroofelak bocor yang kepada
kas negara eF Liwwiann aee 2san mereka.

Pangeran M > .n Abdullah di.  -kan dibebaskan
setelah set1  nemb'y rset 'yak 1+ ‘ar US Dollar
dansec- t  dip kirrka ke neg -a "mbah 50-
100 milic S . olla %0

1

Sebag, ma " 1 u ake Ste (2018) bahwa

pilar Kerajari b Saudi adal | jatuan Dinasti
Saud, kiner;j D ae N 1, Mohammed
bin Salman ternnat konrr odukur dengan upaya

menjalin persatuan. Mcicaa telah menyusun sebuah
skenarip sistematis, yang menempatkan Mohammed
bin - Salnan rnenjadi’  penguasa turlggaf. Sistem
kekvasaan ' tunggal seperti lini lebih mudah untuk
dijatuhkan dalam sebuah revolusi.

. Motif dan Kepentingan Ekonomi

Facchini mengilustrasikan bahwa jika seseorang
akan mengubah dasar gerakan didasarkan pada logika
pembiayaan. Misalnya, mereka memiliki pilihan
apakah tetap menganut ideologi (opsi A) atau
mengubahnya (opsi B). Pertimbangannya adalah pada

40 Tbid
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biaya (cost). Jika individu memilih opsi B, itu karena
keuntungan yang terkait dengan pilihan dianggap lebih
unggul dari opsi A. B dipilih karena memiliki peluang
pembiayaan yang lebih rendah. Sehingga perubahan
ideologi tergantung pada kemungkinan-kemungkinan
ideologis dan peluang tingkat pembiayaan.*!
Menyikapi konteks Arab Saudi, maka dipahami
bahwa Arab saudi merupakan negara kaya dari hasil

minyak. Pada tahur 8, perusahaan AS, Chevron,
menemul-~~ - PR > ~-=== pasir Saudi, dan
selama Pi g 1& a1 versangowe  produksi minyak
berkemb: sat. Namun, ; 'apatan Saudi dari
minyak v 3 terkx r ba terjac  da tahun 1973-
1974 = sac bersi na 1 d muc  arat sedang
meny, 2t kri s o 1 ore erg 1 . satu pemicu
krisisaa.  wmer  \ a Isr :l,d  nanegara-negara
Arab yar ¥ . -~bung dalam © x ation of Petroleum
Exporting = =~ TP r  kukan embargo
minyak ternaaap A> aar erapa negara Barat lainnya

karena mendukung isiacl. Akibatnya, harga minyak
dunia meroket hingga mencapai empat kali lipat dari
harga ' normal (www histoiy.state.gov). Dishat dari
sumber ladanig miryak yhng sudah aitemukan, Arab
Saudi memiliki hampir seperlima dari cadangan
minyak dunia.

Arab Saudi dapat dikatakan sebagai rentier state
terbesar di dunia, yakni sebuah negara yang pendapatan
nasionalnya sepenuhnya atau sebagian besarnya
berasal dari sumber daya alam lokal. Pendapatan utama
kerajaan berasal dari penjualan minyak dan investasi
luar negeri (yang modalnya berasal dari.penjualan minyak).

41 Frangois Facchini, Political ideological ‘shift: A theoretiéal approach,
Social Science Information, Vol 55: 4, 2016, 7.
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Hanya sebagian kecil saja pendapatan yang berasal dari
pajak dan retribusi. Kerajaan menggunakan sebagian
hasil minyak itu untuk menjamin kenyamanan materi
warga negara dan sebagai imbalannya, warga diharuskan
untuk menerima hak penguasa untuk memerintah.
Sistem ini juga diistilahkan dengan authoritarian bargain
(tawar menawar penguasa otoriter).42

Namun dalam perjalanan waktu, tentu saja tidak

semua berjalan mulus. ©  'nya, di tahun 2014, Arab
Saudi men~t~-~pi 510 l“kat ~=‘oknya harga
minyak dun 47 + Gouasy s Yjadi di bawah
30 dollar/b: 1. ada tahun-tahc  ~lenjutnya harga
minyakduni 3ame g lami” ktuas..  >ggantungkan
diri pacd 5 der ! aya A’ m -ang ‘-1 = disadari
akan m. anayak n < > lan sun gara, atau
dengan kav. ma 11 jan ¢ ilitas ekonomi
jika tidak di tu. ngan baik.

Dalan Cor S i vision 2030
pemikiran ai awas memad”  Lar penung. Salah satu

konten penting isinya auwah rancangan diversifikasi
ekonomi guna melepasken ketergantungan,terhadap
minyak. Saudi Vision 2030 xerniliki 3 ‘pilar }l,cnting di
dalamnya vaitu, A Vibrant Society, Thriving Economy,
dan An Ambition Nation. A Vibrant Society atau
masyarakat yang dinamis dimaksudkan disini adalah
Arab Saudi ingin memperkuat sumber daya manusia
yang dimiliki, hal ini didasarkan bahwa kekayaan suatu
negara sesungguhnya tidak hanya terletak pada
sumber daya alam, namun kekayaan yang sebenarnya
dimiliki suatu negara terletak pada sumber daya
manusia. Keberadaan Arab Saudi sebagai jantung dari

425, Stenslie, “The End of Elite Unity and the Stability of Saudi Arébia”, The
Washington Quarterly, Spring. 2018, 66
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dunia Arab dan Islam juga mendorong pemerintah
kerajaan untuk memperkuat masyarakat Arab Saudi
untuk tetap berada pada prinsip-prinsip kelslaman
yang menjadi identitas nasional mereka yang telah
mengakar dan harus diperkuat. 4

Thriving Economy atau pengembangan ekonomi
merupakan fokus dalam visi ini. Minyak dan gas
merupakan pilar penting dalam perekonomian Arab

Saudi, namun dal hal ini Arab Saudi akan
melakuke~  =2op sem~om =o=lonomian  dalam
jangka pe 0 1 LlnGiasguwa agan melepaskan
ketergani 3 .aya terhadap vek dan gas dan
melakuk div 2 -ifike ex  Mi. Perlunya
menc 1  kasi perexo on an ¢ Saudi guna
mem, ta. inv st 5 s jag [ sel  .nbahan yang

berkelar, .

Pile - y terakhir adala¥ r i nasional negara,
merupak ’ © v mengefektifkan
seluruh jajarannya sec oirokrasi. Kerajaan yang
memiliki  kejelasan  «rhadap transparansi dan
akuntabilitas- yang berni'ai tinggi. Trangparansi dan
akurntabiiitas airasa sangat diperlukan dilain kontrol
pemerintahary, teruama | kontrel terhadap proyek-
proyek yang berdampak signifikan dan tinggi terhadap
perekonomian Arab Saudi. Adapun fokus utama dari
visi Arab Saudi 2030 ini sesungguhnya berorientasi
pada pengembangan perekonomian Arab Saudi.#

D. Catatan

4 B.A. Albassam, “Political Reform in Saudi Arabia; Necessity.or Luxury?”
Middle East Studies Online Journal, Vol. 3, No.6, 2011.

44 Nevlita Sianturi, “Pengaruh. Saudi Vision 2030 Dan Agenda Foreign
Direct Investment(Fdi) Arab Saudi Di Indonesia”, Jurnal FISIP Volume
4 NO. 2 Oktober 2017
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Beberapa kesimpulan dari pembahasan di atas
adalah, pertama, Pergeseran ideologi di Arab Saudi mulai
terasa ketika Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al
Saud, resmi menunjuk putranya Mohammed bin Salman
sebagai pewaris tahta pada 21 Juni 2017. Sebuah pilihan
paling rasional yang diambil di tengah persoalan ekonomi
politik global yang sangat dinamis.

Motif dari pergeseran ideologi tersebut tentu tidak

bisa dilepaskan dari motif - 'k dan juga motif ekonomi.
Secara politik te=*=22ja” eam oot bovlomontingan untuk
mendapatkan ¢«  0° | ponan occewaa  ih massif baik
dariinternalm  t cksternal. Seda.  n motif ekonomi
didasarkan 1z fakt- 1an = sadaic.  hahwa tidak
selamanya 1 -da' (alem a1 pur o,  »enopang
utama stc  as ek ncr  aeg ra, 1 _ga perlu
eksploitasi da.  ~ma “ : 1 sun jer-s  ber lain yang
lebih rasional sc ~oca dikembar a Jdalam bentuk
Saudi Vision 2(



BAB III
KELOMPOK ISLAM DALAM DISKURSUS
IDEOLOGI INDONESIA

Perumusan Pancasila merupakan tahapan krusial
dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan kompleksitas.
Pada masa itu terjadi pertarungan antara dua kekuatan
utama, yaitu kubu Islam dan nasionalis. Walaupun kami

kurang sepakat dengan ‘an tersebut, tetapi sebagai
realitas sejarah h-! ity = gm dilkat-hui Tokoh Islam dan
Nasionalis me .«* ad... .. ... rbeda mengenai
bentuk negarc a landasan ide. ° yang semestinya
diadopsi Nega  ndonesi . Kub  Islan.  ag diwakili para
pemimpin = 1 sepe 1 haii igu Sal m Mohammad
Natsir sertc. h.|Ha yi: . % lar ilan a .perjuangkan
agarIslamme.  ‘lar -~ 1 tagg lneg L. Disisilain, para
nasionalis yan~ ‘mandani Soe' 1 dan Mohammad
Hatta dan M N 1 ar  ginkan landasan
ideologi yang icuut uiniusu U . Iuencenminkan pluralitas

masyarakat Indonesia. Perv.c...an antara kedua kekuatan ini
menjadi semakin tajam dalam proses perumusan Pancasila®.
Namun, perdebatir: tersebut menemiukan titik kulminasi
setelali. dibenfuk tin 9 yang d:ipimpin Sogkarne. Tim ini
mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan merumuskan
nilai-nilai Pancasila yang mampu mencakup kepentingan
semua pihak?.

4 Suciyani, Diskursus Tokoh Islam Dalam Perumusan Pancasila Sebagai
Ideologi Negara, 2017,
https:/ /digilib.uinsuka.ac.id/id /eprint/27861/2/1420311069_BAB-
I_IV-atau-v_daftar-pustaka.pdf.

46 Dalam catatan sejarah BPUPKI Tim 9 dalam perdebatan mengenai dasar
Negara, setelah semua utusan menyampaikan pandangan dan usulan,
mereka mempertimbangkan aspek keragaman kepercayaan yang
dianut masyarakat Indonesia secara sosiologis dan politis
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Dalam perjuangan perumusan Pancasila, kubu Islam
menekankan pentingnya menjadikan agama sebagai
landasan utama negara. Mereka menganggap Islam sebagai
identitas nasional yang dijunjung tinggi dalam menyusun
dasar negara. Argumentasi yang mereka ajukan adalah
bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga negara
semestinya mencerminkan nilai-nilai Islam dalam konstitusi
untuk mewakili aspirasi mayoritas. Contoh dari konteks ini

adalah tuntutan dari kelom 'slam agar Syariat Islam
dijadikan landasan >+'~=m - 421~ mobotykan negara. 4’

Sementara ' lwoiosans oo lorong untuk
merumuskan Par i sebagai land. 1deologis yang
inklusif dan dapat  ngakr o hdasi ~beragy =~ nyangsudah
lama hidup ¢ 1 arak ¢ Indor :sic Me k¢ -pendapat
bahwa dasa. ~¢ra 1a 1 ner erm a  semangat
persatuandanke.  any 1 e iba zun  ntitas nasional
yang beragam. Co>tc  “ripandangar~ ¢ ah upaya para
nasionalis untuk i "2 . i kebangsaan
seperti gotong royong, aai aa «Kmur, serta persatuan

Indonesia dalam rumusan Paticasua.

Peran, BPUPK dan Tim 9 yang dibentuk, oleh BPUPI
sebagai usaha untuk ‘mempersiapkari kemnerdekaan dan
merumusican Fancasila telah berhédsil meraadukan niloi-nilai
agama dan kebangsaan, menghasilkan dasar ideologi yang
kokoh, memungkinkan keberagaman agama, dan menjamin
kebebasan beragama masyarakat Indonesia. Namun, hal itu
dihasilkan setelah melalui proses persidangan yang panjang,
akhirnya para utusan Islam dan Nasionalis mengesahkan
Pancasila pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan

47 Muhammad Ilham Gilang, “Dasar Negara Islam Atau+Pancasila Sikap
Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante,” Jurnal
Candrasangkala Pendidikan ' Sejarah |4, no. "1 (2018): 49,
https:/ /doi.org/10.30870/candrasangkala.v4i1.3433.
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Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 dengan bunyi teks
seperti yang kita kenal hingga saat ini. Proses tersebut tidak
mudah, melewati diskursus panjang sebagaimana ditulis
sejarawan Indonesia.

Setelah disahkan Pancasila kembali diuji dengan
menghadapi berbagai tantangan, seperti gerakan separatis,
persaingan politik, dan lainnya. Serta masalah ekonomi
mengancam stabilitas dan implementasi nilai-nilai Pancasila.
Oleh karenanya, pemi- dan elit politik tetap
mempertahank-= P-nc  echa~of ~ommoqggt kebangsaan,
keadilan, dank ur  iniaigauw po g dalam menjaga
stabilitas negar

Dari pe 1surar %esei ~han =~ ditulis oleh
sejarawan. ¢ kar: perda at. ithwi “c - antarakubu
Islam da.  n~aioni is & mm per 1 .a Pancasila
mencerminkau npl ' ¢ ina dika itk dan ideologi
pada masa itt .t saja hal itv' i 3aruhi oleh latar
belakang buda «t 0" sitas pemahaman
pendiri bangsa. paik ketom aasionais maupun Islam

sama-sama memiliki paiuaigan yang disarkan pada
komplkesitas kehidupan masyarakat Indonesia. ,

Banyax ‘yang menjelaskan’ raenger.a: llgompleksitas
dinamika politik perumuican Pancasilo. Nuycholish Madjid
sebagaimana dikutip Ngainun Naim* mengatakan bahwa
pancasila itu ideologi yang modern, dimana pancasila itu
menjadi common platform (pijakan dasar bersama) yang
dimana pancasila ini menyatukan perbedaan yang ada di
seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya peran

48 Nur Syam, “Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia:
Perspektif Sosiologis,” Jurnal Studi Islam Dan Sesial 18, no 1. (2020): 100~
125.

49 Ngainun Naim, “Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi. Pemikiran
Nurcholish Madjid,” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman
10, no. 2 (2015), https:/ /doi.org/10.21274/ epis.2015.10.2.435-456.
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tokoh-tokoh Islam Indonesia ini tidak boleh dilupakan karena
begitu sangat signifikan dalam perumusan pancasila sebelum
dan sesudah kemerdekaan. Nurcholish mengatakan bahwa
umat Islam juga memegang peran kunci dalam perumusan
pancasila ini dan peran tersebut tidak boleh dilupakan.
Perdebatan yang ditulis dalam buku sejarah
kemerdekaan Indonesia mencerminkan dinamika konflik
antara nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang

diperjuangkan dalam up menciptakan landasan
bernegara yang '~~~k - meomooosebosign nilai dan
identitas budaya ¢ o (hBuoywianacae lesia.
A.TokohIslamLC N sionalis Dalam ‘uiusan Ideologi
Negara
Sebel' | aeny rah T:pcla e Jepang
membentu.  ran P ay I i K nerc a  Indonesia
(BPPKI), dan idl -~ ¢ itw uk<¢ gai salah satu
anggotanya®. I «.  bungdalam S < ite yang terdiri
dari sembilan ‘ S .r yekarno, Drs.
Muhammad Haua, wvit. A.A. 1vi2 5 Avikusno Tjokrosujoso,

Abdul Kahar Muzakkir, i.a. Agus Salim, Mr. Ahmad
Soebardjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Tim ini, yang
dikena! sebagai Panitia Sembilan; menyetjui 1!an:angan
preamiule UUD Republik 'ndoriesia, vang ditandatangani
pada 22 Juni 1945 dan dikenal sebagai "Piagam Jakarta."
Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi
Kemerdekaan, lima sila dalam Piagam Jakarta ditetapkan
menjadi Pembukaan UUD 1945 dengan beberapa perubahan,
yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Catata sejarah di atas menunjukkan bahwa
perumusan pancasila tidak terlepas dari peran tokoh-

50 Umi Musaropah, “Pendidikan Kebangsaan Dalam Pesantren Perspektif
Abdul Wahid Hasyim,” Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no.
1 (2019): 1-22, https:/ /doi.org/10.47200/ ulumuddin.v9il.284.
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tokoh Islam di dalam persipan kemerdekaan Indonesia.
Tokoh Islam yang ditunjuk sebagai Panitia Sembilan
bertugas untuk merumuskan konsep dasar negara yang
nanti menjadi idelogi bangsa. Para tokoh Islam memiliki
kontribusi penting bagi landasan ideologi bangsa Indonesia.5!

Di Antara mereka ada yang berlatar belakang Tokoh
Islam dari Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan ada pula
Muhammadiyah seperti K.H. A. Wahid Hasyim, Abdul

Kahar Muzakar. Semer 1i luar panitia Sembilan ada
tokoh lain s~ (B 3 Mamoooe VE Pooys Hadikusumo
dan KH. M  5v  Ugu inae wowan alam perdebatan
mengenai d ¢ _gara. Atas usa.  ~1sama dan setelah
melalui perc  batan y ng p° ‘ang, .  mya perumusan

i e ite ¢ e 2N
ancasi’ dite ima se’ :nm 1nya
K. Neaid e §y ¥ ad ah . akan seorang

nasionalis-» s ; 1 nci fai i ih air Indonesia.
Dalam diri “..  ’ahid Hasyim 1 il tersebut, yakni
antara agan © ° d 4~  idak boleh saling
bertentangan. n.r1. vwama’  um aaalan sosok nasionalis

religius yang progresu menyampaikan gagasannya

mengenai dasar negara, baik di bidang agama, politik,
4 . t

sosial maupun pendidikan sejak ‘awal cra kenierdekaan

Indenesic. 5>

51]stilah ideologi pertama kalinya dikenalkan seorang filosuf berkebangsan

52

Perancis, yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796,
sewaktu revolusi Perancis tengah menggelora. Istilah ideologi saat itu
digunakan untuk menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat dan
perkembangan ide-ide manusia atau yang biasa dikenal sebagai
“Scinece of idea”. Di mana gagasan ini diharapkan dapat membawa
perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun Napoleon
mencemoohnya sebagai khayalan, yang tidak memiliki nilai praktis.
Dan pemikiran De Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz
yang disebut “one great system?”.

Zudi Setiawan, “Peran Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Proses
Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara ‘Republik Indonesia,”
Spektrum 18, no. 2 (2021): 80-95, http:/ /www.indonesia.go.id.
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K.H. Wahid Hasyim memiliki sikap yang bijak saat
perumusan pancasila. Yang pada gilirannya menerima
penghapusan tujuh kata di dalam UUD 1945. Hal ini
menggambarkan pilihan ideologi tokoh-tokoh Islam yang
cukup progresif. KH. Wahid Hasyim menjunjung tinggi
pancasila sebagai dasar Negara. Walaupun pada
perkembangannya, "blok Islam®™ pernah mengusulkan
"Piagam Jakarta™ dimasukkan dalam UUD 1945, baik dalam

mukadimah (pembukaan’ upun batang tubuhnya.
Dengan demil~“~=~ "tu®  ur~'c ot~ evean kewajiban
menjalankan syc 7 bug. peicinn ¢ luknya“adalah
hadiah dari tok  t ohIslam kepaa ~ ngsa Indonesia.
Para pent  sejarc 1 1eng kant. 1 tokoh Islam
kala itu m i  pen harrar atc kor it -io politik
danbuday. sy rak I 1 n sia, kac r cgaratetap
mempertahan.  tujt ¢ 1 ers out  ka berpotensi
menimbulkan "1z -rasi. Mereke 1  sari kesadaran
tersebut pada k T e . ukonsep yang
berpandangan panwa menutr «atu nar yang berakibat

kepada hal yang buruk bisa inelahirkan kemaslahatan.
Konsep inileh vang meniadi acvan ataupun petynjuk bagi
tokoh islain'dalam perumusan: pancasila. Deng;n Konsep
tersebut per ghapusan tujth kata yang terkandung dalam
piagam Jakarta diterima oleh seluruh warga Indonesia.
Hatta menyampaikan bahwa akibat yang terjadi jika
tujuh kata itu tetap diresmikan maka bisa menimbulkan
perpecahan terhadap persatuan Negara Kesatuan
Republik  Indonesia. Secara lebih  rinci Hatta
menyampaikan alasan jika tujuh kata tersebut tetap
dipertahankan;  Pertama, Masyarakat timur yang
menganggap bahwa Kata-kata tersebut merupakan bentuk
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dari diskriminasi terhadap kaum minoritas mengancam
untuk keluar dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kedua, Hatta juga menyampaikan pesan dari
para pemeluk agama Protestan dan Katholik (yang
sebagian besar berdomisili) di wilayah Timur Indonesia
terhadap beberapa unsur islami dari Piagam Jakarta.
Maka dari itu golongan Islam yang mendengar
usulan Hatta menerima penghapusan tujuh kata dalam

Piagam  Jakarta, 1 »  berpandangan  bahwa
mempertimh-=-on at o~ ole= timbul kalimat
‘ketuhanan - Micigyanan: « ti'at Islam  bagi
pemeluk-pe v .ya’tetap disal.  ai.an menimbulkan
hal-hal yarg  ruk b7 3 <ehid »anbe gsa seperti yang
dijelask- ¢ umr a.)ve >ec ryal ~«  'ihatkanoleh
para Ul acrig o1 ;7 1 slas ini  r gukan bahwa
para ulame  >gai t 1 un_ ting toleransi, sangat

cinta keutul 2. “RI, bahkan » <« ah para pejuang
kemerdekaa ’ TP o  -njelaskan bahwa
terbentuknya riagam takar . hikman dari 52 ribu surat
surat dari para alim waua dan pemimpin-pemimpin
Islam yang dikirim kepada Diawa Hokokai %,

erdebatan berlatjut atas pacangun selor'ung tokoh
Islain yaitu Ki Bagus Hedikusumo. ¥i Bagus Hadikusumo
ini merupakan tokoh agama Islam yang kala itu memiliki
pemahaman tentang hubungan agama dan negara. Ki
Bagus Hadikusumo mempunyai pandangan bahwa tidak
ada pemisahan antara negara dan agama. Agama
merupakan pondasi suatu negara. Dengan agama dapat
terjaminnya pembangunan pemerintahan yang adil dan
mencapai musyawarah.

% Ali Ahmad Yenuri, Penghapusan Tujuh Kata dalam Piaigam Jakarta,
“Jurnal Maramis” 4, no. 1 (2021).
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Dalam perumusan dasar negara, upaya Ki Bagus
Hadikusumo untuk mengakomodasi syariat Islam dalam
dasar negara dengan mengubah frasa “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya”.
Pandangan tersebut disampaikan Ki Bagus Hadikusumo
berpidato pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.
Ajaran Islam dianggap pondasi yang paling dasar dalam
sistem bernegara.>

B. Kelompok Nagi~=-~157 p Pommrencenn = Pancasila

Peranna: @' Jai. poiwaiaows INcasila sangat

signifikan. Beb. > okoh nasionalic it Ir. Soekarno,

Mohammad Y in de: Soepr o me  ~ulkan dasar
Negara pa~ s npe ida en jel mbe ve  hernuansa
keislam.Us.  dc ikel a » Ol ters outi bk .ngmenjadi
perdebatan aw nta = 1 v Neg ra. ] ekasejak awal
memiliki visi e,  'ekaan Indonc | g didasarkan
pada konsep ke ° dz ¢ nbangsa:

1. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Junu . .o, dalam konferensi BPUPKI
menyampaikan - , gagasannya . tentang , dasar-dasar
negara. Soeiiarno mengusuikarlanaasan nasionbl yang
terairi dari lima prinsip: nasionalisme (nasionalisme
Indonesia), internasionalisme (humanisme), konsensus
(demokrasi), kesejahteraan sosial, dan keyakinan budaya.
Kelima asas ini dikemukakan oleh sahabat Soekarno,
seorang ahli bahasa, dan disebut “*Pancasila”.

Menurut Soekarno, Pancasila dapat disempurnakan
lagi menjadi trisila, nasionalisme sosial yang merupakan
sintesa nasionalisme dan kemanusiaan (kosmopolitanisme),

5 Qisthi Faradina Ilma Mahanani “Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo
Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia
(1945-1953),” Jurnal El Tarikh 1 (2020): 1-14.
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dan sosial demokrasi yang merupakan sintesa
konsensus (demokrasi) dan kesejahteraan sosial.
Kepercayaan terhadap Tuhan.

Rumusan Pancasila yang disampaikan Soekarno
mempunyai “teori emosi” yang dianggap Dbersifat
sekuler. Bagi Soekarno, Pancasila dapat diringkas
dalam tiga sila (trisila): nasionalisme sosial (termasuk
kebangsaan dan kemanusiaan Indonesia), sosial

demokrasi (termasr”  mokrasi dan kesejahteraan
sosial), do= ' ~tab .. Tom=wats ~~iqigh Tuhan selalu
menjadi’ 2’ i v aew o Menurut Sukarno
dari Tris | .nsip ketuhana:  -a dihilangkan dan

didororg ihjav': eeks atau,_ ngroyong.5>

2. Muh. -ac.Ya
Ba. “ o € Kkar Yamin telah
memberi A ontribusi pen* 3 ilam perumusan

prinsip-p ’ = = t sal 29 Mei 1945,

Muhamniaa rauun vers 9 uengan mengemukakan

lima asas yakini : Pei. neoangsaan, Peri Kemanusiaan,

Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan

Rakyat. Secara singiat bahiwa afsit curnutan dasar

riegareé Mohammad ‘amin adalah sebagai berikut.

a. Peri Kebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia
selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa
(menurut adat istiadat), tidak mencontek dari luar negeri.

b. Peri Kemanusiaan adalah pengakuan hukum
sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang
setara dengan bangsa lainnya.

55 Ahidul Asror, “kontekstualisasi wawasan islam kebangsaén kiai abdul
muchith muzadi” Jurnal Teosofi agustus (2016): 30-59.
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c. Peri Ketuhanan adalah kondisi di mana bangsa
Indonesia adalah bangsa yang beradab luhur dan
peradabannya melibatkan Tuhan YME; atau bangsa
yang hendaknya berketuhanan.

d. Peri Kerakyatan adalah dasar musyawarah atau
semua yang menyangkut kehidupan negara
selayaknya dimusyawarahkan; negara harus
disusun atas demokrasi sehingga tidak boleh

dipimpin seorang ‘mpin saja, namun juga
melibatke=~ Yialoe’ pam maccmaealatJygs,

e. Kesejahte 0~  alsaiw iy e ngan keadilan
sosial ata n _nesia yang me. A nantinya akan
menjadic  u“Nr 3 -aKe iahterc aru”.

. Soepon.
Pada. ket =~ ¢ u zpc tam PUPKI, 31 Mei

1945, Soepo: ¢ wyvampaikan p© 1 annya tentang

dasar negar ‘@2 v 1donesia yang

merdeka hernuaxiya uisus: as sudt knas bangsanya

sendiri. Soepomo mengusuikan lima rumusan dasar
negara menurut Soepomo adaleh:

L
]

a. Persatuaiy;

b. Kekeluargaar;

c. Keseimbangan Lahir dan Batin;
d. Musyawarah; dan

e. Keadilan Rakyat.

Soepomo berpandang bahwa dasar Negara
Indonesia hendaknya tidak mengikuti kebudayaan
barat yang berpegang pada individualism. Konsep
orang Timur menurutnya dinilai sebagai konsep yang
sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Justeru
menurut Soepomo individualisme ala barat: akan



menimbulakn persaingan yang keras yang bisa saling
menjatuhkan. Soepomo menekankan pentingnya asas
kekeluargaan dan gotong royong untuk memenubhi cita-
cita persatuan Antara rakyat dan pemimpinnya.56

C. Ketegangan Kelompok Nasionalis Islam-Nasionalis
Skuler Pasca Perumusan Pancasila
Baik tokoh islam maupun nasionalis sama-sama

memainkan peran krusi~  'am menyelesaikan perbedaan
pandangan tonteng © g0t necara DNalam situasi yang
penuh tan  Ja ar. ____._..... anggota Panitia
Sembilan © w jukkan kebijje  ain, kemampuan
negosiasi, ¢ kom’ren t hadap  rsatuan bangsa.
Mereka dar berma i okol U g, termasuk
Soekart. "o ymn d " r 3,d nKi 3 .Jadikusumo,
yang mas.  nasi ~ 11 bav 1 p ektif mendalam
tentang dasev.  rayangmembs a entingan bangsa.
Melalui di i "l 47 kompromi serta
kebijaksanaaii, 1 ainua o€ . verasil merumuskan

Pancasila sebagai dasar ... .ra yang inklusif dan diterima
oleh berbagai golongan di Indonesia, Proses ini tidaklah
mudah, mengingat adanya perbedaart ideoldgis yang
tajam aniara kelompok Islani yang menginginkzn negara
berdasarkan syariat Islam dan kelompok nasionalis yang
mendukung gagasan negara berkebudayaan.

Namun, dengan pendekatan yang terbuka dan
dialog konstruktif, Panitia Sembilan mampu menciptakan
suasana yang kondusif untuk mencapai konsensus. Salah
satu hasil penting dari upaya ini adalah Piagam Jakarta,
yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

% Rozali Abdullah, Pancasila sebagai DasarNegara dan Pandéngan Hidup
Bangsa. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
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Panitia Sembilan menunjukkan bahwa dengan kerja
sama, toleransi, dan keinginan yang kuat untuk mencapai
tujuan bersama, perbedaan ideologi dan pandangan
politik dapat dijembatani. Pancasila yang mereka
rumuskan tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga
menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
yang beragam. Peran mereka dalam sejarah Indonesia
menjadi contoh bagaimana dialog dan kompromi dapat

menghasilkan solusi yang - untungkan semua pihak.

Perdebate= *~mter gm0 ~ooma dan negara
yang terjadi si I¥  IUpuasaa: swgye  dari polemik
antara Muhar a Natsir dan “arno di awal
kemerdekaan reka I 21 lebat 'ntang ara Republik
Turki tab- 3 dn ver anc dan M ‘a Kemal
Ataturk, =~ - dipra ‘> @t s ¢ lambang
modernisasi 1 ke € has me sahkan agama
dari negara, se' 1. ndanganyan: i  gap salah oleh
Natsir.5” Perd: T r ui tulisan di
majalah Panji isiam paoa rab 94u, aengan Soekarno

mewakili golongan nasionau.s sckuler dan Natsir mewakili
golongan nasionalis, Islami. Gelongan nasionalis sekuler
berperidapat bahwa agama harus dipisahkar: i negara
karena' tidak bisa ‘menyeiesaikan macalah negara yang
rumit, sementara golongan nasionalis Islami percaya
bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan.
Perdebatan ini berlanjut dalam sidang Tim 9
BPUPKI, yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta
pada 22 Juni 1945, yang menginspirasi Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pancasila, meskipun butir pertama tentang

57 Yanwar Pribadi, “Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia

46

(Book Review Studi Islamika Volume 28 No 2 Studia Islamika 28, no.
Book Review (2021).



kewajiban pelaksanaan syariat Islam dihapus setelah
perdebatan sengit antara kelompok nasionalis dan islam.
Ketegangan antara negara dan agama berlanjut
setelah kemerdekaan dengan munculnya Negara Islam
Indonesia (NII) pada tahun 1949, yang diprakarsai oleh
Kartosuwiryo, bertujuan menjadikan Indonesia negara
teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Konflik antara
pandangan sekuler dan religius dalam perjalanan sejarah

Indonesia tidak berhent” "2 era kemerdekaan saja. Pada
tahun-tahur “~k- ,~ imomile bybungan  antara
agama dan: ar dS iiwcayaas aow . tral dalam politik

Indonesia. N || a, pemberontan  Marul Islam/Tentara
Islam Indon¢  (DI/T1I dibs ah pir.  >n Kartosuwiryo,
yangme 1 amac <an ner irk 7aN va.  am Indonesia
(NII) pa aan 1 4¢ € cer yink  k _gangan yang

berkelanjut.  “wer: i ber fjuar ntuk menjadikan
Indonesia s b. negara teokr: lasarkan hukum
Islam, yan S o dalam upaya
membangun negara yane i~ if aan aemokratis.

Pemerintah Indoncsia menghadapi tantangan besar
dalem menanggulangi, pemberontakan ini. Upaya meredam
gerakar. DI/TII' mmerurjukkan® tekac pemefintah untuk
metapertabankan princip-prinsip negara; kesatuan yang
berdasar pada Pancasila®. Pemberontakan ini akhirnya
berhasil dipadamkan, tetapi peristiwa tersebut menegaskan
bahwa perdebatan tentang tempat agama dalam

% Faisal Ismail, “Panorama Sejarah Islam Dan Politik Di Indonesia-Google
Buku, June 2024,
https:/ /books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c1FHEAAAQBA]&o
i=fnd&pg=PA2&dq=Panorama
+sejarah+islam+Dan+Politik+di+Indonesia+-
+dakwah+...,+accessed+June+4,+2024,+http:/ / dakwah.uinsuka.ac.id/
id/kolom/ detail /20/panorama-sejarah-islam-dan-politik-di
indonesia.&ots=3UqHU4Phll&sig=UcVg8Z1QKrsOUts1Ldivnz8PmmlI
&redir_esc=y#v=onepage&qé& f=false.
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kehidupan bernegara terus berlangsung. Pada era Orde
Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto,
pemerintah berusaha keras untuk menegakkan Pancasila
sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan politik dan
organisasi kemasyarakatan. Ini termasuk larangan
terhadap berbagai partai politik dan organisasi yang
dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Upaya ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari

kelompok sekuler maupur ius, yang masing-masing
memiliki  inte==otasi up lomomtieoan tersendiri
mengenai pen  p7  uldiiuien 2 wiee L Pada masa
reformasi yan li alai tahun 19.  eelah jatuhnya
Soeharto, Indo1 amer a ukif ~baru m perjalanan
demokratic

Kebe. 2 vere sp > an vero 1 i kembali
dibuka, dan ran v wcu ker 1t perdebatan
tentang hubur 2« ntara agama 1 egara. Dalam
konteks ini, Par 7 le  ,dai  arnegarayang
mampu menanpung Kerag: . aspirasi politik dan

keagamaan di Indonesia. iwembali kepada Panitia
Sembi'an ; dan  peran, mereka yang = monumental,
perumusan Pancasiia tetap metijadi landasar. penting
dalam menjaga persatuan dan Kesatuan bangsa. Pancasila
berhasil menjadi titik temu yang memayungi berbagai
pandangan yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan
bahwa dialog dan kompromi merupakan kunci dalam
menyelesaikan perbedaan ideologi dan pandangan politik,
seperti yang ditunjukkan oleh para founding fathers
bangsa dalam perumusan dasar negara kita.



BAB IV
AGAMA VERSUS KOMUNISME TAHUN 1955-1965

Pemilihan umum 1955 adalah momen penting dalam
sejarah politik Indonesia, menandai pemilu nasional pertama
pada masa demokrasi parlementer. Pemilu ini diikuti oleh 118
peserta, termasuk 36 partai politik, 34 organisasi, dan 48
individu untuk DPR, serta 91 peserta untuk Majelis Konstituante.>
Hasilnya menunjukkan - t partai pemenang: Partai
Nasional Indor~cin /PN [giclic Grava Mygglimin Indonesia
(Masyumi), N »2° Jli.. (.., .  Partai Komunis
Indonesia (PKI = .ungan ketat iru 'c,ptakan kontestasi
ideologi dan ke  tingar {°rbagi 'alam.  aliran pemikiran:
Nasionalisr R kal, " radi<io” ilic 1e Ja 7a, T, Sosialisme
Demokrat, Kimut sn @) 2rb faar 2 giini memicu
konflik, terut.. ant. -~ / s um dar <, dua kekuatan
politik utama c~1._  nandanganye: ¢ g berlawanan.

“ A= 1

Pemilu u o s 2 pada masa yang
Ricklefs sebut Sevagdi exspel dewnoriatis,”6! sebuah fase
dimana Indonesia terus-mei... u. mencari bentuk pemerintahan
dan sistem politik yang paling sesuai dengan situasi daerah,
sebuah waxtu yang sebagian besar orang sekeﬁrung! lit.at sebagai
yang paling dinarhis dalom sé¢jarah demolrasi ladonesia.
Sementara pemilu tersebut berfungsi sebagai latihan dalam
demokrasi, tujuan utamanya adalah untuk membentuk

parlemen yang mengakomodasi semua spektrum politik,

% Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu
Sebagai Pilar Demokrasi,” Masyarakat Indonesia 42, No. 1 (2016): 117.

60 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, “Sejarah Dan Hasil Pemilihan
Umum 1955,” 2023,
Https:/ /Kesbangpol.Kapuashulukab.Go.Id /Sejarah-Dan-Hasil-
Pemilihan-Umum-1955/.

61 Ajeng Kusuma Ayu, Singgih Tri Sulistiyon, Dan Alamsyah, "Masyumi’s
Campaign Strategies In The 1955 Election In Jakarta,” Ihis\(Indonesia
Historical Studies) 3, No. 2 (2020): 33.
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mengakhiri krisis kabinet yang sering terjadi, dan
menciptakan koherensi di antara partai politik, dengan kata
lain adalah terciptanya stabilitas politik.

Ide pemilu nasional di Indonesia mulai dibahas pada
Oktober 1945, dengan langkah awal berupa Peraturan
Pemerintah pada 3 November 1945 tentang pembentukan
partai politik. Usulan ini memperoleh dasar hukum dengan
Undang-Undang Pemilu 1949 (UU No. 12/1949),%2 yang
awalnya menetapkan pemil” tidak langsung. Wacana
pemilihan langsur~~ =~nr Pt > V-ki-at Natsir pada
akhir 1950 dan me  J° Aty wiaang po 1953 di bawah
Kabinet Wilopo. I .nilu 1955 n.  -uaakan sistem

proporsional, den  persi f 'ndi* 'laipa  “abinet Ali
Di bebe ¢ ilay¢ « m~nc pe tam . Jua bulan
untuk melakc  “a. pe 1l v 2 Me yun s .gai partai
politik, bertahan ma ~ 1 > as thur npa mencapai
dominasi yang 'ii. kan dalam - n 1955.4 Topo
Santoso dan Ida b *° ° a ur nilihan umum
tahun 1955 dianggap sepagar s satu peristiwa terbesar

dalam sejarah Indonesia seteia:.. proklamasi kemerdekaan,®
maka Pemilu, 1955 dianggap pemilihan = yang | paling
demokratis. Antusiasme besar cari ‘mayoriias raliyat yang
berharap “pemilu tersebut c'apat! menvelesaikan berbagai
persoalan politik, ekonomi, dan keamanan yang dihadapi

62 Joko Riskiyono, Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-
Undang, Cetakan Kedua (Depok: Nadi Pustaka, 2017).

63 Ketut Sedana Arta, “Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan
Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia,” Jurnal
Widya Citra 1, No. 2 (2020).

64 Utari Mariaty, Ridwan Melay, dan Marwoto Saiman, “HISTORY THE
MOVEMENT OF MASJUMI IN INDONESIA AT 1943-1960,”Jurnal
Online Mahasiswa 3, no. 2 (2016) _

6% Topo Santoso Dan Ida Budhiati, Pemilu Di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2018)
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bangsa pada saat itu.®® Melalui persaingan yang ketat antar
partai, Pemilu tersebut menjadi panggung di mana
persaingan ideologis antara Islam politik yang diwakili oleh
Masyumi dan komunisme yang diwakili oleh PKI terwujud
secara konkret.

Masyumi yang mewakili suara Islam politik di
Indonesia dan PKI yang merupakan partai komunis terbesar
di luar Uni Soviet dan Tiongkok,*” saling bertarung dalam
ranah ideologi dan kepr -an politik. Masyumi yang

sebagai repres-mtoci e politile —omdliki tujuan untuk
mempertahank 7 Miciupeinaae i Islam  dalam
politik Indone¢ ¢ sSementara it. K. sebagai partai
komunis berfc  pad® ‘enge banga  'eologi komunis
danmenin  t kek ata~p iti nya ‘1 esia.

Koni.  »siidec og 2 sal )gh ¢ .ara Masyumi
dan PKI pade  +dod * « L tr :ruf m cerminan dari
polarisasi polii‘k ~ mendalam I nesia. Masyumi,
sebagai repres - o at"  mengecam keras
ideologi komurnis rxiseps aters aan menuduhnya

merongrong nilai-nilai agau.a. # Sebaliknya, PKI mengkritik
Masyumi ;sebagai- penghalang bagi kemajuan spsial dan
ekonoini Jdengan niengeksploitasi keberpil.aklan agama.”?
Keduanya saling memprovokas! dengan retorika yang keras,
memperdalam  jurang antara pendukung mereka.

66 Santoso Minarno, “Strategi Pni Dalam Memenangkan Pemilihan Umum
1955 Di Jawa Tengah” (Skripsi, Semarang, Universitas Negeri
Semarang, 2011)

67 Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda, Zia Hulhak, Dan Ahmad Bajuri,
“Partai Masyumi: Mercusuar Politik Identitas Islam Positif Di Indonesia
1945-1960,” Jurnal Historia 6, No. 1 (2023)

68 Gili Argenti, “Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia,” Jurnal
Politikom Indonesia 5, no. 1 (2020)

8 Firman Noor, “Masyumi dan Sikap Anti-PKI,” Republika, 2015

70 Samsuri Samsuri, “Komunisme dalam Pergumulan Wacana Ideologi
Mastumi,” Millah. 1, mno. 1 (15 Agustus 2001): 99-121,
https://doi.org/10.20885/millah.voll.iss1.art8
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Konfrontasi ini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik,
tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang mendalam
dalam masyarakat Indonesia pada saat itu.

Propaganda anti-komunis Masyumi menyoroti apa yang
mereka anggap sebagai esensi sebenarnya dari komunisme.”
Para pemimpin partai secara terus-menerus mengajak rakyat
untuk kembali kepada sumber-sumber doktrin musuh politik
mereka, dengan mengutip ajaran Lenin tentang eliminasi

lawan Revolusi. Mereka jug~ ‘egambarkan pengalaman
pribadi di Mosko = ~~hag Lkt bobro lompromi antara
agama dan komu 07 (Kiiwgewe. oo itu, Masyumi

memperingatkan 1 g usulan PK.  ~tuak mengubah
referensi kepada  han <a xm T ncasile  agan prinsip

kebebasan ber a | yar ; di”n¢ sap seba i “kah awal
menuju 'kec A, poper a mti- 1 72 Selain
berfokus padais..  ma " 5 1 idjt_am  orotialasan di
balik daya tarik . adap sistem & i ering merujuk
pada potret tokoh T " ir 4”1 dalam rapat-

rapat PKI.7> Meskipun serangan adap rua tidak terbatas
pada isu keagamaan, Masyuuu secara teratur mengaitkan
insiden-insiden. kekerasan . dengan agenda anti-agama dan
anti-kapitalis' FKi untuk merabenarkar sikap ant. kémunis
mereka.”* ‘

71 Firman Noor, “Islamic Party and Pluralism: The View and Attitude of
Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-1960),” Al-Jami’ah: Journal
of Islamic Studies 54, mno. 2 (14 Desember 2016): 273,
https://doi.org/10.14421/ ajis.2016.542.273-310

72 [dwar Anwar, Suriadi Mappangara, Dan ITham Makkelo, “Kegagalan
Partai Komunis Indonesia Pada Pemilihan Umum 1955 Di Daerah
Pemilihan Sulawesi Selatan/Tenggara,” Pangadereng: Jurnal Hasil
Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora 7, No 2 (23 Desember 2021): 239-52,
Https:/ /Doi.Org/10.36869/ Bjhpish.V7i2.208.

73 Hikmat Maswara, “Analisis Historis Konflik Partai Masyumi Dengan
Partai Komunis Indonesia (1946-1955)” (Universitas Paramadina, 2024)

74 Kusuma Ayu, Singgih Tri Sulistiyon, dan Alamsyah, “Masyumi’s
Campaign Strategies in the 1955 Election in Jakarta.”
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A. Sejarah Pendirian Masyumi

Pada bulan-bulan pertama kemerdekaan Indonesia,
kedudukan umat Islam secara politis tidak terlalu
menggembirakan, terlihat dari kurangnya keterwakilan
tokoh Islam dalam Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP). Kesadaran untuk membentuk partai politik Islam
tumbuh di kalangan tokoh-tokoh Islam setelah melihat
kondisi ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, diadakan

serangkaian pembicara- 1 diskusi.

Pembi-~+~n =ir 2! dimelai oodg September 1945
di Jakarta AT g7 i aiaw +aw. 1, Abdul Kahar
Muzakkir, ¢ N 'n. Roem, yang ‘udian berkembang
menjadirerc  aksitv v tkme dirikai.  ai politik Islam.”

Setelah” u yal akl'm I meri ta.  da tanggal 3
Novem: "9 5 y ng 1w« igas urki f .dirian partai

politik, ke, n't 11 ike angi  umat Islam untuk
membentuk . volitik Islam - r  »>atkan legitimasi.
Hanya emp - 77 e yo aklumat tersebut,

diadakanlah wiuktaiar ur slaw paua tanggal 7 dan 8
November 1945 di Geau., Muallimin Yogyakarta, yang
diselenggarakan oleh Majelis Syuro Muslir“ir Indonesia.”

Muktamar int menghasilkan® bebe Iap.ﬂ Keputusan
penting: Masyuiri ditetapkan sebagai partai politik Islam
satu-satunya, dengan tujuan memperkuat persiapan umat
Islam untuk berjihad fi sabilillah melawan penjajahan dan
memperkuat pertahanan negara dengan membentuk
Barisan Sabilillah di daerah-daerah.”” Lebih lanjut, Dr.

75 Insan Fahmi Siregar, “Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai
Masyumi (1945-1960),” Jurnal Thagqafiyat 14, No. 1 (2019)

76 Khaerul Amri, Amrullah Amir, dan Ilham Daeng Makkelo, “ Kembali ke
Pangkuan NKRI: Sulawesi Selatan dalam Mata Rantai Sejarah Partai
Masyumi,” Jurnal Putzmgaloang 10, no. 3.(2023)

77 Suwarno Suwarno, “Muhammadiyah Dan Masyumi Dil Yogyakarta,
1945-1960,” Jurnal Patrawidya 16, No. 3 (2015)
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. Islam, Kapitalisme Dan Komunisme

Soekiman terpilih sebagai ketua, dengan Abikusno dan
Wali al Fatah sebagai wakil ketua. Mereka diberi mandat
untuk menyusun kepengurusan partai yang terdiri dari
Pimpinan Partai dan Majelis Syuro. Pimpinan Partai, yang
didominasi oleh politisi berpendidikan Barat, bertugas
membuat pernyataan politik dan kebijakan partai,
sementara Majelis Syuro, yang didominasi ulama,
memberikan nasihat dan fatwa.

Bergabungnya ber! organisasi keagamaan
dalam Masyun>* =~ombk  p '~l=eotom olitjk tambahan
dengan menar o dal anggpuwany  terutama dari
kalangan uma  l¢ . Organisasi-o._ ‘sesi seperti NU

dan Muhamm: 7ah,”® 7c 1g d° mpin tokoh-tokoh
seperti KF [ mA yarr K 4. Vahi t. 'm, dan Ki

Bagus Haa.  m., m m' 1 a <eb sam .1 semangat
persaudaraan y dire > @ ka dari  >i0gi Masyumi.
Masuknya wur-u  sur organise memperkuat
Masyumi dala T k- v Holitiknya dan
meningkatkan pengarunnva ¢ angan umat Islam.

}

I’ada awal pembentakan Masyutuni oeba Sai partai
Islam belum memberikan pernyhtaan secara resmi apabila
Masyumi dilandaskan oleh Islam. Ideologi masyumi baru
diungkap setelah Manifesto Politik Masyumi yang
dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947. Meskipun telah ada
ungkapan Manifesto Politik Masyumi, tetapi partai
masyumi belum menyampaikan keterangan yang detail
dan resmi terkait ideologi Islam.”

78

Miftahuddin Dan Hasbi Mawardi, “DinamikaPerjuangan Badan
Federasi Umat Islam Menuju' Kemerdekaan Indonesia, 1937-1945,”
Jurnal Istoria 17, No. 2 (2021)

79 Nurdiana, “Partai Bulan: Bintang Penerus Cita-cita Masyuml (Tesis,
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Partai Masyumi menguatkan posisi Islam sebagai
ideologi utama melalui Tafsir Asas yang dihasilkan pada
Muktamar VI di Jakarta pada 1952. Mereka menolak baik
Kapitalisme yang diusung Barat di bawah Amerika Serikat,
maupun Komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet-
Rusia, menganggap keduanya sebagai materialisme yang
bertentangan dengan ajaran Islam.8? Meskipun ada persamaan
antara Islam dan Komunisme dalam isu keadilan sosial

dan kelas masyarakat, ’ umi menegaskan perbedaan
mendasar, *~=*~m~ @ ol =oeangan kelas dan
pengakuan] 1~ dtaa.

Sjafruc 1 .awiranegaran.  >tckan bahwa Islam

merupakan}l  prom’a taral »italiss  n Komunisme,!
dengan 1 anke penti 3n 1inc i ‘itas manusia
dan pe.  rgian >’ 1 a he . in ¢ .. Perbedaan
antara Isla.  ng ¢ i list e di  Komunisme juga
ditegaskanol*h. ~ ammadNatsir = 1 >nyoroti kebebasan
manusia da e dan pentingnya
kewajiban zakat aaiam men’  un kemakmuran bersama.

Dari pertarungan iucuogi ini, Masyumi memandang
tugasnya. sebagai, pertehenan terhadap ; kedaulatan
RepubLlik' Iridonesia, memperingatkan ;nasylarukat akan
bahoya XKapitalicme can Komunisme, ;serta ‘menolak
kekerasan dalam penyelesaian konflik baik di dalam
negeri maupun dalam hubungan internasional. Dengan
pendekatan ini, Masyumi berusaha mempertahankan
nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, melalui jalan yang sah dan berdasarkan pada
kebenaran serta ajaran Al-Qur'an.s2

80 Samsuri, Politik Islam Anti Komunis (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)

81 Supardi Dwimaputra, “Agama, Negara,Ekonomi: Dan: Kesejahteraan:
Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989),” Jurnal Sagifah , no. 6
(2021)
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C. Pengaruh Partai Komunis Indonesia

Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI menentukan
sikap dengan menempubh jalan legal parlementer sesuai garis
kanan vyang digariska Moscow, sambil merangkul
golongan non-Komunis berdasarkan Marxisme-Leninisme
konvensional.83 Aidit berpendapat bahwa orientasi politik
lebih menentukan kelas sosial dibandingkan kelas sosial
itu sendiri. Oleh karena itu, kaum Komunis dapat

bekerjasama dengan borju ~cil dan borjuasi nasional
melawan borjiic om or "om fond-l Berdasarkan
orientasi ini, P i o - dan tani serta
golongannon-] 1 .syanganti-pe.  hen8

Namun syumi ¢ ‘duk’ g olet.  ‘uasi pribumi
dan bersik ¢ -Kor anmic | rsc ma 171 » sebagai
borjuasi k¢ acor® N 3 3yle hb < is dan bisa
menerima Pk ‘ide ** i i seb jai  uasi nasional,
sehingga PKI j 9.  ndekati PNI & ° dlatul Ulama.
Menyadari bal : A r i dan revolusi
tergantung paua nuoungan gan vorjuasi nasional,

strategi Aidit bersifat defeio. untuk melindungi PKI dari
pihak-pihak yang ingin menghancurkannya.t .

Di satu sisi, aalamn era ketangkitan I'KI' dibawah
D.N. Aidit, kekerasan menjadi strategi utama untuk
mencapai tujuan. Aidit, yang menjadi ketua PKI pada

8 Yusuf Perdana Dan Rinaldo Adi Pratama, Sejarah Pergerakan Nasional
Indonesia (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019)

8¢ Runalan Soedarmo, “Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia
(1948-1965),” Jurnal Unigal 2, No. 1 (2019)

8 Moh. Sonhaji dan Faishal Hilmy Maulida, “Komunikasi Politik dan
Kecenderungan Pilihan Partai Kaum Santri dan Abangan pada Pemilu
1955,” Nyimak: Journal of Commuuication 4, no. 1 (24 Maret 2020): 109,
https:/ /doi.org/10.31000 /nyimak.v4i1.2220.

86 Hendrikus Christianus, “Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia
Dalam Gerakan 30 September 1965” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas
Sanata Dharma, 2007)
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tahun 1951, memperkenalkan konsep "demokrasi terbuka"
yang berarti memungkinkan PKI untuk bergerak secara
bebas dan menggunakan kekuatan untuk mencapai
tujuan. PKI menggunakan kekerasan untuk mencapai
tujuan dengan cara menghilangkan perbedaan antara
kelas sosial dan menguasai alat produksi. Dalam
pandangan PKI, perubahan sosial harus dimulai dari
peran Partai Komunis, dan pengorganisasian buruh hanya
dapat berhasil jika ber > di bawah dominasi partai.
PKI juga mo=~~m- eintom= ~ocinlisme sebagai alat
kekuasaan, ¢ peiliusaai w38 individu sangat
dibatasi deng  n arasebagaifede.  omune-komune.’”

D.AwalK- 1 Anti .omwn ,

Pe moan] ok v e sel igai > Lentasi tujuan
menghalalr.  ege t _ang diar  setelah kalangan
sosialisme-n a. dalam pahar X unis tidak dapat
diterima dal ’ - " 1membahayakan
pencapaian tujuart vidsvu- Karena kondisi semacam

ini, Majelis Syuro Pusa. .aasyumi mengeluarkan fatwa
hukum Islam tentang Komunisme vang dipytuskan dalam
Muitaniar VII Masyunii pada 3-/'Desember 1954 di Surabaya.

Fatwa Anti-Komunis yhng dikeluarian oleh Majelis
Syura Pusat Masyumi pada Muktamar VII Masyumi pada
3-7 Desember 1954 di Surabaya menolak penggunaan
kekerasan sebagai implementasi tujuan menghalalkan
segala cara yang dianut oleh kalangan sos keyakinan
bahwa paham Komunisme adalah benar, maka hukumnya
adalah kafir, yang berarti tidak beriman. Komunisme

87 Dwiki Anugrah Gustiawan Putra Hatama, Anwar, ‘Dan+La Batia,
“Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927,” Jurnal
Penelitian Pendidikan Sejarah Uho 7, No.1(2022)
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adalah sesat: Seseorang yang mengikuti Komunisme atau
organisasi komunis tanpa disertai pengetahuan,
kesadaran, dan keyakinan pada falsafah, ajaran, tujuan,
dan cara-cara perjuangan komunis, maka hukumnya
adalah sesat, yang berarti tidak berada di jalur yang benar.

Fatwa tersebut tidak hanya menandai Komunisme
sebagai bertentangan dengan ajaran Islam dan sebagai
ancaman besar bagi kehidupan agama dan negara, tetapi

juga memberikan pandu- rdakan bagi umat Islam
dalam menghod~minys (procile loeoe ~an bergabung
dengan organis < A6 Guni o w1k membentuk
Front Anti r .nis. keyakina  bchwa paham
Komunisme ¢ h ber r mak: »ukun adalah kafir,
yang bera- t < be mmen. .01 unis ‘e lah sesat:
Seseorang ~ ~ _aen: ki i K mu ism t  organisasi
komunis tanp  'iset ° - n_eta 1an, sadaran, dan
keyakinan pac- fah, ajaran, + 1« dan cara-cara
perjuangan ko1 Gk A ah sesat, yang
berarti tidak beraaa arjaiur v- enar.

Fatwa tersebut tidak .iauiya menandai Komunisme
sebagai bertentangan dengan ajaran Islam dap sebagai
ancaman besar bagi kehidupaa agama dan'ne bra, tetapi
juga memberikan ‘panduon tindakan bagi; umat Islam
dalam menghadapinya, termasuk larangan bergabung
dengan organisasi Komunis dan seruan untuk membentuk
Front Anti Komunis.

. Konflik Ideologi Dan Konfrontasi Pemilu 1955

Masyumi memperhatikan dengan cermat gelagat
yang mengindikasikan ketidak-sungguhan Pemerintah Ali
Sastroamidjojo, yang @ dipimpin | oleh' 'PNI, “dalam



menjalankan pemilu sesuai UU Pemilu.?® Diketahui Ali
Satroamidjojo merencanakan pemilu baru dalam jangka
waktu 16 bulan sejak Januari 1954, yang dinilai lamban
oleh Masyumi, mengingat sebelumnya Program Kabinet
Wilopo merencanakan pemilu pada pertengahan 1954.
Kabinet Ali dianggap sebagai tindakan darurat sebelum
pemilihan umum dilaksanakan, menurut pandangan
Mohammad Natsir. Ali Satroamidjojo juga didukung oleh
PKI, meskipun PKI tida' 1da dalam kabinet.?

Namu-  “as (ooomilai bohwa PKI tidak
berperan se  2°  USisi, siciamasa  NEMegang peran
penting dal. |} Jinet tersebut. . oposisi Masyumi
terhadap Ke et Ali n >mpe raruh.  >gian kampanye
pemilu. 1 nal tike M sy mi1 2. -m PKI atau
mengisc ~ nuorek y r; istr me 2 .at hubungan
antara Kab.  Ali« il

Kamp n, ~miludimulai 4 . Mei 1954, ketika
tanda gaml "7 "d e ‘anitia Pemilihan
Indonesia (Fri),~ marmnr  digus membuka jalan bagi

kampanye berdasarkan awia gambar. Namun, masalah
muncul, ketika PKI mengajukan daftar "PVI dan Orang-
orang Yang Tak Berpartai’ dengan tanda gm war "Palu
Arit" yangz disahkan oleh PPI

Masyumi menyampaikan protes kepada PPI
terhadap pengesahan tanda gambar PKI dengan sejumlah
alasan. Pertama, protes ini didasarkan pada keyakinan
bahwa tindakan PPI bertentangan dengan UU Pemilu
yang berlaku. Kedua, Masyumi menganggap pengesahan
tersebut sebagai upaya untuk secara tidak langsung

89 Samsuri, Politik Islam Anti Komunis

% Dian Aries Mujiburohman, Pengisian. Jabatan Presiden Pasca Amandemen
Uud 1945 (Yogyakarta: Intan Media, 2012)

91 Singgih Bambang Permadi, “Proses Pemilihan Umum 1955 Dilndonesia”
(Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)
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mengasosiasikan orang-orang yang tidak berafiliasi
dengan partai dengan PKI melalui manipulasi.

Hal ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan
kebebasan dan kemerdekaan serta pengkhianatan
terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, Masyumi
khawatir bahwa pengesahan ini akan dimanfaatkan oleh
PKI untuk mempengaruhi pemilih, terutama mereka yang
kurang teredukasi di pedesaan, dengan membuat mereka

percaya bahwa tanda gar "palu arit" telah disahkan
oleh pihak berr:=~=- g R e e e ng-orang yang
tidak berafilie V' pay iuaoyuuwe aerujuk  pada
ketentuan huk:  y .ig menegaskar.  wa hanya partai
politik dan o7 sasi au ¢ »n pe  rangan yang
berhak m 5 @n anc~ jar bar, Vo dianggap
dilanggar ¢ “i1.dake \F { I >ng nde < ., Masyumi
menolak peng an 1 ;¢ aba PK] rena dianggap
melanggar ase~ = 'm dan berr 1 memanipulasi
proses pemilu o ©,ar . ctentu.

Sejak Pemoerontaxkan V! 1 paaa >eptember 1948,

Partai Masyumi telah nicuwndang manipulasi yang
dilakukan; oleh PKI dalem pengajuan tandg gambar
sebagai pcserta peniilu sebagai ancaraan scrius. Dalam
brosur "Wespadalan Meaghadapi Pemiliban Umum,"
Masyumi menggambarkan perilaku masa lalu PKI serta
rencana jahatnya di masa depan terkait pemilu, serta
mengungkap alasan PKI mendukung Pemerintah Ali
meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet.

Bagi Masyumi, PKI merupakan hambatan besar bagi
penegakan ajaran Islam di Indonesia dalam berbagai aspek
kehidupan. Namun, respons dari PKI atas brosur
Masyumi adalah menyebutnya ‘sebagai pemalsuan dan
kepalsuan. PKI juga merespons dengan "Manifes
Pemilihan Umum PKI" yang mengancam bahwa! pemilu



dengan kemenangan Masyumi (dan PSI) menghasilkan
pemerintahan yang mendukung imperialisme dan
menindas rakyat.

Dalam menghadapi ancaman Komunis, tokoh-tokoh
Masyumi gencar melakukan serangan anti-komunis, baik
melalui kampanye maupun perdebatan di media cetak.
Mereka, seperti Sjarif Usman dan Sukiman Wirjosandjojo,
menyerukan umat Islam vang tergabung dalam PKI atau

organisasi komunis lai- untuk meninggalkan partai
tersebut dar '"~~be’ ou~omicnai Tl bykan karena
benci terha " dluo, wwaps oo jal upaya untuk
menyelamat 1 .nereka dari satan. Selain itu,
Muhammed a Ar b ry, < 'ah sa ‘aksi radikal di
Masyur  « pe dirr T on Ar i nis, dalam
kampat. a2 mes ju 1 lon mis Lt jai kafir dan
bahkan m¢ +on  ; * »Hrai j-or Komunis tidak
dikuburkan -ec Tslam.

Pada I T d urabaya pada 23-
27 Desember 1vo4, wmael”  ura mengeluarkan fatwa

yang menyatakan bahwa wwumunisme adalah "kufur", dan
para penganutnya gkan dihukum sebagai, "kafir" jika
mercka cerigan pengetahuan, keyainan, dan kesadaran
merigiku'i ' ajaran Koraunisine. Masyurmni menjelaskan
bahwa fatwa ini tidak hanya ditujukan untuk mencapai
kemenangan jangka pendek dalam pemilu, tetapi juga
sebagai kewajiban untuk mengingatkan umat Islam
terhadap bahaya Komunisme.

Melalui media resminya, Masyumi berupaya
mengimbangi kampanye yang dilakukan oleh PKI
terhadap massa petani, nelayan, dan buruh. Perhatian
besar juga diberikan kepada nasib kaum nelayan, buruh,
dan petani, dengan tujuan untuk mencapai ketentraman
dan kemakmuran bagi kedua golongan 'ini, serta
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memastikan kestabilan politik sambil menolak kehadiran
kaum komunis.

Pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR
dan Konstituante pada dasarnya berhasil diselenggarakan
oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu pada tanggal
29 September untuk memilih 257 anggota DPR dan pada
15 Desember 1955 untuk memilih 514 anggota
Konstituante diikuti oleh 118 peserta untuk pemilihan

DPR dan 91 peserta unti nstituante. Namun, tidak
semua peserta <t sr di -t doc-ah pemilihan,
sehingga tidak ' suiae cuwa wo 1at 118 tanda
gambar.

Meskipu  elaks 1 an p ilu ¢.  “abinet yang
dipimpin e Ma jumrt el asil, . m  tidak
menghasil. moyor 1s t @ pe rain 1 sil pemilu
membagi part. itk ¢ a 1tig alir  aeologi politik
di DPR, diman~ ‘Islam mempe e  5,2% kursi (116
dari 257 kursi), T 2 , " lari 257 kursi),
dan partai Sosiaus ~iri (o .8) 10,2/ (39 dari 257

kursi). Politik Islam Ant1 u.nunis yang digagas oleh
Masyumi,; meskipun menduduki urutan kedpa secara
nasional, namun tidak mweraih ‘mayoriias suara yang
diharapkan. Masyuini berhasil inemer angkan perolehan
suara di 10 dari 15 daerah pemilihan yang berhasil
melaksanakan pemilu, termasuk Jawa Barat, Jakarta Raya,
Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan
Tengah, Sulawesi Tenggara dan Selatan, dan Maluku.
Meskipun demikian, hasil pemilu yang mengecewakan
membuat Masyumi menyadari bahwa PNI dan PK]I,
meskipun tidak berlandaskan Islam, mendapat'dukungan
yang besar.



Namun, Masyumi Pada tanggal 7 dan 8 September,
Letnan Kolonel Ahmad Husein dari Sumatera Barat,
Letnan Kolonel Ventje Sumual dari Sulawesi Utara, dan
Letnan Kolonel Barlian sebagai tuan rumah mengadakan
pertemuan yang menghasilkan Piagam Palembang.
Piagam tersebut mencakup beberapa poin, antara lain:
pemulihan Hatta dalam kepemimpinan nasional,
pembersihan  pimpinan Angkatan Bersenjata dari
simpatisan komunis de- venggantian Mayor Jenderal
AH Nasuti~~ d £plionni =omorintahan untuk
memberikar .0 . juig seeuw oo kepada daerah,
pembentuke e .t untuk memb.  epentingan daerah,
dan larang  terhs 1 » id logi nisme karena
bertent~ 1 °nge Parca la.

Pa  otggal 5 ¢ r oari 958, 1 d Husein dan

rekan-rekar. ~ men < n ik 1ber  nya Pemerintahan
Revolusione " 1 blik Indonesi» I di Padang. PRRI
mendapat « vk ar aerah, termasuk
Sumatra Utara aan Huias Jrtara, serta Permesta di

Sulawesi yang bergabu.iig uengan PRRI dua hari setelah
proklamasi.. Naemun, setelah . Presiden, - Soekarno
merngetahur hal 1ni, AURIL inenyerang irstans, PRRI di
Bukittingei, Padang, daa Mahado peda akhir Februari.
Pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Ahmad
Yani tiba di Padang pada awal Maret 1958, berhasil
menduduki Bukittinggi dan Padang pada tanggal 5 Mei,
dan menekan pasukan PRRI ke dalam gerilya. Akhirnya,
seluruh anggota PRRI berhasil diamankan oleh pemerintah.
Tindakan Soekarno yang tidak melibatkan wakil-
wakil Partai Masyumi dalam badan-badan negara hasil
bentukan rezim Demokrasi Terpimpin«tidak mengurangi
ketegasan  Partai Masyumi dalam  mengkritik
kepemimpinan Soekarno dan politik ideologi Nasakom
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yang tetap berharap pada keberhasilan perjuangan
membentuk Undang-Undang Dasar di Konstituante.
Dengan keyakinan penuh, Masyumi memegang pendirian
bahwa hanya Undang-Undang Dasar Islam yang dapat
menghapuskan keberadaan Komunis di Indonesia.

. Kegagalan Masyumi Dan Pembubaran Partai Masyumi

Krisis politik di Indonesia mulai dari tahun 1956,
ditandai dengan peristiwa”™  "-Permesta. Ketidakpuasan

militer terhada» i~*-bn*  pin~*t Poovbome-ddin Harahap,
yang telah me ur Dliigus: vans < 3an Angkatan
Darat, semakin > _arah dengantc  hiya kabinet Ali
untuk kedua inya, y ng - ngga,  ~ngecewakan
pihak mili’ ndis ekcno i ang fa. tabil juga
menjadi pc  bYa> m ac I y PFU-Pc e ., di mana
daerah-daerar.  nuc ' 1t | nve emperhatikan
kepentinganny » diri dan ti© ¢ 1emperhatikan
pembangunan

Beberapa toxoil  ividsv teruvar dalam PRRI,

seperti  Syafruddin  Piavwuanegara, Boerhanuddin
Harahap, dan Moh Natsir. Selain itu, beberapa tolkoh PSI
juga ‘bergabung ‘dengar. = PKRI, * seperti ' Sumitro
Djojohadikusumo, Mr. St. Mohd Rasyid, dan Des: Alwi.
Pertemuan di Gubernuran Sumatera pada Januari 1958
menghasilkan kesepakatan bahwa tindakan Presiden
Soekarno yang menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur
dan membentuk kabinet karya dianggap tidak sesuai
dengan konstitusi. Mereka yang hadir
mempertimbangkan bahwa jika Kabinet Djuanda mundur,
maka Mohammad Hatta dan Hamengkubuwono IX
adalah orang yang pantas menjadi' formatur, karena
dianggap sebagai pasangan yang ideal dengan
representasi dari Jawa dan luar Jawa.



Pada tanggal 7 dan 8 September, Letnan Kolonel
Ahmad Husein dari Sumatera Barat, Letnan Kolonel
Ventje Sumual dari Sulawesi Utara, dan Letnan Kolonel
Barlian sebagai tuan rumah mengadakan pertemuan yang
menghasilkan Piagam Palembang. Piagam tersebut
mencakup beberapa poin, antara lain: pemulihan Hatta
dalam kepemimpinan nasional, pembersihan pimpinan
Angkatan Bersenjata dari simpatisan komunis dengan

penggantian Mayor Jer " AH Nasution, desentralisasi
pemerintahe= ~-=*ik (thowileam ~tomomj yang lebih luas
kepada dac Abliicanan: o untuk membela

kepentingar a ah, dan laran,  tcrhadap ideologi
komunism=2  enab r ntar nder, Pancasila.

P~ ggal 15 “el ua * 19 2 nad, Husein
danreka  “a nye 1 1 pro lam berdirinya
Pemerintat.  “evc » 2 Rep blik  donesia (PRRI) di
Padang. P’k -endapat du' dari beberapa
diperjuangk -~ - o =nolak Nasakom
karena dianggap sepae dpaya soekarno untuk

memaksakan ideologi kuiwunis ke segala lapisan negara.
Sikap keras ini-membuat Soekarno merasa jperlu untuk
mernyusun iangkah-langkan guna menyingliirl\an Partai
Masyumi dari pangguag poiitik dengar; menggunakan
cara-cara yang dianggap "legal konstitusi" namun tetap
bersifat represif. Presiden Soekarno bahkan menggunakan
logika revolusi dengan mengaitkan penolakan Partai
Masyumi terhadap Nasakom dengan penolakan terhadap
Pancasila, sehingga memicu perdebatan yang semakin
memanas antara kedua pihak.

Upaya Soekarno untuk memecah belah pemimpin
Partai Masyumi seperti Sukiman Wirdjosandjojo'dan Jusuf
Wibisono dengan mengikutsertakan mereka dalam DPR
GR tidak sepenuhnya  berhasil. Meskipun' Sukiman
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menolak pengangkatannya sebagai anggota DPR GR,
Jusuf Wibisono menerima hal tersebut. Namun,
pertentangan antara Soekarno dan Partai Masyumi
semakin meruncing dengan keterlibatan beberapa
pemimpin partai tersebut dalam PRRI. Soekarno akhirnya
mengambil langkah tegas dengan mengundang tokoh-
tokoh Partai Masyumi ke Istana Bogor dan
mengumumkan pembubaran Partai Masyumi dalam
pidato 17 Agustus 1960. P ‘baran tersebut dilakukan

dengan alasa»~ ~-rti A Potoi Mosyumio dalam
pemberontakar T Yarg  aiaigg mengancam
keselamatan @ a  dan bangsa. 'eckipun Partai
Masyumi ber  aya n-lawe  den, menggugat
pembubar- t but, narur ak irny t.  ‘sa bubar
setelah ket.  ™e.hasi m | v tht um r .

.Kejayaan PKI ?a.  ’embubaran M y i

PKI sem e or  san-keputusan
Presiden Soekarno ui vervae Jdang, werutama karena
Soekarno memberikan dusuugan yang luas pada PKI
dalam ekspresi politiknva.”? Sementara partai pplitik lain
mengalami periindasan, PRI nialah seniakir: Qipi‘rlukukan
dengai: baik, menciptakan kesali bahwa masa Deriokrasi
Terpimpin sangat menguntungkan bagi PKI. Meskipun
Soekarno sendiri bukan komunis, namun ia bergantung
pada PKI untuk menghadapi militer yang semakin kuat
secara politik. Hal ini disebabkan oleh kekuatan PKI di
tingkat daerah, organisasi yang luas dan terorganisir
dengan baik di kalangan masyarakat kelas bawah, serta
kemampuan PKI untuk menggerakkan massa pada acara-
acara publik di mana Soekarno berbicara.

92 Jswara N Raditya, “Sejarah Kejayaan & Kejatuhan PKI Bersama D.N
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Tindakan Soekarno ini diikuti oleh PKI dalam
upayanya merongrong kewibawaan negara dan
masyarakat, dengan organisasi-organisasi seperti CGMI,
Lekra, Pemuda Rakyat, dan BTI yang semakin agresif
dalam melakukan teror terhadap militer dan organisasi
Islam.% Mereka juga menggunakan taktik distribusi tanah
dari perkebunan pemerintah untuk memperkuat basis
massa mereka. PKIjuga menargetkan HMI, yang dianggap

sebagai organisasi dep ‘asyumi,®* dengan tindakan-
tindakan ag=~~** M<  gn ~"~ tetoion balik terhadap
tindakan se 4k 1 duil woiwor « nomi yang tidak
stabil, namt € .gkali tuntutar. eput tidak dijawab
secara menr kan, e ingg <agas. oekarno seperti
Nasakor aun <an eh Pk’ mekan dan
menghe. n unt @@ {1 r uta dar < .

H.Kemerosotar.  nnisme Hings 2  >ubaran PKI

Pada - TS )7 n, PKI memiliki
pengaruh yaiig sigiiiikarl .n puuuk Indonesia. Salah
satu usaha yang merena iukukan adalah mengusulkan
pembentukan ~Angkatan ke-5, yang bertyjuan untuk
melibat<an ‘burulr dan' peani” sebagai kektatan militer
dalam mobilisesi macsa untuk mendukung . operasi-
operasi militer, terutama operasi Dwikora melawan
Malaysia. Meskipun PKI mendukung usulan tersebut, TNI
meresponsnya dengan skeptis, khawatir bahwa PKI
memiliki agenda tersembunyi untuk menggunakan
kekuatan militer tersebut dalam pemberontakan. Para
militer curiga bahwa PKI sedang melatih secara rahasia

9 Sapti Eka Pratiwi, “Pembubaran:Partai Politik Di Indonesia Pada Masa
Demokrasi Terpimpin,” Journal Unesa 4, No. 3 (2016). _

9 Viva Yoga Mauladi, “Niat PKI untuk Menganyang Membubarkan HMI”
Detik News, 2021
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masyarakat buruh untuk menggunakan senjata dan
merencanakan kudeta. Meskipun secara implisit
mendukung usulan tersebut untuk memperkuat pasukan
melawan Malaysia, Soekarno tidak secara resmi
menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.
Pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober
1965, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi
korban penculikan dan pembunuhan. Di antara mereka
adalah Letjen Ahmad Y~  “Men/Pangad), Mayjen R.
Soeprapto (Dep=-+-""M  _2=~~" M- Harjono Mas

Tirtodarmo (D¢ v ACiy «wigaay, - jen S. Parman
(AsistenIMen, n .d), Brigjen D.I..  "ai:an (Asisten VI
Men/Pangad), an T"r vjen ‘oetojc  ‘swomihardjo
(Inspektur > imar A!". Me kipu , ~ral AH.
Nasution = atomnke 1) 1 1 asii me i ari upaya
penculikan, p.  va ' 1 a S ryar lan ajudannya
Lettu Piere An 'rc  "endean menir a ilam peristiwa
tersebut.® Pac 7 a s keluar dari
persembunyiannya aan e ung aengan pasukan

Kostrad yang dipimpit. uieh Soeharto. Nasution
melaporkan bahwa penculiken dan pembunuhap tersebut
dilakuxan’oieh pasuxan Tjakrabiwara, pasukan ;;abungan
militer yang; bertugas mie¢ngamankan Presiden. Eetelah
mengetahui hal ini, Soeharto segera mengambil alih
komando Angkatan Darat karena ia adalah perwira
tertinggi yang tersisa.

Meskipun berita tersebut masih belum jelas, banyak
pihak yang mengklaim bahwa peristiwa tersebut
dilakukan oleh PKI, mengingat adanya rumor tentang
rencana kudeta yang dilakukan oleh mereka. Pada malam

itu, Letnan Kolonel Untung Syamsuri, komandan pleton

% John Roosa dan Hersri Setiawan, Dalih pembunuhan massal: gemkun 30
september dan Kudeta Suharto (Jakarta: Hastan Mitra, 2008)
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Tjakrawibawa, mengumumkan di radio bahwa ia adalah
pemimpin dari gerakan tersebut, yang bertujuan untuk
mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Setelah
mendengar berita ini, Soeharto bersama Angkatan Udara
memutuskan untuk menghadapi pasukan pemberontak
dalam operasi pemberantasan yang dipimpinnya. Meskipun
tidak terjadi konflik senjata, karena Soekarno memerintahkan
langsung pasukan pemberontak untuk menyerah.

Pada hari beri' a, para petinggi militer
mengumpul'~= ~oh- Kot~ o=t~ ~sliHk, namun PKI
dan Parkinc @  adi. . ciwcawaa crsebut bertujuan
untuk men u .n pilihan pa. nana yang akan
mendukurg  gkate | Darat uKo. = ‘sme, khususnya
PKIL. Ke '« 1, pe a pm np 1 pa " - ormas dari
berbaga. ~u me g 1 < 1 c am¢ 1 .m di Taman
SundaKela, ka ;a2 Par per aranyatermasuk
H.M. Subchin.  danYahyaUF | duanya dari NU),
Projokusum =" ° "y~ ov  Marhaban (PSII),
Tejomulyo (natouk), aan 1= n. Acara tersebut diakhiri

dengan pernyataan beisawia yang mengutuk tindakan
kudeta 20 Sentember,;yang telah merenggut nyayva 6 jenderal.

Pernyataan tersebut derigan tegas menyeitak:m bahwa
PKladalah dalahg di balik kludeta tersebut, sehingga PKI
dan ormas-ormasnya harus segera dibubarkan. Ini
menyebabkan  dilakukannya operasi penumpasan
terhadap PKI beserta ormas dan simpatisannya oleh
Angkatan Darat.% Proses penghancuran PKI di Pulau Jawa
dan daerah Jawa Tengah serta Jawa Timur dilakukan
dengan keras karena wilayah- wilayah tersebut memiliki
banyak anggota yang mengikuti PKI. Operasi
pemberantasan ini tidak hanya dilakukan, oleh militer

9 “Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya,” BBC
News Indonesia, 2017
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tetapi juga melibatkan berbagai organisasi rakyat. Proses
operasi ini berlangsung hingga bulan Desember, dan
ketika memasuki tahun 1966, PKI sudah menjadi sejarah.
Pada bulan Maret, Soeharto dengan surat perintahnya
langsung membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya
secara resmi, yang mendapat dukungan besar dari
masyarakat dan kaum anti-komunis.”” Kemudian, pada
bulan Juli, Jenderal Abdul Haris Nasution, sebagai
pimpinan parlemen, m- itkan TAP MPRS No:
XXV/MPRS/1044 ot erlishosos DVT dan Larangan
menyebarkan ¢ ('  _eiicaigews 2o N atau Ajaran
Komunis/Mar: L .nisme. Hal 1. ~cara signifikan
mengakhiri ke ingkir v PK’ atau 'nnya untuk
bangkitker 1 seli uh'nc ne ‘a.

97 Rebeca Bernike Etania dan Tri Indrawari, “Operasi Penumpasan G30S,”
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BABV
GENEOLOGI GERAKAN POLITIK ISLAM
KONSERVATIF DI INDONESIA

Istilah “genealogi” dimaksudkan sebagai suatu wacana
yang berfokus pada pencarian asal-usul (asal muasal) dan
sejarah suatu individu, keluarga, atau masyarakat. Dalam
konteks filosofis, genealogi dikembangkan oleh Michel
Foucault dan Friedrich N -he, dua filsuf yang berbeda

dalam pendek~t>» dar  jon meroal~ Namun, keduanya
memiliki elem /7 ar..., ,..._ .. ari asal-usul dari
sejarah yang k¢ 1 s dan berkelan. .

Foucault, lalam ulisar va sche  Genealogy
History” br men’ laskan sal va g 1e  tidak hanya

mencariia. s ung al 1 e 1ig risk r .un, melainkan
juga mencari bar -~ ¢ r verl :daa  ang terjadi dalam
sejarah.® Nisch.  enekankan b- ~ genealogi harus

1 o« 11

beroperasi den A0 dy yang teliti, serta
tidak berusaha uiiun wiciier 0 suawu identitas tunggal
yang dapat dihubungkan ... _aatu "pohon-keluarga" yang
sempurna, Sebaliknya, genealogi harus mengakui bahwa
asal-usul adaiah Sesuatu yang bersifat"diseminatif, tidak
dapat ‘disatukan ko' dalam idemntitas tungga!, dan memiliki
banyak awal yang tak terhitung. Dengan demikian, genealogi
tidak hanya mencari asal-usul, tapi juga mencari

kompleksitas dan perbedaan yang terjadi dalam sejarah.

%Ulva Hasdiana, “Geneologi Dan Transformasi Ideologi Partai Berbasis
Islam Di Indonesia Pasca-Orde Baru.” Analytical Biochemistry, 2018 11 (1):
15.http:/ /link.springer.com/10.1007/978-3-319-

593791 %0Ahttp:/ / dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-
8.000027%0Ahttp:/ /dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024 %0Ahttps: / /d
oi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp:/ /www.chile.bmwmo
torrad.cl/sync/showroom/lam/es/
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Nietzsche, dalam karyanya, juga memahami genealogi
sebagai suatu cara untuk mencari asal-usul dan sejarah, tetapi
dengan fokus pada pencarian kekuatan dan nilai yang terlibat
dalam proses sejarah. Ia berpendapat bahwa genealogi harus
memahami bahwa nilai dan kekuatan yang terlibat dalam
sejarah tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan juga
dari berbagai sumber yang saling berinteraksi dan
mempengaruhi. Dengan demikian, genealogi harus mencari

kekuatan dan nilai yang at dalam sejarah, serta
memahami  bag~i-ma aeol boeioteraksi  dan
mempengaruhi f e urdi. Casaan iteks  filosofis,
genealogi dikemb &  oleh Foucault [\ietzsche, yang
memiliki elemen g sar1e yak menc  >sal-usul dan
sejarahyangl | sda bervel me an.l 1. keduanya
memiliki penc fa. yar 31 e la, 2nge ¢ _ault fokus
pada kompleks. dar  r e aan del sejarah, dan

Nietzsche fokus »a.  encarian kekr a  an nilai yang

terlibat dalam pro ’

A. Histori Geneolougi 1siam non atit U1 1indonesia

Islam “konservatif” iiiciiarut Sekarmadji Maridjan

Kartosoewirio, dapat dilihat sebagai suatu. pandangan
yang betrorieniasi pada teks agamia, yang pe;ca;’a bahwa
Islam adalal agami yang sempurna dan lengkap daengan
pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia. Ia juga
percaya bahwa negara Islam adalah konsep negara yang
pas untuk diterapkan di Indonesia dan bahwa Islam harus
dijadikan sebagai prinsip partai dalam politik.100

9YAmrin Ma'ruf, Wilodati Wilodati, dan Tutin Aryanti, “Kongres Ulama
Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca
Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi. 2021” Musawa: Jurnal Studi
Gender Dan Islam 20 (2): 127-46

10Rudiansyah, “Analisis Pemikiran Politik Sekarmadji Maridjan
Kartosoewirjo ~ Tentang  Negara  Islam  Indonesia.” 2021
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Secara historis pemikiran islam yang membahas
negara dan islam sebagaimana disebut berakar dari
pemikiran politik Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Taimiyah
dalam pemikiran islam dan negara, Seseorang yang
dipercayakan sebagai pemimpin harus menunaikan
amanah kepada pihak yang berhak dan bersikap patuh
terhadap kepentingan rakyatnya, serta taat kepada Allah
dan Rasul-Nya.10!

Menurut Ibnu T- ah, negara juga diwajibkan
untuk mene~~'"2n g mida=s —ong berlandaskan
ketentuan T v CTlL siumuanans « L PeNcuri, pezina,

dan lain set i a. Apabila terj.  ~1bedaan pendapat
di antara n  :ka, raa se la pe. alahan tersebut
harus @ 1¢  kan oercas ke Al u.  JYan Sunnah.
Adapui.  ~ra pat la A Ma dud a |, memandang

J

bahwasanr,,  lamr 1 ¢ adi anfc asinegara karena
pandangan 1 menganggap  a 21 pembentukan
organisasi ¢ ’ g b suatu kewajiban
yang diperintankan aemi - agsungan Islam dan misi

besar Islam.

Maududi -membuat, perbedaan antara  demokrasi
Islam can demokrasi Barat. Ui daiani dcmi;kxasi Barat,
kekvasaan beraca di tangat: rakyat, sementara dalam
Islam, kekuasaan berada di tangan Tuhan dan rakyat
dianggap sebagai khalifah-Nya atau wakil-Nya. Dalam
demokrasi Barat, rakyat memiliki kewenangan untuk
membuat hukum mereka sendiri, sedangkan dalam

demokrasi Islam, rakyat diharapkan untuk patuh dan

http:/ /repository.uinsu.ac.id /15474 / %0Ahttp:/ /repository.uinsu.ac.i
d/15474/1/tesis-rudiansyah-nim 3001193007.pdf.

101 Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran.
Jakarta: Ul Press, 1993
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mengikuti hukum (syari'ah) yang diberikan oleh Tuhan
melalui Rasul-Nya.102

Dalam menelusuri asal-usulpemikiran politik, dapat
dimulai dengan mempertimbangkan pandangan politik
Islam yang berkembang di Timur Tengah mengenai
konsep negara (dawlah) dan politik (siyasah). Dalam
sejarah pemikiran politik Islam, tidak ada ketentuan yang
jelas mengenai bentuk dan ide negara Islam yang
diinginkan dan final.l®  “etelah wafatnya Nabi

Muhammad, fc¢'-~-*ar ap 'romemlale be-kanlah agama,
melainkan pol T an duas wuwsy danduan yang
pasti mengena 1 _p negara Islan.  ~icktual Muslim
berupaya men rkan a1 Qur" dan 'adith untuk
menerjeme’ 1 arar slam] :d 'am one  olitik. Hal
ini menyer  'niooerc be = an >xbe r endapat di
kalangan intc  tal " s n ye g i  dari warisan
keilmuan Islanr 1

Titik tola " “p a7 ara intelektual
Muslim adalah posist agama <~ egara serta pertanyaan

bagaimana menciptakan keiiwali negara ideal yang sesuai
dengan ajaran Islam, Melihat arus pemikiran palitik yang
berkembarng, dapat dibeaakan tiga aliran perlﬁkiran.wf’
Mazhab per:ama berpendapat bahwa lclam edalah agama
universal dan pleno. Islam bukanlah agama sebagaimana

102 Abul A’la MaududiAbul, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam. Editan
Bumi Aksara, 2019

103 Zaprulkhan, “Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam.”
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2014. 22 (1): 105-32.
https://doi.org/10.21580/ws.22.1.261.

104 Harun Nasution. 1979. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek. Jakarta: Ul
Press.

105 Galang Geraldy, “Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik
Marhaenisme Di PDIP, Sosialisme Demokrasi Di PSI Dan Islam
Fundamentalisme Di PKS.” Politicon : Jurnal Ilmu Politik, 2019 1 (2): 134~
57. https:/ /doi.org/10.15575/ politicon.v1i2.62 68
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ditafsirkan oleh Barat Barat yang hanya mengatur urusan
transendental tapi lengkap dengan urusan duniawi,
sehingga agama dan negara harus menjadi satu kesatuan,
tidak bisa dipisahkan. Gagasan kedua berpendapat bahwa
kedudukan agama dan negara saling terkait namun tidak
saling  eksklusif. Islam tidak secara  eksplisit
memerintahkan negara apa yang harus dilakukan,
sehingga sepenuhnya berada di bawah komunitas Muslim

di negara tersebut.l0¢ mikiran ketiga cenderung
sekularis de= onr a» "ohmo ~~9ma dan negara
merupakan  y- Erfisant.

Hasan E na merupakai.  h satu tokoh yang
memaduksr  semik’ ey ke amaa.  n kenegaraan.
Pendiri 1 nul Mvelir in tersc>u.  ~rpandangan
bahwa @~ 1 dal 1 i e k mpt 1 . yang dapat
berkemban,  -ara 1 i1 su iber ma Islam adalah
Al-Qur'and n dizt.107

Menu: o i’y didasarkan pada
sistem pemerimntanan 1si2 wajlb menjunjung tinggi

syariah. Hukum tertiiiggz: di negara tersebut harus
didasarkan pada Alquran dan Sunnah. Tokph lain yang
meligar.ut pandangan ‘serupa adalali AbG al-Ala al-
Mavrdadi. ' Dilakukannya, Kekuasaan tertings: ada di
tangan Allah dan manusia hanya sebagai pelaksana.
Sistem politik Islam bersifat universal dan tidak mengenal
batas wilayah geografis, bahasa, dan kebangsaan.
Pemikiran Al-Mawdadi dikenal dengan pemikiran
fundamentalis karena ingin melakukan reformasi sistem
sosial, sistem pemerintahan, dan negara agar kembali pada
konsep Islam secara keseluruhan dan menolak konsep lain

106 Munawir, Sjadzali. 2017. “Islam Dan Tatanegara,” 87
107 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme,
Modernisme, Hingga Postmodernisme. Jakarta: Paramadina, 1996
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di luar Islam. Penganut konsep ini beranggapan bahwa
segala sesuatu yang berasal dari Barat tidak sesuai dengan
ajaran Islam, sehingga ajaran politik yang dikembangkan
berupaya untuk mensucikan kehidupan masyarakat
sesuai dengan nilai-nilai awal Islam.

Berdasarkan pemikiran politik Islam di atas
melahirkan pemikiran Islam konservatif dalam ormas dan
partai-partai di Indonesia, baik secara asas maupun
konstituen sesuai yang atu- 'ng berlaku di negara yang

mana konserve*if i+ {i- Dailaia

boliaabang 108 Seiring
dengan pember i ung «ijuws wa ue iy, sebenarnya
telah terdapatl ¢ _aupayagolong  ouservatif untuk

mencapai tujre  engar r elalu’ "lankc  *usional.

Pade n °ngg raa~p mi tah 2. dari total
27 partai pu v.ngl 11 0 i dbas terc il apatpartai
politik yang . ndi¢ ' 1 i, yait [lasyumi, NU,
Partai Syariat I 'la ~donesia (PSII* & artai Tarbiyah
Islamiah. Has - w 9% menempatkan
Masyumi dan INU agatam emr esar pemenang dengan

masing-masing memperole.. v, dan 47 kursi dari total 257
kursi. . Namun, meskipun partai-pertai Islam meraih
jumlah - Kuisi® yang - sigaifikan, {erdapat }icr‘aedaan
mendasar dalam visi masing-mhsing partai politik Islam.
Perbedaan ini juga yang menyebabkan perpecahan
Masyumi dengan PSII pada tahun 1947 dan Partai NU
pada tahun 1952. Akibatnya, meskipun kelompok Islam
memiliki posisi yang cukup baik secara jumlah,
ketidaksolidan kedua partai dan perbedaan cara dalam
menginternalisasi nilai-nilai agama Islam ke dalam
perundang-undangan = berakibat  pada  gagalnya
pembuatan undang-undang berdasarkan ideologi Islam.

108 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy. newyork: 1957
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Selain itu, sulitnya partai Masyumi dan NU secara
konstitusional mengarahkan negara ke jalur syariat
disebabkan karena kedua partai tersebut tidak
mendapatkan kemenangan mutlak dalam pemilu 1955.
Tidak adanya perolehan suara yang dominan
menyebabkan partai-partai nasionalis dan berlandaskan
ideologi Marxisme tetap memegang kendali dan pengaruh
kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.0®

Pada masa pe atahan liberal, kelompok
konservatif 4~ T € ymo hoecito~oo terkait rencana
Soekarno u <« Bluwnan wen.  Presiden dengan
tujuan keml 1 JUD 1945. Pex  “an terhadap dekrit
Presiden ir lisebe"k n o " beb A faktor, yaitu
diangge 1 ngg  U'TC 150 k ve.  nembatalkan
hasil pe. 155, i 11 jalI' ko t .onal tersebut
merupakar, > pc 1 tb 31k  npok konservatif
untuk mer m.  -alisasi nilai- a7 slam ke dalam
rancangan 1 s v o ( demikian tulis
Barton, Yilmaz, ana mories  .alam vukunya yang terbit

tahun 2021). Perlu diiiiga. bahwa sejak ditetapkannya
Pancasila sebagai ideplogi negara dan kesepakatan bahwa
bentuk " negara Indoresia ' adalak Negar; Republik,
kelompok konservatif ‘tidakl lagi berusaha membentuk
negara Islam, melainkan lebih fokus pada proses
nomokrasi Islam yang dimana suatu konsep hukum
dengan landasan hukum islam dari Allah.110

109

Irvan Tasnur, dan Zulkarnain, “Melacak Akar Dan Perkembangan
Konservatisme Islam Dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia.” 2019
JRP (Jurnal Review Politik) 9 1): 50-71.
https://doi.org/10.15642/jrp.2019.9.1.50-71.

110 Fatkhurohman, Perubahan Partai Politik Di Indonesia: Tinjauan Historis

Normatif Pembubaran PARPOL Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya
Mahkamah Konstitusi. Malang, 2010
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Pasca dekrit Presiden, Masyumi dibubarkan karena
menolak terkait rencana rencana dekrit tersebut hingga
dituduh sebagai pemberontak oleh Soekarno dan menjadi
dalang pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra Barat
dan Sulawesi Utara.

Hal ini menimbulkan kemunduran kekuasaan
konservatisme Islam di Indonesia lalu digantikan TNI dan
PKI dalam dunia pemerintahan di Indonesia.!! Setelah

lengsernya orde lama dene gala metafora yang terjadi
membuat nafas ~~~~-u- go'omoom Tola dan Masyumi
lahir dengan r a 5 baru yusew 2w Usi (persatuan
Muslim Indone )  aun 1968. Nan. i balik lahirnya
nama yang ber  rdaps 1 vaye -~neka. 12

B. Islam Kon. t. Set lal ( r 2B u

Gerakar.  mk 1 a fyiagn cul setelah era
Orde Baru di In 'o. memiliki akar© 1 yang kompleks
dan beragam. | ' “«d Lv rupakan masa
transisi yang sigiuiikail vagi o .nbangan gerakan Islam

konservatif di Indonesia. Ciituk memahami lahirnya
gerakan ini, kita perlu, menggali faktor-faktor historis,
sosial, politix, dan ckenomi yang memcnga;uhill.ya.

I’ada ‘era Okrde Baru di. bawah kepemimpinan
Presiden Soeharto, Islam di Indonesia mengalami
sejumlah pembatasan dan kendala. Pemerintah Orde Baru
mempromosikan konsep Pancasila sebagai ideologi negara
yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, termasuk
umat Islam. Selain itu, pemerintah juga mengendalikan
lembaga-lembaga keagamaan Islam melalui Departemen

111 Opcit
112 Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan
Sekularisme. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015
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Agama, sehingga membatasi ruang gerak dan otonomi
umat Islam dalam menyampaikan ajaran agamanya.!1?
Pembatasan ruang gerak terhadap Parmusi terjadi
saat awal pembentukan partai dimana pada saat itu ketua
dari Permusi ialah Muhammad Roem. Namun kehendak
pemerintah pusat untuk menggantikan Mohammad Roem
dan hasilnya Muhammad Roem mengundurkan diri dan
diganti oleh H. Djarnawi Hadiekoesomo dengan sekretaris

Lukman Harun Sebagai taris. Hal itu bertujuan untuk
menghindar’ =~'-us  ewion Aol perebutan kursi
di parlemen 4k upligpad cicn o 1 nasional seperti
M.Roem.* | | menunjukkai. “wa dominasi kuat
pemerintah ~ la mrse Ord: Raru bisa ditentang,

bahkan 1 ‘kue in !<la 1y ngj n. Therjaya pada
masa O. ‘ana. ac e iilu taht ¢  Golkar telah

mendomina.  sisi » a hat seba  pemenang dengan
62,82%, sedi ng, vartai partai© 1 onservatif seperti
NU, Permu ~°7 "~ e 22" L lebih dari 50%
suara(Biro Frumas ~nomist” 20vv). rada era reformasi

di Indonesia, perombakeu. i cgulasi yang dimana reformasi
ini menuntut perubahan secara bertahap, namun upaya
de-crdeoaruisasi terus diiaktkari di'sermua bida'ng, termasuk
penierintahan, pelitik, ekonolni, dant kebudayaar..115
Konstelasi politik yang terjadi akibat gelombang
reformasi kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kelompok,
baik nasionalis, Islam, sosialis, maupun Kristen, untuk

113

Abdul MalikAbdul, “New Variants of Ultra-Conservative Islamic
Schools in Indonesia: A Study on Islamic School Endeavor with Islamic
Group Movement.” Power and Education, 2024 16 (1): 14-28.
https:/ /doi.org/10.1177 /17577438231163 042.

114 Hasyip Basaid, Dkk, Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik

Islam Dari Pra-Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden. Bandung: Pustaka
alvabeta. 2015

115 Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme

Islam Ke Indonesia. Jakarta: Airlangga,2005
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mendirikan kembali partai-partai politik baru sebagai
bentuk perlawanan terhadap penyatuan paksa partai-
partai ke dalam tiga kelompok utama, yaitu PPP, PDI, dan
Golkar. Dalam hal ini partai islam di Indonesia melebur
jadi satu dalam partai PPP (Partai Persatuan
Pembangunan). . Partai-partai Islam konservatif, seperti
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), menjadi aktor politik yang memiliki

basis massa yang kuat dan - mempengaruhi kebijakan
publik. Partisi=~~* ge . "'~ Tomcorvatif  dalam
pemilu dan pe  ri©  un .Caw swawpe Nasional turut
membentuk lar 1 Jolitik Indonesic g pluralistik.116

Tercatat it ter'ainya oform. partai-partai
Islam terr 2  mer «di be ba 2i ¢ olc 2 karena
perbedaan 1.isi, ar ¢ rr da mr e «kan nilai-
nilai islam da. atus ¢ 1 11 Pad asa, itu partai
informal deng-t.  1an menjuniv 3 1ggi platform
pluralisme t ol (" i Persatuan
Pembangunan), r~ (-arrai -aauan), PKB (Partai

Kebangkitan Bangsa), dan i 1.+ (Partai Amanat Nasional)
Ada keunikan, dalam pola konservatisme Islam setelah
reformasi,” di ‘maria partai‘partai yang dicmklmg, oleh
masyaiakat ' Islam 'mulai ‘terbagi. Mcreka tidak hanya
bergabung dengan partai-partai berbasis agama seperti
PBB, PPP, PK, Masyumi, dan PSII, tetapi juga mulai
menerapkan strategi melawan arus dengan mendirikan
partai-partai beraliran nasionalis yang memiliki basis
pendukung Islam, seperti PKB dan PAN. Dalam konteks

politik nasional yang terus berkembang setelah jatuhnya

116

117
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Orde Baru, ideologi kanan, termasuk Islam konservatif,
berperan penting dalam membentuk sejarah Indonesia.
Temuan baru dari artikel ini menunjukkan bahwa ideologi
kanan, terutama dalam bentuk Islam konservatif, telah
mempengaruhi berbagai aspek politik, sosial, dan budaya
di Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi
sekarang.
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BAB VI
NU, ICMI DAN PEREBUTAN RUANG
KEKUASAAN

A. Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjalanan Politik Indonesia

1. NU dan Soekarno

Pada masa pemerintahan Soekarno, NU dianggap
memiliki hubungan yang sangat erat dengan Presiden
Soekarno. Kedekatan M  dengan Soekarno bahkan
dinilai setara dengar  Jiinoan antara Soekarno dan

PKI, meski = " ar politik yang
berbeda dar ri | bertentangan 7«1 NU. Sebagai
organisasi syarak il terb car a.  donesia, NU
merasa 1 ggw ; jaw > mtul .  ~antisipasi
potensi 2y yar ;1 1y <in mbr l&é  «edekatan
PKI denga.  mer *** « 1 oel rno  en karena itu,
NU beruseh. empererat hi 1 anya dengan
pemerintahe "~~' oo Doy o dendekatan ini
mendapat Kiiunan vans a® N'U oundliri serta pihak
luar, yang menilai .._ terlalu oportunis dan

materialistis karena memanfaatkan hubungannya
dengan' pemerinitan’ unttk keunturgan kel ympok
tertentu dengan! rnenermpatkhn orar g-orangnya dalam
birokrasi pemerintahan®!8. Selain itu, NU juga memiliki
tujuan yang tidak boleh diabaikan, seperti upaya untuk
seimbangkan kekuatan PKI dari dalam dengan
membentuk lembaga-lembaga yang bersaing dengan
lembaga-lembaga yang sudah ada dalam tubuh PK]I,
seperti LEKRA yang bersaing dengan LESBUMI, BTI
yang bersaing dengan PERTANU, dan SOBSI yang
bersaing dengan SUBURMUSL

118 Greg Fealy, “Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967,” Yogyakarta:
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2. NU Pada Era Orde Baru

Pada tahun 1979 sampai dengan 1987, NU
mengalami perubahan signifikan dalam struktur
organisasinya. Munculnya orde baru membuat NU dan
kekuatan politik Islam lainnya berharap bisa
memperoleh kekuasaan lebih besar dibandingkan di
bawah orde lama. Harapan itu ternyata hanyalah
harapan palsu. NU kurang menyadari bahwa situasi

telah berubah pasc munculan Orde Baru yang
mengakib~#lon erintobom dilendalikan  oleh
birokrat, Ry L tesuroiuan. 2o 0l mudah berkat
kemenan .olkar, organis. oclitik  pemerintah
yang ber] sa.De i udut 3ndar,  merintah, hal itu
mem- 1 rker oan~ar po ik n n¢  embangunan
nega. u.sa¢ yi 1 £ ma dera a . politik tidak
lagi seke.  ~da 2 ) lel ma’

Up:.ve gdilakukanr a  lang MPRS bulan
Februari- T ar er  an semata-mata
untuk merengserkan kel .an rresiden Soekarno dan

mengangkat Jenderal suciiarto sebagai Pejabat Presiden,
berhasil dilaksanakan. Namun ada beberapa tuntutan
Islam 'yang menjadi ‘agenda sidang: ditolak MPRS,
wisalrya presiden harus lberagama Islam dan negara
harus berdasarkan Islam. Upaya pada sidang Dewan
Rakyat bulan Maret 1968 untuk mengesahkan Piagam
Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 juga ditolak.
Perihal Undang-Undang Pemilu Orde Baru,
Subchan Z.E. Saat itu, salah satu tokoh penting NU
berkomentar, secara umum UU Pemilu bisa dikatakan
tidak ada gunanya dan tidak sepenuhnya demokratis.

119 Safari Daud. Re-Orientasi Politik Nu Pada Masa Orde Baru (Analisis
Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998). (Bandarlampung: PUSAKA
MEDIA, 2021).
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Di bawah kepemimpinan Subchan, ia mempunyai
berbagai ide dan tujuan untuk mentransformasikan NU
menjadi kekuatan sosial dan politik yang disegani. Di
saat posisi NU sedang tertekan khususnya di lembaga
ketatanegaraan, Subchan memberikan resep untuk
mengangkat posisi NU di ranah politik. Menurut
Subchan, sikap ekstremis bukan bagian dari perjuangan
NU. Namun, oportunisme bukanlah sikap yang baik.

Menurut Subchan, ope sme hanya membuat NU
disukai dan *#-nf2 (Lo Hd-1 dihormati dan
didengarkar  s- S +w.an  Subchan

menimbulk: k droversi di N Schkan, politisi
senior KR.I ~ m Ch 1 1me kritik "han. Namun

Idham © ] tidal memp ny i ba 7a.  ndukung.
Kongres 25 di € e v e har pir 1 0 Subchan
Tanfiziah - rai oz BN J, r un mendapat
tekanan dar’ 1 Risri Syansuri- 21 ta senior yang
kemudian - R A K.H Wachab
Chasbullah, mengunaurk dirt aari pencalonan

Subchan. Harapan Subciiaic akhirnya pupus dengan
keluarnya surat penolakan Rois Am KH. Bisri Svansuri
pada bualan Januart 1972. "Nainun Stubchan' menolak
keras pernecatari tersebut dar menuntut diadakannya
konferensi lanjutan120.

Pada masa rezim orde baru, NU secara
keseluruhan sempat muncul sebagai kekuatan oposisi
yang kuat. Setelah tahun 1967 dan awal tahun 1970-an,
muncul perbedaan penting dalam hubungan antara NU
dan Orde Baru. Pada akhir tahun 1960-an hingga 1971,
“pemisahan Orde Baru dari NU” paling menonjol,
ketika para pejabat senior dari kalangan NU digantikan

120 Thid
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oleh orang-orang dari kalangan modernis, sehingga
mereka kehilangan jabatan menteri agama dan tidak
terwakili dalam pemerintahan. pemerintah sama sekali.

Pada putaran ketiga tahun 1973-1984 NU
bergabung dengan PPP. Saat itu, NU kembali ke posisi
relatif semula, di mana calon merupakan pemilik
daerah pemilihan terbesar di koalisi, namun kendali
partai tidak berada di tangan elite politik NU.
Perpecahan di PPP t- " ketika NU kembali diangkat

ke posisi Moo & Commomtasn it pembagian kursi
tidak dic ! padd poicicawn: wrsi di parlemen,
melainka e .gai partai ters. 1. Reaksi sebagian

politisi N erhac’ iy per] muan tc  ut tidak pernah
menc 1 spon pos+if an deng -u.  *ai. Faktanya,
posis. smal n n v Fper [ an PPP yang

dipegan, hl 1 1do esia  I) dan didukung

oleh peine. han Orde P 1 makin menguat

sehingga "7 F  ys nghadapinyal?.
Paaa masa wrae " di pawah kepemimpinan

Soeharto, yang dimu.ia: dengan pelantikannya secara
resmi nleh MPR pada tahun, 1968, menandai awal dari
sebuah perubahan sejarah bagi bangsa Indlor.csia serta
bagi ' scluruk lembagal . atau  organisasi  sosial
kemasyarakatan di Indonesia, termasuk Nahdlatul
Ulama. Kebijakan penggabungan partai politik serta
upaya pembersihan dan penegakan Pengamalan
Pancasila yang diusung oleh rezim Orde Baru
mengharuskan semua lembaga atau organisasi untuk
menerima dan menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal.
Bahkan upaya penyeragaman ini juga mencakup dunia

121 Tbid
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pendidikan pesantren dengan program penyeragaman
kurikulum pesantren pada era 1970-an’22,

NU yang pada saat itu telah terlibat dalam politik
nasional dengan bertransformasi menjadi partai politik,
dianggap sebagai kekuatan yang potensial dan dapat
mengancam posisi pemerintahan Orde Baru jika terjadi
ketidakselarasan. Dilihat dari hasil pemilu Desember
1955, di mana NU berhasil meraih 45 kursi di parlemen,

meningkat secara signi” dari sebelumnya hanya 8
kursi, menu»i-'"on'  gt>m ~olELNTTyang semakin
menguat se 0 AR Uais vaaoy o Hal ini juga

menunjukke b .wa NU telah n.liki pengaruh
dalam politil  sional! ¢ 'ak er rde L dan berlanjut

hingga ( eBi u xel ak nPe o« =me Orde
Baru sc idak 1c 1 51 1g nen 1 organisasi-
organisasic  'po "7 j n_ad yar aengakibatkan
NU terpaks: bt hung dalam P 1 ama beberapa
organisasip =~ ' v

Pemerintanan urae P nengaaopsi pendekatan

yang lebih fokus pada aspek budaya Jawa dalam
administrasinya. ;Trikotomi antara Abangan, Priyayi,
dan Saritri 1nasin berperdn periting selarna niasa Orde
Baru, di mana goloagan! yang  dominan = dalam
masyarakat menunjukkan kekuatan terbesar.(Gertz
1980) Pemerintah, di bawah kepemimpinan Soeharto,
menyadari pentingnya memperoleh dukungan massa
yang luas, sehingga mereka mencari cara untuk
menggalang dukungan dari berbagai golongan,
termasuk agama, ras, bahasa, ekonomi, dan

122 As’ad Said Ali, “Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati,”
Jakarta: LP3ES, (2008).

123 M. Ali Haidar dan Arif Hidayatullah Depoliitisasi Nahdlatul Ulama
1968-1983. e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2, No 3. 2014
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pendidikan. Kelompok Golkar, yang didorong oleh
beberapa organisasi seperti Kosgoro, merupakan
respons pemerintah Orde Baru terhadap tantangan
untuk memperoleh dukungan massal. Bentuk
organisasi ini cukup unik dan kompleks, karena Golkar
bukanlah partai seperti PPP atau PDI, tetapi memiliki
posisi yang setara dengan kedua partai tersebut.
Pemerintah memberikan jalur partisipasi kepada

Golkar dalam pem’ » umum, dan secara tidak
langsung ~ ~°n’ p~  ~voomicnsi ini untuk
mendapa o ANgas ovowany wn INgKin, termasuk
melalui < an pada pe_ 1 negeri untuk

memberi. suars k vade olkar
> ut 2 mar Z irc usl 'b. n Islam dan
nega. w td ag 1 jac tige a Jori. Pertama,

kelompc om ' iy 1g  figt n oleh Nurcholis
Madjid, ¢i .~ dia berpand- ;& rahwa kehidupan
spiritual o £ up idupan duniawi
diatur olen 10gika auma anaangan ini menyatakan

bahwa Islam lebih ceiwuciung memiliki sifat liberal dan
humanis, menawarkan kebebasan dan,kemanusiaan

epada para pengariutriya ‘daripada mell'.jadi sebuah
Kekua'an pol'tis yang meniakutkan, terutama bagi para
pejabat negara. Di kalangan NU pemikiran akomodatif
dapat dilihat pada diri Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
dimana sukses menarik gerbong NU ke khittah 1926
yang intinya ialah memisahkan NU dari politik dan
bukan sebagai institusi.(Ali Maschan 2012) Artinya
bahwa konsekuensi logis dari khittah adalah tidak ada
politik Islam dan selanjutnya juga tidak ada lembaga
politik Islam atau dengan kata lain menegaskan

124 Tbid
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pentingnya lembaga politik Islam. Kedua, kelompok
moderat, dengan tokoh Amien Rais, Jalaluddin Rahmat
dan Imaduddin yang berpendirian bahwa Islam tidak
hanya dipahami sebagai agama, akan tetapi juga
sebagai ideologi. Hal ini berbeda dengan kelompok
akomodatif yang menginginkan perubahan dari dalam
negara, kelompok moderat justru menginginkan
perubahan dari luar negara. Ketiga, kelompok idealis

radikal, yang beranggar ahwa Islam berada di atas
semua ideol~~* ~ch® | s=mtelc ~o-orjuangkannya
diperlukan ¢ - (elkiiaowi wa o ligus menolak
ideologi Pe s . sebagai sat.  '.ya azas bagi
kehidupan yanise i sosi  kem.  -akatan dan
mengge < 1gan (derg:i 1ic olog e ilal?®.

Pao 2172 1 m hali 7 g menjabat
sebagai ke um 1 ai U ‘ara langsung
menerima k~p an untuk ber b ; dengan PPP
tanpa melak @' ek lahulu dengan
anggota PBNU 1amnnya. ivie dn nat i1 menimbulkan

ketidakpuasan di kalangai anggota lainnya, akhirnya
mereka, .menyetujui, keputusan. tersebuf - karena
dianiggap sebagar langkah terbaik Lnengiag;t kondisi
saat: itu. = Wakil kewa ©'BNU ' Ahrnad Syaihu
berpendapat bahwa perubahan ini akan terbukti
menguntungkan NU. Sebab selama ini keterlibatan NU
dalam panggung politik telah melupakan misi
utamanya, terutama dalam pengembangan pendidikan
dan dakwah. Pendapat realistis ini tidak umum pada
zamannya, karena para kiai sudah terbiasa dengan

125 Ali Maschan Moesa, "Kiai NU dalam Paradigma Politik
Kebangsaan,"Jurnal Al-Daulah (2012).
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patronase politik.120 Walaupun pada akhirnya, akibat
terlalu mendalam persoalan dalam bidang politik
praktis ini berpengaruh terhadap terbengkalainya
kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang sebenarnya
menjadi tujuan utama NU sebagai organisasi sosial agama.

Menghadapi krisis yang menimpa organisasi, NU
melakukan introspeksi mendalam terhadap
kepemimpinan internalnya. Ketika mencapai puncak
krisis tersebut, NU m 11skan untuk kembali kepada
prinsip-p=i=~i=d- .y~ oo fondomat dalam khittah.
KH. Wah J daii siiima wor am PBNU dalam
pidato ift - ,a mengajak w. NU untuk kembali
pada kbii . Gag'sinini ~mpe. sambutan lebih

banv ri  eberr ayo. L la salah  satu
kepu.  iay ng 1 sill noc misi struktur
organisa.  rtai 7 r 2 2ga <an:  mpertimbangkan
gagasan ~i. - wadah baru. 1t on-politis untuk
menampr ’ PAED 12 aspirasi  Islam
ahlussunna wai jama a! <alangan umat yang oleh

karena pekerjaannya acau oleh karena faktor-faktor lain
harus meninggalkan ikatan.ikatan politiknya dengan
partai’ politik?7. © Dari* ‘prdato” 'yang ldisampaikan
aisepekati behwa NU kernbali ice Khittah 1926, saat
dilakukannya Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada
tahun 1984.

Antara tahun 1979 dan 1987, NU menggunakan
kemampuan beradaptasi politik, yang memungkinkan
mereka menavigasi lingkungan politik Indonesia yang

126 Moh. Mahbub, “NU Tulang Punggung Negara: Strategi NU Pasca-
Khittah dalam Membangun Relasi Sosial, Politik, dan Keagamaan.”
Yogyakarta: Sulur Pustaka, (2023).

127 Moh.Mahbub, “NU Tulang Punggung Negara: Strategi NU Pasca-Khittah
dalam Membangun Relasi Sosial, Politik, dan Keagamaan.” Yogyakarta:
Sulur Pustaka, (2023).
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kompleks sambil mempertahankan identitas agama
mereka. Karena mudah beradaptasi NU mampu
membentuk aliansi dengan berbagai partai dan faksi,
sehingga memastikan pentingnya NU dalam politik
Indonesia. Namun, pendekatan adaptif NU bukannya
tanpa kritik. Beberapa orang berpendapat bahwa
pendekatan ini mengkompromikan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip agama mereka, sehingga menyebabkan

hilangnya otoritas mor- itik terhadap pendekatan
akomodatif M'' =er k' bob-s sendekatan ini
memungkin ¢ K& wanoupwaos  hoelit politik,
sehingga n n akan indepen. i dan otonomi
mereka. Seb  nya, 2 deke 1opo.  =tik NU pada
periode 1 dic tkar  dle k ‘n. 1 untuk
memarnu aopelt ng ol iky ngr 1w« , seringkali
dengan . orl "2 pr sip- 1sip agama.
Pendekatan oy nistik NU me” 1 n serangkaian
aliansi dan : g e aktor politik,
yang terkaaang menimoi:’ pertanyaan mengenai

komitmen mereka iciiiadap nilai-nilai  agama.
Pentingnyva pendekatan palitik NU pada masaitu tidak
bisa dianggap remieh, hal ini berdampak besar terhadap
perkembangan politik * Indoriesia ‘dan peran agama
dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan politik NU
pada periode ini mengingatkan kita pada sifat politik
agama di Indonesia yang kompleks dan seringkali
kontradiktif, dimana nilai dan prinsip agama harus
diimbangi dengan tuntutan realitas politik.

. NU dan PPP

Menurut Syamsuddin Haris (1991), PPP baru
mengalami konflik internal yang besar menjelang
pemilu 1982. Penyebab utama konflik tampaknya



adalah kekecewaan NU terhadap daftar calon anggota
DPR PPP sebelum pemilu 1987. Beberapa tokoh
nahdliyin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan
orde baru dan menjadi salah satu faktor penting
terjadinya konflik internal PPP, selain adanya
intervensi pemerintah dalam pelembagaan konflik
tersebut, maka pamor partai Islam tersebut lambat laun
berubah. ditinggalkan Akibatnya, perolehan suara PPP

turun tajam dari 27, ‘sen pada pemilu tahun 1977
dan 19,2° =~nep (in 7P 1R Q7 —~o-gen pada pemilu
tahun19¢ 0r  enicciaiocwann. eningkat menjadi

17 perser  a . pemilu tahun 2 dan 22,43 persen
pada per 1 tahi 1 1997  ingga irnya mencapai
pemi’ ¢ 119° .

it itu, 1 L u Me soer 1 .ifoedz (1983),
pukulan k] U ad labh  ika Naro secara
sepihak 17¢. »okan daftar ¢ r 1da pemilu 1982,
yang per: N v astis dan anggota
NU yang paung vokai se . Yusur riasjim. Syaifuddin
Zuhri dan Imam Rosjau: perada pada posisi terbawah
sehingga kecil | kemungkinannya = untuk, terpilih.
Meskipun ada periolakan keras, etherintah menerima
aaftar’ Naro 'cebagai satii:satunva daftar yang sah.
Sebelum dan saat pemilu 1982, ada 29 calon NU yang
dicopot dari daftar calon PPP. Akibatnya, banyak tokoh
NU yang kecewa dan menarik dukungannya terhadap
PPP. Insiden tersebut memperdalam konflik antara
Fraksi NU dan Fraksi Muslim Indonesia (MI) di PPP,
dan di internal NU sendiri, insiden tersebut memicu
perdebatan sengit tentang manfaat terlibat dalam
politik  parlemen. Politisi-politisi yang sudah
disingkirkan ikut bersuara dengan tokoh-tokoh lain

91



karena berbagai alasan, menyarankan NU untuk
meninggalkan PPP dan meninggalkan politik praktis!2s.

Di Indonesia, pemilu sudah tidak pernah
diadakan lagi sejak tahun 1955, hal tersebut
menimbulkan banyak pertidebatan. NU menginginkan
pemilu cepat dilaksanakan kembali, karena mereka
yakin sikapnya yang anti komunis akan membuatnya
memenangkan pemungutan suara di tingkat nasional.
Pada tahun 1966, Ansor rinta pemilu dilaksanakan

1~

paling lamb~* *~hupr , momaeee MDPPS memutuskan

pemilu dilal @' pada i aooo.

Semer .de Baru, Suha nalai membuka
bantuan d21  mnana' i 1mo | dan ~ seperti dari
Amerik- ] g, de (lai~-le .0 ntu 2¢ 1arnegeri
seolah ejpwra g, 1o mn rus r gkat. Pada
tahun 1967,  ‘tuar ' i € 1g1 ence 200 juta dolar
dan padata u. "9 batuanmer 5> 00 juta rupiah.
Bantuan ter ’ i r ar sejak tahun
1975. NU sangat menvkn-  .rkan aampak bantuan

asing tersebut serta meriy~uiawatirkan dampak budaya
asing yang kelak masuk di Indonesia. N'J, meminta
kepada' Socharto - supaya" ‘penanarndn modal dan
bantuan asing d'batasi.’?

Dalam kondisi perpolitikan masa Orde Baru
dimana Parpol menjadi sangat lemah posisinya, akibat
ditiadakannya unsur Parpol di birokrasi. Jika pada
masa Soekarno hingga masa transisi sampai Pemilu

128 Munawir Ariffin, Sejarah Konflik Partai PersatuanPembangunan di

MasaOrde Baru. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol. 5,

No. 1.2019

129 Nurul Shobacha, “Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru.”

Jurnal Review Politik 02, no. 1 (2012).

130 Shobacha, Nurul. “Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru.”

Jurnal Review Politik 02, no. 1 (2012).
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1971, masih ada wakil-wakil partai di kabinet, maka
setelah Pemilu 1971 seluruh anggota kabinet bebas dari
unsur Parpol. Kabinet didominasi oleh ABRI dengan
dwi fungsinya menjadi semakin kokoh di birokrasi dan
politik. Kondisi tersebut dapat dilihat pasca Pemilu
1971 disepakati bahwa wakil ABRI sejumlah 100 orang
di DPR, tanpa dipilih. Parpol sangat lemah dengan
sumberdaya manusia yang dipaksa sesuai dengan
kebutuhan pemban- 1 Orde Baru. Tokoh-tokoh

Parpol di~=~~p ipmonlam ~ictay Soekarno yang
berorient o dliiguit scngae <an pertumbuhan
ekonomi, 1  tentu saja da. verekrutan partai-
partai po < lebil r enge 'alkar.  r1atan massanya
darir a1 alitar sumne da ame u. AL

is;lain de 1 1+ ont <ski r un, Orde Baru

yang di;  in ¢ tc me ging an partai politik
menjadi ~t.  ~dikit. Sehinge : 1i penggabungan
paksa pai o ".d®  p i, danhaltersebut
cukup mengejutkan pac  J. oserungga NU, Parmusi,

PSII, dan Perti digavuugkan pada Partai Persatuan
Pembangunan, (PRP). PNI, Pakindo, Partai, Katholik,
IPKTI cani Murba cigabungkan pada Partai Demokrasi
ladonesia (PEI). PPP sendiri raulai ;diberituk pada
tanggal 5 Januari 1973, dengan tujuan mempertahankan
dan membangun negara Republik Indonesia di atas
landasan Pancasila dan UUD 1945, menuju masyarakat
adil dan makmur yang diridhoi Allah?32,

Penyatuan partai-partai Islam kedalam PPP
sebetulnya merupakan upaya penyederhanaan partai

131 M. Ali Haidar dan Arif Hidayatullah, Depoliitisasi Nahdlatul Ulama
1968-1983. e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2, No 3. 2014

132 Shobacha, Nurul. “Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru.”
Jurnal Review Politik 02, no. 1 (2012).
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94

yang merugikan partai-partai Islam sendiri. Sebab sejarah
keberadaan partai-partai Islam, sejak semula hanya
bersifat organisasi sosial keagamaan seperti halnya NU,
Muhammadiyah, Sarekat Islam dan Perti, yang selalu
diwarnai dengan ketegangan antara tokoh-tokohnya
karena perbedaan cara pandang dan perbedaan-
perbedaan lainnya. Ini artinya usaha pemerintah dalam
menyatukan partai di balik obsesinya untuk

menyederhanakan pe 'an, sebenarnya sudah
mengabaika= '~*~+b . p~ ~~iaob ~=manjsasi dengan
latar belakar 1 TieTana e erbeda.
Mema ~ada  kondisi teatu  diantara
organisasi-o  nisasi [ am i’ verna vsatu, seperti
halnya * a »oade mac~ 1 mj. ahar B¢ 'a dengan
didirika. L JAI M 5 1iip daz a ,epang dan
Partai Masy.  »ad: ¢ <« ner *kaa  lamun stabilitas
organisasi i va bersifat ¢ € ra, pada saat
mereka sam Tar ar  dariluar yang
harus dihadap: aengan kee .1 Isiam. Namun setelah

berjalan beberapa lania, wvenih-benih konflik lama
kembali muncul, menjadi, pemicu. konflik, Penyebab
konflikitu dariwaktu k€ waktumemniiliki bcna:ng merah
bertipa ubaya niemperiahankan ideologi gerakan dan
perebutan status dan kekuasaan dalam organisasi
pemersatu, dengan demikian yang semula diharapkan
menjadi pemersatu, kemudian menjadi wadah dimana
tokoh-tokohnya saling memperuncing konflik.

Di sinilah NU mulai diperlakukan tidak adil sejak
Partai Islam dijadikan satu. Lambat laun, orang-orang
tradisionalis menilai, tersisihnya NU dikarenakan
kurangnya “kematangan Politik NU sendiri”. Hasyim
Lathif pun mengatakan, dalam Orde Baru ini, ABRI lah
satu-satunya kekuatan yang mempunyai konsep



pemerintahan yang sudah siap. Menjelang tahun 1980-
an, karakteristik yang mewarnai Indonesia adalah
perdebatan ideologis dan perubahan yang mendalam
di dalam tubuh lembaga-lembaga Islam. Salah satu
pengaruh juga dikarenakan adanya ideologi Timur
Tengah mulai bebas masuk ke Indonesia. Di dalam
tubuh PPP sendiri terjadi banyak sekali persoalan
terutama antara NU dan Parmusi yang telah berganti

menjadi Muslimin ! esia (MI) setelah masuk ke
dalam PP™ "-da afn2no mostoq partai ini tahun
1975, su . (Uws vanwa , dah kursi yang
diperolet U I, PSII dan I delam Pemilu 1971
dijadiken  bagai 1l wran ‘ap de  -kuatan masing-
masi- a p nilv b rik thye v.  -alon dalam
dafta. ™ iaru d ¢ ;i dil bagi 2 _at komponen
ini dala.  vop 2 lase kan  sil pemilu 1971,
dengan “¢  wa penyesus’ 1 atuk membantu
partner 7 4 e an pemilu 1977
menunjukkan peninygs bagi rr’P tetapi karena

redistribusi kursi masa kursi untuk NU berkurang
sedikit, dari 58 kursi menjadi 56 kursi (1296).
Kekecewaan INU “semakin menjadl; jadi ketika
Naro, ' ketua 'iimurx. PPP ‘menggzantikan Mintaredja,
secara sepihak mempersiapkan daftar calon untuk
pemilu 1982 yang proporsi anggota NU di dalamnya
dikurangi secara drastis dan diletakkan di urutan
paling bawah sehingga kemungkinan untuk dipilih
sangat kecil. Walaupun terdapat protes yang keras
namun usulan daftar calon tersebut disetujui oleh
pemerintah dan menjadi satu-satunya daftar calon yang
sah. Kejadian ini semakin memperburuk hubungan
antara faksi NU dan faksi MI dalam PPP. Di dalam NU
sendiri kejadian ini menimbulkan perdebatan panas

95



tentang kegunaan dan keikutsertaan NU dalam politik
parlementer. Para politisi yang “dibersihkan” dalam
PPP menyatukan suara dengan para tokoh NU lain
untuk keluar dari PPP dan meninggalkan politik praktis!3.

Di tahun 1975, NU memutuskan untuk
mengadakan konferensi besar dengan mengundang
para ulama membahas situasi yang serba baru. Sebab
saat itu para pemimpin NU tampak meninggalkan

ormas NU dan partai Karena kekosongan itu,
wilayah dae“~» =ul®  _p~omdl feicintif Para ulama
memutuska:  ur “iipeigiae aha-usaha  di
bidang sos ambil menyesc  'n diri dengan
identitas ba:  rgani a i kee maan Viyah”. Pada
tanggal bru i 97, liber ik lembaga
pendidi. .1de) on (Le abay aarif)  di

Yogyakarta. ~mbe 1 1 inte pad “kolah-sekolah
NU agar ma u.  dalam Yayasa: *

Pada I © 7 d 4k Rais Am Kiai
Wahab Hasouuan mene! au para aktivis agar
kembali ke khittah 192v. ~ua beberapa faktor terkait
mengarah pada penolakan  keikutsertaan kehidupan
politik.” Pertama, aca *tekanan ‘yang diderita para
pegowai hegeri/para pengushha yar g tergantuny pada
administrasi untuk mendapatkan bagian tender
pekerjaan umum. Kedua, ketidakpuasan terhadap
pengabaian  tugas-tugas utama yang bersifat
sosial/pendidikan. Pengabaian jangka panjang dapat
membuat NU kehilangan akarnya dalam masyarakat.
Ketidakpuasan juga banyak muncul karena
kepengurusan Idham Chalid yang suka merahasiakan

133 Arif Wicaksana, “Nahdlatul Ulama Pada Masa Orde Baru.”
Https:/ /Medium.Com/ (2016).

134 Tbid
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hal yang mestinya diketahui oleh umum dan tidak
memberikan dukungannya pada cabang-cabang daerah
yang menderita tekanan dari pemerintah sehingga
dalam beberapa kasus menyebabkan hancurnya
(cabang tersebut)!35

Musyawarah Nasional Situbondo tahun 1983 dan
Muktamar Situbondo ke 27 tahun 1984 menandai
perubahan besar dalam NU yang ditandai dengan

rekonsiliasi NU den- emerintahan Orde Baru dan
juga mur--'-=a pows A4 =eemook pimpinan NU.
Tahun 7 - dfcnait s ik sejarah NU.

Bagaimar  ic «, tahun ini Nc¢ niutuskan kembali
ke khitta 926 y'n - berr i NU rutuskan keluar
dari~ e litikk ang ke at| -akti k. 2 politisi NU

kemu > icbas m 5 < oarl i pc < e Golkar dan
PPP ses..  ~ing 1 7 Ke_utus  menarik diri dari
politik p:axn 'an menerime  u  sila sebagai satu-
satunya ’ g s ‘upakan respons
terhadap texanan ponr! . Neger.+°

Pasca Muktama. uicubondo tahun 1983, setelah 34
tahun . merdeka, NU . memasuki babak - baru dan
hakikatnya terlibat dalam kKancah pclitiklpmktis. Era
pasca  kongres ini juga ldiwarriai d¢ngan hadirnya
generasi muda dalam kepemimpinan Tanfidziah PBNU
yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan beberapa tokoh
organisasi muda lainnya pengganti KH. Idham Chalid
terpilih. Kepemimpinan PBNU Tanfidziah yang
dimulai pada tahun 1984 didominasi oleh generasi yang
memiliki cara berpikir dan bertindak yang kritis,

135 Feillard, Andree. “Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil.” Yogyakarta:
LKkiS, (1997).

136 Akhmad Syaekhu Rakhman, Dinamika Perkembangan Politik Nahdatul
Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999. Heuristik: Jurnal Pendidikan
Sejarah. Vol 1 No 1 2021.
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rasional, dan cenderung berubah dalam budaya NU
yang sudah mapan. Ide-ide yang dikembangkan tokoh
muda NU mendapat legitimasi resmi melalui Kongres
Situbondo. Di sini, warga NU mempunyai kebebasan
untuk menentukan pilihan sesuai dengan haknya,
kebebasan itu timbul karena tidak mempunyai ikatan
politik formal dengan organisasi mana pun, yang
berasal dari kembalinya organisasi tersebut ke Khittah
pada tahun 1926137. Der demikian, NU fokus pada

pengembang~=  or gpimzme aolaas

ai  organisasi
keagamaan g dii v waae 1t serta dalam

politik keku  a praktis.

B. Gerakan s Poli k NU 1 ’emk n. ~ Paham
Ahlussuni. Ve jam ‘a
Ahlussu. Wi rn 1 11 2ruy m dasar dan
pijakan dalam o:_ ‘sasi Nahdlatv’ JI a (NU). Dasar
dan pijakan t¢ ' © " ° ks _Jac —cara pandang,
sikap dan peligaiionall Ke? sdil Udialn kehidupan

sosial-politik NU. Ajaran A..uosunnah Wal Jama'ah tidak
hanya menyediakan landasan keagamaan, tetapi juga menjadi
pemarnidu bagi'Nahdiatul Ulama aalam mcrAyAka'pi realitas
sosial politik13. Perhahaman yarlg kuat terhadap nilai-nilai
Ahlussunnah wal jama’ah inilah yang menjadi kunci yang
menentukan arah gerakan sosial politik NU.

Ahlussunnah  Wal  Jama'ah merupakan sebuah
pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada
sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Ahlussunnah Wal Jama’ah ditafsirkan sebagai paham yang

137 Arif Hidayatullah, M. Ali Haidar,Depoliitisasi Nahdlatul Ulama 1968-
1983. e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 2, No 3. 2014

138 Maya Putri, "Dinamika Hubungan NU dengan Pemerintah: Studi Kasus
Peran NU dalam Kebijakan Pembangunan Daerah." Jurnal Administrasi
Publik, 2022. 17(2), 30-45.
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menganut empat madzhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam
Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki. Selain itu,
Ahlussunnah Wal Jama’ah juga mengikuti Al-Asy'ari dan Al-
Maturidi dalam bidang akidah, serta Al-Junaid Al-
Baghdadi dan Al-Ghazali dalam bidang tasawuf!®.
Konsep ini tidak hanya memiliki dimensi teologis dan
spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya
dalam kehidupan umat islam. Dalam konteks Indonesia,

Ahlussunnah Wal Jama’ emiliki peran yang penting
terutama de'- sa'  La* ~woomicoo terbesar seperti
Nahdlatul U 07 _iaii .o, sweao nah wal jama’ah
juga memb¢ a «kerangka pem. 2 yang kokoh dan
stabil bagi M dlatu! L'ama lam 1. hadapi berbagai
tantang- ¢ lda pol+ik ».

A moah oal ¢ u ih 'bag @ .asan teologis
dan ideolc_  ‘ela € 1 nki 1 pc 1 penting dalam
berbagai asf °x  idupan masya' & lam di Indonesia.
Khususnya, © 7 7 "7up ' organisasi Islam
terbesar di Inaonesia, teian”™ L menganut paham Aswaja

dan mengimplementasira:utya dalam berbagai kegiatan
sosial dan politik. ' 3

Dalan: kenteks dinhaniika‘sosial ‘poiitik eH Indonesia,
peran NU sebagai agen pembhngunan sosial-poliiik sangat
signifikan. Hal ini disebabkan oleh landasan ideologis yang
kuat dalam Aswaja, yang memandu NU dalam menjalankan
berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial dan politik masyarakat.14.

139

140

M. Khairul Anwar, "Dinamika Peran Nahdlatul Ulama dalam
Pembangunan Sosial- Politik di Era Digital." Jurnal Pemikiran Islam, 2021.
18(2), 89-104.

https:/ /unupurwokerto.ac.id / pengertian-dan-metode-berpikir-
ahlussunnah-wal-jamaah/

141 M. Ridwan Idris, "Kontribusi NU dalam Pendidikan Politik Masyarakat:

Pendekatan Aswaja." Jurnal Politik dan Kebijakan, 2020. 7(1), 20-35.
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Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di
Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31
Januari 1926) di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan
para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis.
Organisasi ini didirikan oleh Hasyim Asy'ari, seorang
ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng dari
Jombang, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama memiliki anggota
yang berkisar dari 40 juta di tahun 2013 dan lebih dari 95

juta pada tahun 20215 m ‘ikannya organisasi Islam
terbesar di duri~ Nohs [ TTamen Iokix ~obagai respons
terhadap duayp e (i poiiang po Masa itu yaitu
penyebaran p: 1 .nodernisme ls vang dianggap
mengancam ti  si ke ¢ ‘maa dan nan kolonial
Belanda te ¢«  keg atar k 1ge 1aan 1. ->ndidikan
Islam.Nah: I lar ti ¢ 1 my mer i .dahuntuk
kegiatan keagc  n,i "t  mer adi  at perlawanan
terhadap koloiia.  » Belanda. S n nasa Revolusi
Kemerdekaan ]

Nahdlatur uiama iga .lalnkan peran penting

dalam membentuk identitas uiiat Islam di Indonesia dan
menyebarkan ajaran Islam, yang toleran seperti, kegiatan
keagarnaan, pendiaikan, dan sosial. Nandiawl Ularna juga
aktif “dalain ' peirnbangtnan | nasicnal, menciptakan
stabilitas politik, dan berkontribusi dalam merumuskan
kebijakan nasional. Nahdlatul Ulama memiliki berbagai
lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan
Nahdlatul Ulama sesuai dengan kelompok masyarakat
tertentu dan memerlukan penanganan khusus. Lembaga-
lembaga ini meliputi Lembaga Dakwah, Lembaga
Pendidikan, Lembaga Kesehatan, dan lain-lain. Masing-
masing lembaga ini berfungsi untuk meningkatkan
kualitas hidup umat Islam dan memperjuangkan nilai-
nilai keadilan sosial. Nahdlatul Ulama terus beradaptasi
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dan berkembang untuk menghadapi tantangan masa
depan!®. Organisasi ini akan tetap menjadi kekuatan yang
menjaga persatuan umat Islam, memperjuangkan nilai-
nilai keadilan sosial, dan mendorong dialog dan
kerukunan antar agama. Nahdlatul Ulama akan terus
berperan dalam pembangunan masyarakat yang inklusif,
adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan
lil'alamin.”

Ahlussunnah Wa'! »’ah merujuk pada kelompok
mayoritas u=~* "la: .0~ hommo~om~ pada ajaran yang
dianggap pc  J7 @i suiuo, s <uti sunnah Nabi
Muhammac / . dan para ‘tatnya. Beberapa
pandangar « ahlica pak- mengc.  Ahlussunnah Wal
Jama’ah ~ a  jeral mscsic -pc itik] a1l Ulama.

M. 1 KH Mt ion/odus 1, Ahlussunnah
Wal Jama’a. =ng ' 11 aki leh  dratussyaikh KH.

M. Hasyim A. i jalah golone a ahli tafsir, ahli
hadits, dan = 77 Z 0" 1 mengikuti dan
berpegang tegun kepaaa - ah 1Nvaor Muhammad dan

Khulafaur Rasyidin#3. .u.ussunnah Wal Jama’'ah adalah
jalan tengah yang menolak, ekstremisme, dalam bentuk
apapun, baik yang terlaiu keras maupun terlatu .onggar.
Quraish Sathab raenjelaskan bahwa, Ahlussunnah
WalJama’ah adalah kelompok yang berpegang teguh
pada sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
Menurutnya, Ahlussunnah Wal Jama’ah mengedepankan
moderasi dalam beragama, sehingga dikenal dengan sikap
yang seimbang dan tidak ekstrim. Kemudian Said Aqil

2Wahyu Hidayat, "Pengaruh NU dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat: Pendekatan Aswaja." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan,
2021. 25(2), 110-125

143Bambang Budiman, "Tantangan dan Peluang NU dalam Pengentasan
Kemiskinan: Perspektif Aswaja." Jurnal Ilmu Sosial, 2020 15(1), 45-58

101



Siradj juga menekankan bahwa Ahlussunnah Wal Jama’ah
adalah landasan bagi umat Islam untuk mengembangkan
sikap toleran, moderat, dan seimbang. Ahlussunnah Wal
Jama’ah menurutnya harus menjadi pedoman dalam
menghadapi tantangan radikalisme dan intoleransi.
Selain itu, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa
Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah kerangka teologis dan
kultural yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam di

Indonesia, terutama Nahc  ° Ulama. Ahlussunnah Wal
Jama’ah membe=*- ~er gohomo~nans Hgn pluralisme
dalam masyar ¢ MG ssomus gsith Ghazali
berpendapat b v Ahlussunnah lcma’ah adalah
jalan tengah y ; diar k'l ole mayc umat Islam
untukmer r ek remsr 2/ uss v Val Jama’ah
menurutny s n n ¢ 2dc an 3 .mat Islam
dalam menge  ngl 5 @ tc erar  an inklusif.144
Ahmad SyafiiMNa.  aengungkapk- > ra Ahlussunnah
Wal Jama’ah ha S 4l d-  :levan dengan
tantangan zaman moaern. ©  Lenaorong interpretasi

ulang ajaran Ahlussunnah Vvu. juma’ah yang sesuai dengan
nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusig.,Nur Syam
menekarikan ‘oahwa - Ahlussunnah Wil ,a;na’lvzh harus
dipahami sebagai jalan terigah ydng menolak segala bentuk
ekstremisme. Ahlussunnah Wal Jama’ah menurutnya, harus
menjadi panduan bagi umat Islam dalam membangun
masyarakat yang harmonis dan damai. Ulama. Dalam
konteks politik, Ahlussunnah Wal Jama’ah membawa nilai-nilai
seperti toleransi, keberagaman, dan modernisme, yang menjadi
landasan bagi Nahdlatul Ulama dalam berinteraksi dengan

14A. Rofiqul Hasan, "Kontribusi Nahdlatul Ulama dalam Pendidikan
Karakter Bangsa: Perspektif Aswaja." Jurnal Pendidikan Islam, 20207. 1),
45-58.
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masyarakat yang beragam di Indonesia.*s Ahlussunnah
Wal Jama’ah juga memberikan legitimasi agama untuk
Nahdlatul Ulama dalam menyuarakan aspirasi politiknya,
sehingga memperkuat posisi Nahdlatul Ulama sebagai
salah satu kekuatan politik yang penting di Indonesia.4¢
Di samping itu, penulis menemukan bahwa
Ahlussunnah Wal Jama’ah juga memiliki implikasi yang penting
dalam aktivitas sosial Nahdlatul Ulama. Konsep ini mendorong
Nahdlatul Ulama untu! ‘bat dalam berbagai kegiatan
sosial yang "~-*-1a0 (e mominclatkan kesejahteraan
masyarakat,« 1t Udiduvuy seouaw lan pemberdayaan
ekonomi. O  k ena itu, Ahluss. " Aal Jama’ah tidak
hanya menj land s n id- 'ogis, i juga menjadi
pendorc b Nah .atu'Ul me mtul be.  -naktif dalam
membai.,.  musyar ke y r leb radi 1 _rkeadilan.¥

1. Pemban, ~a “ s 2ol ik elalui  Konsep
Ahlussunw. "1l Jama’ah

Koi te ‘o ur h memiliki peran

yang Senuai ualaiil per .Uurail tandasan ideologis

Nahdlatul Ulama (Nc, «alam konteks pembangunan
sosial-politik di Indonesia. Ahlussunnah wal Jama’ah
tidakk hanya 1aenjadi’ lanaasan teobgis,' tetapi juga
1penjali pedornan praktis yang memandu NU dalam
mengembangkan program-program dan kebijakan
yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurut Zaenuddin, Ahlussunnah wal Jama’ah menekankan
pentingnya moderasi dan toleransi dalam menjalankan

145 Rizki Hadi, "Tantangan Baru dalam Dakwah NU: Tinjauan dari
Perspektif Aswaja." Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 202113(1), 110-125.

146 Maya Putri, "Dinamika Hubungan NU dengan Pemerintah: Studi Kasus
Peran NU dalam Kebijakan Pembangunan Daerah." Jurnal Administrasi
Publik, 2022. 17(2), 30-45.

147 Ahmad Firdaus, "Strategi Dakwah Media Sosial NU dalam Masa Pandemi
COVID-19: Perspektif Aswaja." Jurnal Media Sosial, 2024 12(1), 45-
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ajaran Islam, yang tercermin dalam berbagai aspek
kehidupan sosial-politik NU. Konsep ini menjadi pondasi
bagi NU dalam membangun hubungan yang harmonis
antara agama dan politik, serta antara umat Islam
dengan pemeluk agama lain dalam masyarakat
Indonesia yang pluralistik. Aswaja juga menekankan
prinsip keadilan sosial, yang menjadi landasan bagi NU
dalam mengembangkan berbagai program untuk

mengentaskan  kemis® » dan  meningkatkan
kesejahteraar —-~cyar | Pwincin incin Ahlussunnah
wal Jama'al e U 1O v Ngembangkan
strategi ya «lusif dan b 'asjutan dalam
menjawab tanga - \ntar 'n sc. »olitik yang
dihadar’ € asy cakerD doi »sia’ ®

D. ont <s e iba Jun s1al-politik,
Ahlussunnc al ] ¢ 1 1ga nen ‘ikan landasan
untuk men-e.  agkan dialog n agama yang
konstruktif O lamaian serta
toleransi antarumat perag NU teiah aktif dalam

berbagai kegiatan dialoy aittaragama sebagai bagian
dari upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat
beragarna di - Inidonesia. ™ Namun, impllementasi
koneep Ahlussuniiiah wal Jamh'ah daiam pembangunan
sosial-politik tidak terlepas dari tantangan. menyoroti
kompleksitas dalam mengelola hubungan antara
agama dan politik dalam konteks demokrasi Indonesia
yang pluralistik. NU dihadapkan pada tuntutan untuk

tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal

148 Ana Rahmawati, "Tantangan NU dalam Mengatasi Ekstremisme Agama:
Perspektif Aswaja." Jurnal Ekstremisme Agama, 2021 5(2), 110-125.

149 Muhammad Putra, "Peran Nahdlatul Ulama dalam Mengatasi
Tantangan Sosial-Politik di Indonesia: Tinjauan Sejarah." Jurnal Sejarah
Nasional, 2024 3(1), 45-58.
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Jama’ah sambil tetap mengakomodasi kebutuhan dan
aspirasi masyarakat yang beragam.

Selain itu, adaptasi terhadap dinamika sosial-
politik juga menjadi tantangan tersendiri bagi NU.
Mencatat bahwa NU perlu terus melakukan kajian dan
refleksi terhadap relevansi prinsip-prinsip
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam menghadapi
perubahan sosial-politik yang terus berubah di
Indonesia. Hal ini m tut NU untuk tetap fleksibel
dan resp-=-if t+ em womchobon dalam rangka
memastil Nouiyu wesanns  Ateks masyarakat
yang be 1 .ng1® Meskip.  Jemikian, prospek
konsep / ssun a» wa’ "ama'«.  ~bagai landasan
ideol s lam emnar ;ur nsc ‘a.  “tik oleh NU
di Inc s tete le » h.. hlus u . wal Jama'ah

°1

memilik.  at y r_ ki tse aikerangka nilai
yang moc'er  ~klusif, danto’ u  ang sangat sesuai
dengan s C ar 0 ikunan antarumat
beragama ai 1naones’  Jengan mempertahankan
komitmen terhadap piuwsip-prinsip Ahlussunnah wal
Jama’ah sambil | tetap, adaptif terhadap - perubahan
sosial-poiitik, NU memiliki potensi untuk torus menjadi
wotor penggerak dalam Ipembangunan sosial-politik
yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Konsep Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai landasan
ideologis NU telah memberikan kontribusi yang signifikan
dalam pembangunan sosial-politik di Indonesia.
Ahlussunnah wal Jama’ah bukan hanya menjadi panduan
teologis, tetapi juga menjadi panduan praktis yang
memandu NU dalam mengembangkan program-

150Fitri Rahmawati,"Dinamika Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Era
Digital: Perspektif Aswaja." Jurnal Sosiologi Politik, 2020. 15(1), 20-35.
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program dan kebijakan yang mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan,
prospek Ahlussunnah wal Jama’ah dalam konteks
pembangunan sosial-politik di Indonesia tetaplah cerah
dan relevan dengan semangat kebangsaan serta
kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Konsep
Ahlussunnah wal Jama’ah memiliki peran yang sangat

penting dalam mep an landasan ideologis
Nahdlatul "~~~ (P d-'~m =obeongunan sosial-
politik di In e elagus wjusws ;g berakar dari
ajaran Islaw r moderat dan 1, Ahlussunnah
wal Jama’'al  enjad’ - ijakes utama i NU dalam
member < oijak nd~n rog am- <0, nyayang
bertujua L atuk c r 1gk tkar sejahteraan
masyaraka. me r u tpe tisip  politik.
Pertan a- ». konsep Ahl' v th wal Jama'ah
menekankar ’ e lerasi dalam
menjalankan ajaran avam<  al uu tercermin dalam

pendekatan NU terhadap verbagai isu sosial-politik
yang . kempleks, di, Indonesia. NU . tidak  hanya
meinprorosikan - penackatan * yang inoderat 'dalam
beragama, tetap!juga dalam berbagzci aspek kehidupan
masyarakat, termasuk dalam pembangunan ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pendekatan yang
moderat ini memungkinkan NU untuk membangun
hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak dan
memfasilitasi kerjasama lintas agama dalam mencapai
tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Selain
itu, konsep Ahlussunnah wal Jama’ah juga menekankan
pada nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. NU sebagai
organisasi Islam yang besar di Indonesia telah secara
konsisten mempromosikan dialog antaragama dan



kerukunan antarumat beragama. Melalui berbagai
kegiatan interfaith dan dialog antarumat beragama, NU
berusaha untuk membangun pemahaman yang lebih
baik antara umat Islam dan umat beragama lain serta
memperkuat solidaritas di antara mereka.!5!

Konsep Ahlussunnah wal Jama’ah juga menekankan
pada pentingnya keadilan sosial. NU telah aktif terlibat
dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk

mengentaskan kemi n, mengurangi kesenjangan
sosial, de= =2omir ko= ~'oon -oyarakat terhadap
layananc - d poraaanaas we esehatan. Melalui
program- 3 . seperti bantu.  ~s.al, pemberdayaan
ekonom’  syaral af dan ~mbai.  n infrastruktur
sosia’ 1 eru aya ur ik menc »u masyarakat
yang ‘h adi ¢ r @ jah :ra. [ = itu, konsep
Ahlussus. w 11 h  iga 'nekankan pada
pentingn a “isipasi politil ¢  konstruktif. NU
memand: © o' 5@’ i bagian integral
dari tugas xeagama- dan sosialnya. Dengan

memotivasi anggotaiiya untuk terlibat dalam proses
politik. dan- pemerintaban, NU berusaha untuk
menghasilkan  perubahan “positif daiam kebijakan-
Kebijakan publik yarig berkaitan dengen kesejahteraan
masyarakat. Melalui partisipasi politik yang proaktif
dan konstruktif, NU dapat menjadi suara yang
mewakili aspirasi masyarakat yang lebih luas.

Namun, meskipun konsep Ahlussunnah wal
Jama’ah memiliki banyak potensi dalam membentuk
landasan ideologis untuk pembangunan sosial-politik
oleh NU, tetap ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
Salah satu tantangan utama adalah adanya interpretasi

151 Abdul Rahman, "Pemikiran Politik NahdlatulUlama dalam Konteks
Sosial-Politik Indonesia." Jurnal Politik dan Kebijakan, 2024 1(2), 30-45.

107



yang beragam terhadap konsep Ahlussunnah wal Jama’ah
itu sendiri. Sebagai konsep yang luas dan kompleks,
Aswaja dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh
individu dan kelompok, yang dapat mengakibatkan
perbedaan dalam pemahaman dan implementasi
prinsip-prinsipnya dalam konteks sosial-politik. Selain itu,
NU juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga
keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam

menerapkan konsep AF ‘nnah wal Jama’ah dalam
konteks pembom~mar f-roliEl s~ 2oy berkembang
di Indonesi o0 .ata Lwcaapoiwn kan nilai-nilai
tradisional © g .enjadi ciri kh.  hiussunnah wal
Jama’ah, Nl iga b r 's m* »pu n. ~suaikan diri
dengan k bang nz m 1c nta ‘u. tantangan
baruyar.,  'tul,s de i e waju ntel ¢  globalisasi,
dan dinam..  »lit s ld 1ini asional.
Denga » aikian, konsr ussunnah  wal
Jama’'ah mer = ° 7 0 rang kuat bagi

NU dalam memnjatankan ver  a aaiam pembangunan
sosial-politik di Indoicoia. Dengan memperkuat
pemahaman dan, implementasi konsep Ahlussunnah
wal Janaati yang sesudi’ dengan realitas sosial politik
yang ber<embaiiz, NU"dapat terus menjadi kelruatan
yang signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan
yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi
masyarakat Indonesia.!2

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Ahlussunnah wal
Jama’ah dalam Program Sosial-Politik NU

Implementasi prinsip-prinsip Ahlussunnah wal

Jama’ah dalam program sosial-politik Nahdlatul Ulama

152 Budi Santoso,"Strategi Pemberdayaan Perempuan oleh NU: Tinjauan
Aswaja." Jurnal Studi Gender, 2020 8(2), 20-35
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(NU) menjadi inti dari peran NU dalam membentuk
landasan sosial-politik yang inklusif dan berkelanjutan
di Indonesia. Konsep Ahlussunnah wal Jama’ah
menjadi panduan bagi NU dalam merancang dan
melaksanakan program-program yang mencerminkan
nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan
berkeadilan. Salah satu prinsip wutama dalam
Ahlussunnah wal Jama’ah yang diimplementasikan
oleh NU adalah mod NU menekankan pentingnya

menjaga '~~imbs ) 7o o ohiedari ekstremisme
dalam pe ar dai o anan- tercermin dalam
pendekat I _ terhadap isu susial-politik yang
kompleks  cperti 3y ama n por  »luralisme, dan
hak + s anu a. S°le 111, p ns. oleransi juga
meny. fle<an al 7 p ogr m-

Prc¢  msc © 1ol ikl U.

NUn:.  romosikandi?” ;. irumatberagama
dan kert 2 ac 1 sebagai bagian
dari upaya untuk m crkuat nubungan antara

komunitas agama w. indonesia. Program-program
seperti_dialog antar agama, pertemuan,lintas agama,
dan ' Kerjasarma -antarumat “beragaina mlcnjadi bukti
Konkret ' dari-implementasi prinsip toleransi dalam
kegiatan NU.

Prinsip keadilan sosial juga menjadi fokus utama
dalam implementasi program sosial-politik NU. NU
berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata
melalui berbagai program seperti bantuan sosial,
pengembangan ekonomi kerakyatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Program-program ini
dirancang untuk memastikan bahwa semua lapisan
masyarakat dapat menikmati manfaat dari
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pembangunan sosial-politik yang dilakukan oleh NU.153
Selain itu, NU juga mengintegrasikan prinsip-prinsip
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam program-program
pendidikan  dan  dakwahnya.  Prinsip-prinsip
keagamaan dan moral Ahlussunnah wal Jama’ah
ditanamkan dalam kurikulum pendidikan yang
diselenggarakan oleh NU, baik di tingkat sekolah
formal maupun lembaga pendidikan nonformal. Hal ini

bertujuan untuk memb - generasi yang berakhlak
mulia dan —~=»u (2% 2o moibahan positif
dalam mas 4k Naia, aagpec ntasi prinsip-
prinsip Ah. ¢ .iah wal Jama ddlam program
sosial-politil VU jr 3 dib 'apkai.  da sejumlah
tantang- th ¢ wuinva da th f mu. nan yang
beragari ta. g ks > A lus mmne v jama’ah di
kalangan a.  ta 7 < n iri. 7ida emua anggota
NU memilil’ | ~haman yang ©+ 1  ntang prinsip-
prinsip Al ’ ) AL yang dapat
menyebabkan keudaak Kon aan aatam pelaksanaan

program-program sosiai-puuitik.

Selain itu, kendala finansia! juga menjadihambatan
dalam melaksanakar prograin-piogram bosial-;:oli;ik NU.
Meskipun NU telah berusala menggalang dukungan
finansial dari berbagai pihak, namun masih ada
keterbatasan sumber daya yang membatasi ruang gerak
NU dalam mengimplementasikan program-programnya
secara optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut,
NU terus melakukan upaya untuk meningkatkan
pemahaman tentang konsep Ahlussunnah wal Jama’ah
di kalangan anggota dan kader NU melalui pelatihan
dan pembinaan. Selain itu, NU juga terus mengembangkan

153Bambang Saputra, "Strategi NU dalam MendorongKewirausahaan
Sosial: Perspektif Aswaja." Jurnal Kewirausahaan Sosial, 2022. 7(1), 30-45.
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strategi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan
agar dapat memastikan keberlanjutan program-
program sosial-politik yang dilaksanakan.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam program sosial-politik
NU menjadi pijakan yang kuat bagi NU dalam
membentuk landasan sosial-politik yang inklusif dan
berkelanjutan di Indonesia. Meskipun dihadapkan

pada sejumlah tant~ NU terus berupaya untuk
memperk:-~* =p! (n~ mrimois ingjp Ahlussunnah
wal Jame ¥ Ui cuicuges pao am dan kegiatan
yang dil. u «<annya. Imple.  *a.i prinsip-prinsip
Ahlussun: wal [ n "'ah ¢ 'am p.  m sosial-politik
Nahd ¢ lam: (NU\r ore raka w; nyata untuk
menc A aja mn ¢y ye gn 2 , toleran, dan
inklusif « me = ¢ t atar jant  ngansosial-politik
yangdihe 4o,  ~hmasyarakat™ lc ia. Dalam konteks
ini, NU ir T e ram dan kegiatan
yang diaasarkan vaae a-nuar Ahlussunnah wal

Jama’ah untuk menitig~awan kesejahteraan masyarakat
dan memperkuat partisipasi politik merneka.

Salah - satu " ‘implementasi prins;p-prinsip
Ahlussurnah teal Jama’ah delam program sosial-politik
NU adalah melalui pendekatan yang inklusif dan
partisipatif. NU mengakui keberagaman masyarakat
Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial bagi
semua golongan. Dalam menjalankan program-
programnya, NU melibatkan berbagai pihak, termasuk
pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah,
untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi
masyarakat dapat terwakili dengan baik.

Selanjutnya, NU juga mengimplementasikan
prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah dalam
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program- programnya dengan memperhatikan konteks
lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Berbagai
program sosial-politik NU, seperti pemberdayaan
ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan
pendidikan, dirancang dengan memperhitungkan
kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah-wilayah
tempat mereka dilaksanakan. Hal ini memungkinkan
NU untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran dan

efektif bagi masyarakat membutuhkan.

Selain it #»ole gef wincin ooip Ahlussunnah
wal Jama'al a! Progian: vuon litik NU juga
tercermin di  a paya mempronu 11 toleransi dan
kerukunan arumr t bere ma. . secara aktif
terlibat di og ar arc jame kegiatan-
kegiatai. asagar a r u me abar  r c¢mahaman
yang lebih . ant 1 a Isle nda  mat beragama
lain. Melalti ~ dekatan ini, ' J rusaha untuk
menciptakal ’ ac Ny dan damai di
tengah masyarakat yane o .m.

Selanjutnya, dalau: memperkuat partisipasi
politik masyarakat, NU mengimplementasikan prinsip-
pritisip’Ahlussunnah wal Jama'ah dengan rr'.lcndorong
anggotanya untuk terlibat decara cktif dalam proses
politik dan pemerintahan. NU membantu anggotanya
untuk memahami pentingnya partisipasi politik
sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan
sosial mereka. Melalui pelatihan, pendidikan politik,
dan advokasi, NU berusaha untuk meningkatkan
kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan.’ Namun, meskipun

154 Budi Wahyudi, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Aswaja dalam Era
Digital: Studi Kasus Pesantren NU." Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2022.
17(1), 30-45.
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NU telah mengimplementasikan prinsip-prinsip
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam program sosial-
politiknya, masih ada sejumlah tantangan yang perlu
diatasi. Salah satunya adalah tantangan dalam
menghadapi perubahan sosial-politik yang cepat dan
kompleks di Indonesia. NU perlu terus beradaptasi dan
mengembangkan strategi-strategi baru untuk tetap
relevan dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

Dengan demik’  ‘mplementasi prinsip-prinsip
Ahlussuni= =22l 7yl dolams ==oo~mam sosial-politik
NU me a liiignae yw penting dalam
mencipta . .asyarakat yan, 'asif, berkeadilan,
dan berk qjutar i Ind ‘esia. >lui pendekatan
yang < f lol d, c°n erisis1la. T dapat terus
menj. e uati v 1 g pos if d a _Jembangunan
sosial-pc var >t da berl lilanbagiseluruh
masyarak 1t nesia.

. Kontribusi nU aatam M Jromosikan Toleransi dan
Moderasi Agama daiu.u. inonteks Sosial-Politik
Nahdlatul Ulama (NU) memiliki ;peran yang
penting Galarn memprorosikan toleransi cian moderasi
agama dalam Lonteks sosidl-politik: di Iridonesia. Sebagai
organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki
landasan ideologis yang kuat dalam Ahlussunnah wal
Jama’ah, yang menekankan pentingnya moderasi,
toleransi, dan inklusivitas dalam menjalankan ajaran
Islam. Salah satu kontribusi utama NU dalam
mempromosikan toleransi adalah melalui dialog
antaragama. NU aktif dalam mengadakan forum-forum
dialog antaragama di tingkat lokal, nasional, maupun
internasional sebagai upaya untuk membangun
pemahaman yang lebih baik antara umat beragama di
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Indonesia. Dialog antaragama ini memberikan ruang
bagi pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk
berdiskusi tentang isu-isu yang relevan dan mencari
solusi bersama atas tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat Indonesia. Selain itu, NU juga terlibat dalam
berbagai kegiatan lintas agama yang bertujuan untuk
memperkuat kerukunan antar umat beragama. Melalui
partisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama, seperti

perayaan hari besar ag upacara keagamaan, dan
kegiatan sogi~! hore- NTT momabomiy membangun
ikatan yang  at L& dinae vasuge L di Indonesia.
Hal ini mer t .an lingkungan o kondusif bagi

kerja sama a rumat > ragar dalann  mpromosikan
perdam- 1 1tol ane'd inc mesi -
S¢ Ailogi te 1 2 ad 1ke; a1 .ntasagama,

1

NU juga n.  ~ale 1 > 1dic kan  itang toleransi

dan modere -1 ma di kalangs® u  ota dan kader
NU. Progr: 2. <2 ni mencakup
pemahaman tentang niai . toreransi, kerukunan,

dan kedamaian dalam Is.a.11, serta pentingnya menjaga
moderasi. dalam jmenjalankan ajaran agamag.  Melalui
pendidikan” ini, "NU ‘berusana ' urituk memoentuk
generasi yeng rmemiliki peniechaman yang mendalam
tentang pentingnya toleransi dan moderasi dalam
membangun masyarakat yang harmonis dan damai.
Tantangan yang  dihadapi NU  dalam
mempromosikan toleransi dan moderasi agama
tidaklah sedikit. Salah satu tantangan utama adalah
meningkatnya intoleransi dan radikalisme agama di
kalangan sebagian kecil masyarakat Indonesia. NU

155Ani Wardani, "Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Lokal:
Peran NU sebagai Motor Penggerak." Jurnal Politik Lokal, 2023. 9(2), 78-
91.
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terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui
pendekatan yang inklusif dan edukatif, serta dengan
menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang
memiliki visi yang sama dalam mempromosikan
toleransi dan moderasi agama.!¢ Selain itu, perubahan
sosial-politik yang cepat juga menjadi tantangan
tersendiri bagi NU dalam mempromosikan toleransi
dan moderasi agama. NU terus berupaya untuk

menyesuaikan diri an perubahan tersebut dan
mengemh-=~""n (@t2~* o=~ relevan  untuk
mempror ik dla sisws weee 1 dan moderasi
dalamber ¢ .ontekssosial-pc.  7ang berubah-ubah.

De1 2 drax'kian  konti i NU dalam
mem 1 ikar .oleran . d. 1mc 'es gama dalam

kontc oval-p lit : i Ind nesi u utlah penting.
Melalui « car > u da keg 1, NUmembantu

9

membany 1. syarakat yane k if, harmonis, dan
damai ¢ = ° e Jar  ihadapkan pada
sejumlah  tanwangan. -’ terus perupaya untuk

menjalankan perannya scbagai agen perdamaian dan
toleransi dalam masyarakat Indonesia.l??, ;
4. Yeran' NU dalam ' Pengentasan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran yang
signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pendekatan
NU dalam hal ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi

156Ahmad Yusuf, "Strategi NU dalam Mempromosikan Pembangunan
Sosial-Politik yang Berkelanjutan: Perspektif Aswaja." Jurnal
Pembangunan Masyarakat, 2024. 15(1), 45-58.

157Wahyu Wibowo, "Strategi NU dalam Mempromosikan Toleransi dan
Moderasi Agama: Tinjauan dari Perspektif Aswaja." Jurnal Kajian
Keagamaan, 2019. 12(1), 30-45.
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juga didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip
Ahlussunnah wal Jama’ah, yang membentuk landasan
ideologis dan operasional bagi NU dalam menjalankan
kegiatan sosial-politiknya.

Pendekatan = NU  dalam  mengentaskan
kemiskinan bercirikan inklusifitas dan keadilan sosial,
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal
Jama’ah. NU percaya bahwa setiap individu memiliki

hak yang sama untuk dapatkan akses terhadap
sumber dar~ “-n wen~ o=~ ~omadai untuk
memenuhi I it Chiddpigas O arena itu, NU
mengembar 1 program-progi.  vang bertujuan
untuk mer rangi | e°seni <an omi antara
kelomps < mpo na: raral f, dengan
mempe:  “a. ko e - » an ekor 1 uan sosial
seluruhlap. ma ]

Salah s upaya terr ti NU dalam
mengentask  © " 7 a i« alui program-
program bantuan sosiai ¢ _konouu yang berbasis

pada prinsip-prinsip = ~uuassunnah  wal Jama’ah.
Program-program ini mencakup pemberian bantuan
materiil, - seperii - pangan,  pakalan, *can lpe:alatan
sekclah, kebada kelvarga-iceluaniga yang
membutuhkan, serta penyediaan pelatihan
keterampilan dan modal usaha bagi masyarakat yang
ingin memulai usaha mandiri. Dengan demikian, NU
tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi
juga membantu membangun kapasitas dan
kemandirian masyarakat dalam mengatasi kemiskinan
secara berkelanjutan. Selain itu, NU juga berperan
dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan
berbasis komunitas yang diinspirasi oleh prinsip-
prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah.



NU mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan pembangunan lokal, serta memfasilitasi
pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk
saling mendukung dan bekerja sama dalam
meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini
tidak hanya membantu meningkatkan kemandirian
ekonomi masyarakat. tetapi juga memperkuat

solidaritas sosial dar rsamaan dalam komunitas.
Mec'<==de an =0 MNTT Jalam pengentasan
kemiskin o Pliociuny i lasyarakat tidak
terlepas ¢ ¢ uamlah tantang.  n1ah satu tantangan
utama 2¢ h ket rl atase sumb. »va, baik dalam
hald | apw ten~ge ya. 3me L. ' ruang gerak
NUcC a2irela 5a 2 a prcjran ¢ amnya secara
maksime. slai  , k ada 1 b rasi dan regulasi
juga dap +.  ~hambat efek*” t¢ Hrogram-program
NU dala: " 47 _p  asan kemiskinan
dan pemberaayaan mas®  .at. Ivamun, prospek peran

NU dalam pengentasa.. semiskinan dan pemberdayaan
masyarakat tetaplah cerah, %

Dengan mempertahankan® koraic on terhadap
prinsip-prins'p Ahlussuntwh wal Jama'ah Qan terus
berinovasi dalam pengembangan program-program
yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, NU
memiliki potensi untuk terus menjadi motor penggerak
dalam upaya membangun masyarakat yang adil,
sejahtera, dan berdaya. Dengan dukungan yang tepat
dari berbagai pihak, NU dapat memberikan kontribusi
yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.15

158 Ahmad Yusuf, "Kontribusi NU dalam Pembangunan Sosial-Politik di
Indonesia: Perspektif Aswaja." Jurnal Kebangsaan, 2022. 6(2), 90-105.
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5. Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan Antara

Agama dan Politik: Strategi NU dalam Konteks
Pluralisme Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam
terbesar di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang
kompleks dalam menjaga keseimbangan antara agama
dan politik, terutama dalam konteks pluralisme yang
kaya di Indonesia. Tantangan ini tidak hanya berkaitan
dengan dinamika intc ' organisasi, tetapi juga
dengan peruhahan s politile vana tavjadi di tingkat

-

nasional de ! y 50 utama yang

TTTETTTTC
dihadapi NU 1¢ nmenjagaindc  densinya sebagai

lembaga ag; 1 yanc | ersife otonc.  2lam konteks
politik 1 dina ds. N | crusiha fuk tetap
mempe.  mani de ¢« nsi ya <« 1 nengambil
keputusan ik -~ 1w jale 'kar  giatan sosial-
politiknya, 1. tetap mempert” t  ;kan nilai-nilai
dan prinsip: D an cr  ari ajaran NU.
Hal ini penuuiy uiun 1116 dakait vanwa NU tetap

menjadi lembaga yang ....cpenden dan netral dalam
menghadapi berbagai isu politik yang kompleks, Selain
itu, NU' juga ‘aihadapkan pada‘ tantahgin ' untuk
meniaga hubungan yar.g seilhbang antara agama dan
politik dalam konteks pluralisme Indonesia. Di tengah
keragaman agama dan keyakinan di Indonesia, NU
berupaya untuk menjaga hubungan yang harmonis
dengan pemerintah dan lembaga politik lainnya, sambil
tetap mempertahankan identitasnya sebagai organisasi
Islam yang mempromosikan nilai-nilai moderasi dan
toleransi. Tantangan ini memerlukan strategi yang
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cermat dan sensitif dalam berinteraksi dengan berbagai
pihak dalam ranah politik.

Salah satu strategi yang diadopsi oleh NU dalam
menghadapi tantangan ini adalah memperkuat peran
pendidikan dan dakwah. NU menganggap bahwa
pendidikan dan dakwah memiliki peran yang penting
dalam membentuk kesadaran politik dan sosial
masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai Islam yang

moderat dan toleran ‘alui pendidikan dan dakwah
yang tep~* NT'T Vo (po domot —ombentuk generasi
yang m  di'  p€uianwsnan 3 baik tentang
hubunga n .a agama dan ;| ik, serta komitmen
untuk v  bang' n mas rakat o inklusif dan
berke 1 Sele ait. 7 U 1ga ' t.  'am berbagai

forur. ez an ari ;¥ de ker 1 | lintasagama.
Dialog «  age 1 e adi sare bagi NU untuk
mempro1 6. nilai-nilai tr < dan kerukunan
antarume 2! Il 1gka pluralisme
Indonesia. ivierann ! sama  untasagama, NU

berusaha untuk menivaugun sinergi dengan berbagai
kelompok agama, lain dalam. rangka, menciptakan
masyarakat yang damai “dan Hainioris. Namun,
terdarat pule rantangan dalam mengimnplementasikan
strategi ini, terutama dalam membangun kepercayaan
dan kerjasama antara berbagai kelompok agama.
Keterbatasan dalam akses dan partisipasi, serta adanya
ketegangan antarumat beragama dalam beberapa
konteks, menjadi hambatan dalam upaya NU untuk
memperkuat kerjasama lintasagama.

Secara keseluruhan, NU dihadapkan pada
tantangan = yang  kompleks dalam = menjaga
keseimbangan antara agama dan politik dalam konteks
pluralisme Indonesia. Dengan mengadopsi strategi
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yang tepat, seperti memperkuat peran pendidikan dan
dakwah, serta mengintensifkan dialog antaragama dan
kerjasama lintasagama, NU memiliki potensi untuk
menjalankan perannya sebagai agen perdamaian dan
toleransi dalam masyarakat Indonesia yang beragam.!5

6. Adaptasi NU terhadap Dinamika Sosial- Politik:
Perubahan dan Kontinuitas dalam Aplikasi
Ahlussunnah wal Jama’

Nahdl~+-1 TT]> MDY tavse horypaya untuk
beradaptasi g e oo ik yang terus
berubah dil »n .ia sambil men.  ~rankan prinsip-
prinsip Ahl  unnal 7al J- »a’ah gai landasan
ideologi® 7 Prc ess a ap si ‘n.  ~elibatkan
serangk.  oc-ube a1 ¢ 1 kor nui  d .m aplikasi
Ahlussunri. al .~ " 1 yar ; me ngkinkan NU
untuk tetap . an dalam me h  pi tantangan-
tantangan b | 0 1 aspek utama
dari adaptas: :vu auaiait 0 nuexs politik. NU

telah mengalami evo.... dalam pandangan dan
partisipasinya dalam politik nasional. Seiring dengan
periembangan sistern politik 'di indonésia, NU. telah
menigubah pendekatan poliliknya dari yang Cersifat
oposisi terhadap pemerintah menjadi yang lebih
inklusif dan pragmatis.

Meskipun tetap mempertahankan
independensinya sebagai organisasi nonpartisan, NU
telah mengambil langkah-langkah konkret untuk
berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mencapai
tujuan bersama. Selain itu, NU juga terus mengadaptasi
aplikasi Ahlussunnah wal Jama’ah dalam konteks

159 Imam Sudarmanto, "Pengaruh NU dalam Pembangunan Infrastruktur
Sosial: Perspektif Aswaja." Jurnal Infrastruktur Sosial, 2024. 14(1), 45-58.
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pembangunan sosial. NU mengembangkan program-
program sosial yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai
Islam yang moderat dan toleran. Misalnya, NU telah
mengalihkan fokusnya dari program-program tradisional
ke program-program yang lebih inovatif, seperti
pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi perempuan,
dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini

mencerminkan komj’ NU untuk terus beradaptasi
dengan pehohar 4l oo~ torjadi di Indonesia.

Me v NU u. o daptasi dengan
dinamike o .-politik, tera. pula kontinuitas
dalam ¢ <asi 1 'nsip- insip 'ussunnah wal
Jame” . nsif prircif se arti ¢ si, toleransi,
dan uun t :a] 1 jjac pij 1 utama dalam
berbaga.  ~gie vV . JU rus mendorong
anggotan 7a 1k menjalank: ¢ an Islam dengan
semanga © 7 twe s’ rta berkontribusi
dalam mempangun m rakat yang inklusif dan

berkeadilan. Selain itu, . vJ juga tetap mempertahankan
peran . pendidikan dan dakwah  sebagai  instrumen
utan.a dalam menyebarkan ajaran Islam ylang moderat
dan toleran. Melalui lembaga-lerribaga pendicikan dan
kegiatan dakwahnya, NU terus mengedukasi
masyarakat tentang pentingnya memahami dan
mengamalkan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah
dalam kehidupan sehari-hari.’®0 Namun, adaptasi NU
juga tidak terlepas dari tantangan. Perubahan sosial-
politik yang cepat dan kompleks di Indonesia
memerlukan respons yang cepat dan tepat dari NU. NU
dihadapkan pada tuntutan untuk terus berinovasi dan

160 Siregar, Fauzi. (2022). "Strategi Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama dalam
Pemilu 2024: Tinjauan Aswaja." Jurnal Komunikasi Politik, 10(1), 30-45.
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bertransformasi dalam menghadapi tantangan-tantangan
baru yang muncul, sambil tetap mempertahankan
integritasnya sebagai lembaga agama yang mengikuti
prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah.

Secara keseluruhan, adaptasi NU terhadap
dinamika sosial-politik melibatkan perubahan dan
kontinuitas dalam aplikasi Ahlussunnah wal Jama’ah.
Dengan terus mengambil langkah-langkah inovatif dan

responsif, sambil teta 'mpertahankan nilai-nilai
yang menda-~ ~far- a NTT =0l potensi untuk
terus menj: } atius yag v, 1garuh dalam

pembangun ;¢ al-politik di Inc. ~ ~1c.161

7. Prospel i Rel van<i JN dali n mbangun
Masyar. ying Inl s dn 1 <  .ajutan di
Indonesia: nda - 1 ] ase¢ Jep

Nahdlrte ~ "ama (NU) ms il  prospek yang
cerah dan 1 ; tr Jd= 1 membangun

masyarakat yaiy uwads’  Lan verkelanjutan  di
Indonesia. Dengan lari..c.n ideologis Ahlussunnah
wal Jama’ah —yang maoderat dan toleran, serta
pengalamaii  panjang © dalani  berkoritiibisi’  pada
berbagai ‘aspek kehidupan rnasyarzkat, NU memiliki
potensi untuk menjadi agen perubahan yang signifikan
dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di
Indonesia. Salah satu prospek utama NU adalah dalam
mempromosikan inklusivitas dalam masyarakat.
Sebagai organisasi Islam yang mengedepankan nilai-
nilai keberagaman dan kerukunan, NU memiliki
kapasitas untuk membangun jembatan antara berbagai
kelompok masyarakat, termasuk antara umat Islam

161 Suryanto Surya, "Dinamika Politik NU dalam Konteks Pluralisme
Indonesia: Pendekatan Aswaja." Jurnal Politik, 2023. 5(2), 78-91.
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dengan kelompok agama lain dan antara masyarakat
dengan pemerintah. Dengan memperkuat dialog
antaragama dan memfasilitasi kerjasama lintasagama,
NU dapat membantu menciptakan lingkungan yang
inklusif dan harmonis di Indonesia.

Selain itu, NU juga memiliki peran yang penting
dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan. Dengan basis massa yang luas

dan tersebar di ber” i daerah di Indonesia, NU
memiliki =~*onsi ('s momocoeolikan masyarakat
untuk be (' Lldsas s bangunan sosial-
politik. € .ui  pendidik. pelatihan,  dan
pemberd  an rp a rarak NU vat membantu
meni- < ik oasits lar kem 2« masyarakat
dalai.  -ngjatac b r a ai t ntar 1 .ng dihadapi.
NU juge  mil ° ¢ e pa nu Kk menjadi garda
terdepan m  mempror i pembangunan
berkelan; T ‘a’ g7 kuspada prinsip-
prinsip keaaian sosial perunaungan lingkungan

hidup, NU dapat meiiwantu membangun masyarakat
vang adil, seiahtera, dan lestari, Melalui program-
program yang merigintegrasikan aspex Sosial, ckonomi,
dan lingkungan, NU dapat membaniu menciptakan
model pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya
tahan terhadap berbagai tantangan. Namun, untuk
mencapai prospek ini, NU perlu menghadapi sejumlah
tantangan. Salah satunya adalah tantangan dalam mengatasi
ketimpangan dan diskriminasi dalam masyarakat. NU
perlu terus berupaya untuk memperkuat upaya-upaya
untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses
terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta
mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi
manusia. Selain itu, NU juga perlu terus beradaptasi
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dengan perubahan sosial-politik yang terjadi di
Indonesia, termasuk perubahan dalam dinamika politik
dan perkembangan teknologi informasi.62

Dengan demikian, NU memiliki potensi besar
untuk menjadi motor penggerak dalam membangun
masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya
tahan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan
tantangan-tantangan yang dihadapi dan terus
mengembangkan strater “tegi yang tepat, NU dapat
memainkan =~ ys jeifilas dalay mewujudkan
visi pembar 07 _rkiijawas wo Jonesia untuk
masa depan 1 c¢bih baik.163

CATATAN

Dalai ‘oiteks f r b gt an si politik  di
Indonesia, p M' Lt Uame NU) sebagai
representasi d 1. lussunnah w* ] 2’ah memiliki
dampakyangs " T ""ae 4  erhadap peran

NU dalam berbagai aspex ve: gunan sosial-politik di
Indonesia, dapat disimpuisai bahwa NU tidak hanya
menjadi agen keagamann, tetapijuga mitra strategis dalam
membangur. masyarakat yang inklusis, bexr cadilan, dan
berkelanjuten. NU ‘t-lah memailtikan peran krusial dalam
mempromosikan moderasi, toleransi, dan inklusivitas
dalam masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan yang
didasarkan pada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah,
NU telah berhasil mengembangkan program-program
sosial-politik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan,
pemberdayaan masyarakat, promosi dialog antaragama,

162 Fauzi Siregar, "Dinamika Organisasi Nahdlatul Ulama: Antara Tradisi

163

dan Modernitas." Jurnal Sosiologi Politik, 2023. 2(1), 20-35

A. Rofiqul Hasan, "Inovasi Program Sosial-Politik NU dalam Masa
Pandemi: Tinjauan dari Perspektif Aswaja." Jurnal Ilmu Sosial, 2021.
16(2), 110-125.
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serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan. Selain itu, NU juga memiliki kontribusi
yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara
agama dan politik, serta dalam memperkuat partisipasi
politik dan kesadaran politik masyarakat. Dengan
mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi,
seperti kompleksitas dinamika sosial-politik dan tantangan
dalam menghadapi perubahan sosial, NU terus beradaptasi

dan mengembangkan - vi-strategi yang tepat untuk
tetaprelevan  “~'~ir cprriedlos o) pembangunan
sosial-politil 0+ LUl e ocinas atan diIndonesia.

Denga € .kian, kesimpu.  raag dapat diambil
adalah bahw  perar IU ¢ am p. >ngunan sosial-
politik [ nesi tic~k la} t di ha NU bukan
hanya . "« w da % ;i ] :nge a ,an nilai-nilai
agama, te.  iug e joli oto enggerak dalam
menciptakar v ‘ormasi sosial. 1  yang lebih baik.
Dalam era - " bo  ar kal yang terus
berkembang, INU tetanp 4l kekuatan yang relevan

dan penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan
yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia; ;
. Cendikiawan Muslim Dan Femerirtahar Soeharto
ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1990 di
Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan
pemahaman Islam yang moderat dan progresif, serta
berperan dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan
politik Indonesia. Pendirian ICMI pada tahun 1990
dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial Indonesia
pada saat itu, khususnya dalam menghadapi tantangan
dari gerakan Islamisme yang semakin aktif dan
meningkatnya pengaruh Islam dalam politik. Salah satu
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tujuan utama ICMI adalah mempromosikan wacana Islam
yang moderat dan toleran, yang menghormati prinsip-
prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia.
Organisasi ini juga berkomitmen untuk mempromosikan
pendidikan, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan
dalam kerangka pemahaman Islam yang kontekstual dan
terbuka terhadap perkembangan zaman. Dengan
demikian, ICMI berperan sebagai wadah bagi para

cendekiawan Muslim - = berkontribusi dalam
pembangunan . “~= (Aptem T=Jdemegia  sambil
mempertahank ASASicii yuttg vy 104

Namun, v .C_MI tidak sela. npa kontroversi.
Meskipun men  Ivoka | slam 'ngm. At organisasi
ini telah di* 1t »Hleh eberar p1 aks ha,  lat politik
yang dig a1 nt k  me per] t «ekuasaan
kelompok-kele  ~k " r u dal m ] tik Indonesia.
Selainitu, adak 1o hwalCMIcer 1 menjadiarena
pertarungan pc ST faksi di dalam

organisasi, yang aapat mengc  su 1okus pada misi dan
tujuan aslinya. Meskipun uaiain beberapa tahun terakhir,
ICMI . telah. berusaha , untuk, mereformasi, dirxi dan
menyesua.kan' diri dengan’ dinarnika politix car sosial
yang terus ‘berubeh di Indonésia. Oiganisasi inr terus
berupaya memperkuat legitimasinya sebagai wadah yang
merangkul pluralitas dan keragaman pandangan, serta
sebagai pemain yang berperan dalam membangun negara
yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.16>

Periode 1990-1992 merupakan krusial dalam sejarah
politik Indonesia. Pada era ini, terjadi interaksi yang
dinamis antara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

164 Azyumardi Azra, ICMI: Reinterpretasi Islam untuk Indonesia. Kompas.
2006
165 Ibid.
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(ICMI), kelompok Islam, dan pemerintahan Soeharto di
bawah Orde Baru. Manuver-manuver kekuasaan yang
dilakukan oleh ketiga entitas tersebut memberikan warna
tersendiri bagi lanskap politik Indonesia pada dekade
tersebut. ICMI, yang didirikan pada tahun 1990, muncul
sebagai organisasi yang dianggap dapat menjembatani
kepentingan Islam dan pemerintah Orde Baru. Kehadiran
ICMI dilandasi oleh upava Soeharto untuk merangkul

kelompok Islam dan r ‘erkuat posisinya di tengah
perubahan p-'+!- v e~ Poda agg jtu, Soeharto
menghadap 1t 1 juig ocnann ompleks, di mana
tekanan tert 1) ezim Orde Baru ~ 'a. meningkat. Oleh
karena itu | bentr < n IC" " dapa  andang sebagai
salah s itegi Soerar 0 ntuk n.  erluas basis

politikn, Ja.. m m ¢ < at >giti 5 a di tengah

cr

perubahan but

Disisi'a.  ecranIslam da’ 1  iteks politik Orde
Baru juga 0 ar yang dinamis.
Kelompok isiam, vane oetumnya ditekan dan

marginalisasi, mulai niciunjukkan pengaruhnya yang
semakin kuat. Hal ini dapat dilihat dari; munculnya
berbagai organisasi dari tokoh Islani ‘yarig semakin vokal
dalam ' memperjuangkan | kepentingan-kepentingan
mereka. Salah satu contohnya adalah Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang menjadi lebih aktif dalam isu-isu
politik pada masa itu.

Dalam konteks ini, Soeharto sebagai presiden Orde
Baru berusaha memanfaatkan kekuatan ICMI dan Islam
untuk memperkuat legitimasi serta memperluas basis
politiknya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa
terdapat tarik-menarik kepentingan di antara ICMI,

166 Anwar, D. F. (2009). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian
Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru. Jakarta: Paramadina.
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kelompok Islam, dan Soeharto itu sendiri. Hal ini
tercermin dalam berbagai peristiwa politik yang terjadi
selama periode 1990-1992, di mana terjadi negosiasi,
kompromi, dan bahkan konflik di antara ketiga entitas
tersebut.167

ICMI sebagai organisasi yang dianggap dapat
menjembatani kepentingan Islam dan pemerintah,
rupanya menjadi kelompok Islam yang paling vokal di

bawah rezim Soeharto ya >rusaha mempertahankan
kekuasaannya. ©~-he promanfantlas JCMI  dan
kelompok Isle v . dapuisaae | Sisinya, serta
bagaimana tar n .arik kepenting 11 antara ketiga
entitas tersebit  jadid Ik mrar " poli. ~ donesia pada
masa itu. 1 an i bert jue un 'k nganalisis
dinamika x= 2scany ng t j§ die tara N islam, dan

pemerintahan har 1 a per de un 1990-1992.
Fokusnya adila. ~ada bagaim 1 _"MI, sebagai
instrumen pol - et 12" dengan Islam
sebagai kekuatan pouux aan»  _rintanan Soeharto yang
otoriter. Melalui pemahaiiiaii yang lebih mendalam
tentang interaksi ini, kita dapat memahami ,dinamika
politik yar.g teijadi ai balik tirai kekuasaan pudal masa itu.

Bahtiar Effendy, dalam buku "Islom and the State in
Indonesia" menggambarkan bagaimana dinamika
pemerintahan Soeharto (1966-1998), ia mengeksplorasi
bagaimana rezim Orde Baru berinteraksi dengan
kelompok-kelompok Islam. Effendy menjelaskan bahwa
Soeharto awalnya bersikap hati-hati terhadap kelompok
Islam, namun kemudian berubah sikap dengan
membentuk ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia) pada tahun 1990 sebagai strategi politik untuk

167 Ramage, D. E. (1995). Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the
Ideology of Tolerance. London: Routledge.
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mendapatkan dukungan dari umat Islam. Effendy
membahas secara rinci mengenai pembentukan ICMI,
organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk
mengakomodasi aspirasi politik dan intelektual Muslim.
Buku ini menganalisis bagaimana ICMI berfungsi sebagai
jembatan antara pemerintah dan komunitas Muslim serta
peranannya dalam memperkuat dukungan politik untuk
Soeharto. Bahtiar Efendy mengeksplorasi strategi politik

Soeharto dalam mema- “an cendekiawan islam dan
mengajak ICMT =nt jemodon ~mooisi dari kelompok
Islamis da o  eriaae wowae a atas negara.
Effendy®$nr  » gkapkan bagai. ~  toeharto berusaha
menciptaka1  2seim’a gan tara . 2ga sekularisme
negara  r 1eng KoroC si spil si 'm. Effendy
mengka,  bc-bag i e ljak n n intah yang
mempenga. k "1a <n presi Islam di
Indonesia, t>r. k kebijakan » d  <an, hukum, dan
ekonomi. Ia " T4¢ .o bijakan-kebijakan
ini berdampax paaa nuous [ antara 1slam dan negara.

Buku ini juga membaiias kritik dan tantangan yang
dihadapi oleh TCMI, baik dari kelompok sekuler maupun
dari - kelomipok' Isiamis’ yang lebih radilal. Effendy
meriyoro'i bagaimana ‘orgaiusasi ini harus beradaptasi
dengan berbagai tekanan dan kritik untuk tetap relevan.
Effendy menutup buku dengan refleksi mengenai
perkembangan pasca-Soeharto, melihat bagaimana
reformasi politik dan demokratisasi mempengaruhi
hubungan antara Islam dan negara. Ia juga
mempertimbangkan masa depan Islam dalam politik
Indonesia yang lebih demokratis dan terbuka. "Islam and
the State in Indonesia" oleh Bahtiar Effendy menawarkan

168 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara
Dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Printika, 2001
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wawasan komprehensif tentang hubungan kompleks
antara Islam dan negara di Indonesia, terutama selama era
Orde Baru. Dengan analisis yang mendalam tentang peran
ICMI dan strategi politik Soeharto, buku ini memberikan
pemahaman yang kaya mengenai bagaimana Islam dan
kekuasaan politik saling mempengaruhi dalam konteks
sejarah dan politik Indonesia.1¢?
1. Perubahan Politik Islam di Era Soeharto
Tahun 1990-an me an masa dimana Soeharto
berusaha me~~==>n<  (ev~~n*n~o= forhadap ABRI
Hal ini mu  i»  acdi oo woa tar kritis dari

jenderalnya. il n 1990-an jug  eiupakan masa
kejayaan P2 an Hi'un keti’ Suha.  -~makin dekat
dengan 1  Isla 1. Sepe ti ‘ange »u.  Taisal juga
setia ke, Sceha o. % i fais |, St 't .tharapkan

terpilihken.  ebe * 1 s en' wuk  wuh kalinya.1”0

Sebagii ,  ramat, Harold 1 -h melakukan
penyelidika: S ) o I mjukan Faisal
dan Hartono sangat isumer  arena keduanya berasal
dari Santoli dan memuun.: tkatan yang erat dengan
kelompok Islam.’”! Panglima ABRI Feisal Tanjung dan
KSAD 'R. Hartono merupakan ‘dua jeI.delral ABRI
kategori Hijau. ‘Faisal Tanjurig berasal dari keluarga
Muhammadiyah asal pesisir barat Sumatera Utara.
Ibunya, R. Hartono, adalah seorang aktivis Aishiyah
(Cendekiawan Muhammadiyah) di Madura, Jawa
Timur. Alasan ini juga sudah diduga oleh Soeharto

169 Bahtiar Effendy, Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik
Politik Islam Di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998

170 Aziz Ahmadi Solemanto, Feisal Tanjung, Terbaik Untuk Rakyat Terbaik
Bagi ABRI (Jakarta: Yayasan Dharmapena Nusantara, 1999).

171 Harold Crouch, Soeharto’s New Order And Its Legacy: Essays In Honour
(Canberra: Australian National University Press, 2010).
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pada tahun, yang ingin mendapatkan dukungan dari
komunitas Muslim, yang selama ini "agak dijauhi" olehnya.

Faktor Habibi harus diperhatikan. Meskipun Pak
Harto kemungkinan besar mengumumkan rencananya,
seperti biasa, beberapa hari sebelum sidang paripurna
MPR tahun 1998, Pak Habibie diliputi spekulasi tentang
penggantinya. Ada yang berpendapat bahwa Soeharto
menunjuk Habibie sebagai penggantinya pada tahun.

Namun, beberapa r  ° politik tidak puas dengan
pengund:-o= di- Jehoto =od- tahun 1998 dan
menghar. ar  .ab.cc ayaw wakil  presiden.
Meskipwi a tabibie sanga ~ 'vuler di kalangan
tertentu.  1susna di ke’ agan.  mpok Islam dan
teknc 1 ng ertavik vac IC 1, arapa partai
polit. da< se 1t e gar per O .nya sebagai
presidet. 1 -~ " | p >sic n. ymong-ngomong,
sebagian ~e.  'ari 4.444 suar~ i  abibi berasal dari
ABRI Pat ke @' Mayjen Sembirin
Meliala sexitar tanun v .alu masth mencerminkan

sentimen banyak perwi.a ABRI saat ini.( Harold Crouch
1999 Tenderal, Faisal dan, Hartono tidak hanya dekat
aengan golengan 'Ikon, ‘tetapi juga berteman dengan
Habib!.172 ‘

Crouch mengatakan jelas bahwa tidak satu pun
dari mereka yang melihat Habibi seperti petugas
lainnya. Setidaknya mereka akan bekerja sama dengan
Habibie.?? Crouch juga mencatat bahwa kelompok-
kelompok Muslim selalu merasa terpojok oleh ABRI,
namun sejak akhir tahun 1980-an Suharto semakin

172 Harold Crouch, Soeharto’s New Order And Its Legacy: Essays In Honour
(Canberra: Australian National University Press, 2010).

173 Harold Crouch, Army and Politics In Indonesia, Cetakan 1 (Oxford
University Press, 1999).
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memandang umat Islam yang terorganisasi di ICMI
sebagai sekutu politik yang penting, tulis saya.
Beberapa petinggi ABRI tidak menyukai sikap Soeharto
terhadap ICMI, tapi dengan caranya sendiri Soeharto
sendiri mengganti pejabat yang anti-ICMI dengan
pejabat yang pro-ICMI.174

Di akhir tulisannya, Crouch menekankan bahwa
strategi Soeharto sangat efektif dalam jangka pendek,

namun belum tentu » jangka panjang. Meski
pimpinan APP' ~~at’ 2ok ol hybungan baik
dengan orr - 4 Asraan yuiig wakili ICMI,
namunsika] c¢ Jut meninggalk.  bRIyang selama
ini menaru curigr ‘erha » orn Islam yang
dianggr I -Ma mu Jd n Helw mai  pada
generali. pert as L 1w my e ya, sulit
membenari pe 1w - tilat  ‘neo-mayumi".
Memangnye . saja wakil = 1 Neo-Mashumi,
Muhammad =~ — e 517 VII, ICMI, atau
Golkar (diseout juga 1veo-M  anu paaa Musyawarah

Nasional tahun 1993). «ata Pak Crouch, ABRI
Indikatornya apa? pernah, berkata bahwa,anda sudah
lama mecraendarn kebentiar: terhadap Islam scljal\' tahun
? Perkataan peabat ABRI seperti’ Sembirin Meliala
belum tentu mencerminkan posisi ABRI. Tidak apa-apa
jika Crouch berpikir demikian.’”s Politik sering kali
dicirikan oleh hak dan legitimasi. Dengan menggunakan
logika Crouch, kita dapat menyimpulkan bahwa sikap
Faisal dan Hartono dalam menjaga hubungan baik
dengan umat Islam sejalan dengan sikap Soeharto

174 Harold Crouch, Soeharto’s New Order And Its Legacy: Essays In Honour
(Canberra: Australian National University Press, 2010).
175 Crouch, Army and Politics In Indonesia.

132



tetapi tidak mendapat dukungan dari ABRI. Ujungnya
dengan ABRI Soeharto berpisah.

Crouch cenderung bijaksana. Dalam balasannya
terhadap tulisan ini, ia menulis antara lain: “Anda pasti
juga tahu bahwa apa yang Anda sebut ‘tentara’ juga
bagi sebagian besar umat Islam.Bahkan banyak
kepemimpinan mereka, sejak  terbentuknya
Pemerintahan, embrio militer. Dimulai dari Peta dan
BKR, mereka adalat aimpin Muslim Tapi begitu

mereka r>o~'- di pilitor =aoeols harus mematuhi
disiplin T 1 jug saaa oo kelompok Islam
terpecah 21 .di beberapa 1 ok politik yang
pernahm  egang k kuas 11dan.  nwaktumereka
pern- njac ooc 1si per 'y ° Menurut
peng. * polit i ¢ i ; n ngk < ckuasaan ini,
ketika 7 1 cr P agge i dan Sudomo
mendudt ki asisi - pentin ak ada yang
mempror ‘a a¢  jenderal Kristen
untuk menaapatwkan e’ .n.

Dari sudut patiuaig ini terlihat berbagai upaya
sulit, untuk mengambil sikap mengenai  perbedaan
encapac bahikan ‘korflik' antara ]englieml Faisal
Tanjung/Hartono dengarl faksi 'ainnya di # BRI dan
akhirnya hal yang sama terjadi antara Soeharto dan
ABRI. Dalam bukunya, menjelaskan bahwa dukungan
ABRI terhadap Soeharto semakin melemah. Ia
mendukung Soeharto dengan mendukung pembentukan
ICMI tepat pada saat Soekarno membutuhkan
dukungan PKI setelah dukungan militer menyusut.17

176 Z.A Maulani, ‘Ramai-Ramai Mengeroyok Habibie’, Majalah Media
Dakwah, 1995.

177 Adam Schwarz, A Nation in Waiting : Indonesia’s Search for Stability
(Singapore: Talisman Publishing, 2005).
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Ketika kembali ke Indonesia dari Jerman atas
permintaan Soeharto pada tahun 1974, Habibie
dipandang sebagai pemecah masalah terkait program
pembangunan ambisius Orde Baru Impian Soeharto
tentang 'era' kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
Indonesia dapat ditelusuri kembali ke dengan
kedatangan Habibie. Citra memadukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan imtaq (iman dan taqwa) juga

membuat Habibie mud ‘terima dan diterima oleh
umat Islam >~ ~mis oftnom Takilia dapat menerima
dukungan AL e SO po. ini.  Soeharto
memahami & ini dengan sa. taik. Pada saat
yang same, la aw 1 “ahur '990-a. eharto mulai
mening: < ket cgartu gai  pa’a liter dan

kehilangy ~ eperca az  a akiomp 1 ter.

Hubungan W\ 'vok Cendek’ v Muslim dan
Pemerintah ~ ° -

ICMI scvagar vizabd’ Isiau yang didirikan
pada tahun 1990, mem..... an peran penting dalam
mewadahi kepentingan dan aspirasi para ¢endekiawan
Muclim di“Iindonesia. Narun; dalém: Koateks ‘politik
yang divrarnai 'eleh otoritafianispie rezim Sceharto,
interaksi antara ICMI, Islam, dan pemerintahan
Soeharto memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu aspek
penting Era 1990-1992 dari dinamika kekuasaan
Soeharto adalah hubungan yang kompleks antara ICMI
dan pemerintahan Soeharto. Meskipun ICMI bertujuan
untuk mempromosikan Islam yang moderat dan
progresif, hubungan antara ICMI dan rezim Soeharto
sering kali dipandang sebagai saling menguntungkan.
Pemerintahan Soeharto memanfaatkan ICMI sebagai
alat untuk memperkuat legitimasinya di kalangan



Muslim Indonesia, sementara ICMI dapat memperoleh
akses ke kekuasaan dan sumber daya pemerintah.
Namun, dalam konteks politik yang semakin
terbuka menjelang jatuhnya rezim Soeharto pada tahun
1998, hubungan antara ICMI dan pemerintah mulai
mengalami ketegangan. Seiring munculnya gerakan
reformasi dan peningkatan desakan untuk reformasi
politik dan demokratisasi. ICMI secara bertahap mulai

menunjukkan sikap lebih independen dan kritis
terhadap -~ © a7~ Pohoeomq anggota ICMI,
terutama ) Bt cenauaay dan intelektual,
mulai me 1 okasi reformas. itk dan penegakan
hakasasi nusia S lain? dina. kekuasaan juga
tercee r alamr inteva’ i ntare L politik dan
rezin.  hcto. le ¢ n1re mSE e Usecararesmi
mengaa id ' ; anc sila ng menekankan
pluralism » toleransi age 1, am politik tetap
memiliki Uk al politik Indonesia.
Rezim Soenarto serme .1 menggunakan retorika

agama dan memaiuaawkan institusi Islam untuk
memperkuat otoritasnya, Namun, seiring dengan
meningkatnya tekanan anttuk reformasi }iohtik, Islam
politik cemalin menjadi kekuatan yang mengancam
dominasi rezim Soeharto.

Idealisme dan aktivisme aktivis politik Muslim
generasi pertama diwarnai dengan formalisme dan
legalisme. Ekspresi utama dari gagasan dan praktik ini
adalah keinginan para militan untuk mendirikan
negara Islam atau negara berdasarkan ideologi Islam.
Kegagalan tujuan ini juga disebabkan karena tidak
didukung oleh seluruh umat Islam dan hubungan
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politik yang sumbang antara Islam dan negara masih
terus terjadi di Indonesia.”8

Iklim politik yang tidak harmonis mempunyai
dampak yang luas. Pada puncaknya, khususnya pada
25 tahun pertama pemerintahan Orde Baru, akses
aktivis politik Islam terhadap koridor kekuasaan sangat
berkurang dan status politik mereka melemah. Sebuah
tanda yang jelas dari kegagalan politik Islam. Berikut
beberapa contohnya: Pac 1 1968, terjadi pengusiran

mantan toke™ =omtir geof do ortai yang baru
dibentuk, Pa: i K g pmanes 2. Jamembatasi
jumlah parte  li . dari empat (N "1, PSII dan Perti)
menjadi sal  oartai yritu ~ P (1o Mengurangi

jumlah» «# lan’ wsim 1ip rlem 2« '-abinet.
Dc aoers. w7 anc sila, a  tidak lagi
diakui seb. ~ das t a isas sos  politik (1985).

Kemudian yo1.,.  hih menyedih! | , Politik Islam
telah menja © ar’ .« Dlogis. Negara
kerap mencurigar aknvi slink 1stam  Pancasila

mempunyai ideologi anu 1icgara. (Bahtiar Effendy 2001)
Sedikit Jbanvak, kesimpulan tersebut dapat dijelaskan
lebin lanjut'dalam kaitarinya dengar apa yalng sering
disebut dengar adaptasi lbangsa terhadap Islam.
Kemudian Islam mulai “diterima” oleh negara pada
akhir tahun 1980an dan 1990an.

Bahtiar Effendi, dalam “teori akomodasi”,
mengusulkan empat bentuk “penerimaan” Islam dalam
suatu negara. Pertama, penyesuaian struktural ditandai
dengan rekrutmen para pemikir dan aktivis politik
Islam ke dalam birokrasi, baik eksekutif maupun

178 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara
Dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Printika, 2001
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legislatif. Puncak dari penyesuaian struktural tersebut
adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia
(ICMI) yang dipimpin oleh B] Habibie pada tahun 1990.

Kedua, peraturan perundang-undangan,
khususnya diundangkannya sejumlah peraturan dan
undang-undang yang khusus mengatur kehidupan
beragama umat Islam. Implementasi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Diundang’ a Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1999 *~=te era il A ~ong dan Keputusan
Presiden  r 1 ianan aoo2 ntang Kompilasi
Hukum n (KHI). Kebijak. ~ ‘ltab direvisi pada
tahun 19 Kepv u an b -ama .  ‘eri dikeluarkan
menc 2 gan asi Ar r. ikat, 't 1an Sadhaka
(Bajis, 'aijutn a* 1 a aht 119¢ [  dibubarkan.

Ke ~tpsan bt ya,  khususnya
seringnyc ;  cunaan simbc ;i ol Islam, seperti
seringny: “Ltit pr 7 danidiomIslam
lainnya datam Kosakara ~umen politik dan ideologi

bangsa. Keempat, peuwangunan infrastruktur seperti
pembangunan, masjid di keraton, Yavasan Amal Islam
Pancasila 86, Majelis “Ulama “India (Ll/{UI), Bank
Muarmralat Indonesia (BMI).17? Menurutnya, pendapat
seperti yang dikemukakan Bakhtia Effendi menunjukkan
bahwa Islam mendapat manfaat besar dari penyesuaian
tersebut, karena menurutnya, semakin besarnya
kesadaran dan minat Soeharto terhadap agama
membuat pemerintah sangat ikhlas hadir.

Sekilas, “teori akomodasi” Bahtiar Effendi menarik
perhatian umat Islam. Pada satu sisi, negara ini senang
bahwa umat Islam bisa “menjinakkan diri mereka

179 Tbid
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sendiri” dalam keadaan euforia. Di sisi lain, umat Islam
merasa puas bahwa perjuangan mereka dianggap
berhasil berkat masuknya dan diterimanya sebagian
kepentingan teologis mereka dalam struktur nasional.
Kebijakan politik pemerintahan Orde Baru
membuat partai-partai Islam mengalami pasang surut
karena tiga faktor.( Pertama, intervensi negara yang
berlebihan (melalui birokrasi politik). Pada tahun 1968,

lemahnya birokrasi = kebijakan pemerintahan
terlihatjelas >~~~ 2w .d~ Powe Iotils Parmus (Partai
Islam Indon 1) A Gaciuna seac pemimpinnya
dianggapm 1 pemimpin Masy

Pada un 1€7C terje  aktiv partai-partai
Islam < 1 ida @hrm 19.7 m mo Pedoman
Pemaha. can er I v tar Par il (P4) yang
kemudian iad: ™ ] [P NC [ tahun 1978,
termasuk keoc  1an saat ini. I© 1 la tahun 1985,
pemerintah © T i« s aiasastunggal
semua partalr pouuk aan Aisas1 kemasyarakatan

(UU No.3/1985 dan UU .vu. 8/1985).

Kedue, diskriminasi sqsial yang memegcah belah
umat Is;am iidak Lanya dalarn tidang poiitik tlctapi juga
dalam bideng lain. Maraknya penaidikan Islan serta
kebutuhan era modernisasi dan pembangunan yang
dilakukan pemerintah memunculkan berbagai pemikiran
ideologis, seperti keinginan untuk mendirikan negara
Islam. Ketiga, ketidakjelasan konsep politik Islam itu
sendiri, misalnya konsep pemerintahan dan konsep
imamah atau khilafah. Perbedaan penafsiran (tafsir) ini
disebabkan oleh perbedaan pengalaman umat Islam
dalam bidang pendidikan dan perbedaan Firqah dalam
keyakinan Islam. Mungkin karena fenomena-fenomena
di atas yang menjadi kondisi munculnya Ikatan



Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) sebagai kekuatan
kelas menengah Islam yang diyakini mampu
memahami dan mengedepankan nilai-nilai keislaman
sebagai konsep keilmuan yang dapat bersaing dengan
mengembangkan konsep-konsep pengetahuan sebagai
gerakan intelektual yang lebih independen dan bebas
yang berkontribusi terhadap aspirasi Islam.180
Selain itu, karena ICMI diselenggarakan atas
dasar agama Isla tau ikatan populis yang
menimbu'-~~ e! ar "o loleeeoqgan, maka ICMI
merupak  p° Nfpuia: aweaon | terpelajar yang
terjaga.’8’  t ya, para ulama  -eout akan mampu
memahar  dan p 2 shuk »gkan ‘rasi umat Islam
deng © erin' h.
beritai v v I m ager 1 dirinya ICMI

kerap di,  harl : a_air mbe Kanspontanlima
mahasisv 2 Malang, Jaw- [ . (Pelita 2006).
Menurut 7 at 57 ttaatdan terlebih
lagi merexa aaaian pem pemual Muslim luar biasa

yang berusaha menguunpulkan cendekiawan Muslim
untuk . berdiskusi, tentang masa depan jnegara dan
rakyatnya. - Jntuk “mencapai ‘tujuarn ini, - mereka
wengusulkar sebuah peliemuan yang merigundang
para pemimpin organisasi Muslim serta pemerintah
dan media.

180 Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam, ter;.
Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos, 1996),

181 Sodirman Tebba, Islam Era Orde Baru: Perubahan Politik dan
Keagamaan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993),
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BAB VII

GERAKAN IDEOLOGI KHILAFAH DI
INDONESIA: SEBUAH ANALISIS HISTORIS
DAN POLITIK KONTEMPORER

Gagasan tentang khilafah Islamiah sebagai sistem politik
yang dipimpin oleh seorang khalifah merupakan bagian tak
terpisahkan dari narasi politik dan keagamaan yang terus
mewarnai sejarah politik Ind ia. Khilafah Islam sebagai
suatu tawaran konsentuial te'  orhaeil menooeragkkan berbagai

gerakan Islam ser . ari bentuk jalinan

o
identitas yang ku 11 alangan umat 1.2 Indonesia.1s2
Bahkan dalamkon ~ zame '\ -angt- 1s ber. pengaruhnya
masih terasak - sigr ke, r en verke ra na politik
dan kultural . tus  er : i itik oku e _patan dan
pemikiranyang. fala - I n ma rara 1
Keberadaan ic. ~ <i khilafah di ' [¢  sia merupakan
hasil dari dinamik: ~'' 1 .k <onteks sejarah
dan politik negara wu. ocjan 112 “Niciucnaan, Indonesia

telah menjadi saksi dari berb..,... pergolakan ideologi, yang
mencakup persaingan antara kekuatan sekuler dan religius.1%4
Dalam keadaan irti, ideclogi khilefalimuiricu! sebagai sebuah
alternatif bagi sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak

182 Syah & Setia, “Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah”.
Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2021 1(4), 523-535.

183 Achmad Nur, “Propaganda Dakwah Beraroma Khilafah”. Al-Mada:
Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2019 2(1), 49-60.

184 Setia & Rahman, Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya:
Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan
Studi Keagamaan, 2021.9(2), 241-264
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mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh bangsa ini.1s5

Para pendukung ideologi khilafah meyakini bahwa
sistem ini mampu menciptakan masyarakat yang adil dan
sejahtera, karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariat
Islam yang memberikan landasan moral yang kuat. Selain itu,
mereka juga mengkritik sistem demokrasi liberal yang
dianggap korup dan tidak mampu mencerminkan nilai-nilai

moral yang dijunjung ting 'am ajaran Islam.18¢ Menurut
pandangan me=~'~ <b® | monindi aoleqj yang lebih baik
dalam mencipt 0 @it suosas yuing  hadil dan sesuai

dengan prinsif i .p keadilan Isl. 7 .deologi khilafah,
yang telah diin ~ >ment s <an ¢ “erbay  ~gara di seluruh

dunia, tak* <« alid’ wileva! Tii urT 2y  ~lah menjadi
sorotan u. calan ¢ - r ka jeor i xontemporer.
Namun, sayar.,,. . p ' ¢ 1 nn i1ser  Kkali disertai oleh
gelombang kek ~t. dan konflik y= ;° esahkan.!s8

Di Indon D ' menjadi landasan
bagi berbagai orgarusas: 1si2° ang antara lain termasuk

Hizbut Tahrir Indonesia (Fi.11) dan Jamaah Anshorut Daulah
(JAD) . (Eunike & Putrawan, 2021). Tidak hanya sekadar
mengadopsi iaeologi tersebut, tetapi orgar 1iba3i-(';rganisasi ini
juga ‘telah’ mengambil ' langkah-langkah, aktii dalam

185 Sofianto, K., Herlina, N., & Falah, “Establishment Of The Ahmadiyya
Caliphate And Spread Of Ideology In Indonesia Historical Review”.
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 2020.17(5), 136-157.

186 Zainal Arifin, & Lailatu Rohmah, “The Concept of Leadership of the
Transnational Islamic Ideology Perspective and Responses to
Democracy Practices in Indonesia”. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam,
2019. 24(1), 213-232.

187 Bugi Kenoh Mulyar, Diskursus Khilafah Islamiyah di Indonesia (Analisis
Wacana Kritis Buletin Dakwah al-Islam, Kaffah, dan Tabloid Media
Umat) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga, 2018).

188 Wahyudin Hafid, “Geneologi Radikalisme Di Indonesia” (Melacak Akar
Sejarah Gerakan Radikal). Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 2020
1(1), 31-48.
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menyebarkan dan memperjuangkan gagasan khilafah
melalui berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan yang
luas, demonstrasi massa, serta publikasi yang mencakup
literatur dan media sosial.!®¥ Dengan berbagai cara ini,
mereka berupaya untuk merespons dan mempengaruhi opini
publik serta mengajak masyarakat untuk mendukung visi
mereka terkait khilafah.1%

Para pakar dan ahli memiliki berbagai pandangan

mengenai ideologi khilafah < Jonesia. Berikut beberapa
pendapatnya:
Sidney Jone  1* 1 Liaiaw s » o cy Analysis of

Conflict IPAC): ] s crpendapat bat.  ‘acologi khilafah
di Indonesia telah  >ngale n evol i. Aw. . ideologi ini

hanya dianut e celor pok ke il ktivi i Namun,
dalam beberc ~ taun er « i pcoula s a4 semakin
meningkat, teru = « ¢ 2 zan anc muda. Jones
mengidentifikasi b-b. - faktor yang r 1« ng popularitas
ideologi khilafal B S hadap sistem
demokrasi, maraknya korupsi. d _tegangan politik.191

Greg Barton, Profesor o_.udi Islam di Universitas
Durham:. Barton berpendapat, bahwa ideoleogi, khilafah
memiliki daya tarik bagi sebagiar: orang karena inenawarkan
solusi alternatii bagi berbagat perniasalahion barigsa. Iaeologi
ini menjanjikan sebuah sistem pemerintahan yang adil,
bersih, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Namun, Barton juga
mengingatkan bahwa implementasi ideologi khilafah di

189 Siti Muazaroh, “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif
Magqashid: Otoritas atau Otoritarianisme”. Justicia Islamica, 2019 16(1),
103-120.

19 Muhammad Chairul Huda, “Strengthening Pancasila as national
ideology to implementate the balancing values to improve law’s
application in Indonesia”. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2018 5(1), 1-12.

191 Muhammadin Muhammadin, “Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern, 2016. Intizar,
22(2), 365-392.
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negara-negara lain sering kali diwarnai dengan kekerasan
dan konflik.192

Izzuddin Muchtar, Sosiolog Universitas Nasional:
Muchtar berpendapat bahwa ideologi khilafah di Indonesia
bukanlah fenomena baru. Ideologi ini telah hadir di Indonesia
sejak masa penjajahan Belanda. Namun, Muchtar juga
mengatakan bahwa ideologi ini mengalami kebangkitan
kembali dalam beberapa tahun terakhir, terutama di

kalangan anak muda. Muc’ melihat beberapa faktor yang
mendorong keh-=~'-{a: , eomomti ~labaligag) media sosial,
dan maraknya  p°  Ja acicugponaa all®

Febriana [t ., Peneliti LI  -iani berpendapat
bahwa ideolog <hilaf-1 di I »nesia miliki berbagai

variasi. Ad = pok ang h¢ iye ngir m¢  okan syariat
Islam dala.  »ock kciic 1 a pr ovadi, 1 .da kelompok

yang ingin .  iri] c 2 wra khil 1 Indriani juga
mengatakan bev.  'eologi ini seri+ k  dikaitkan dengan
gerakan radika ’ S

Ainun Hayau, renenn (' rsitas 1siam Negeri Jakarta:

Hayati berpendapat bahwa iucologi khilafah di Indonesia
perlu dikaii secara komprehensif. Hayati mengatakan bahwa
ideologi iri tidak boieh dirderittkkan dengan kekerasan atau
terorisine. Flayati juga menekahikan pentingnya dialog dan
edukasi untuk mencegah penyebaran ideologi yang keliru.1%

192 Jbi Satibi, “Akar Teologi-Politik Gerakan Radikalisme Islam Dan
Terorisme Di Indonesia” Politea: Jurnal Politik Islam, 2023 6(1), 115-138.

193 Benyamin Fleming Intan, “Religious Freedom and the Pancasila-Based
State of Indonesia: A Neo-Calvinist Idea of Principled Pluralism. In
Calvin’s and Neo-Calvinist Legal Theory in Indonesian Context” (pp.
63-89). Brill Schéningh 2019.

194 Rizqa Ahmadi, “The Politics of a Local Sufism in Contemporary Indonesia”.
Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 2021 16(01), 59-82.

195 L. C., Sebastian, & Othman Alkaff,. Ideologies and Their Importance in
Shaping Islam, Muslims, and Activism in Indonesia. In Indonesia and Islam
in Transition, 2024 (pp. 71-131). Singapore: Springer Nature Singapore.
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Menurut Hidayatullah bahwa akar ideologi khilafah di
Indonesia dapat ditelusuri kembali pada masa penjajahan
Belanda. Saat itu, Islam menjadi alat pemersatu bagi rakyat
Indonesia melawan penjajah. Para ulama dan pemimpin
Muslim memainkan peran penting dalam mengorganisir
perlawanan dan menyebarkan semangat jihad. Dalam
konteks ini, ideologi khilafah muncul sebagai alternatif bagi
sistem pemerintahan kolonial yang dianggap tidak adil dan

tidak sesuai dengan nilai-nila .19
Popularitas - ‘*~~'oe”  gl-f2k 4% T-donesia dalam
beberapa tahun T didoiong wvaae crbagai faktor

kontemporer, antc & ..
1. Kekecewaante dapSit mDr okras.

Bany- 1 yara at indc ec 1 ya 2 sa bahwa
sistemden. i igal ier 7 e idka bert i .masalahan
bangsa, sepert:  'osi, ™ r u jan odsial 1 ketimpangan
ekonomi. Hal i 'dorong sebagi® 1 yarakat untuk
mencari altern =~~~ ~-=—er’ a2 ang dianggap
lebih adil, bersiii, wait scouar d Niwai-iulai Islam.

Maraknya Korupsi: ... _.psi merupakan salah satu
masalah utama di Indonesia yang memicu kekecewaan
masyaraket terhacap ' peerintah. Hal “iti! mendorong
sebagion masyarakat untuk aencari alternatif sistem
pemerintahan yang dianggap lebih bersih dan adil.

Ketegangan Politik: Ketegangan politik yang terjadi
di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga memicu
munculnya ideologi khilafah. Sebagian masyarakat merasa
bahwa sistem demokrasi tidak mampu menyelesaikan
ketegangan  politikk ~dan  membutuhkan  sistem
pemerintahan yang lebih kuat.

19 Hidayatullah, “The Khilafah discourse on Aljazeera and Alarabiya: a valuable
lesson for Indonesian online media” In International Conference on Culture
and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2017) (pp. 136-138). Atlantis Press.
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2. Globalisasi dan Media Sosial:

Globalisasi dan media sosial memungkinkan
ideologi khilafah untuk menyebar dengan cepat dan
mudah di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini
memudahkan organisasi-organisasi yang mengadvokasi
ideologi khilafah untuk menjangkau dan merekrut
anggota baru.1%7

Karena alasan-alasan di atas ideologi khilafah

memiliki tempat di da diskursus politik Indonesia.
Ideologiini d~=~*mec  kotlsa= ~ommom-atreligiusitas dan
rasa persatu  ar  slau. Cccaia oo maan ideologi ini
dapat mem  : uikalisme dan rasan. Penyebaran
ideologi khi  h yar 3 *elir nerup. tantangan bagi

stabilita- 1 :ami wanre¢ ra Upa ~}  ~gahan harus
dilakukc  ccrab 'k ¢ )j tan lan li kan berbagai

pihak, tern. " pe 1 a ,m syar tsipil, dan tokoh
agama (Ma' L. 2020). Dens 1  mikian dapatlah
diambil kesi S dr gy donesia memiliki
akar sejarah yang pamang dipengaruhi oleh berbagai

faktor kontemporer. Uncun :nemahami ideologi ini secara
komprehensif dan kontekstual sangatleh, penting untuk
meruinaskan -stiategi * yang " tepat dalam mencegah
penyebaran ideblogi Khilafati yang kelitu dan' menjaga

stabilitas negara.

A. Akar Ideologi Khilafah Muncul Dan Berkembang Di
Indonesia Perspektif Historis

Ideologi khilafah di Indonesia memiliki akar sejarah

yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor

kontemporer dan dinamika politik global dan lokal. Di

Indonesia dapat ditelusuri kembali pada masa penjajahan

197 Miftahul Jannah, Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924.
MASA: Journal of History, 2019 1(1).
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Belanda. Pada saat itu, Islam bukan hanya menjadi agama
bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi alat
pemersatu dalam perlawanan terhadap penjajah. Para
ulama dan pemimpin Muslim memainkan peran penting
dalam mengorganisir perlawanan dan menyebarkan
semangat jihad melawan penjajah Belanda.1%

Dalam konteks perlawanan terhadap penjajah,
ideologi khilafah muncul sebagai alternatif bagi sistem
pemerintahan kolonial yar nggap tidak adil dan tidak

sesuai dengan '~ =il2” g Yhil~fb d-lam pemikiran
para ulama das  -r N iidosas pawe asa itu, bukan
hanya merupal s uaahsistempen.  *anan, tetapijuga
sebuah sistemy  mem r ~kink pene. syariat Islam
secaramer U 1dal mkehi up nmi ve ot

Para rasepe i« L lisk ch,” 1 Jdul Karim

Amrullah (yai ket ' ¢ a_ai] AM ), dan banyak
lagi, tidak han 7a nimpin perla~ n  fisik terhadap
penjajah, tetapi © 77 4 ,e  an pemikiran-
pemikiran keisiaman vane _nekankan pentingnya
penerapan khilafah. Mereka ..icnganggap bahwa khilafah
bukan. hanya solusi, atas penjaiahan politik, tetapi juga
sebagai bentuk perneniunan‘atas kebutuhar: upii'itual dan
moral umat [s.am.1* |

Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, ideologi
khilafah masih tetap bertahan. Meskipun tidak lagi
terfokus pada perlawanan fisik terhadap penjajah, namun
pemikiran-pemikiran keislaman yang mengadvokasi

khilafah tetap dipertahankan oleh sejumlah kelompok.

198 M. Jauhari, Y. S. Suryandaru. S., & R. Sugihartati, Dialektika Khilafah
dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber. Religious: Jurnal
Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 2021 5(2), 199-216.

199 R. Hidayat, Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Alinea. id Tentang
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang Menolak Mati. Lingua: Jurnal
IImiah Vol. 2020 16 (1).
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Mereka percaya bahwa khilafah adalah satu-satunya
sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan
bahwa negara-negara Muslim harus bersatu di bawah satu
kepemimpinan yang mengimplementasikan syariat Islam
secara kaffah.

Dalam perkembangannya, pemikiran ini tidak hanya
berdampak pada tingkat lokal, tetapi juga berpengaruh
pada skala yang lebih luas. Pemikiran tentang khilafah di
Indonesia tidak hanya r di bagian dari gerakan lokal,

1

tetapi juga t~hhur e = ~erakan sejenis di

negara-nega @ . Guiuu ivauowa. i Mencerminkan
bagaimanai )l _ikhilafah tidax v menjadi respons
terhadap re  ahan «'onia' ‘etapi, menjadi bagian

'uas te o identitas,

dari d° 1 5 y g lel h
kemerac A, lan >n » n tha dalc d .alslam.

Setela. lonn © 1 r cka jade  wn 1945, ideologi

khilafah mze =1 ‘ap relevan b | vagian kelompok
Islam di Inc 77 a0 ), popularitasnya
mulai menurun seiring aer perkempangan demokrasi

dan modernisasi di Liuuitesia. Pada tahun 1950-an,
ideolegi khilafah kembali, muncul dalam wyjud gerakan
Darul Islain/Tertara Islam ‘Indonesia (D'I/ TH) yang
dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Xartosuwirja.200
Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara
Islam di Indonesia dan melawan pemerintahan Republik
Indonesia yang secara resmi didirikan pada 17 Agustus
1945. Darul Islam (DI) muncul sebagai sebuah gerakan
bersenjata yang memperjuangkan terbentuknya negara
Islam di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip khilafah.

200 M. Masnun, & Z. E. Triantini, Spiritualitas Islam, Khilafah Islamiyah dan
Gerakan Politik Hukum Ingkar Nkri (Studi terhadap Gerakan Politik
Hizbut Tahrir di Indonesia). Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN
Mataram, 2016 15(2), 193-215
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Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo, seorang ulama
asal Garut, Jawa Barat. la menyatakan dirinya sebagai
imam atau pemimpin umat Islam dan mengklaim bahwa
pemerintah Republik Indonesia tidak memenuhi prinsip-
prinsip Islam.201

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, dalam upayanya
mendirikan negara Islam di Indonesia, mendirikan Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berbasis di

Jawa Barat. DI/TII me-  perlawanan bersenjata
terhadap pe~~=intak  ndomocis doqgan tujuan
menggulingkar -1 (@liat yung wwe N mendirikan
negara Islam bc ¢ _kan prinsip-pr. kailafah.202
Perlawan  berse' je 2 DI 1 me: i puncaknya
padaawal’ u  950- 1 K-nf kl rsen °ta  ~ra DI/TII
dengan p. dii.ah ncoy 2a  eny b .n banyak
korban jiwa «  eru ° 1 eri. ’em itah Indonesia
kemudian mwm. ~kukan tind u  keras untuk
menghadapi g L i ¢k an pergerakan

DI/TII ke wilayan pegunune-  .ng suurt dijangkau oleh
pemerintah.

Meskipun demikian, D!I/TII terus melancarkan
perlawanan’ ‘berserjata, * ‘bakikan © Setelah 'kematian
Kartosuwiryo' pada tahun 1962. Periawanan ini. terus
berlangsung hingga akhirnya berhasil ditumpas oleh
pemerintah Indonesia pada tahun 1962. Pada tahun yang
sama, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa gerakan
DI/ TII telah berhasil dihancurkan.

201 Wahyudin Hafid, Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar

202

Sejarah Gerakan Radikal). Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 2020
1(1), 31-48.

Yussukarno Wirayasa, Strategi pergerakan hizbut tahrir dalam
menegakkan khilafah di indonesia pada periode tahun 2000-2016, 2017
(doctoral dissertation, upn" veteran'jawa timur).
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Meskipun gerakan DI/ TII berhasil ditumpas, namun
idealisme ideologi khilafah tetap bertahan dalam beberapa
kelompok Islam di Indonesia. Meskipun demikian,
popularitasnya semakin menurun seiring dengan
perkembangan demokrasi dan modernisasi di Indonesia.
Gerakan DI/TII menjadi salah satu contoh perlawanan
bersenjata terhadap pemerintah Republik Indonesia yang
didasarkan pada ideologi khilafah, namun akhirnya
berhasil ditumpas oleh - vintah Indonesia.203

B. Perspektif I e (A

Pada k . 1990-an, L ecia menyaksikan
kebangkiten  deolc ;i khi’ ah « 2n munculnya
berbaga® - isasi slam ¥ g men e, ~gkan sistem
pemerii.  n.1i.S lal ¢ t ent asy ;  _ncuatsebagai
salah satu im ¢ r <an ters t adalah Hizbut

Tahrir Indo~e.  ‘HTI). Berdiri- ji tahun 1983, HTI
muncul der ’ dirikan Khilafah

Islamiyah Sevdgdl SISLel D Miarlarn global.

)

HTI, dengan basis pendukung yang kuat, telah
menjadi salah catu, kekuatan yang signifikan dalam
panoraina politik- dan “sosial ‘Indonesia. treka secara
terbuka rnenyuerakan visi miereka tuntuk menggulingkan
sistem pemerintahan yang ada dan menggantinya dengan
khilafah. Pendukung HTI memandang khilafah sebagai
solusi terbaik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang
mereka anggap terkait dengan kepemimpinan sekuler.204

23 A. Sofanudin, A. Fanani, R. & Prihastuty, “Islamic Education and Islamic
Revivalism in Indonesia: A Case Study of Kuttab Al-Fatih Purwokerto”.
Analisa: Journal of Social Science and Religion, 2021 6(1), 113-128.

204 M Firdaus, Konstruksi Makna Ideologi Hizbut Tahrir (Studi Fenomenologi
Tentang Makna Ideologi Khilafah dan Politik Aktivis Hizbut Tahrir di
Pekanbaru). Jurnal Ilmu Komunikasi, 2017 (JKMS), 6(1), 47-62.
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Namun, di samping ketegasan mereka dalam
menyuarakan visi mereka, HTI juga telah menjadi subjek
kontroversi dan kritik. Banyak pihak menuduh mereka
mencoba menggulingkan sistem demokratis Indonesia
yang telah ditegakkan sejak reformasi. Kritik juga
ditujukan pada metode HTI yang dianggap radikal dan
menimbulkan potensi ketegangan antar-agama di negara
yang dikenal dengan pluralitas agamanya ini. Selain HTI,

ada juga gerakan-gerakar yang turut meramaikan
wacana khilafa> ¥ ™=d @ o2 =2non 4y, Beberapa di
antaranya me K ilGinawar yung  bih moderat,
namun masih 1 .n tujuan yang ma: mendirikan
sistem pemerin  anbe 1 sarks orinsy,  ‘nsip Islam.
Perkc 5> ani coleai hii fah . sesia juga
tercermin m din mi ¢ pHliti na  w  Meskipun
tidaksecarare.  diak * € | me inta  eberadaan dan
pengaruh orginu.  organisasi ye mperjuangkan
khilafah tetap -7 ,a  or'  iperhitungkan
dalam menganausis amarmika v dan sostal di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa v acana khilafah ini tidak hanya
mempengarithi dunia palitik, tetapi juga memiliki dampak
yang luas pada masyarakat indonesia secara keseluruhan 205

Hal ini mencakup diskusi-diskusi tentang identitas
kebangsaan, agama, dan hubungan antar-agama. Konflik
dan ketegangan yang muncul dari perdebatan ini telah
menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas sosial di
Indonesia. Dengan demikian, kehadiran ideologi khilafah
di Indonesia pada tahun 1990-an dan seterusnya bukanlah
hanya sekadar fenomena politik, tetapi juga mencerminkan

205

Nilda Hayati, Konsep khilafah islamiyyah hizbut tahrir indonesia:
Kajian living al-qur'an perspektif komunikasi. Epistemé: Jurnal
Pengembangan Ilmu Keislaman, 2017 12(1), 169-200
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kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan agama dalam
masyarakat yang semakin terbuka dan beragam.
Popularitas  ideologi  khilafah di kalangan
masyarakat Indonesia telah meningkat dalam beberapa
tahun terakhir, didorong oleh sejumlah faktor yang
kompleks dan saling terkait. Faktor-faktor utama yang
mendorong popularitas ideologi khilafah di Indonesia
antara lain adalah kekecewaan terhadap sistem demokrasi,

maraknya korupsi, ke’ van politik, serta pengaruh
globalisasi d~= =~di ! 20

Kekec: @ .hauap oiowene mokrasi: Banyak
masyarakat  l¢ esia merasa be cistem demokrasi
yang dianu egara i i be! n ma. menyelesaikan
berbage” e sale an rar zsa seca ¢ f. Meskipun
Indones.  ~la nn I n an iste ¢ .okrasi sejak
Reformasi nai t 2 hb ayal rmasalahan yang
belum terse’ »s. 2, seperti korr i  senjangan sosial,
dan ketim ’ @’ . kekecewaan ini
mendorong sepagian masv at untuk mencari alternatif

sistem pemerintahan ya..y wanggap lebih bersih dan adil,
saleh satunya adalah ideologi khilafah.

Maraknya kerupsi: Kerupsi mexupuka'n salah satu
masalah utama 'di Indonesid yang memicu kelrecewaan
masyarakat terhadap pemerintah. Tingginya tingkat
korupsi yang masih terjadi di berbagai tingkatan
pemerintahan membuat sebagian masyarakat kehilangan
kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada. Mereka
merasa bahwa sistem pemerintahan yang ada tidak
mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi
rakyat, sehingga mencari alternatif sistem pemerintahan

206 N. Asnawi, Network society and trans-national radicalism: Case study

on ISIS support in Indonesia. International Review of Humanities
Studies, 2017 2(2), 181-188.
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yang dianggap lebih bersih dan transparan, seperti
ideologi khilafah.

Ketegangan politik: Ketegangan politik yang terjadi
di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga turut
memicu munculnya minat terhadap ideologi khilafah.
Persaingan politik yang semakin intens antar partai politik
dan elit politik membuat sebagian masyarakat merasa
bahwa sistem demokrasi tidak mampu menyelesaikan
ketegangan politik dengar +if. Mereka percaya bahwa
Indonesia mem*+-*-hk> e =omointohan yang lebih
kuat dan stabil 0"  Njuiue scanea dan kestabilan
negara, danide ¢ .hilafah diangg.  ~bagai salah satu

alternatif yang  cat m n berik  solus s ketegangan
politik yan 1

Globe -t dar r : ic sc ial: 0 usasi dan
perkembanga. ~dii sl teli v n  ainkan peran
penting dalan |  ebaran dan -~ | ritas ideologi
khilafah di Ir T ad i bsial, ideologi
khilafah dapat menyepar ae . cepat dan mudah di

kalangan masyarakat Induiicsia, terutama di kalangan
generasi. muda yang aktif menggunakan media, sosial.
Organisasi-organisasi - 'yang * niengadvokasi : icdeologi
khilafah dapat denzan mudah rmenjangkau dan merekrut
anggota baru melalui media sosial, sehingga popularitas
ideologi ini semakin meningkat di kalangan masyarakat
Indonesia.20”

207 Nunu Burhanuddin, Akar dan Motif Fundamentalisme Islam:
Reformulasi Tipologi Fundamentalisme dan Prospeknya di Indonesia.
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2016 1(2), 199-210
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C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Popularitas Ideologi
Khilafah Di Kalangan Masyarakat Indonesia
Popularitas ideologi khilafah di kalangan masyarakat

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend
yang mengkhawatirkan. Ideologi ini menawarkan alternatif
sistem pemerintahan yang dianggap lebih adil, bersih, dan
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, ideologi ini juga
dapat memicu radikalisme dan kekerasan. Sejumlah alasan
yang mendorong popular’ ideologi khilafah di kalangan
masyarakat Indonesi-

1. Kekecew e ar crasi

Bar < .syarakat It ' ~°s  merasa bahwa
sistemde  <asibelitmmampui.  -lesaikan berbagai
perma: 1 n be g se ar efelt.  werti korupsi,
kesc 0, sc ial ¢ n keti wu . ekonomi.
Kekece: 2 in 1 ¢ c ror ; s¢ z.n masyarakat
untuk me ¢ alternatit sister . mnerintahan yang
dianggar bui erektif dan e” 1. ah satu alternatif
yang mu o b

Ideologi  khu. menawarkan solusi bagi

berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia
dengan. menarjikan sistem | perreriniahan  yang
berdagarkan (syariaf, Islam dan: bebas dari. korupsi.
Khilafah, dalam panaangan mereka, merupakan sistem
pemerintahan yang mampu memberikan solusi holistik
atas permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang
dihadapi masyarakat. Para pendukung khilafah
meyakini bahwa dengan menerapkan syariat Islam
dalam  sistem  pemerintahan, maka berbagai
permasalahan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan
kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir bahkan
dihilangkan sama sekali. Mereka percaya bahwa
prinsip-prinsip Islam dalam mengatur kehidupan
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan
memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, para pendukung khilafah juga menilai
bahwa sistem demokrasi yang diterapkan saat ini telah
gagal memberikan solusi yang memadai bagi masyarakat
Indonesia. Mereka menyoroti bahwa korupsi masih
menjadi masalah yang merajalela di berbagai lapisan
pemerintahan, kesenjangan sosial semakin membesar,

dan ketimpangan ekonor nakin terlihat jelas. Namun,
disisi lain, tev7~=atic am~olomtic to-hadap ideologi
khilafah se  ai [MTiaen owowae | nerintahan di
Indonesia. N @} menilaibahwa.  ~1apkan khilafah
dapat mem va dr r rak - <atif dap prinsip
demokr- ¢ alisp : denl k¢ asir . Selain itu,
mereka veir b hv 2 1 oler ente < afah dapat
memicupor i ¢ « da koni antaragama.208

2. Maraknyak -
Korup: =~ al- . _hyangmenjadi

titik fokus utama di L sla, memicu kekecewaan
mendalam di kalangan masyarakat terhadap pemerintah.
Fenomenaini telah menimbulkan ketagu an' te ‘hadap
sistem pemerintahan yang dda, mendorong sebagian
masyarakat untuk mencari alternatif sistem yang
dianggap lebih bersih, transparan, dan adil. Dalam
pencarian solusi atas masalah korupsi yang kronis,
ideologi khilafah muncul sebagai salah satu alternatif
yang menarik bagi sebagian masyarakat.

Ideologi khilafah menawarkan solusi yang berbasis
pada prinsip-prinsip syariat Islam dalam mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu janji

208 Najamuddin Khairur Rijal, Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak
Hingga Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2017 13(1), 45-60.
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utama yang diberikan oleh ideologi ini adalah sistem
pemerintahan yang tidak hanya bersih dari korupsi,
tetapi juga adil dan transparan. Hal ini dikarenakan
sistem pemerintahan yang dijanjikan berdasarkan pada
ajaran Islam yang tidak mentolerir tindakan korupsi.
Masyarakat yang mendukung ideologi khilafah
melihat bahwa implementasi syariat Islam dalam
pemerintahan akan membawa perubahan mendasar
dalam sistem yang © 1 korup dan tidak berpihak
pada kenmontnga ot Mowole percaya bahwa

dengan 1 e AS Lot i v Islam, termasuk
hukumar u | keras terhada,  'a<u korupsi, akan
mengura  bahk r mer ‘ilang.  »raktik korupsi
yang 1 eng <ar ~al m: stenwr 2e.  ‘ntahan.
aua deni L, per eka 0 juga menuai
kontrove.  Me °~ 1 leo gi } arah menjanjikan
sistem pe n.  ~han yang ber | korupsi, banyak
pihak ya = °° " v cr OHan syariat Islam
dalam ranan ponnk at - merumbulkan  konflik

dengan prinsip-prinsip ucmokrasi, pluralisme, dan hak
asasi manusia, Selain itu, masih terdapat perdebatan
Inengenai inter precasi yang tepat werhadap 'syariat Islam
dan tbagaiména menerapkannya secara adil dalam
konteks pemerintahan modern.2®

209 Muhammad Arif Khudori, Konsep khilafah hizbut tahrir indonesia dalam
perspektif figh siyasah dan relevansinya dengan negara kesatuan republik
indonesia (nkri) 2018. (doctoral dissertation, uin raden intan lampung)
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Dengan demikian, sementara ideologi khilafah
menawarkan solusi menarik untuk mengatasi masalah
korupsi di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip
syariat Islam, perdebatan mengenai keberlanjutannya
dalam konteks keberagaman dan demokrasi masih
terus berlangsung. Masyarakat Indonesia harus terus
melakukan diskusi terbuka dan mendalam mengenai
berbagai alternatif sistem pemerintahan, sambil tetap
mempertimbangkan ni’ 'ai demokrasi, pluralisme,
dan hak asac® ~~nus’

Ketegangan i .

Ketege anpolitikyans *elah«  1idiIndonesia
dalam b e a ta’ un ter <b - telih nunculkan
berbag.  ~o. gi,tt < k dec ogi! a .Sebagian
masyarake ~ eras t 1 v si em  n.okrasi yang
diterapkan b mampu menye s n ketegangan
politik yang 2 dan mevekap 2 qwa Indonesia
membutuhk =~ in ak = _ng lebih kuat

dan stabil. Dalam kontec , 1deologi khilafah muncul
sebagai alternatif yang menjanjikan solusi untuk

\
)

permasalaiian poi itik yang kornpleks.

Ideplogi khilafati memawarkan sebuah ‘sistem
pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan dianggap
mampu menegakkan hukum dengan tegas. Menurut para
pendukungnya, khilafah akan memberikan keadilan,
kedamaian, dan kestabilan yang lebih baik daripada sistem
demokrasi yang ada saat ini. Mereka percaya bahwa dengan
menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan,
negara akan menjadi lebih adil dan sejahtera.



Namun, di sisi lain, ideologi khilafah juga menuai
kontroversi dan perdebatan. Beberapa pihak
mengkhawatirkan ~ bahwa  menerapkan  sistem
pemerintahan berdasarkan syariat Islam akan mengancam
prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Mereka berpendapat bahwa khilafah dapat menjadi
ancaman bagi pluralitas dan kebebasan beragama yang
telah menjadi bagian penting dari identitas Indonesia.2!0

4. Globalisc~* A~ 4 Cnnial

Gloc 7 anpoiaciacwng  nedia sosial telah
memberi .«ampak yang n.ifikan terhadap
penyebar  ideolr 3 khile h di x  <2an masyarakat
Indor & Kete nut'mn an glol ~l 2g  semakin
men. t lan e 1 liian iakse a1 masi melalui
media s " te " r r ang inke ideologi khilafah
untuk meny " dengancepat 1 1s.

Sal: - J A i globalisasi dan
media sosial  auaitan Auudilkannya organisasi-

organisasi yang mengauvokasi ideologi khilafah untuk
meniangkau dan, merekrut anggota baru, di Indonesia.
Dengan ‘adanya media 'sosial, mgar.isa'si—organisasi
tersebut dapat dengan/ . mudah raempromosikan
ideologi khilafah, mengajak masyarakat untuk
bergabung, dan menyebarkan propaganda yang
mendukung ideologi tersebut.

Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai
sarana untuk menyebarkan informasi yang tidak benar
atau menyesatkan tentang ideologi khilafah. Hal ini
dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat

210 Z. Darajat, Z. Harza, & M. Jamilah, Respon Pemerintah Indonesia
Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah Yang Dibawa Oleh Hizbut
Tahrir. Palito, 2022 1(01), 99-117
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Indonesia terhadap ideologi tersebut, sehingga semakin
memperkuat penyebarannya. Dengan demikian, peran
globalisasi dan media sosial dalam memfasilitasi
penyebaran ideologi khilafah di Indonesia sangatlah
signifikan. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan
kewaspadaan dan pemahaman yang lebih baik tentang
ideologi tersebut agar dapat menghadapi tantangan ini
dengan lebih efektif.211

Krisis Ident*~~

Krisis  af"  n¢ Gpaaa.one nayang tidak
jarang terje  « kalangan mc«  acat Indonesia,
terutama di  angar g mera: muda, o mengalami
dampak 1 art  gob lsci ¢ n "dernisasi.
Perubal. eptbal n s s 1, 1 iday ¢ . ekonomi

'

yang pesa.  ngl 1 1 bue ind 1u kehilangan
akar identites1.  Dalam situasii 1 >rapa individu
rentan terhe T id gi ologi ekstrem,
salah satunya auatai 1aeolr ailatarn.

Ideologi khilafah i..c..awarkan sebuah identitas
yang jelas dan tujuan hidup yang konkret, sespatu yang
mungkin dirasakan ' sebagai “kebutuhan ai tengah
kebingunigan dan kegelisahan veng dialami oleh
sebagian masyarakat. Dengan menawarkan model
kehidupan yang dianggap ‘'"ideal" berdasarkan
interpretasi tertentu terhadap ajaran Islam, ideologi ini
menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan
yang merasa kehilangan arah.

Para pemeluk ideologi ini seringkali percaya bahwa
khilafah adalah satu-satunya solusi bagi masalah-masalah

211 M. N. L. Mahamid, Gerakan Ideologi Islam Transnasional di Indonesia
dalam Film JKDN Karya Nicko Pandawa. Muslim Heritage, 2022 7(1),
83-109
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yang mereka hadapi, baik secara pribadi maupun sebagai
bagian dari masyarakat umum. Mereka melihat khilafah
sebagai sistem yang akan memberikan keadilan,
kedamaian, dan kemakmuran bagi umat Islam. Dengan
memperoleh identitas baru sebagai bagian dari
"ummah" (komunitas Islam yang bersatu), serta tujuan
hidup yang jelas untuk mendirikan khilafah, mereka
merasa memiliki arah yang jelas dalam hidup.212

Namun demiki- ating untuk memahami bahwa
kecendert=~"= ur  ermomonbk oloh jdeologi-ideologi
ekstrem, i e dciivgr s ringkali bukanlah
hasil dar e .kiran yang ra. | dan terinformasi
secara he  Lebil ¢ ring ecena oan ini muncul
dari ©= > han kar s bi as ¢ n atitas dalam

sitta. muma: d i v nmer sak l¢ _an kedua hal

tersebut. ~ k 1 it , f ntin  Hagi masyarakat,
terutama -c si muda, untv” i  ikan pemahaman
yang ben “° it 4l- lai keberagaman,
dan makna keaauan var senarnya. Pendidikan yang

inklusif, terbuka, dai. wiempromosikan pemahaman
vang mendalam tentang agama, budaya, ,dan sejarah,
dapat menjadi-kunci untuk’ mengatasi krisis identitas
dan mencegan penycbarar ideologi-ideologi ekstrem di
masyarakat.

212 A. Haryadi, & N. Muthia, Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah
(ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia. TRANSBORDERS:
International Relations Journal, 2017. 1(1), 1-19
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6. Pengaruh Organisasi Islam Radikal

Organisasi-organisasi  Islam  radikal telah
memainkan peran yang signifikan dalam menyebarkan
ideologi khilafah di Indonesia. Dengan menggunakan
berbagai metode, seperti ceramah, seminar, dan media
sosial, mereka telah berhasil mengajarkan ideologi
mereka kepada banyak orang. Namun, tidak hanya
sebatas pada penyampaian ideologi, mereka juga sering

terlibat dalam aksi-aks’ erasan yang menguatkan
secara fakta ~i*=~ me  seboroni lalomok militan dan
berbahaya.

Ideolo ] .afah yang . k. promosikan
mengusung  zasan € tang emuli.  %hilafah atau
pemerir & slan yarg erc 'sark n 2 prinsip-
prinsip M funcm 1 e M reke e .ya bahwa

hanya deny  men k r <hi fah, syarakat akan
hidupsesua’ a.  najaranIslam n  salah-masalah
sosial dan T " is¢ uk  Metode yang
digunakan oier orgarusasi-or sast uu sangat bervariasi.

Mulai dari ceramai-ciamah yang diselenggarakan
di masjid-masjid, pusat-pusat kegiatan Is‘lar;ﬁ, hingga
seminai-setninai yang ‘dihadiii oleh ‘para pernimpin
meteka. Selain ‘tu, media sosial juga menjadi sarana
yang sangat efektif bagi mereka untuk menyebarkan
ideologi mereka. Dengan memanfaatkan platform-
platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube,
mereka dapat mencapai audiens yang lebih luas,
terutama generasi muda yang lebih terkoneksi dengan
dunia digital.213

23 Thda Raudhatul Thsaniah, Konsep khilafah dan nation state dalam
pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
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Namun, tidak hanya mengandalkan upaya
persuasif, organisasi-organisasi ini juga sering terlibat
dalam aksi-aksi kekerasan. Serangan terhadap aparat
keamanan, serangan teror, serta konflik bersenjata
menjadi bagian dari strategi mereka dalam
memperjuangkan  ideologi  khilafah.  Aksi-aksi
kekerasan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di
masyarakat, tetapi juga memperkuat citra mereka
sebagai kelompok y? ilitan dan berbahaya.

D.Pandangan  «° K cwn .. Terkait Dengan
Ideologi Kh  ‘a DiIndonesia
Ideolo  khile’a di mdonc telah menarik
perhatiz pa’ ar car al ' da‘® . gai bidang.
Pandan, mceka er ¢ le »id olog i ragam, mulai
dari yang ndt -~ 2 I ngy mengkritiknya.
Berikut betl 21 pandangan * <« dan ahli terkait
ideologi khi " " ° @
Sidney juries, ekt stitue 1or POHCY Analysis

of Conflict (IPAC). Joi.c. verpendapat bahwa ideologi
khilafah di Indonesia, telah mengalami evolusi. Awalnya,

Islam. Namun, dalem beberapa tahun ' terakhir,
popularitasnya semakin meningkat, terutama di kalangan
anak muda. Jones mengidentifikasi beberapa faktor yang
mendorong popularitas ideologi khilafah, seperti
kekecewaan terhadap sistem demokrasi, maraknya
korupsi, dan ketegangan politik. Jones juga mengingatkan
bahwa implementasi ideologi khilafah di negara-negara
lain sering kali diwarnai dengan kekerasan dan konflik.
Selain Jones ada Greg Barton, Profesor Studi Islam di
Universitas Durham. Barton berpendapat bahwa ideologi
khilafah memiliki daya tarik bagi sebagian orang karena
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menawarkan solusi alternatif bagi berbagai permasalahan
bangsa. Ideologi ini menjanjikan sebuah sistem
pemerintahan yang adil, bersih, dan berdasarkan nilai-
nilai Islam. Namun, Barton juga mengingatkan bahwa
implementasi ideologi khilafah di negara-negara lain
sering kali diwarnai dengan kekerasan dan konflik. Barton
menekankan pentingnya dialog dan edukasi untuk
mencegah penyebaran ideologi yang keliru.

Izzuddin Muchtar, log Universitas Nasional
Menurut Izzud 4~ MMu ., "ok idanlngg khilafah di
Indonesia buk  if  oniia caia. = logi ini telah

hadirdilndone s .kmasapenjaja.  2c.anda. Namun,
Muchtar jugar  gatak r bahv ideolc i mengalami
kebangkit~ k bali d{alem el rape to terakhir,

terutama . A nga 1k mu la. ¢ ar melihat
beberapa faktc  ng 1 rc ag] »barn  tan ini, seperti
globalisasi, m 2.  »sial, dan m* k 1 propaganda
kelompok rad =~ "7 ° r .2 n pentingnya
penelitian dan eaukas: unruk - .ahamui 1aeologi khilafah

secara komprehensif.

Sementara Febriana Indriani, Peneliti LIP] herpendapat
bahwa id€o.ogi khilafah di'lridoriesia rnéraiiiki bcrbagai
variasi: Ada keloripok yang hanya ingin jmenerapkan
syariat Islam dalam aspek kehidupan pribadi, dan ada
kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah. Indriani
juga mengatakan bahwa ideologi ini sering kali dikaitkan
dengan gerakan radikalisme dan terorisme. Indriani
menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif
tentang ideologi khilafah dan wupaya pencegahan
penyebaran ideologi yang keliru.

Juga ada Ainun Hayati, Peneliti Universitas Islam
Negeri Jakarta.Hayati berpendapat bahwa ideologi
khilafah merupakan fenomena kompleks yang perlu dikaji
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secara komprehensif. Hayati mengatakan bahwa ideologi
ini tidak boleh diidentikkan dengan kekerasan atau
terorisme. Hayati juga menekankan pentingnya dialog dan
edukasi untuk mencegah penyebaran ideologi yang keliru.
Hayati mendorong penelitian lebih lanjut tentang ideologi
khilafah ~ dan  faktor-faktor = yang  mendorong
popularitasnya (Lufaefi, 2019).214

Pandangan para pakar dan ahli terkait ideologi

khilafah di Indonesia.~ ~am. Ada yang melihatnya
sebagai solu~* ~'*orr 0~~ =or2oclahan bangsa, ada
yang khav r Aguse puweas adikalisme  dan
kekerasanny 21 aguntukmema. berbagai pandangan

ini untuk 4t mer 1 uske strate, ng tepat dalam
menceg: 5 ebar nic~o’ gi hilal W, - keliru.

214 Lufaefi Lufaefi, Jumping Conlusion Tafsir: Penyimpangan Ayat-Ayat
Khilafah HTI dalam Kitab Daulah Islamiyyah. SANGKéP: Jurnal Kajian
Sosial Keagamaan,2019 2(2), 139-150
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BAB VIII
IDEOLOGI KANAN DAN KIRI DALAM
PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Partai politik islam yang disatukan karena persamaan
ketuhanan dan nilai agama, tampaknya dipisahkan karena
perbedaan ideologi politik. Karenanya, tidak semua partai
Islam di Indonesia memiliki persamaan ideologi dan fokus
berjalan pada agenda dan vi-  ‘si memperjuangkan nilai-
nilai Islam. Keanel»r=oap~  ano end-h monjadi ciri khas

dari Indonesia ¢ g S muk, bahkan

-
beragama yang n masih memun  “canekaragaman
seperti halnya dal  ideol g" part- ooliti. ~ berapa partai
Islam di Indo* i ik rtay ve g. asul ac parlemen
maupun parte 2 parle et ¢ 2 an tide ¢ olitikyang
berbeda-beda se. der -~ ] u kte stik, an dan tujuan
dari partai tersebt *.-

Ideologipol ' "' ls7 L2’ inamika klasik
yang mengakar sauipai  paua .. uu, dalam Sejarah

Indonesia dimulai dari orde la..... \orla), orde baru (orba), dan
reformasi. = Bahkan . peran ideologi (islamisme dan
nasionalisme, di*tubul: partai politik ‘tirut miewarhai isu
tahunan dalam perebu tan kekuasadin.?16 Partai politik islam di
Indonesia yang menganut ideologi kanan yang jelas berbeda
dengan partai yang berpedoman terhadap ideologi kiri, dan,
begitupun sebaliknya. Ideologi kanan dan kiri dalam partai
islam berimplikasi adanya polarisasi terhadap masyarakat
muslim di Indonesia. Terutama karena masyarakat muslim
indonesia merupakan penduduk terbanyak. Sebagai agama

215 JImi Amalia, Perbedaan Individual pada Ideologi Politik Berbasis
Agama, Jurnal Tazkiya : Jurnal of Psychology, 2020, DOL
http:/ /dx.doi.org/10.15408 / tazkiya.v8il.14851

216 Iswandi, Studi Gerakan Partai Politik Pada Pemilu 2019, POLITICA, Vol. 7,
No. 1, Januari-Juni 2020, h.4.
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mayoritas, islam memberikan pengaruh besar terhadap
berdirinya negara khususnya dalam bidang politik.
Munculnya beberapa partai politik islam baik partai lama
yang berdiri sejak zaman kemerdekaan, maupun partai baru
yang muncul pada era orde baru maupun reformasi.

Di Indonesia sebagian besar partai politik islam berdiri
dan bermula dari organisasi kemasyarakatan (ormas).
Indonesia yang menerapkan sistem multi-partai sejak pemilu
pertama tahun 1955 dene¢ ~berapa partai nasional dan
partai islam pomong (aict eemoletg gpirit menjadi
wadah bagi pc < idiwa pouae perti PKS, PAN,
partaimasyum a .latul Ulama (N “erti, Partai Syarikat

Islam Indonesi ~ °SII), ’1 P, d= lainn, ‘anggap sebagai
partai isla= " leolc jisas* - art © po ‘. m terpecah
menjadi dc 'eclogi 7a ¢ s npi sae 1 .asih menjadi
segmentasi m. kb " 1 Is mI Hnesia, walaupun
dukungan kep~a.  rtai Islam tid® ¢ at mencapai titik
yang maksime  © 7 r  ue  zin mempertebal

identitas idelogl partar 1siam ' lam 1aeologi partai kanan
dan kiri. Istilah ini unws mempermudah identifikasi
kecenderungan, bukan identitas politik islamsebagai agama.

Menarut Abul Hasan' Al-Asy’ar1, sebagaiinana ditulis
Husein Aziz, 2021, raenjeleskan biahwa Islam kanan mierupakan
golongan yang kurang aktif dalam proses berfikir, seringkali
mengkritik dan menolak-rasionalitas ulama serta para filosof
hanya dengan mengacu pada satu dalil, tanpa mepertimbangkan
konteks yang lebih luas.?’® Sedangkan Leonard Binder

217 Bustami Thalib, Menurunnya Suara Pemilih Terhadap Partai Islam,
Doctrinal : Vol. 4 No. 1, Maret 2019, h. 989

218 Khoiro Ummatin, Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam (Studi
Komparatif PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia), POROS ONIM:
Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, h.23

219 Muhammad Dalle & Muhammad Jundi, Penegakkan Syariat Islam dan
Pertarungan Ideologi Islam Kanan vs Islam Tengah Pasca Reformasi di
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mengemukakan mengenai islam kiri yang biasa disebut
dengan islam liberal, dimana hal yang paling menjadi titik
fokus yaitu adanya keterbukan tafsir atas kitab suci Al-Qur’an
yang tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang final dan apa
adanya, tetapi membutuhkan penafsiran-penafsiran yang terus
menerus sehingga islam tidak berhenti merespon masalah
sosial atau dalam arti lain islam kiri ini lebih bersifat inklusif.220
Islam kanan juga dipahami sebagai Islam fundamentalis.
Mereka umumnya bergerak se- “varatis, sewenang-wenang,
agresif dan mudah =~ P K5 Fntolooe do eksklusif dan

kerap menunjukk  w lompok Islam

ail
LU uUino puse

kiri yang moderat
jalan tengah atau
bagian tertent =2

u -lompokyang i

ng di' e al m ‘eratis.
run: me'~k <a1 takfi °

‘11 Islam sebagai
Bahkan pada

Diego 1 Hooadi te 11 01¢ dale ¢ aah jurnal
menulis menge:  “<eb i u id dlog eologi dalam
politik Indonesia, a.  n fokus khus® ] a kebangkitan
politik islam, ide T der i politik yang

didasarkan pada surver awar vac  .un zuis, Diego Fossati
menemukan bahwa identitas iucuiogi masih ada di kalangan
pemilih di. Indonesia, dengan perbedaan regiona! yang
signifikari. Temuan darijurnal teisebat mcnurljukklan bahwa
ideologi, khustsnya Islam politik, inemair kan peran penting
dalam membentuk sikap dan perilaku politik di Indonesia.?22

Tanah Bugus, Al-Muktabah: Jurrnal Studi Islam Interdisiplin Vol. 01
No. 01, April 2024, h.8

220 Husein Aziz, Antologi Kritik Ideologi Islam : Kumpulan Kritik Ideologi
Mahasiswa PASCSARJANA, Dirosah Islamiah UIN Sunan Ampel
Surabaya 2021, (Surabaya: Innofat Publishing, 2021), h.10

21 Stephen Sulaiman Schwartz, The Two Faces Of Islam: Saudi
Fundamentalism and Its Role in Terrorism, terjemah, (Jakarta:Penerbit
Blantika, 2007), xvi

22Djego Fossati, The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran
and Political Behavior, Journal of Current Southeast Asian AffairsVolume
38, Issue 2 August 2019 https;//doi.org/10.1177/1868103419868400
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Data survey menunjukkan terdapat perbedaan evaluasi
ekonomi, prioritas politik, dukungan terhadap desentralisasi
persetujuan presiden, dan keputusan partai berdasarkan
kecenderungan ideologis terhadap politik Islam di Indonesia.
Pengaruh politik Islam terhadap berbagai aspek opini dan
perilaku masyarakat Indonesia, serta relevansi sejarah
identitas ideologi politik yang dikenal dengan sebutan sekte
dalam pembentukan identitas partai politik Indonesia. Lalu
pada jurnal yang ditulis o’ ‘uhammad Dalle pada tahun
2023 menggun~'~= Te  17heon Voleocqan (Powercube):
Teori ini digur  ar dl Licigiacia: s level, dimensi,
danwujuddari 1  kekuasaan serta osali keterkaitannya
dalam konteks  fliki e>logi taral  'an PKS. Konflik
ideologi = u NU dar TS dale o teks politik

Indonesia- a1 ni1 er > k kar kon l .as hubungan
antaraagama. ooli ' ¢ v dii il  olitik Indonesia.
A. Partai Islam b.  ak Ideologi K a
Partai- T ‘er’ .0 anan cenderung
memiliki paniaarigart yane k rvauw werkait isu-isu politik.

Mereka mendukung peicowailan nilai-nilai tradisional dan
norma-narma agama_dalam kehidupan, bermasyarakat
dan bernegara. Kénservatisie sosialini se;‘in{; kali terlihat
dalam kbcbijakah yang mereka usulkari atau  dukung,
seperti regulasi yang lebih ketat terhadap moralitas publik
dan penegakan syariah Islam dalam beberapa aspek
kehidupan?

223 Muhammad Dalle, Deklarasi Anies - Muhaimin dan Konflik Ideologi
NU Vs PKS di Pentas Politik Nasional, Jurnal Review Politik (JRP)
Volume 13, Number 2, December 2023. 230-252 ISSN: 2088-6241
(Printed); 2615-6504 (Online)
https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.2.230-252

24 Jsharyanto, “Ideologi Kanan Dan Kiri Dalam Partai Islam Di Indonesia,
Hal. 14.,” 2017, 269.
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Partai Islam kanan biasanya mendorong penerapan
prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka mendukung
sistem ekonomi yang berdasarkan pada larangan riba,
distribusi zakat, dan pengelolaan keuangan yang sesuai
dengan hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk
menciptakan sistem ekonomi yang dianggap lebih adil dan
sejalan dengan ajaran Islam. Partai-partai ini sering kali
menunjukkan ketegasan atau bahkan oposisi terhadap

ideologi sekuler dan liber-  ~reka berpendapat bahwa
sekularisme be“*~=*onc  jen~om ~imcioprinsip dasar
Islam dan day o &6 sisas swses o jamaan dalam
kehidupan ber ¢ . dan bernega. ich karena itu,
mereka lebih v lukur ; ister emer.  anyanglebih
berbasis p> 1  -nile agems

Selaw nerek sc i g ner pror i .iprogram-
program yan,  rtuj n 1k 1em kuat identitas
keagamaan ua  lam di Inde s  baik melalui
pembuatan un : o @ am, kebijakan
budaya, maupun tegisiast va nenauxkung kehidupan

Islami masyarakat muslin: ...uonesia.??> Beberapa partai
Islam . berideclogi ; kanan tidak hanya mgndukung
penerapan syariat Islam secara milal dalara asi:ek aspek
tertentu daii kehidipan imasyarakat, tetapi juga dalam
beberapa kasus, mendorong pembentukan undang-undang
yang mengakomudir kepentingan politik umat Islam.
Partai islam di Indonesia yang menganut dan menjalankan
ideologi kanan yaitu PPP, PBB, PKB, dan PKS.226
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Persatuan Pembangunan didirikan pada 5
Januari 1973 sebagai hasil fusi (penggabungan) dari
empat partai politik Islam: Partai Nahdlatul Ulama

225 Ibid
226 Tbid
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(NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Penggabungan
ini merupakan bagian dari kebijakan Orde Baru yang
dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang menghendaki
penyederhanaan partai politik demi stabilitas politik
dan efisiensi pemerintahan .PPP sejak awal berdirinya
memiliki platform Islam moderat, berupaya mewakili

aspirasi umat Islam 'm ranah politik Indonesia.
Partai ini "~'~m" 1 =27~ === prinsip Pancasila
dan UUL 47  agu: wuows siege  Meskipun sering
kali berac e .ntekanan pen.  *anyangcenderung
sekuler»  mase C deB- -, PPk ¢ dalam berbagai

bidar o ik, s sial di 1 k agar ra.  “alam bidang
polit.. 7l te ib : d lanm per h = umum dan

berusahc nd <1 kur  di  °R dan lembaga
legislatif 1. 227
PPI | ;0  agian dari koalisi

pemerintan atau oposisi. antung situasi politik yang
ada. Di bidang sosiai, 1+ P aktif dalam memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat, terptama dalam
hal pemahaman tentang demokrasi dan hak-lak warga
riegare. Merela juge menjalankan berbagai program
sosial yang berfokus pada kesejahteraan umat, seperti
bantuan untuk fakir miskin, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam konteks keagamaan, PPP berupaya
menjaga nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dan
legislasi. Mereka sering kali menyuarakan isu-isu yang

227 [chlasul Amal, Politik dan Pemerintahan di Indonesia, hlm. 122., Jurnal
Sains Dan Seni ITS, vol. 6, 2017,
http:/ /repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp:/ /fiskal ke
menkeu.go.id/ejournal %0Ahttp:/ /dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.0
01%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps:/ /do
i.org/10.1016/j.ijfatigu e.2019.02.006 %0Ahttps:/ /doi.org/10.1.
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berkaitan dengan syariat Islam, moralitas, dan keadilan
sosial. Sepanjang sejarahnya, PPP mengalami naik
turun dalam hal perolehan suara dan kursi di parlemen.
Pada masa awal reformasi, PPP mendapatkan
dukungan cukup signifikan, tetapi kemudian
mengalami penurunan suara di berbagai pemilu
berikutnya. Meskipun demikian, partai ini tetap
memiliki pengaruh dalam politik Indonesia, terutama

dalam isu-isu keagama» ) kebijakan yang berkaitan
dengan Isle~ PPP [pho~i! ~o=doeong beberapa
kebijakan ye  s¢ s diigwr e o Islam, seperti
regulasi ter : crbankan syar.  dan pendidikan
agama dise  1h-sek>l hne -i. Na. mereka juga
menghe > atan an nes ‘a lam »e.  -tahankan
relevans ttnga t t v gar der 1 urtai-partai
Islam lainn, ~rta 2 | rta sekt  yang semakin

dominan.228

2. Partai Bulan pinvang irof’

Selain PPP, partai yau.g berideologi kanan yaitu
partai PBB. Partai Bulan Bintang (PBB) adalah salah satu
pariai poiitic di Indonesia yang berbasis pad:: ideologi
Islam. PBB didirikan pada {17 Jult 1996, pada masa
reformasi Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya
rezim Orde Baru?? Partai Bulan Bintang (PBB) adalah
salah satu partai politik di Indonesia yang didirikan
pada 17 Juli 1998. PBB merupakan partai yang berakar
pada perjuangan Islam dan dikenal sebagai partai yang
mempromosikan syariat Islam dalam bingkai negara
Pancasila. Sejarah PBB tidak bisa dilepaskan dari

228 Tbid
29 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang
(Jakarta: PBB, 2010), 45._.Pdf,” n.d.
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sejarah partai-partai Islam di Indonesia, terutama dari
pengaruh Masyumi. PBB didirikan oleh tokoh-tokoh
yang sebagian besar adalah mantan anggota Masyumi,
partai Islam besar di Indonesia yang dibubarkan pada
tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Para pendiri PBB
seperti Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban berupaya
menghidupkan kembali cita-cita politik Islam yang
pernah diperjuangkan oleh Masyumi.

PBB mengalan~  erapa kali perubahan dalam
struktur l-~~~~imr .= 4o bocico massa. Awalnya,
PBB didt 07 0 idiangaws e onis Islam, tetapi

kemudiai 1« .perluas jangka  ~ya untuk menarik
dukunga  dari k tbag  kelc kK Muslim di

Indor & arta’ Bulon’ nt \gn ny  %an aktivitas
polit..  » leng n ca . p da ¢ ¢ si penerapan
syariat . 2 c ' 1 s ten hul 1 dan kebijakan
negara. e kegiatan yar « kukan oleh PBB
antara la °ar .o ndidikan politik,
legislasi, serta keriasa- Jdengan organisasi islam

dengan menjalin kerjasaiia dengan berbagai organisasi
keagamaan dan sqsial Tslam untuk memperkuat basis
dukungan -aan memperluas’ perigar uh' politik di
Kalangan umaf islar di Intonesic.

Sejak berdirinya, PBB telah mengalami berbagai
dinamika politik dan pencapaian dalam sistem
perpolitikan di Indonesia: antara lain saat pemilu 1999
PBB berhasil meraih 2,84% suara nasional dan
mendapatkan 13 kursi di DPR. Hasil ini menunjukkan
keberhasilan awal PBB dalam menarik dukungan umat
Islam pada masa awal reformasi. Pada Pemilu 2004 dan
2009, PBB mengalami penurunan perolehan suara
dengan hanya mendapatkan 2,62% suara pada 2004 (11
kursi) dan 1,79% pada 2009 (tidak mencapai ambang
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batas parlemen 2,5%) . lalu saat Pemilu 2014 dan 2019
PBB semakin sulit bersaing dengan partai-partai besar
lainnya dan gagal mendapatkan kursi di DPR,
menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam
mempertahankan dukungan pemilih.

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai
politik yang berideole lam Moderat.2® Hal ini

terpotret sec~+~ i~las A ~oon PYR -oknj berasaskan
Ketuhanan® g" JEl. iliwaao.  1yangadil dan
beradab, t a un Indonesia,  ‘rckyatan yang

dipimpin h Fkmnah kebija. 2an dalam
permus 7. an/ °rw~ki m, dan k¢ 'an sosial

bagi se. h caky t r lciesi Se 1 .a, prinsip
i 3

perjuangar. tai ™" 3 a alal per bdian kepada
Allah Subl i wa Ta’ala, 2 njung tinggi
kebenaran T 7 £ an keadilan,
menjaga persdtudil, Lenur KKarl persaudaraan dan

kebersamaan sesuai  ucagan  nilai-nilai  Islam
Ahlusunnah Waljama'ah.?!, Juga, secara tegas PKB
metiyatakar. iderticasnya ‘sebagai ‘partai Nas.cnalis,
Agamis dan Humanis dengan Watok Pastai Moderat,
Toleran dan Adil .22

PKB pada semula dalam mewujudkan tujuan
politik mengusung prinsip politik rahmatan lil alamin
yang berarti tujuan politik PKB adalah untuk menyemai

230 Nadia Bulkin, Indonesia’s political parties, Oktober, 2013, Islamic Parties,
diakses https:/ /web.archive.org/web/ 20210814010312/
https:/ /carnegieendowment.org/2013/10/24/  indonesia-s-political-
parties-pub-53414#PKB

21 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Bab II Asas dan Prinsip
Perjuangan Pasal 4 dan 5

232 Jbid
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dan menyebarkan rahmat serta keselamatan bagi
seluruh alam semesta tanpa terkecuali.?® Meskipun
PKB merupakan partai berbasis agama, namun PKB
memilih jalan ideologis bukan saja untuk kepentingan
NU dan Islam, melainkan untuk kepentingan bangsa
Indonesia secara keseluruhan.

Buah pikiran ini tentu saja tidak serta merta lhir
begitu saja, melainkan lahir atas pijakan para pendiri
partai PKB. Abdurr~ » Wahid merupakan pendiri
PKB. Par*~* -~n¢ di=t =2d> ~mol reformasi tahun
1998 inir ur {Parwa ponan g lahir dari rahim
NU.Abd 1 ianWahidyang  “1.umasih menjabat
KetuaUr 1PBN J Pens usBe.  'ahdatul Ulama)

meni- i >Hhse itra' ve tai ni. 2>a. hman Wahid
telah wworjue gl f oso dar  a  erjuangan ini
sejak la. Se € 1li  ilt  yang luas dan
gagasann 'a  vak diartikulec a  (lingkungan NU,
Abdurral T e 7 an kader terbaik
yang dimuiki 1NU k. merupakan keturunan

langsung dari penau: U, K. H. Hasyim Asy'ari.
Melglui kepemimpinannya di organisasi; keagamaan
INU, Abaurranman Weahid tidak hanya r ajixl rmielahirkan
atau memperocanyakiide-idie kreatif melalui tulisan dan
penggalan pidato, tetapi juga mempraktikkannya. PKB
merupakan salah satu partai politik yang dapat
menjaga komitmen Indonesia karena berkomitmen
penuh terhadap kelangsungan eksistensi bangsa
berdasarkan prinsip dasar ideologi Pancasila.

3 Hasnu, Firdaus Syam, Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi
Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. Syntax Idea, Vol. 3,
No.7, Juli 2021 Vol. 3, No. 7, Juli 2021. Hal 1629
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Abdurrahman Wahid menggarisbawahi, bahwa
PKB mengedepankan kepentingan nasional sekaligus
berupaya menyelaraskan hukum fikih dan hukum
nasional, maka hal itu merupakan perwujudan hubungan
politik dan agama yang bisa berjalan beriringan.

Sebenarnya pikiran-pikiran tersebut sudah sejak
awal bisa ketemukan pada Abdurahman Wahid. Dalam
Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid, ia membahas

konsepsi Islam tentange 'm negara dengan sangat
rinci. Ia ju= e ko momdomcan mengenai
budaya, po ., ACpi, wvinvauae  dan mungkin
yang paling e .ng kemanusi.  v.ng kemudian
dicirikan de  in plv a itas. © 1ak n.  herankan jika
Abdurr- 1  Wat 4 p~dé Er Orc o mewakili
sejumlai.  >r rang ya ¢ < vere md a1 _elanggaran
hakasasim. day - & uki 1per intah Soeharto
saat itu. Ab'u. man Wahid r n  as keterkaitan
antara Islam o ik r  claskan bahwa
ajaran Islam untuxk menen®  Negara tidak memiliki

landasan yang kuat. isiaut menempatkan prioritas
tinggi untuk mengnamkan, prinsip-prinsip; keadilan
untuk inenciptakan masyarakat yang f,e',ah:cra. Bagi
Abdurrahman V/ahid, raencédpai tiga tujuan adaiah hal
yang terpenting. Tujuan tersebut adalah: Pertama,
mengutamakan asas musyawarah. Kedua
memperjuangkan dan menegakkan Keadilan, dan
Ketiga, kebebasan bagi warga negara yang terjamin
(alhuriyyah). Abdurrahman Wahid berpendapat
bahwa tujuan bernegara adalah mensejahterakan
masyarakat. Karena itulah pikiran-pikiran Abdurrahman
Wahid mengilhami ideologi politik partai yang
didirikannya. Dalam Statuta PKB wulama sebagai
pimpinan tertinggi di antara fungsionaris partai. Hal ini



menandakan bahwa ulama adalah sosok yang kuat
secara moral untuk mengawal perjuangan politik PKB.
Hal ini juga bisa berarti upaya PKB dalam
mempertahankan prinsip-prinsip agama walaupun
pangdan intelektual tokoh-tokoh PKB tidak menggap
agama harus menjadi ideologi negara.

Namun secara politik PKB memperjuangkan nilai-
nilai agama ialah berfujuan untuk mengintegrasikan
agama ke dalam sis’ rilai nacional. Abdurrahman
Wahid r-ooobir poitocmocine toresebut sebagai

sistem el  a!

(Wi enpagee slam pada status
cita-cita © i dan sumber ir.  >s.. Hal ini terlihat
pada sist  perek n »mia= 7ang «  mbangkan lewat

sister > nka sy~vic 1y ng ¢ <«  oheren tidak

menj.  Hagian la  « jjal n r 1 ibdurrahman
Wahid . ~ga ¢ a an _enti dalam partai ini
karena 1t ° dan kepem’ p n intelektualnya
yang m T e cr  gkat PKB dan
menjalin nuoungan rers’ dr antara Islam dan politik

di dalam PKB. Abduiiaiiman Wahid sangat penting
bagi pertumbuhan, dan perkembangan PXB.

Karena Abduirabman Wahid melngcndalikan
bahkah ' merautuskin keputusen-keputusan  politik
yang telah dan akan diambil PKB, maka visi dan
kebijakan politik PKB akan selalu berada di bawah
bayang-bayangnya. Selain memberikan perlindungan
dan keberkahan bagi ciptaan PKB, Abdurrahman
Wahid mempunyai kapasitas intelektual dan
kemampuan untuk membimbing PKB dalam setiap
keputusan politik atau pengambilan kebijakan yang
perlu diambil. Selain itu, Abdurrahman Wahid
mempunyai reputasi yang kuat baik di dalam negeri
maupun internasional sebagai pejuang kebebasan,
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demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini tentu saja
memberikan kontribusi yang besar bagi PKB. Oleh
karena itu, pengaruh Abdurrahman Wahid terhadap
PKB cukup kuat. Oleh karena itu, PKB akan selalu
menggunakan ideologi Abdurrahman Wahid sebagai
model dan acuan dalam merumuskan kebijakan dan
pilihan politiknya. Di lingkungan PKB, terjadi konflik
yang cukup pelik pada tahun 2008. Tiba-tiba forum
Mahfud MD yang her berpamitan dengan masa
Vomotit-oi 4i Mahkamah

Konstitusi =~ ik nlyaws paiwce norutin para

X M)

depannya s-h~~ni
Ketua DPP K  Partai-partai npertimbangkan
topik yang  ang }2%emt ‘g me.  ai keinginan
mereka 1 neng daran {oi jres ‘1.  1sa. Ketua
Umum a5 Sar 2 B bdt I an Wahid

diduga m<¢ mat ' w1 | ren dersoalan ini.
Muhaimin “sx or akhirnya < o dari jabatan
Ketua Umt — g % akibat rapat

internal terseput. rerrems 1 terus berlanjut dan
berdampak pada dikotuiusasi PKB, khususnya PKB
kubu Abdurrahman Wahid den Muhaimin Jskandar.
Putusarn: * Kasasi - MA " yang rr.ellyatakanl saruktur
kepenguiusan P¥ B akaa kenibali seperti liasil Kongres
Semarang 2005.

Akhirnya, mengakhiri perselisihan tersebut.
Muhaimin Iskandar melanjutkan perannya sebagai
Ketua Umum Majelis Tanfidz dan Abdurrahman
Wahid sebagai Ketua Umum Majelis Syura. Terlihat
dari uraian di atas bahwa Abdurrahman Wahid
mempunyai pengaruh yang besar dalam bagi
perjuangan dan ideologi politik PKB serta banyak
gagasan dan pandangannya yang diartikulasikan ke
dalam perjuangan PKB.



Di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar
PKB menjadi partai politik yang menegaskan diri
sebagai jalan perjuangan warga nahdliyyin. Maka tak
heran bila dalam hampir seluruh pemilu PKB bisa dianggap
sebagai satu-satunya yang dinilai merepresentasikan
kepentingan warga nahdiyyin. Walaupun terdapat PPP
yang juga partai Islam yang memiliki akar historis
dengan UN tetapi dalam kacamata warga nahdiyyin PKB
merupakan yang palir ntik dengan warga nahdiyyin.

Iden*i*~- pa (prlak soe~ lomudian membuat
basis ma 1© 4 I. vaiann ¢ ilu di Indonesia
adalahw 2 .ndiyyin. Basist. ~ »1’KB adalah warga
Nahdlatt  lama "\ 7J). K »na Pi rhasil membuat
platfc ¢ gaig risperi an, mpc . ganahdiyyin
danc A JU. K i nd 1gs g media politik
warga I\ are 2 aya dar °ngurus PKB dan
kadernya . vakan Kiai 1 nasyarakat yang
berlatar I 4¢  ~7 mum, ada juga
komunitas pesantren d -mpaga pendidikan Islam

yang turut menjadi vasis PKB. Juga ada lembaga
pendidikan tradisipnal, seperti madrasahiiglam, yang di
dalainnya teraapat kiai'dan saritri, Serta masyarakat
pedesaan, petani, buruhltani, dan masyarakat local
pedesaan. Basis massa PKB tersebar di seluruh daerah
terutama di daerah-daerah dengan kantong pemlih
nahdiyyin seperti Jawa Timur.

Perolehan suara PKB di bawah Ketua Umum
Muhaimin Iskandar pada tahun 2014 sebanyak
11.298.950 atau 9,04%. Pada tahun 2019 perolehan suara
PKB naik menjadi 13.570.097 atau sebanyak 9,69%.
Sementara di pemilu 2024 suara PKB naik signifikan
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menjadi 16.115.655 suarat atau sebanyak 10.62% suaran
nasional.23

Partai berideologi kanan lainnya yaitu PKB, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada tanggal 23
Juli 1998 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yang
merupakan organisasi. Islam terbesar di Indonesia.
Pembentukan PKB bertepatan dengan era reformasi di
Indonesia, setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang

dipimpin oleh Presider harto®5. Tujuan pendirian
PKB adalah --=*-k Apoilam odoh politik bagi
warga NU 75 ATGian sicaoias da umumnya,

serta untuk  p an aktif dalam |  ~s demokratisasi
di Indonesic KB nr»x iliki -ar idc s yang kuat

dalamt* & lam odeval rar -dia 1t NU, yang
mengea ken i ¢ 0 p nsiy ] _nanusiaan,
toleransi, a. Ku "« I da_emi ertamasetelah
didirikan, yo1c  ‘emilu 1999, © B rhasil meraih
posisi yang © ,ar .- alah satu dari
lima partai teroesar ar inae A

PKB aktif dalam vcivagai kegiatan politik dan
sosial. di. Indonesia. , Beberapa aktivitas ;utama PKB
melipuli:’ mienjad: peserta perilu di [r.donesia sejak
peniilu 1999. Pcitai int telali menunjukkan performa
yang konsisten dalam memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) serta memiliki perwakilan di
berbagai tingkat pemerintahan daerah. Penyusunan
Kebijakan, dengan terlibat dalam penyusunan berbagai
kebijakan yang mendukung pembangunan nasional,
khususnya yang berfokus pada kepentingan umat

Bhttps:/ /nasional.kompas.com/read/2024/03/22 /12094371 / perbandingan-
suara-partai-pada-pemilu-2024-dan-2019-pdi-p-melorot-golkar?page=all

Z5Moch.  Nurhasyim, “PKB: Sejarah Dan Perjuangan,” 2018,
https:/ /www.pkb.id/cdn/download/buku-
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Islam dan masyarakat pedesaan. Misalnya, PKB
mendorong kebijakan yang mendukung pendidikan
Islam dan kesejahteraan rakyat kecil. Pembinaan Kader
dan Pendidikan Politik dengan mengadakan pelatihan
dan pendidikan politik bagi kader-kadernya. Hal ini
bertujuan untuk membangun kader-kader yang
berintegritas dan memiliki kemampuan memimpin

yang baik

PKB berhasil - seroleh kursi di DPR pada
setiap pe~*'-- ~2ci- JQ TIal i oqunjukkan bahwa
PKB mar (°  pluauwuwa: oo dukungan yang
kuat di 1 .gan masyara. 1felalui berbagai
program n ke'ij kan ng a  ung oleh PKB,
terjac > 1gka m resc ah raar sc terutama di
kalai, ~warga N & m syar t cdesaan. PKB
juga be. o ' 1 ner perj gkan kebijakan-
kebijakar ve  mendukung pe i 1indan kesehatan.
PKB tela ’ © ir  ud gian dari koalisi
pemerintanan ar _inac 4, palk di era Presiden

Abdurrahman Wahiu (sus Dur) yang juga merupakan
salah satu pendiri PKB, maupur di era Presiden Susilo
Bamoang Yudnoyono'dan joko Widoco. Kéterlibatan
dalam koalici pemerinitahan . meimberikan PKB
kesempatan untuk lebih  berpengaruh dalam
menentukan arah kebijakan nasional.

. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kemudjian partai terakhir yang memiliki ideologi
kanan yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah
salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia
yang memiliki sejarah dan ideologi yang khas. Partai ini
didirikan pada 20 Juli 1998 dengan nama Partai
Keadilan (PK). Pendirian PK dipicu oleh semangat
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reformasi yang menggema setelah jatuhnya rezim Orde
Baru pada 1998.

Partai ini dibentuk oleh aktivis-aktivis Muslim
yang sebagian besar berasal dari latar belakang dakwah
dan pendidikan Islam, serta dipengaruhi oleh gerakan
tarbiyah yang memiliki akar pada ideologi Ikhwanul
Muslimin dari Mesir. Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan
tidak berhasil mencapai ambang batas parlemen

sebesar 2%, sehingga 2 tahun 2003 partai ini
berubah nar~ ~onja Lrtof Yoo dila= Cojahtera (PKS).
Transformas ar" a8 diociwn we upaya untuk-
memperluas s massa dan me. "<l lebih banyak

kalangan,te  1sukd 1 vanr 1gado,  ‘rategi politik
yang lek i asif. KS»er ias mer ap  ~suksesan
signifikc ~ 2a1 Pe 1l (4,  >nge 1 aih sekitar

7,34% suare. me ' -t in4 ki DPRRI PKS
mengusung . dan misi t menciptakan
masyarakat C @ Jl an  sejahtera
berdasarkan prinsip-prinsi .am. 1aeologi partai ini

adalah Islamisme, yang iencakup penerapan nilai-
nilai Islam, dalam, kehidupan bermasyvarakat dan
bernegara. PKS juga mengusung sernarigat Leférmasi,
deniokrasi, dan anti-korupsi dalam platform politiknya.

PKS dikenal dengan ideologinya yang konservatif
dalam hal keagamaan namun memiliki pendekatan
pragmatis dalam politik. PKS sering dikategorikan
sebagai partai dengan ideologi kanan karena
pandangannya yang konservatif terhadap isu-isu sosial
dan budaya. Mereka mendukung penerapan syariat
Islam dan sering mengambil posisi yang tegas terhadap
isu-isu moral dan etika, seperti menentang legalisasi
pernikahan sejenis dan pornografi. Partai ini
menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan



perjuangan, namun seringkali menyesuaikan strategi
politiknya dengan dinamika nasional.

Dalam urusan kebijakan, PKS mengawal isu-isu
seperti keadilan sosial, pemberantasan korupsi, dan
peningkatan  kesejahteraan =~ masyarakat, = yang
diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
Seiring berjalannya waktu, PKS mengalami beberapa
perubahan strategi politik. Pada awal 2010-an, PKS

sering berada di depan dalam mengkritisi
kebijakan =omer” |, fometomen -ong dinilai tidak
sejalande i Sip ncawnwiuaw sejahteraan umat
islam.Pa i jugadikenalak  >lm mengadvokasi
isu-isu r al de etike 1i me 'akat, termasuk
kamr y ati-k rup<ic nj neg “a = kum.

" seb za p rtai Isl .1 Indonesia
menonjc be: 1 a ivi spc «dan sosial yang
mencerm . deologi merek N ka sering terlibat
dalam k IS AT ndidikan politik
berbasis isiam, serta - .n sosial bagi masyarakat

kurang mampu.?¢ Kegiawan yang selama ini dilakukan
oleh,partai PKS antara, lain berupa kampanye politik
dengan isu-isu - keislamian,” kegiatar: sosial - berbasis
islam, dan pendidikan politik. Hasil dayi kegiatan yang
telah dilakukan partai PKS sangat mempengaruhi
keberhasilan peningkatan basis massa masyarakat
terutama yang berada di kota atau masyarakat urban.

26 Budhy Munawar-Rachman, “Azra, Azyumardi. Islam Substantif: Dialog
Peradaban Atas Isu-Isu Global. Bandung: Mizan, 2000.” no. Icmi (2019):
5031.
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B. Partai Islam Bercorak Kiri
1. Partai Amanat Nasional (PAN)

182

Sejarah Partai Amanat Nasional (PAN) terkait
erat dengan gerakan reformasi di Indonesia. Mereka
terdiri dari individu-individu yang setia pada cita-cita
demokrasi, kebebasan dan keterbukaan. Karena itu,
PAN menjadi jalan bagi masyarakat yang ingin melihat
perubahan sistem politik Indonesia. PAN didukung

komunitas intelektual, asuk akademisi, peneliti,
dan profesicn~1

PAN o7 pllllill poio  sebagai partai
Islam yang 1 .1 di mana mer.  Yapat membantu
membentuk  bijake « rang bih ti.  ~rmative dan
menduk g  >seje terean Se iin 1, N dinilai
sebagal, 21 ang ne « 1 ing cenc ¢ .slamyang
moderat. 1 an v vk ari nunitas Islam
moderat di L esia yang ke 1c 1 mendukung
PAN. PAN « U “ac  ar’ erbasis agama
yang juga 1uc115cucuau] toieratisy, inklusivitas

sebagai pilihan politik.

Hampir sama, seperti PKB, PAN, berhasil
meinbuat “plaform | partai’ politik ueoa(o"ai jalan
perjuangan  warga Muhammdiyah. Karena itu
Muhammadiyah kerap dikaitkan dengan basis massa
utama Partai PAN. Hal ini dikarenakan secara
kesejarahan, PAN tidak bisa lepas dari ikatan ideologis
dengan Muhammadiyah sebagai ormas yang mula-
mula menjadi bapak kandung dari PAN.

Mari kita lihat dalam konteks sejarah, PAN lahir
dalam situasi organisasi Muhammdiyah yang
mengalmi kemajuan baik sosial maupun pendidikan.
Muhammadiyah mula-mula berkonsentrasi terutama
pada bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan.



Namun seiring perubahan situasi sosial politik dari
waktu ke waktu di bawah rezim orde baru, organisasi
ini mulai memilih jalan politik untuk memperjuangkan
isu-isu politik nasional. Muhammadiyah memerakarsai
pendirian partai politik di bawah kepemimpinan Amin
Rais. PAN kemudian tumbuh sebagai sayap politik
Muhammdiyah. PAN didirikan kala itu dengan tujuan
untuk mengambil peran sebagai wakil politik
Muhammadiyah yange verjuangkan cita-cita reformasi.

Tab--~ 1098 y homdiei dom~op prakarsa Amin
Rais, Go w Viiwaiunaun, «» llah Toha, Rizal
Ramli, A r .dasibuan, Toe.  Teiaty, Emil Salim,
Faisal Bxx AM.Fiu va,Z wmrot.  'vin Lie Piao dan

lainn® ¥ gar nara we Pa 2 anat Bangsa
(PAL, *liwal u 1 ¢ dul mg 1 ajelis Amanat
Rakyat . ~ai - s i g aka >rormasi saat era
Presiden “o.  ‘o.

Sec T T Ik ,u0  enjunjung tinggi
dan menegakkan keaau! rakyat, keadilan, kemajuan

material, dan spiritua.. Cita-cita partai berakar pada
moral . agama, | kemanusiaan, dan ;kemajemukan.
Selebihnya, PAN menganut prinsip honsektarian dan
riondickriminatif. Untuk terwujudnya indongesia baru,
PAN berani melontarkan gagasan wacana dialog
bentuk negara republik federasi sebagai jawaban atas
ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog PAN adalah
keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga

27"Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 15: Partai Amanat Nasional
(PAN)". Kompas. 12 Maret 1999. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-
05. Diakses tanggal 22-12-2024 via Seasite.niu.edu (Center for Southeast
Asian Studies, NIU).

https:/ /web.archive.org/web/20170104094508 / http:/ /www .seasite.niu.e
du/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/15pan.htm
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rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan
sebagai warga bangsa.2

Secara ideologi partai ini menganjurkan bentuk
Islam yang demokratis, toleran, dan moderat. PAN juga
menyoroti pentingnya pembangunan keadilan sosial,
dan kesejahteraan bagi masyarakat. Asas yang dibawa
PAN adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang
Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam.29Bahkan di
pasal 6 AD/ART PAM ebutkan bahwa identitas

partai PAN ~-~'-h (Gaiminas t~f oo menjunjung
tinggimorali 19 , Kiiwaiwowawno v emajemukan.
Pada: 1 .nun 2000-an, i “niuncul sebagai
salah satu I 1atan > littkk n me. ' wadah bagi
masyars - hamr naawa .S aga Do 7ang lahir
secara + it ata p 1 a a ! uha 1 .yah maka
Muhammac " s ° ; b -pa isin.  pada agenda
politik PAN . ikian juga P# , N juga kerap
meminta ma © 7 s 42 [uhammadiyah
dalam mengemoangkan .orm  partainya. Oleh

karena itu, meski tican memiliki afiliasi formal,
Muhammadiyah dan. PAN memi'iki ikatan ideologi
dansejarah yang kuat. FAN berapaya menjad: platform
poliiik gagasan'dan cita-cith . Muhc¢mmadiyah dalam
kerangka politik Indonesia. Demikian juga Muhammadiyah
membawa pengaruh yang besar bagi jalan politik PAN.

Dalam perjalanan politik Indonesia, PAN telah
memposisikan diri sebagai partai yang berdedikasi
pada demokrasi sejak awal berdirinya. Hal tersebut
terlihat dari upaya PAN berkoalisi dengan berbagai

238 Ibid

29 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional
Hasil Kongres IV PAN di Bali Tahun 2015. BAB III Pasal 4 Dasar dan
Asa Ayat 2
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faksi politik dan menumbuhkan kesepahaman dalam
proses legislasi. Sikap inklusif PAN juga terlihat dalam
upayanya memenuhi berbagai tujuan dan kebutuhan
kelompok sosial dan ekonomi yang beragam di
Indonesia. Hal ini menurut Muhammad Najib tidak
lepas dari kesejarahan, bahwa PAN lahir atas situasi
politik runtuhnya orde baru, krisis multidimensional
dan gerakan reformasi yang dipimpin Amin Rais
sebagai lokomotif.

PAN homips gpome fommen omerys membangun
masyaral @  (@uwiowincaws  berdasarkan cita-
cita luht n _ara Indonesia.  ~tcka berpendapat
bahwa | ajuar wuatu ~>egara  »engaruhi oleh
kebii- a n v dtuk r °nj njur i nilai-nilai
mora. 1 spi tu | s ta csem g .an ekonomi
kerakya. Ur ' n mp kve masyarakat dan
meningki tk  ~raf hidupma: r tIndonesia, PAN
mendukt oo el .»"  ro rakyat yang

mengutamakan Keseian .1 petaru dan nelayan serta
pemberdayaan usaha ~ccit dan menengah. Mereka juga
menggarisbawahi betapa, pentingnya bagi Indonesia
untuk’ niengernbangian inirastmklurhyal sccara adil
guna mendo-ong ekspansi ekoriomi jangka panjang.
Tujuan PAN secara keseluruhan adalah menciptakan
keterkaitan antara cita-cita masyarakat Muhammadiyah
dengan tuntutan modernitas, demokrasi, dan globalisasi.
Dari semua partai Muslim, PAN merupakan satu-
satunya partai Muslim yang memiliki perwakilan di
majelis rendah dari Papua, dan partai ini juga telah
mensponsori beberapa kandidat Kristen. Sejak tahun
1970-an, partai-partai di Indonesia telah dikategorikan
sebagai "Islam" atau "nasionalis-sekuler," tergantung
pada apakah partai tersebut secara eksplisit
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mengidentifikasi dirinya sebagai partai Islam dan
mendasarkan kebijakannya pada ajaran Islam. PAN
menolak dikotomi Islam-sekuler standar ini, dengan
mengklaim sebagai partai "terbuka" yang didasarkan
pada filosofi nasional pluralis Indonesia Pancasila. PAN
telah mendukung koalisi yang berkuasa di bawah
pimpinan Yudhoyono sejak tahun 2004. PAN waktu itu
dipimpin, Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum, yang

pada kala itu juge njabat sebagai Menteri
Koordinator  ®ide: Powoliomoaaing  [ndonesia.
Peruntungar e’ 1 I1..u¢ cunup o il sejak tahun

1999.Partai: n .ienangkan46 k 1clam pemilihan
legislatif tek 2009.” 0 Xarer amba.  atas elektoral

pencalo- side tab'mn 01 lebi t.  daripada
tahun-ta s belt nt ~ ak di u 2014 PAN
bergabung be ' 1 i der_an tai-partai lain
untuk mem n.  -varat pencale n  esiden. Tahun
2014 PAN b : s i serti Gerindra,

Golkar, PK>5, rrr, 1em: ,dan rpB PAN yang
mengusung Prabowo Juuianto-Hatta Rajasa. PAN
telah bersaing dengan PKS untuk mendapatkan suara
dari kaum ‘Mushm kelas meriengah pcr;cotlaan. Juga
bersaing dengan PKB dan PPP yang cama-sama berlatar
partai Islam untuk berebut suara komunitas Islam
moderat di perdesaan maupun perkotaan. Pada tahun
2014 PAN dalam pemilu electoral memperoleh suara
9.481.621 suara atau 7,59% suara nasional. Di Pemilu
tahun 2019 suara PAN memperoleh suara 9.572.623
suarara atau sebanyak 6,84%. Sementara di tahun 2024

240 Nadia Bulkin, Indonesia’s political parties, Oktober, 2013, Islamic Parties,
diakses https:/ /web.archive.org/web/20210814010312/
https:/ / carnegieendowment.org/2013/10/24/indonesia-s-political-
parties-pub-53414#PAN
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suara PAN naik menjadi 10.984.003 atau sebanyak
7,24% suara nacional 2! Dalam prakteknya, partai islam
di Indonesia yang menganut ideologi islam namun
memiliki pandangan nasionalisme dan pluralisme
(penulis sebut berideologi kiri) adalah Partai Amanat
Nasional (PAN). PAN memiliki sejarah yang panjang
dalam perjalanan partai politik di Indonesia. PAN
didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 oleh beberapa

tokoh reformasi. P ini pada mulanya adalah
kelompol- 4~ r altiin =ofoaqgi yang disebut
Majelis £ 0 akyao wvaiaaus, g juga memiliki
kontribus a .n meruntuhka. 11 orde baru yang
saatitud  apin&reharto arape. PANsalahsatu
yakn® 1 [Rai sete'al me untu X« zim Soeharto
mere. ~a.hn lajtl nt rap ¢ imasi mereka
dengan mbe - p rtai ber  Majelis Amanat
Rakyat (I1-.  adalah gabur 1 i anggota PPKS
Yogyakai Lo @ adiyah, dan juga
kelompok tevet. aiam -ah ran dibentuk tanggal

22 Juli tahun 1990, pada saat itu Amien Rais
menandatangi, pertemuan, yang: dilaksanakan di hotel
borooudur. Di sana Amein Rais dan gdofnpck di atas
mwembahas niengenai situasi pelitik terkini, dan dari
diskusi tersebut diputuskan agar mulai bersiap untuk
pendirian partai.

Partai tersebut pada awalnya memiliki nama
sebagai Partai Amanat Bangsa (PAB), namun
kemudiaan diubah menjadi partai yang kita kenal
sekarang yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Partai
ini didirikan oleh 50 tokoh nasional seperti: Amien Rais;

21https:/ /nasional. kompas.com/read/2024/03/22/12094371/ perbandin
gan-suara-partai-pada-pemilu-2024-dan-2019-pdi-p-melorot-
golkar?page=all
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Faisal Basri M. A, Hatta Rajasa; Goenawan
Mohammad, Rizal Ramli; dan lainnya. Pendirian partai
ini disah kan pada tanggal 27 Agustus tahun 2003.
Sebagai partai politik yang didirikan setelah masa Orde
Baru, PAN berambisi membawa perubahan di
Indonesia dan menggantikan sistem pemerintahan
otoriter Orde Baru.

Tujuan partai ini adalah menjaga kedaulatan

rakyat, keadilan, kemai raterial dan spiritual, serta
menghorma*’ -='ai- s~~~ lee-qnysiaan, dan
pluralistik. o aka Liav ¢ sarkan  pada
pengesahan . -20. UML.06.08 ¢.  Departemen Hak
Asasi Maru  pade tingga’ 7 Ag. - 2003. PAN,
partai ¥ 3 unct di oe gt jung e.  +de Baru,
didirika.  nganr »nH A~ se ang n _.nesia baru
untuk mei. tik 1 a2 3a _eme tahan otoriter

yang kenta ¢ 2 Orba. Tuju' n  adalah untuk
mempertah: ’ g7 ! wlatan rakyat,
keadilan, materiai, aan ke .an spiritual. Selain itu,
nilai-nilai religious, huniiaiu.y, dan pluralisme menjadi
dasar ideologi partai, Sementara sebagian bgsar PAN
meligar.ut prinsip rionsektariarn dan nun~c4isliriminatif,
ini "adaldh partai derigan |prinsip "Akhlak - Politik
Berdasarkan Agama yang Membawa Rahmat ke
Sekalian Alam".242

Dengan berdasarkan pada prinsip itulah, PAN
menjadikan agama sebagai fondasi moral dan etika
bangsa dan negara yang menghargai martabat manusia
dan pluralisme. Mereka berjuang untuk kemerdekaan
rakyat, keadilan sosial, dan kualitas hidup bangsa yang
lebih baik pada saat itu, karena Amien Rais adalah

242 https:/ /pan.or.id /sejarah-pan/
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pemimpin Muhammadiyah pada masa itu, tidak sedikit
orang yang mengira jika PAN adalah partai
Muhammadiyah.

Meskipun politik islam masih memiliki peran
yang penting dalam membentuk sikap serta perilaku
politik rakyat Indonesia.?? Tetapi seiring berkembangnya
waktu persaingan antar partai semakin sulit. Karena
perubahan zaman pula banyak partai politik yang

melakukan pendek=~ dengan pemilihnya melalui
platform =~~~ s . Mom~lbne~- —oncitraan, berarti
melakuka o Miwwauaowon erkesinambungan,
melakuke e aikan dari wak ~ »vraktu.3 PAN pun
melakuke 1alter e ut, te »idai.  mplementasinya
banv. y ;ber agg~p: 1ji aPA 1. i melupakan
ideoi.  slemny .1 ' aen wsuk r (egori sebagai
partaiisle.  i.K 1 2 gk ime cutartis-artisuntuk
mendapa‘kc  ara dari para. r 1, padahal secara
ideologi U " b z' amaan. Menurut
data penenuan, senaaxkn: nyak Komunitas artis yang

memilih menjadikan 1 v sebagai kendaraan politik.243

Pada AD/ART PAN pasal 19,ayat 1. Pi dalamnya
mnembahas mengenai siscemrekrutnmen kader yang ada
ai partai PAN bersifat terbuka. dengan keanggotaan
yang bersifat terbuka. Namun karena kebijakan
keanggotaan ini bersifat subjektif dan unilateral, maka
Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan
untuk menyetujui atau menolak permohonan anggota
yang tidak mempunyai klasifikasi baku tertentu. Hal
tersebut menimbulkan masalah baru yang menyebabkan
banyak anggota kader PAN dipandang sebelah mata

23 Muhammad Irfan Dhiaulhaq, Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat
Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis, Prosiding Seminar
Hukum AktualDinamika dan Tantangan Pemilu 2024, him 163
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dan tidak menerima kesempatan yang seharusnya
mereka dapatkan. Anggota kader yang seharusnya
memimpin dalam pemilihan umum telah dipinggirkan
dan tidak menerima perhatian yang seharusnya mereka
terima. Hakikat kader di Partai Amanat Nasional (PAN)
dipengaruhi oleh isu-isu yang dihadapi dalam
pengembangan kepribadian kader elit.

Dengan demikian, anggota PAN yang seharusnya

berfungsi sebagai wajak vartai dan mewakili nilai-
nilainya, mo=ia: ar~inslic~ai ~loh kehadiran
legislator p 187 aiig sciwwns | natian publik.
PAN harus 1 .kukan tindak.  oerbaikan yang
menyelurvh  atuk - wagate masa  ini. Pertama,
PAN pr mpe ua+  dse selc sy~ evaluasi
calon k¢ crite a2 1 ihrus e ckan pada
pengabdiai.  'a i > i art , ko men terhadap
kepentingar 1.  arakat, dan i+ g s. Partai juga
perlu menir ’ © Tar 4t an pendidikan
bagi calon kaaer senineea _Ka memahami ideologi

partai dan mampu mewanuu partai secara efektif.
Selanjutnya, partai. PAN dapat memperkuat
pariai ‘sckolah sebagai’ saraha pcmbentulkaa dan
pengembarigan Fader-trader! yang berkualitas. ‘Partai
sekolah dapat memberikan program pelatihan dan
pendidikan komprehensif yang mencakup topik-topik
seperti  kepemimpinan, pemahaman ideologis,
manajemen partai, dan keterampilan politik lainnya.
Dengan partai sekolah yang efektif, partai PAN dapat
menghasilkan kader-kader yang memiliki kualitas dan
kompetensi sesuai dengan visi dan misi partai.
Tantangan yang dihadapi dalam membawa partai.
Oleh karena itu, partai PAN perlu melakukan
kampanye internal yang efektif untuk meningkatkan



kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih kader
berdasarkan kemampuan dan kemampuan, bukan
hanya popularitas. Dengan mengambil langkah
perbaikan dan pemulihan identitas kader yang
sebenarnya, partai PAN dapat memperkuat kadernya
dan meningkatkan kepercayaan publik. Ini akan
membantu membangun partai yang lebih kuat,
memiliki kader yang berkualitas, dan dapat lebih
mewakili aspirasi m~ “kat244,

2. Partai Ur 4t
Sel¢ P .\, partaiyangc.  -as oleh Amien Rais
muncul « gan I"te - bel- ang a  hasil Kongres V
PAN 1 ilaks nak»n 1k taKi»a ada Februari
tahus 20 Par i 1w at i d i . pada tahun

2021, a.  oen UG 1§ rtai umumkan pada
tanggal 1 ©».  ~r2020, didirik  ;  atanggal 24 April
2021, terc S 1 tr -al 25 April 2021,

dan terdaitar secard res ada wnggal 29 April 2021
(Ramadhan 1442 duiyawakan dan disetujui oleh a
Keputusan Menteri Kehakiman Repuhlik Indonesia

ada tanggal 20 OKtober 2021. Mesk;puln xemudian
partai’ ummet menriliki Ideologi yang berteda dari
partai induk nya yakni partai PAN. Namun, pilihan
ideologi yang berbeda bukanlah masalah utama
tentang asal-usul faksialisasi, karena diskursus
ideologis sejak awal tidak tampak mengubah dinamika
faksi dalam partai. Meskipun partai Ummat relatif baru,
figur Amien Rais tetap diperhatikan, karena untuk
generasi 1990-an, figur Amien Rais sebagai lawan dari
Orde Baru tampaknya masih kuat melekat dalam

244 Tbid
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ingatan kolektif masyarakat?$5. Secara alami, dampak
kepribadiannya masih tertanam di banyak lapisan
orang-orang sezamannya dan setelahnya.

Partai Ummat ini masuk pada kelompok islam
kiri karena partai ummat sendiri berasal dari partai
PAN. Karena adanya konflik yang terjadi pada partai
PAN. Yang dimulai pada pemilihan ketua PAN:
Perselisihan antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan

dimulai dengan pemil®  ketua PAN untuk tahun
2020-2025. A= R Lenmomo tolok senting dalam
PAN, menc ur  .dliacias caweae sebagai calon
chairman, y ; narapkan dapa  'mjaga PAN dari
keterlibatan ~ lam r »1 erin* an. N\ m, meskipun
Amien " s ondt wung N alfc chri Tar », Zulkifli
Hasana. 2y me ar ; a m >mil n _twaumum
PAN.Pemc  kar © t | mn it

Amier k. 'anloyalisnya: n  iskan mundur
dari PAN de At sebagai partai
saingan yang lepi sesudi gan pandangan politik

mereka. Konflik antara Auuen Rais dan Zulkifli Hasan
dalam kenteks PAN meliputi perbedaan, dulungan
dalam pemilihan ketua umum, perbeaaan pllimip dan
sikap politik, dan terakhir, peibedaan pernilihan ketua
umum.

245 https:/ /id.partaiummat.id / ?page_id=26
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BAB IX
PERGESERAN IDEOLOGI: REALITAS POLITIK
DAN PILIHAN PRAGMATIS

A. Pilihan Politik Dan Pragmatis

Ideologi adalah konsep yang kompleks dan beragam,
ideologi suatu komunitas sosial memainkan peran sentral
dalam membentuk buah pemikiran dan tindakan manusia,
baik dalam konteks sc ekonomi maupun politik.246
Dalam kontelke naliti'  plno1 macul ke dalam instrumen
tujuan berse  pr pc . DHagipartai politik
Islam prine p sip Islam b.  vi menjadi yang
melatarbelal g1 penhentu’ n, ke san dan tujuan
politikny P i-par iilsan im diasa va  mperjuangkan
penerap.  la nilai sk r 4 am verbe ¢ ck kehidupan,

seperti huk. ~ ~kor =~ > al, c mb  ya. Mereka sering
membawa i1 n ke dalam ins” 1 tasi politik untuk
mendorong ' s ¢ an ajaran agama

Islam dan nlCLLlPLULLlUDLL\dV Ntiao 1o:am dalam pohtik

dan pemerintahan. Pai artai Islam ini memiliki ciri

e
khas yang bervariasi, tetapi umumnya bertpjuan untuk
meinpejuangkan. Kesejafitéraan ‘wirhat | nwuglim  dan
menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam, konteks politik
dan sosial.

Partai Islam adalah organisasi politik yang mencita-
citakan prinsip-prinsip keislaman terakomodir dalam
pembentukan kebijakan maupun tujuan politik bernegara.
Partai-partai Islam ini biasanya berusaha menerapkan

nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan,

26 Yeby Ma'asan Mayrudin, Dnamika Partai Politik Dan Positioning
Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-
Partai Politik Peserta Pemilu 2014, Journal of Governance, Volume 2,
Nomor. 2 Desember 2017
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termasuk hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.?*” Mereka

memperjuangkan kepentingan umat Muslim dan

mempromosikan identitas Islam dalam politik dan

pemerintahan. Secara umum, partai-partai Islam ini

memiliki beberapa ciri khas:

1. Landasan Ideologis: Partai-partai Islam berdasarkan
pada interpretasi agama Islam sebagai fondasi utama
dalam menentukan kebijakan politik mereka. Mereka

sering merujuk pada ip-prinsip Islam, seperti
syariah, kead?'~= ~0¢’ olid~=itan oot dan moralitas
Islam dalar e nbaigian paae 1 politik dan

menjalankar  r rintahan.

2. Diversitas'c  ogis: " I skiptr semu..  berakar pada
Islam, t oarte Isi mwr d.orat e i variasi
ideology.  ~g elas Ac | a ai-) wrtai 1 .engusung
Islamisme, ™ ¢ U ng | ‘rapan syariah
secara langs .. ~lam pemerin’ a 1da juga yang
menganut s t usaha untuk
berkolaborasi aengan vem«  ih yang ada.

3. Organisasi dan Struktu.. i artai-partai Islam biasanya
memiliki, struktur jorganisasi  yang kuat, jtermasuk
jaringar: kelembagaan di tingkat lckal, regilonal, dan
nasional. Mereka sering memiliki basis dukungan yang
luas di kalangan umat Muslim, baik dari kalangan elit
maupun dari rakyat jelata.

4. Aktivisme Sosial: Selain berpartisipasi dalam proses
politik formal, partai-partai Islam juga sering terlibat
dalam aktivisme sosial dan amal. Mereka mungkin
mendirikan lembaga pendidikan, amal, kesehatan, dan
keagamaan untuk memperkuat posisi mereka dalam

247 Soly Gloria, “Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik di Tempat
Kerja,” Journal of Politica Governo. Vol. 1 No. 1 :February 2024

194


https://nawalaeducation.com/index.php/JOPG/issue/view/9

masyarakat dan mewujudkan prinsip-prinsip Islam
dalam tindakan.

5. Peran dalam Sistem Politik: Partai-partai Islam
beroperasi dalam berbagai konteks politik, termasuk
sistem demokratis, otoriter, dan transisi. Mereka dapat
berpartisipasi dalam pemilihan umum, membentuk
koalisi dengan partai-partai lain, atau bahkan menjadi
bagian dari pemerintahan.24

Namu~ *~>pa’ | mowinlama= —oljtik partai-partai
Islamdilnd  si AK'Ciw s smngy 2karang diwarnai
dengan dine k .deologis yang , 1y surut. Awalnya,
partai-parta | lahir d ngar ~mang  emperjuangkan
agenda 1 lisas sy-rii . lam A kehidupan
masyare.  Jaine ari 2 ] ali iter r dari berbagai
gerakan pc Isl 1 1 asa <olo |, seperti Sarekat
Islam dar hammadiyah. y ; menyuarakan
penerapan b I o7 aspek kehidupan.
Istilah ideologl 11 menva  ada sistem gagasan yang

dapat digunakan untuk .i.ciasionalisasikan, memberikan
teguran, . memaafkan,  menyerang, . atau, ymenjelaskan
keyakirian, kepercayaari, tiriclak, ataa pengatllran kultural
tertentu.20 ' Banyak pemikil | polittk Islam mengklaim
bahwa Partai AK Turki merupakan model bagi semua
negara Islam lainnya dalam bidang “Islam politik” .25

28 A, Bakir Ihsan, Corak Ideologi Partai Politik Islam, Jurnal Review Politik,
Volume 07, Nomor 01, Juni 2017

249 Bahtiar Efendy, Islam and the State in Indonesia: Munawir Sjadzali
and Development of a New Theological Underpinning of Political
Islam, Studia Islamica. Vol 2, No 2 (1995)

20 David Kaplan and Albert A. Manners, in Teori Budaya (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 1999), 154.

%1 Nazmul Islam Dkk, “Toward Islam Through Political Parties, Ideology,
and Democracy: A Discourse Analysis on Turkey’s AK Party, Tunisian
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Meskipun  demikian, partai-partai  Islam  harus
mengembangkan model pembangunan politik mereka
sendiri yang sesuai dengan demokrasi dan menjamin
“kesetaraan, keadilan sosial, partisipasi, kedaulatan, hak
dan kebebasan. Termasuk di negara seperti Indonesia harus
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk terus
survive bersaing di dalam arena politik kekuasaan.
Menghadapi realitas politik dan perubahan konteks

sosial politik Indonesia, di pergeseran sikap di
kalangan part~* =~~tai ar - Pobkoeom=o partai mulai
membuka dit & 4p s e mokrasi dan
pluralism.22 Pe s unini dilatarbe.  ~g! oleh berbagai
faktor, sepert:  jagale verak  poli.  lam di masa
lampau, d@ 1  refc ma<i 7 98 rang ¢  ‘ka ruang
bagi demc i lan oIt ¢ € e, erta ¢ _aran akan
pentingnya p. mar ' 1 s di teng  keberagaman
Indonesia.?® Pe <t~ rtai Islam harr n  iliki ability dan
kemampuan u ’ ar’  .p  san pada saat
keadaan ekonomu seaane n2"  .au wrun atau kondisi

masyarakat sedang mengaiauu arus perubahan politik
modern. ‘ }

I'ada ‘mulanya - poutik' 'di’ Inacnesia denantiasa
diwartiai ol=h peran partai-patiai Islem yang memiliki
pengaruh dalam lanskap politik nasional.2* Sejak era
Masyumi, Parmusi, Perti, PSII dan NU di awal-awal pasca

terbukanya demokratisasi di negeri ini. Namun kini dalam

Ennahda, and Bangladesh Jamaat-e-Islami. 25 (1). Hal 26-51.,” in Jadavpur
Journal of International Relations. vol. 25,1, n.d., 26-51.

252 Macmudi, “Discipline of Fear,” in Islamising Indonesia, 178-192, n.d., 12-18.

253 Rahmat, M.I., Nurdiansyah, O. “The Ideological Shifts of Islamic Parties
in Indonesia’s Democratic Transition.,” in Journal of Islamic Studies, vol.
31, 2 vols., 2020, 181-207

B4Anies Rasyid Baswedan, “Present and Future Trajectory. Asian
Survey.,” in Political Islam in Indonesia, vol. 44, 5., 2004, 669-90.
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perjalanannya memudar dan berubah memilih jalan
pragmatis. Kini pergeseran tersebut menjadi salah satu isu
penting yang kerap menjadi sorotan adalah pergeseran
ideologis yang terjadi di kalangan partai-partai Islam
tersebut. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan
transformasi nilai-nilai yang dianut, tetapi juga
mencerminkan upaya partai-partai Islam  untuk
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan

tuntutan masyarakat y- 'inamis. Ideologi merupakan
hal terpentir~ =g < l? ~otam =oetad politik.

Ketide 42 Gwo  nepupue  ideologi  dalam
memahami« 1 _ngarahkanrea.  ~aalah faktor utama
terjadinya =~ zesere1 ideo' i ata 'eological shift.
Istilah i H]  ini nen~ac . p da s te.  agasan yang
dapat a.. akmu tu 1 asi 1alis <, memberikan
teguran, 1. ~afl 1 1wye mg, -au menjelaskan
keyakinan, I =~ vaan, tindak, - u  agaturan kultural
tertentu.25F "7 A ad  Hihpragmatis dan
sekuler dalam penaexaran ak merexa.?® Mereka kini

fokus pada transmisi ruai-iilai Islam melalui kebijakan
negara dibandingkan berupaya mendirikan negara Islam
dengan’' menerapxan' syariac Islam" secara testai. Selain
karena perlawanan dati korhunitas plurglis yang cukup
kuat dan tekanan agenda politik pemerintah untuk tidak
terjadi ismalisasi ke dalam politik di Indonesia.

Dinamika ideologis ini mencerminkan upaya partai-
partai Islam untuk tetap relevan dalam konteks Indonesia
yang majemuk dan menghargai kebhinekaan. Adaptasi ini
dilakukan dengan berbagai cara, seperti merumuskan

255

256

David Kaplan and Albert A. Manners, in Teori Budaya (Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 1999), 154.

Zuli Qodir, “Post-Islamism and Legal Reform,” in AHKAM, The
Challenges and Future of Political Islam in Indonesia, n.d., 281-99.
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kembali platform politik yang lebih moderat, menjalin
koalisi dengan partai politik lain, dan aktif dalam berbagai
kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pergeseran ideologis
partai-partai Islam di Indonesia telah menarik perhatian
banyak pakar dan pengamat politik. Mereka menawarkan
berbagai perspektif untuk memahami fenomena ini. Para
ahli telah secara luas mengamati dan mendiskusikan
dinamika ideologis yang dialami oleh partai-partai Islam
dalam beberapa tahun tere’

Menurut = ~~":apr , hobrin moiad partai Islam di
Indonesia telal e dN. porucaneas nifikan dalam
ideologi dan st ¢ politik mereka. il diungkapkan
dengan menirg 1ya or e tasir gmati > penyesuaian
terhadap k' ¢ an p itik ye ;g . >rker be  Selain itu,
Muwaffiqr. ~ “22)1 er « n kar csahv  sc .gian besar
partai Islam di mnes r le ung men  umi pergeseran
menuju arah ya~g "~ moderat,den. 1 1ekankan pada
isu-isu kebang ’ e . nun, pendapat

yang berbeda juga muncui. ses yang aiungkapkan oleh
Faishal & Romel (2015), yaiy berargumen bahwa ada
beberapa vartai Islam,yang iustru semakin menguatkan
narasi Islam Konservatif darn menegaskan diti sebagai
pembeia nilai-nilai. Islan) tralisional. Sementara itu,
menurut Salie & Dwi (2020), ada pandangan yang
menyatakan bahwa pergeseran ideologis ini merupakan
respons terhadap dinamika politik internal dan eksternal,
termasuk tekanan dari kelompok-kelompok lain dan
perubahan sosial di masyarakat.

Menurut Andi Bayuni Syukur, pergeseran tersebut
merupakan bentuk penyesuaian diri partai-partai Islam
terhadap tuntutan zaman dan upaya untuk memperluas
basis pendukung. Di tengah dinamika sosial politik yang
terus berkembang, partai-partai Islam perlu beradaptasi
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agar tidak tertinggal. Salah satu caranya adalah dengan
membuka diri terhadap nilai-nilai demokrasi dan
pluralisme, serta fokus pada isu-isu yang lebih luas dan
menyentuh kepentingan masyarakat secara umum.2?
Konsep post-Islamisme menekankan peralihan dari tujuan
berdirinya negara Islam ke nilai-nilai agama yang lebih
umum seperti keadilan dan kesejahteraan.?®® Tren ini
ditandai dengan fokus pada ide-ide keagamaan secara

umum dibandingkan e 2 politik Islam yang spesifik
sepertilegali~>~* ~var 2 ~taee dmotitgsionalisasi Islam.

Luthfi v il daaacaane 7aberjudul “Islam
and the Secul 't _in Indonesia,” 1 seran ini dari sudut
pandang i rmal p rtai-r tai . » dan proses
demokr: & li Ir .onecia M wuru v, rgeseran ini
dipenga ~ leh d ¢ n<a nter artai, seperti
perdebatar: log " 1 e ebt ank  1asaan. Selain itu,
proses der~c. ‘sasi yang * n ka ruang Dbagi
partisipasip "7l uac  endorong partai-
partai Islam unwuxk merur an prauorm politik yang

lebih moderat dan inklusw.~~ Berdasarkan ideologi, Partai
memaksakan program politiknya, vang menjadi program
kerja ftyata yang 'dapac’ dirasakai dar. ‘dinikmati
masvarakal.20 Ideolog! digunaker. sebagai arah atau
tindakan dalam menghadapi permasalahan yang ada di
masyarakat. Di dunia saat ini, terdapat tren yang sangat
kuat dan minat terhadap demokrasi yang semakin

%7 Syukur, A.B., “Transformasi Ideologi Partai Islam Di Indonesia.,” in

Jurnal Wacana Politik, vol. 3, 1.,n.d 2018, 1-12.

28 Endang Turmudi, “Endang Turmudi. Islamic Twists and The Decline of

Islamism In Indonesia,” in Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 15,
3., n.d., 162-72.

259 Opcit
260[mam Yudhi Prasetya, “Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik.,”

in Jurnal IImu Politik Pemerintahan, vol. 1, No.1. 2011, 30-40.
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meningkat. Dan hal ini merupakan kekuatan pendorong di
belakang hampir semua pemerintahan di negara-negara
berkembang untuk melaksanakan reformasi politik dan
beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat modern yang
semakin kuat.261

Salah satu partai pada saat sekarang yang menganut
ideologi islamisme adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Parta ini memang sejak awal lahir atas respon kondisi
social politik islam. PK  ut berkontribusi dalam
pertukaran ide~'~~* P°  powemolo= oolqh satu partai
yang diprakar 27 5 Gdin oy >but memiliki
ikatan historic e _an gerakan . = aunul Muslimin.
Mennguti lim 1 Ter > “P ngena “tai  Keadilan
Sejahter: P 1 angs nan C os. ' Yi @ tkar Dari
Ikhwanul . 1. Di” m » e gah bah p .amulanya
PKS bernama . iKe " 1. KS ardi hun1998yang
dalam perakai za. kental dengs I n dan Timur
Tengah. Bahke S y~  ibantu tokoh-
tokoh Ikhwanuui viusiiiin ivie aan 1unur Tengah. PKS
kemudian berkembang mc.yaui partai aktivisme Islam.
Para aktivis PKS sebagian besar bergerek, dari dalam
kampus dan uinuniriya adalal kainpus ainain can dalam
skala ‘terbatas pada lembaga |pendicikan.; Di kampus
mereka mendirikan dan mengelola pengajian yang
diwadahi dalam bentuk lembaga dakwah kampus (LDK).
Menurut Muhammad Nasir untuk membimbing mahasiswa
melalui pembuatan infrastruktur Masjid dan yang lainnya.262

PKS yang merupakan partai berideologi islamisme
berorientasi pada basis massa dan asas. Basis massa yang

261Moch. Muwaffiqillah, 10(2), Pergeseran Ideologi Politik Islam di
Indonesia “.Jurnal Al- Hikmah” Vol 10 No 2 Oktober (2022)): 86.

262 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke
Gedung Parlemen, (Yogyakarta: LKIS, 2008)
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dimiliki PKS adalah jamaah tarbiyah yang berasal dari
beberapa kalngan dengan karakteristik yang berbeda
beda-beda, yang diantaranya militan, terdidik, muda, dan
penduduk kota, serta mempunyai pandangan Islam yang
konservatif dan merupakan hasil kaderisasi lembaga
dakwah kampus. Di sisi lain, secara eksplisit PKS
mengadopsi islam sebagai platfrom partai. Islam sendiri
diposisikan bukan hanya semata-mata konstruksi teologis,
tapi juga menyediakan - okat sosial politik yang tidak
memisahkar ~~*~-a (o '~ =~~~ Maka, tidak aneh
jika PKSser r  ad.oiaos iou we  vacana kebijakan
islam dalam 'k _ai aksi politiki. 3

Menmu  Keku F'amar ‘su, k. 1 PKS mewarisi
organis- 1 ranu Mu-lir n, laka Adc i PKS adalah
konservi  n~e Isla , ¢ d sar nf s .ompas sosial
dan politik " de « t - pcitik  onesia, mewakili
sayap kane» ma yang ber v untuk bersikap
moderat. Se i © ittt ar ng dekat dengan
Ikhwanul Musumin  secar storts, rKS sangat  kritis

terhadap tradisi lokal masyarakat Indonesia seperti tahlil,
tarkin, barzanji, maylid, selamatan, den,ziagrah makam
karena ‘aiasan-aiasan’ niadzhat figh. Karena-itulah PKS
disebut 'sebagai geraian [Tarbiyain dengan ' semangat
memurnikan tahayul, bid’ah, dan khrafat. Oleh karena itu,
PKS menjadi salah satu genre Islam bercorak kanan di
Indonesia. Ideologi Tarbiyah PKS menjadikan parpol ini
sebagai Partai Dakwah yang mengklaim kepentingan
masyarakat muslim Indonesia.2*4

263

Intan Suci Utari, Elektabilitas dan Politik Identitas (Faktor-faktor
peningkatan suara PKS pada Pemilu 2019)

264 Kikue Hamayotsu, The Political Rise of the Prosperous Justice Party in

Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of
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Menurut Cecep Suryana, PKS merupakan partai
yang konsisten berada dalam bidang dakwah sebagai
salah satu identitas politik, bukan hanya dari aspek
administratif seperti tujuan partai politik yang terkandung
didalam konstitusi atau anggaran rumah tangganya,
melainkan juga kegiatan kelompok talbiyah dakwah.
Idealisme ini memungkinkan mereka meresmikan
dakwahnya dalam kerangka gerakan politik konkrit dan

membangun peradaban - 'sia sesuai ajaran Islam.
Semangat dakv =k foljk piricf Ao iof PKSialah agar
gerakandan pr  ar  itin yaoug wwow  partai tersebut
tidak hanya b. i .asi pada kek.  'n, namun yang
lebih penting  tujuar 'ntuk 1emb. 1 peradaban
manusia vv - th b k. rag Pk 5, da w.  erupakan
intidarise.  ~1otiv si ¢ a anyolitik a1 ihkan cikal
bakal partai .. 'ak " 1y de zan akan Dakwah
yang lahir da asi-diskusi ter r <ondisi Islam.
Namun partai tc  ° " iF¥ a' nesia bukanlah
negara Islam, meski ajaran 1si= ulen saja diformalkan.265

Namun ternyata pcijatan politik PKS tidak
sebagaimana dibayangkan,akan mudah, bersaing dengan
partai nasionali maupun ‘partai Islani, nasil viset yang
dilakukan Birhanudin Muatadi inenernukan bahwa: partai
berlambang Padi dan Bulan Sabit tersebut justeru berada
dalam dilema antara teguh di jalur ideologis atau membuka
diri bagi siapa saja. Walaupun capai di Pemilu 2009 PKS
sukses menjadi partai dengan suara terbanyak keempat.
Padahal secara eksplisit Burhanudin mengatakan bahwa,

Islamist Mobilization in a Muslim Democracy, Asian Survey, Institute
East Asian Studies, Volume 51, Issue 5 October 2011

265 Cecep Suryana, Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol

5,No1 (2021)
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PKS tidak seperti partai lain, PKS membina kader dan
simpatizan secara terus menerus melalui kegiatan
organisasi dan aksi-aksi kolektif. Namun demikian
faktanya menurut Burhan PKS juga ingin juga mencoba
menjangkau semua kalangan dengan menyatakan diri
sebagai partai yang terbuka bagi siapa saja.266

B. Membaca Kegagalan PPP Di Pemilu 2024
KPU RI sudah me okan hasil akhir suara partai

hasil Pemile 7024, ™ pot & nowini nolitik yang lolos
ambang bai - e .......c....  treshold) dengan
perolehany = .agam. Partai 1 *Lan Pembangunan
(PPP) tidak ~ nasuk d" dale nya. PPP hanya 3,87
persen = 1 ang lari4 7y rs 1am A tas minimal.
Suara 1 7a.gn ni v 1 m gej 1 vanyak pihak
terutama . - i T rlel h, > adalah partai

berpengalar:a.  »tang yang su 1 kali ikut Pemilu
sejak 1973.26 T a” 1 >Huka mata bahwa
faktor senioiitas uait periza’ Nietiyaid tidak menjamin
eksistensi partai untuk cc.whan di Senayan. Tidak juga
keterlibatan tokoh-tokoh nasional sebagai penjaga gawang
parai berlogo Ka'ban iri. "Meski aenlil‘izﬁn,'gejala bakal
tersingkiinya PP’ sudah terlihat sebelum Pemilu digelar.
Dari 9 partai yang eksis hasil Pemilu 2019, terdapat dua
partai sering muncul dalam survey yang perolehannya di
bawah 4 persen yakni PPP dan PAN. Beberapa lembaga
survey seperti Republic Institute, LSI, Poltracking dan

266 Burhanudin Muhtadi, Dileman PKS: Suara dan Syariah (Jakarta: Kompas
Gramedia, 2012)

267 Tulisan ini diterbitkan pasca penetapan hasil akhir Pemilu 2024 oleh
Komisi Pemilihan Umum Republik Indinesia di Harian Disway.id yaitu
setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan tidak lolos
ambang batas perolehan suara di parlemen.
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SMRC menempatkan keduanya di posisi terbawah.
Prediksi terhadap PPP tepat namun PAN meleset.
Beberapa aspek yang dapat dicermati dari kegagalan
PPP menembus parlemen dapat dilihat dari fenomena
internal maupun eksternal. Beberapa kejadian justru
kontra produktif dengan upaya PPP untuk mengembalikan
citra partai Islam yang masih cukup layak bertengger di
Senayan. Di tingkat internal, ‘keseleo lidah” ketua umum
Suharso Monoarfa di perter n tahun 2022 yang dikenal

dengan ‘amplo= 'wrai”  _pio =wofo- dari kalangan
internal yang £ dén «inaa wwe ernyataannya.
Beberapa orga i P maupun su. ‘isan marah atas

pernyataan te  Hut k r na ¢ nggap  -nghina dan
melecehka- 5  kya yan~s: 1ge dihc m.
Kasu. mplop iy 7 tosek t @ i terjadinya

gejolak yang v “hir 5 v an :tuva  wum di tengah
jalan. Publik i»1c  -a pesantren - a1 elalu menjadi
penyokong su D T 5 . Penunjukan

secara cepat Munammaa Vv ono sevagai Plt Ketua
Umum tidak sepenuhnya uapac mengatrol coreng PPP di
mata publik, Apalagi, latar belakang Mardicnp gebagai
pengusaha beriolak velakang dengarn kebiasaan PPP yang
menentukar pimpinan partai ldari kalangan pesantren
atau berkecimpung lama dengan NU.

Upaya partai untuk merangkul kembali Romahurmuziy
sebagai penguat partai tidak banyak membantu menaikkan
citra dan elektabilitas. Kehadirannya justru menimbulkan
persepsi kurang baik atas posisinya yang pernah dipenjara
karena kasus korupsi saat menjadi ketua umum PPP.
Partai terlalu cepat menampilkan Romi-sapaan akrab
Romahurmuziy di ruang publik di saat ingatan
masyarakat masih cukup kuat pada peristiwa operasi
tangkap tangan (OTT) di Surabaya tahun 2019. Dalam
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peristiwa tersebut, Romi diringkus oleh KPK dalam
kasus jual beli jabatan. Kehadiran kembali Romi yang
terlalu cepat tidak banyak membantu bahkan sebaliknya
merugikan partai.

Begitu pula masuknya pendatang baru Sandiaga
Uno pada bulan Juni 2023 atau tujuh bulan sebelum
Pemilu dijajaran elit partai juga tidak banyak membantu.
Persepsi publik tentang Sandi sebagai Wakil Ketua

Pembina Partai Gerir belum sepenuhnya hilang.
Apalagi pa”~ --af (@ homoomoo . PPP berhadap-
hadapan d¢ 4r  ibl. o Cuciane rang tahun 2019
menggande 5 .di sebagai caw sitya. Nalar publik
tidak muda 1ener’ v rea' »s terc * Apalagi sejak
awal S i eng «car p sis Cav v dari Ganjar
Pranow. Ackip n ¢ ¢ a hirn .ah  bersaing

dengan M« 4 1 ™ & 2na ituy, gagalan PPP di
Pemilu 2024 . dilihat dari k= n 1 tersebut. Faktor
keseleo lide o . pilihan strategi
marketing =~ pouuxk _ mer . aomain yang ikut
memperburuk perseps: puvlik dan elektoral partai. Di
luar itu, keputusan cepat partai bergabung,dalam koalisi
Garjar-Malifud MDD ‘yang ‘diusang °DIP menjadi
pertanyaan publik. Secara politis PPP pernah: menjadi
bagian pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014
dan berlanjut pada Pilpres 2019. Meskipun akhirnya
partai menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, namun
saat sebelum Pilpres, PPP menjadi partai yang
berlawanan dengan PDIP.

Melihat dari latar belakang ideologi, PPP yang
bercorak partai Islami (islamist party) menurut kategori
Pepinsky, et. al. secara cepat bergandeng tangan dengan
PDIP yang bercorak mnasionalis-sekuler merupakan
praktik di luar kebiasaan. Dalam catatan pasca Reformasi
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1998, partai Islami seperti PKS, PBB dan PPP sangat
berhati-hati dalam membangun koalisi dengan partai
nasionalis-sekuler. Kalaupun terjadi, hal tersebut murni
karena pertimbangan politik pragmatis (office seeking
istilah lain untuk mencari jabatan menurut Riker yang
terjadi setelah Pilpres bukan sebelum, apalagi jauh
sebelum Pilpres terjadi. Pertimbangan tersebut
dilakukan untuk menjaga hubungan partai dengan

konstituen sekaligus sr i bentuk pertanggung
jawaban atas =ocicf i i domco= —oetai Jain yang
memiliki platfc k Ol anpuic

Pembaca ¢ .s kegagalan .  but masih bisa
dibantah karer sanya' - ariak yang 'u menyertai
dalam Pe L1 teru ma f «tc ke ia, logistik,
kemampuc g, ¢ n e oat an n 0. Namun
dalam kasus betl  » f rtit ban di atas dapat
dijadikan refer~t.  ~lam menyus s egi di Pemilu
2029 nanti ag; S E o ayan. Karena

partai-partai Isiam sepern ™, FAiN dan PKS juga
menyusun strategi lain uncu~ inengambil alih suara PPP
yang bangus di Pemilu 2024

L
)

C. PPP Neasibniu Kini

Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak
gugatan PPP dalam sidang PHPU (21/05). Peluang untuk
bertahan di gedung Senayan pupus. Sebentar lagi PPP
akan menjadi cerita masa lalu. Cerita tersebut sama halnya
terjadi pada PBB, Hanura dan PKPI yang pernah
merasakan hingar-bingar politik namun perlahan
terlempar. Namun cerita PPP lebih tragis karena termasuk
partai paling senior karena sudah menjadi penghuni sejak
50 tahun lalu. Tidak ada hubungan antara usia dan
kematangan partai dengan kemampuan bertahan di
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Senayan. Begitu pula tidak jaminan partai yang didukung
oleh tokoh-tokoh terkemuka dengan kenaikan elektoral.
Tesis tersebut cukup tepat ditujukan pada PPP yang tidak
lolos ambang batas parlemen (parlianment treshold)
karena hanya memperoleh 3,87 %. Sementara batas
minimal ambang batas 4 %.28 PPP merupakan satu di
antara 18 kontestan Pemilu 2024. Usianya sama seperti
PDIP yang juga berdiri pada tahun 1973 dengan nama PDL
PPP merupakan gabur ‘fusion) empat partai politik

Islam yakni P~wtoi 7 At T NUJ), Partai Islam
Islam Tarb iyl artai  Muslimin
Indonesia (I 1 JSI) dan Parta: ““at Islam Indonesia

(PSII). Perg »Hunga = »Harta® Holitik -upakan bagian
dari ke k  Ord Bamti - att - me ve  hakan partai.
Padaaw o liria st v+ PP iku 1 . dengan rata-
rataperoler. 8% 1 e 1ilt 1973 7/dan 1982. Pada
Pemilu 1987 »« ~ han partaimer >  am yakni 15,97 %
sebagai akit ~ " ° J2 d  PPP dan kembali
sebagai orgarusasi sosiai ke 1aan nasil Muktamar ke-27
Situbondo tahun 1984. . asca Pemilu 1987, suara PPP
stagnan di angka 17, % dan, naik kembali menjadi 22 %
pada Pcmilu 1997 di masa akhii Crae Baru. !

PPP menjadi bagian dari pattai politik yang ikut
ambil dalam hiruk-pikuk Reformasi 1998 yang menandai
berakhirnya rezim Soeharto. Pada Pemilu pertama era
Reformasi suara PPP cukup menonjol di antara partai-
partai Islam dengan perolehan 10.71 %. Posisi ini hanya
selisih sedikit dengan PKB yang memperoleh 12.61 %.
Setelah era itu suara PPP terus menurun. Pemilu 2019
hanya memperoleh 4.52 %, hasil terendah selama masa

268 Tulisan ini terbit setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Menolak
Permohonan Partai Persatuan Pembangunan atas sengketa Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif tangal 21 Mei 2024
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Reformasi namun masih bisa bertengger di Senayan.
Hingga akhirnya pada pemilu 2024 jatuh ke posisi 3.87 %
yang tidak memenuhi syarat undang-undang untuk
duduk kembali di parlemen. Dilihat dari basis massa PPP
hampir nyaris sama dengan PKB yakni massa NU,
pesantren dan perdesaan (Pepinsky;2010, Ufen:2008).
Tokoh-tokoh penggerak adalah kyai dan santri, dan hanya
sebagian dari kalangan profesional. Sementara tokoh-
tokoh eks partai lain sepert” " Perti dan MI tidak terlalu
menonjol terute=>~ ~cat”  _primmina= PPP dipegang oleh
tokohNUsepe 1- nl.us,cuiyao  maAli hingga
Romahurmuzy. a .ersebutmasih k i1.gga sekarang.
Beberapa ilayat "ang  kup .  njol dengan
kepemimp® n P acalab Ja m 'an ] te.  "uara PPP

jugacukup  f iJa ar ¢ s ipu kal 5 .or dengan
partai nasiona i« > > nsi zem  ini PPP selalu
berebut kue de~¢g.  XByangjuga: n  kankeduanya
sebagai lumb "o ar i luar Jawa
perolehannya cuxkup merara vinsy yang selama ini

menjadi basis NU dan iviasyumi memiliki wakil di
parlemen.; Kecuali- provinsi yeng tidak identik dengan
nuansa keislaman seperti Bali,’ NTT, Suluat, Pai:uu suara
PPP cukup lLecil. Bihkan dalamitiga Pemilu terakhis tidak
ada wakil di parlemen.

PPP dikenal lincah dalam berpolitik. Sejak Reformasi
tidak ada rezim tanpa kehadiran tokoh-tokoh partai di
kabinet meskipun awalnya tidak menjadi partai
pengusung dan pendukung koalisi. Pilpres 2014 PPP
menjadi pengusung Capres Prabowo Subianto di bawah
Koalisi Merah Putih (KMP). Nuansa pertarungan ideologis
cukup ketat karena koalisi ini dihuni oleh partai Islam
yang konservatif seperti PPP, PBB dan PKS. Meskipun
KMP kalah dengan Koalisi Indonesia Hebat, PPP masih
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mendapatkan jatah menteri di bawah Presiden Jokowi. Hal
yang sama juga terjadi pada Pilpres 2004. PPP sejak awal
tidak mendukung SBY-Kalla, namun pasca Pilpres
mendapatkan jatah menteri di kabinet.

Di awal Reformasi, PPP salah satu partai yang
mengusung Gus Dur sebagai Presiden. Dua tahun
berikutnya PPP menjadi inisiator Buloggate yang menandai
berakhirnya kekuasaan Gus Dur sebagai Presiden. Atas

kelincahan dalam berpr waktu, Hamzah Haz terpilih
sebagai Wap~~~ *al> dam o Totimoms MPR. Kelincahan
dan gaya } d! NG g aug war <nya tidak akan
terlihat lagi | .1ode 2024-202.  °* harus menerima
kenyataan t n kele; =bag warta: >m sama halnya
dengan r lain yan~ t lal lolo v. nen. Mereka
hanyab.  ~tihain i - k tlo albé e iprovinsidan
kabupaten, ik v v <ilt rsise

Belajas «.  heberapa part y 3 berpengalaman
turun kelas T P o P, tidak mudah
bagi mereka untuk kemoa'"  gemeriap politik Senayan.

Beberapa tokoh partai vauyak yang tidak kuat menahan
kursi kekuasaan, dan pada akhirnva berpindah ke partai
lain yarig leoih prospektit. Belum lagi béroicara soal nilai
daye tarik par:ai terutamd bagi media tidak sekuat
sebelumnya untuk kepentingan pemberitaan dan
sosialisasi ke publik. Meskipun demikian ‘malapetaka’
Pemilu 2024 bukan akhir segalanya bagi PPP. Cukup
banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi
2029 dengan pola dan strategi berbeda. Dua strategi yang
dapat dilakukan yakni dengan mempertahankan suara
3.87 % tersebut dan sekaligus mengembangkan sayap baru
agar lebih diterima oleh publik. Untuk membidik pemilih
muda yang jumlahnya cukup besar, PPP harus
menghilangkan stigma partai ‘golongan tua’. Begitu pula
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platform partai yang bercorak konservatif tetap
dipertahankan untuk merawat konstituen lama terutama
dari kalangan santri.

D. Catatan
Bergeser dan beradaptasi itulah gambaran ideologi
partai Islam pada masa Reformasi. Bergeser dari ‘kanan’
ke ‘tengah’, begitu pula dari ‘kiri’ ke ‘tengah’. Juga

menemukan pergeseran ‘kanan’ ke kiri, dan dari
‘kanan” menui: '~ Nomoee #4010 gecara jelas

, .
menemukan p - €7 oo an’, atau dari
‘tengah” ke '’k n Beradaptasi k.~ menyesuaikan
dengan kebutu 1 kons it 1en ¢  dina. politik yang

sangatcepr B wup ay"ng er dip de  nas Islam.
NU, Muh wyah la ) 1as <eag a  lain terus

mengalami pc  atar ' 1w« pte ina n tetap dalam
bingkai ke-Incm.  »n. Sebalikny- D s yang tidak
beradaptasi ak R 4 ) caturan sosial-
politik.
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BAB X
NEOLIBERALISME DAN POPULISME DALAM
POLITIK ELEKTORAL INDONESIA

Globalisasi yang semakin berkembang membawa
fenomena politik menjadi semakin kompleks Di tengah arus
globalisasi tersebut, ideologi neoliberalisme dan populisme
telah menjadi dua kekuatan yang mempengaruhi politik

elektoral di berbagai nega- rmasuk Indonesia. Peter Tan
telah menyumh-rol=n ah>mon vana herharga terhadap
kajian ini, deng o uk.____. ...  hubungan antara
neoliberalisme  x  populisme a.  politik elektoral
Indonesia. Del ~ penel'ti'nnys Tan 1. oroti bagaimana
kebijakan-+ ij n p oOlitere s ing “a  ‘emperdalam
ketimpang.  kchwom d 1 scial li It a4, yang pada
gilirannya a. o -~ 15 an res s populis dari
masyarakat yaig  oinggirkan.2® © 1 mneliti bagaimana
penerapan keb ‘weiwan er  seperti deregulasi
pasar dan piivausasy, N6 _rauswc adalah sebuah

pendekatan ekonomi yang ...cnekankan pentingnya pasar
bebas, deregulasi,  privatisasi, dan pengurangan peran
pemer.ntah ' dalani ' ekonomi. | Ide-ide’ irli | bérakar pada
pemikiran ekonomi klasik sepefti karya Adam Smith, tetapi
mendapatkan momentum baru pada akhir abad ke-20.
Kebangkitan neoliberalisme modern sering dikaitkan
dengan kebijakan yang diterapkan oleh Ronald Reagan di
Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Britania Raya pada
tahun 1980-an, yang mendorong deregulasi pasar,
pengurangan pajak, dan privatisasi perusahaan milik negara
sebagai cara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan

269 Peter Tan, “Populisme, Pilkada dan Masa Depan Demokrasi”. Jurnal
Administrasi Publik UNWIRA, 2020 3(2), 80-94.
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efisiensi pasar?”?. Neoliberalisme kemudian menyebar ke
berbagai negara, mempengaruhi kebijakan ekonomi global
dan mendorong adopsi reformasi pasar bebas di banyak
negara berkembang. Di Indonesia, neoliberalisme mulai
memiliki pengaruh yang penting setelah krisis ekonomi Asia
1997-1998, yang mendorong reformasi ekonomi besar-
besaran termasuk privatisasi dan deregulasi.

Populisme, di sisi lain, adalah sebuah pendekatan

politik yang mengklaim mer " "rakyat" melawan "elite"
yang dianggap ke~ -a ale =olen tobadap kebutuhan
masyarakat umu FAINPUO puriontie oat ditelusuri
kembali ke gerak a aria di Amerik.  -u:at pada akhir
abad ke-19, seper  ’artai ’c oulis g bc  ~ha mewakili
kepentingan - a  Jdan sekevjia me war o<  ~uh besar
dari bankir Ldus i ¢ a 7. lopt 1 kemudian
muncul dalam b. rai J i s¢ 1rul  mia, baik dari
spektrum politik k. aupun kanar e 3 kali sebagai
respons terhadap " ° ” ur  us quo politik
dan ekonomi. Di cropa, misain®  opuusme kanan sering

kali menekankan isu-isu imugiast dan identitas nasional,
sementara di Amerika Latin, populisme kiri lebih fokus pada
redistribusi ckoriomi ‘dari anti-koiupsi*Z2." D In onesia,
populisme sering dikzirkan dengail retoriia prg-rakyat yang
melawan elite politik dan ekonomi, serta menekankan
kedaulatan nasional dan keadilan sosial.

Di Indonesia, terdapat golongan-golongan yang dapat
dikategorikan sebagai pendukung neoliberalisme dan
populisme. Golongan neoliberalisme sering kali diwakili oleh

partai politik dan tokoh yang mendorong liberalisasi

270 David Harvey, “A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press,

271 Cas Mudde, "The Populist Zeitgeist". Government and Opposition, 2004
39(4), 541-563.

272 Pippa Norris & Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and
Authoritarian Populism. Cambridge University Press, 2019.
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ekonomi, privatisasi BUMN, dan kebijakan pro-pasar.
Contoh dari tokoh ini bisa ditemukan dalam kebijakan
ekonomi era reformasi yang menekankan deregulasi dan
pasar bebas??. Sebaliknya, populisme di Indonesia dapat
ditemukan pada partai-partai dan tokoh-tokoh yang
menggunakan  retorika  pro-rakyat melawan elite,
menekankan isu-isu kedaulatan nasional, keadilan sosial, dan
anti-korupsi. Partai Gerindra dan beberapa tokoh independen

sering menggunakan naras’ 1lis dalam kampanye mereka,
menawarkan s~'=-~f sed p~ tohodo- magalah kompleks
untuk menari Jd° g wws: poe 0 yang merasa
terabaikan olel I .kan neolibera..  “e.orika populis ini
sering kali mer  »atkar r sona idika  anpemilih yang
merasa tid- € akili leh™ms tu: poli 'k,  -ada.

Peng, aran 1w J e ilis ed 5 ualisme dalam
politik elektor. Inc i ¢ nge per 3. Neoliberalisme
mempengaruh ¢ vensi pemilib- = ma di kalangan
kelas meneng ’ sa o 1kung kebijakan
ekonomi pro-pasar. puxkune: +haaap partai-partai yang

mendorong liberalisasi ekuiiwini mencerminkan pengaruh
kuat dari, kebijakan-kebijakan , neoliberalis?’s, Di, sisi lain,
populisme ‘sering kali irienarik ‘pernilin yimg merasa
diabaixan oleh keb'jakan rieolibkralisniz, menawarkan solusi
sederhana terhadap masalah kompleks dan menggalang
dukungan melalui retorika emosional dan anti-elite.
Dinamika ini menciptakan polarisasi dan fragmentasi dalam
politik elektoral, memperkuat sentimen anti-elite, dan

273 Vedy R. Hadiz, & Richard Robison, "Neo-liberal Reforms and Illiberal
Consolidations: The Indonesian Paradox". The Journal of Development
Studies, 2006 41(2), 220-241.

274 Marcus Mietzner, "Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy,
and Political Contestation in Indonesia" East-West Center, 2015

275 Andrew Rosser, The Politics of Economic Liberalization in Indonesia:
State, Market and Power. Curzon Press, 2002
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mempengaruhi pola pemungutan suara serta komposisi
partai politik di Indonesia. Akibatnya, baik neoliberalisme
maupun populisme memainkan peran penting dalam membentuk
lanskap politik dan preferensi pemilih di Indonesia.

Para pakar telah mengkaji secara mendalam pengaruh
neoliberalisme dalam politik elektoral di Indonesia. Vedi R.
Hadiz dan Richard Robison berpendapat bahwa reformasi
ekonomi yang diimplementasikan setelah krisis Asia 1997-

1998 mendorong adopsi F “an neoliberalis, seperti
privatisasi BUM™M  dar  Lew~~'~~*  ~lonomi, yang
berkontribusi pac pr  Kawu: scauane  raan ekonomi
dan sosial. Mer aenyatakan b kebijakan ini
cenderung merg ungk n elitr ekonc dan politik,
sementarams u itlu > meng lar P bek n omi yang
semakin bera ~ ti.ey . v v rs 1ene & .an bahwa
oligarki di Indo. m U an <ebi i neoliberalis
untuk mempertah 1. dan memperl» |}  1asaan mereka
melalui kontrol { . S 4 romi penting,
yang memperkuat Pposist pontik -Ka aan Inempengaruhi

hasil pemilihan umum. Edwaiu Aspinall juga mencatat
bahwa kebijakan necliberalis, sering - diimplementasikan
tanpa konsultasi publik ' yang ‘'memadai, n;enlyecabkan
resistensi dari kelompek masyarakat yang mergsa dirugikan
oleh perubahan kebijakan tersebut?’6. Richard Doner dan Ben
Ross Schneider menunjukkan bahwa kebijakan ini sering kali
diadopsi oleh partai politik dengan harapan menarik
investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
meskipun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
luas masih diperdebatkan.2”

276 Edward Aspinall, "A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism
in Contemporary Indonesia". Critical Asian Studies, 2013. 45(1), 27-54.

277 Richar F. Doner & Schneider, "The Middle Income Trap: More Politics
than Economics". World Politics, 2016 68(4), 608-644.
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Di sisi lain, populisme juga menjadi fokus utama dalam
studi politik elektoral di Indonesia. Marcus Mietzner
mengamati bahwa populisme di Indonesia sering muncul
sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik terhadap
korupsi dan ketidakadilan sosial yang dianggap tidak teratasi
oleh pemerintah yang berkuasa Figur-figur seperti Joko
Widodo, menurut Mietzner, menggunakan retorika populis
untuk menarik pemilih dengan menampilkan diri sebagai
orang luar yang bersih dar’ ‘vsi dan dekat dengan rakyat.

| PSR AN

Eve Warburte~ —er aklo- populisme di

Indonesia serir @'  .aki puua swae Nasionalisme dan
kedaulatan el o . menolak « asi asing dalam
ekonomi nasini

Wark ¢ nenj ask-n ah -apc »u.  ini menarik

dukungan oemili y 1 1 era 1ek  r nasional telah
dikendalikan . kel 1 ¢ ing dan e domestik yang
korup?. Mudde 2 Kaltwasser 1§ mencatat bahwa
populisme di ’ i 0 < inasikan dengan
elemen-elemen reugius, vang aperkuat daya tariknya di

kalangan pemilih yang icugius dan nasionalis. Hal ini
mencintakan  dinamika | politik yang = kaompleks dan
mempengarahi pola peniungutdan ‘suara serta xomposisi
partai politik di Inc enesia.

Selain itu neoliberalisme dan populisme membawa
dampak kompleks dalam politik elektoral Indonesia. Salah
satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa interaksi
antara kedua aliran ini menciptakan dinamika politik yang
kompleks dan sering kali  bertentangan. Kami
menggarisbawahi bahwa kebijakan neoliberal, yang
didasarkan pada prinsip deregulasi dan pasar bebas, sering
kali memicu respons populis yang menekankan kedaulatan

278 Evi Warburton, "Jokowi and the New Developmentalism". Bulletin of
Indonesian Economic Studies, 2016. 52(3), 297-320.
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rakyat dan penolakan terhadap elite politik dan ekonomi.
Novelties dari artikel ini terletak pada pendekatan holistik
yang saya gunakan untuk menganalisis kompleksitas
hubungan antara neoliberalisme dan populisme dalam
konteks politik elektoral Indonesia. Dengan
mengintegrasikan berbagai perspektif dan sumber referensi,
termasuk jurnal-jurnal bahasa Indonesia seperti tulisan-
tulisan sebelumnya yang disebutkan, artikel ini memberikan

pemahaman yang lebih dalar ang dinamika politik yang
sedang berkembar~ 4* ™nd 277

Dalam anal ' Kauu jupw wue roti implikasi
jangka panjang de  li .mika neolibera. - dan populisme
terhadap stabilite  Holitik ¢ an e’ nomi ~nesia. Kami
menekankan * v kom sinasi  ari edu a ini tidak
hanya mem. ~rui re r r i emi api  juga
membentuk strai..  olit 1 ] uta poli  yang bersaing.
Dengan memperht.  %eunikan kon* s itik Indonesia,
artikel ini bertujuz ’ " " w sanyang lebih
luas tentang bagaumana xeonak .an narasi politik yang

diadopsi oleh pemerintah wai Oposisi berdampak pada
dinamika politik elektoral?®0. Dengan demikian,, artikel ini
memberikan xontribusi penting bagi literatur ;entalng politik
Indonesia: dan' melahirkan pertarlyaan-pertanyaan penting
untuk penelitian lanjutan. Dengan menyajikan temuan-
temuan baru dan memberikan wawasan yang mendalam
tentang dinamika politik di negara ini, artikel ini memberikan
dasar yang kuat untuk diskusi lebih lanjut dan penelitian
yang lebih mendalam tentang masalah ini. Dengan demikian,
artikel ini berpotensi menjadi kontribusi yang berharga bagi

279 A. Budiman, "Populisme Ekonomi dalam Politik Prabowo Subianto
di Indonesia" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019 23(2), 151-165.

280 R. Pambudy, "Resurgence of Populism in Post-Reformasi
Indonesia" dalam Comparative Asian Development, 2018. 2(2),
123-138.
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pemahaman kita tentang politik elektoral di Indonesia dan
mendorong perkembangan pengetahuan dalam bidang ini.
Penulis percaya bahwa fenomena neoliberalisme dan
populisme dalam politik elektoral Indonesia merupakan
refleksi dari tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh
negara dalam proses demokratisasi dan liberalisasi ekonomi.
Meskipun ada kekhawatiran akan potensi konflik antara
kedua ideologi ini, namun penulis melihat bahwa dalam

konteks Indonesia, keduar ringkali dapat diintegrasikan
untuk mencap~* *-fue slitile tomtomt- Tyjuan penulisan
artikel ini adale " L€iyciconainon 2ksitas hubungan
antara neoliber 1 dan populismc  21a politik elektoral
Indonesia, se unt' Kk me' oroti aimana kedua
fenomena’ a1  pen arunic na ika; L 'an kebijakan
publik. Me renul ar y r ;di una ulah kualitatif
studi literatur, canc ¢ i me kuk analisis terhadap
berbagai sumb(r<  ~andanganpar I  ntuk membentuk
argumen dale s 0 nyak Penelitian
terdahulu, atau sermng aic . juga dengan literatur

terdahulu atau tinjauan puswand, merujuk pada kajian-kajian
yang telah dilakukan, sebelnmnya tentang,topik masalah
tertentu yang 1nenjadi rokus penelitian saat ini. Tni rnencakup
studi-studi, | artikel-artikel, buku-buku, laporan-laporan
penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan
subjek yang sedang diteliti. Menurut Abdil dkk. (2017) dari
judul “Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di
Indonesia” menjelaskan bahwa berkembangnya populisme
kanan (Islam) di Indonesia serta implikasinya terhadap masa
depan demokrasi. Sebagai fenomena umum dalam era pasar
bebas, populisme kanan yang eksklusioner dan rasialis di
Indonesia, seperti juga di berbagai tempat merupakan
simtom dan tanggapan terhadap dislokasi neoliberalisme dan
krisis representasi dalam konteks absennya gerakan politik
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yang progresif. Tidak terbangunnya basis sosial multi kelas
serta borjuasi Muslim yang kuat produk depolitisasi yang
panjang serta dominasi ekonomi oleh borjuasi domestik Cina,
menghasilkan aliansi populisme Islam di Indonesia yang
terfragmentasi.

Dalam kajian politik, pemikiran Max Weber memiliki
relevansi yang penting terhadap hubungan antara
neoliberalisme dan populisme dalam politik elektoral di

Indonesia. Weber, seorang " klasik dalam sosiologi
politik, menyoroti =~=*n¢ pivnlenni mocinmgl]egal dalam
menangani urusa U’ Gi s wepe 3an-keputusan
diambil berdasar rtimbangan ra.  °l dan prosedur
yang jelas. Dalax  nteks r ~olibr  lisme,  ber mungkin
akan menyor . >nsi .ehr'an an 'egit 1a.  ~merintah
jika kebijakar.  “jckan 2k ror [ ti ak l. <an secara
transparan dan ‘en. T 310, | roki yang efektif
merupakan lande ~a. gi stabilitas » it dan ekonomi.
Dalam hal ini, ’ T 0 mpertanyakan
apakah kebijakan neouperar va- cring kaii memperkuat

otoritas pasar tanpa perhatiaii yang memadai terhadap
kebutuhan sosial dapatmenghasilkan hasil yang stabil dalam
jangka panjung.” Dengan mmemahami Kontriousi ‘Weber
terhadap pemikiran politik, kita dabat memperoleh wawasan
yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara
neoliberalisme, populisme, dan politik elektoral di Indonesia2s!.
Dalam kajian politik kontemporer, Peter Tan telah
menyumbangkan pemahaman yang berharga tentang
hubungan antara neoliberalisme dan populisme dalam
politik elektoral Indonesia. Dalam penelitiannya, Tan
menyoroti bagaimana kebijakan-kebijakan neoliberal sering
kali memperdalam ketimpangan ekonomi dan sosial di

281 Richard Swedber, "Max Weber and the Idea of Economic Sociology". The
American Sociologist, 2010 41(2), 203-220.
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Indonesia, yang pada gilirannya dapat menghasilkan respons
populis dari masyarakat yang terpinggirkan?®2. Dia meneliti
bagaimana penerapan kebijakan-kebijakan neoliberal, seperti
deregulasi pasar dan privatisasi berdampak pada distribusi
kekayaan dan keadilan sosial di Indonesia. Tan juga
menggarisbawahi pentingnya memahami bagaimana respons
populis terhadap neoliberalisme dapat membentuk politik
elektoral di Indonesia dan mempengaruhi arah kebijakan

publik’#. Dengan demikie °lalui analisisnya, Peter Tan
telah membe='~~ ' [jheof o=~ penting  dalam
pemahaman @ kCiiipacnois inamika  politik
Indonesia dan @ neoliberalisme 2 populisme dalam
politik elektora ~ nega 1 1i.

Berd- ter 1an pc a enel i .  ‘as dapatlah
dikatakan we Nooli 2 1 sme dar ¢ .disme dalam
politik elekto.  "™nd ¢ 1 enc rmii n dua kekuatan
ideologis yang s. - bertentanga® 1 1n memengaruhi
dinamika polit T ke e eralisme, dengan
fokus pada pasar vepas. oriv 51, aan deregulasi, sering

diadopsi oleh kalangan eli. yang percaya bahwa kebijakan
ekonomi ; ini. akan, , mendeorong . pertumbuban dan
pembangunan. Di sisi' lain," populisme nwureul sebagai
respons. terhadap kebfidakpuasan| publik' terhadap kesenjangan
sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan neoliberal.
Populisme di Indonesia sering diwujudkan melalui retorika
anti-elit dan janji-janji kesejahteraan rakyat yang diusung
oleh tokoh-tokoh politik untuk mendapatkan dukungan luas
dari masyarakat. Kedua pendekatan ini saling berinteraksi
dalam setiap pemilihan umum, membentuk strategi

282 Peter Tan, "Neoliberalism and Its Discontents: Exploring the Political
Economy of Indonesia" Journal of Southeast Asian Studies, 2017 48(3), 437-
460.
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kampanye dan kebijakan para kandidat dalam usaha mereka
meraih kekuasaan dan legitimasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori
neoliberalisme dan teori populisme. Teori neoliberalisme
adalah pandangan ekonomi dan politik yang menekankan
pada kebebasan pasar, privatisasi, deregulasi, dan peran
pemerintah yang terbatas dalam ekonomi's. Berakar dalam
pemikiran ekonomi klasik, neoliberalisme percaya bahwa

pasar bebas adalah mekanisn- haik untuk alokasi sumber
daya dan pen--m-ion .grhekos Skonomi  yang
berkelanjutan. Tec »°  NCiawiuwa poe nya intervensi
pemerintah yang1 i1 adalamekonoi.  -1.gankeyakinan
bahwa pasar yang ‘bas d r kom- ‘itif ax  menghasilkan
efisiensi ekor i n ke ejarrer an 7ang 'ec  hesar bagi
masyarakat a keel -2 1 Neo r sme juga
menyoroti penti. a s as g .« perdagangan
bebas sebagai moi~ ~ ~gerak pertuns” h  ekonomi.
Namun, kr T Nl o1 ne menyoroti
bahwa pendekatan i aapar »  ligkatkan ketimpangan

ekonomi, mengorbankan = «cpentingan sosial  bagi
keuntungan ; ekonomi, serta | menyebabkan ; kerentanan
terhadap krisis keuangan gloval. :
Semientara itu, feori populisine menyorcgti hubungan
langsung antara '"orang biasa" dan pemimpin politik,
seringkali dengan mengecam dan menentang elit politik atau
ekonomi yang dianggap korup atau tidak peduli dengan
kepentingan rakyat. Populisme menekankan representasi
langsung rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan
menjanjikan ~ perubahan  radikal untuk  melawan
ketidakadilan sosial atau ekonomi. Populis sering
menggunakan retorika emosional dan sederhana untuk
menarik dukungan massa, dan mereka cenderung
menawarkan solusi yang tampaknya langsung dan mudah
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dipahami bagi masalah yang kompleks. Namun, kritik
terhadap populisme menyoroti risiko terhadap stabilitas
demokrasi, karena populisme sering mengabaikan prinsip-
prinsip demokrasi liberal, seperti supremasi hukum dan
perlindungan hak minoritas, serta dapat memicu polarisasi
dan konflik sosial?3.

Baik teori neoliberalisme maupun populisme memiliki
dampak yang penting dalam politik dan ekonomi global,

termasuk di Indonesia. Dir 1 interaksi antara kedua teori
ini dapat mer-t~+'-ar = (#no°m o=~ berharga tentang
dinamika polit. @' 4, iciva waiwnge lan peluang yang
dihadapiolehr 1 Jalam menangy  ~spirasi masyarakat
dan mengejarf  bang' 1 nyar inklus n berkelanjutan.
Penelitian =~ it ; "N olibere sn ' da 1 lisme dalam
Polittkk Eic . Inc n 5 " me ailik <« oihan dalam
memperluas | hat ] te ter ing  amika politik di
Indonesia, khu -u. dalam konte® f arungan ideologi
dan strategi po b Tkt

A. Pengaruh Neouoerausme ™  adap roiitik

Neoliberalisme uuwah sebuah ideologi dan
pendekatan, kehijakan, ekonomi yang , menekankan
pentingnya’ pasar - bebas, " privatisasi, clerclgulasi, dan
pengurar gan peran peinerinich dalam ekonomti. Ideologi
ini berpandangan bahwa kesejahteraan manusia dapat
dicapai dengan memaksimalkan kebebasan individu,
terutama dalam kegiatan ekonomi, yang sebaiknya diatur
oleh mekanisme pasar. Neoliberalisme percaya bahwa
intervensi pemerintah seringkali mengganggu efisiensi
ekonomi dan pertumbuhan, sehingga kebijakan harus
difokuskan pada  penciptaan lingkungan yang

283 Vedi R. Hadiz, Lokalisasi kekuasaan di Indonesia pascaotoritarianisme.
Kepustakaan Populer Gramedia, 2022
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mendukung persaingan pasar?*. Neoliberalisme muncul
sebagai respons terhadap pemikiran ekonomi Keynesian
yang mendominasi kebijakan ekonomi di banyak negara
Barat pada pertengahan abad ke-20. Ekonomi Keynesian,
yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes,
menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatur
perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal dan
moneter untuk mengatasi siklus ekonomi dan menjaga
stabilitas ekonomi.

Istilah "mon'hargl” - ~oedied c1of populer pada
1930-an, mesk: 1 SGur guguows u neoliberalisme
baru benar-ber n .igambil bentur  Ya akhir 1940-an
dan 1950-an. Pc 1947, 't ~dric’ "Hayek,  rangekonom
Austria, » 1 an M ont Pe rir Soci ‘v, 1ah think
tank inten. % yar ;i t i da int {4 . ekonom,
dan ilmuwai  olitt ¢ m ndu g kebebasan
ekonomi dan sk terhadap ir v i pemerintah.
Tokoh-tokoh ' pr  ruh  dalam
pengembangan neouveransms  nasux vilton Friedman

dan ekonom dari Chicagu ocnool of Economics, yang
mengadvokasi, pentingnya kebijakan moneter ketat dan
pasar bebas. Neoliberalisme mulal meraperoleh lpengaruh
politik. yang ' sigriifikan " padd . 1970-an dan 1980-an,
khususnya di negara-negara Barat. Krisis ekonomi pada
1970-an, yang ditandai dengan stagflasi (kombinasi antara
inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah),
mengakibatkan banyak pemerintah mempertanyakan
efektivitas kebijakanKeynesian. Dalam konteks ini, solusi
yang ditawarkan oleh neoliberalisme, yang menekankan

284 Velentina Ausserladscheider, “Constructing a neoliberal exclusionary state:

The role of far-right populism in economic folzcy change in post-war Austria”.
Comparative European Politics, 2024, 22(1), 128-152.
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pada disiplin pasar dan pengurangan intervensi
pemerintah, mulai menarik perhatian2ss.

Kebangkitan neoliberalisme secara politik ditandai
oleh kepemimpinan Margaret Thatcher di Inggris dan
Ronald Reagan di Amerika Serikat. Thatcher, yang
menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dari 1979
hingga 1990, menerapkan kebijakan-kebijakan yang
mencakup privatisasi perusahaan milik negara, deregulasi

pasar, dan pengurangar veluaran pemerintah.

Di Amp~i'2 Se | Pomold Pocoop yang menjabat
sebagai | 17 wair aoux hingga 1989,
mengimpler t .kan kebijakan:  ‘a<an serupa yang
dikenal der 1 isti" it "Re nomu vang termasuk

pemotor 1 jak, Jderesu isi, dan ces ngan peran
pemerit.  daam kc « ¥ Noolibe ¢ = tidak hanya

terbatas p.  neg 1 2 a aret lelalui pengaruh
lembaga-len b internasional = Dana Moneter
Internasione T N 0’ dan Organisasi
Perdagangan punia Vi), prinsip-prinsip

neoliberalisme menyeba.: ~c seluruh dunia, terutama ke
negara-negara berkembang, IMF dan, Bank Dunia
seringkali 1hensyaratkan’ penerapan l\eoi,aklaln- kebijakan
neoiiberalisme sebagai bagiali dari program periyesuaian
struktural yang harus diikuti oleh negara-negara yang
menerima bantuan finansial dari lembaga-lembaga tersebut.

Di Amerika Latin, misalnya, banyak negara pada
1980-an dan 1990-an menerapkan kebijakan neoliberalisme
sebagai bagian dari upaya untuk menstabilkan ekonomi
mereka dan menarik investasi asing. Di Asia, negara-
negara seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan juga
mengadopsi beberapa elemen neoliberalisme, terutama
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Husnul Isa Harahap, Neoliberalisme: Sebuah Konsep Pemerintahan
Publik Swasta. Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 2023 2(2), 57-61.

223



setelah krisis finansial Asia pada akhir 1990-an. Meskipun
neoliberalisme telah diadopsi secara luas, ideologi ini juga
menghadapi banyak kritik. Salah satu kritik utama adalah
bahwa kebijakan-kebijakan neoliberalisme cenderung
meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Privatisasi dan
deregulasi seringkali menghasilkan keuntungan yang
besar bagi perusahaan besar dan individu kaya, sementara
kelompok-kelompok  yang  lebih  miskin  tidak
mendapatkan manfaat ya- ma2. Di banyak negara,
penerapan kek#~lon-l ko mooliboeol gugg diiringi
dengan pemotc  ur  Sriu. pivgianee  al danlayanan
publik, yang a .perburuk kc¢ i hidup bagi
masyarakat mi; 1.

Disic ¢ k, ne liberal . m serii ~ ¢ ik karena

mengurang  ecaule in e ion d engalihkan
kekuasaan dai ner e w0k tisl atitas korporat
dan pasar glcha i dapat mer [ kemampuan
pemerintah ’ o jjakan  yang
melindungi  kepenungan daK aan  merespons

kebutuhan warga negara u.creka. Sebagai tanggapan
terhadap kritik-kritik ini, beberapa negara dan gerakan
politik telah niencari alternatif terhaaap rieoliberalisme.
Misalnva, ci Amerika Latin, fnunculaya pemerintahan
sayap kiri di negara-negara seperti Venezuela, Bolivia, dan
Ekuador pada awal abad ke-21 menandai upaya untuk
mengembangkan model ekonomi yang lebih fokus pada
redistribusi kekayaan dan intervensi pemerintah dalam
ekonomi. Di negara-negara Barat, krisis finansial 2008
memicu debat luas tentang kegagalan neoliberalisme dan
mendorong beberapa pemerintah untuk kembali
mempertimbangkan peran yang lebih besar bagi regulasi
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pemerintah dan kebijakan fiskal ekspansif. Gerakan-
gerakan seperti Occupy Wall Street di Amerika Serikat dan
protes anti-penghematan di Eropa juga mencerminkan
ketidakpuasan publik terhadap dampak negatif dari
kebijakan-kebijakan neoliberal.

Neoliberalisme adalah ideologi yang menekankan
pentingnya pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi
sebagai jalan menuju kemakmuran ekonomi. Muncul

sebagai  respons  tr ap  ekonomi  Keynesian,
neoliberalisr>~ =ond g7 =220t pada akhir abad
ke-20 dand  or  Caididcao wi ow k negara melalui
pengaruh p ic Jdan lembaga 1.  ~asional. Meskipun
demikian, r  iberal’;s1 ‘e jur menyg  api kritik tajam
karena ] a y ng m np rdal m idaksetaraan
ekonom:. 2 .etid ke 1 I 2 fi ansi L pon terhadap
neoliberalis.  eru ' 1 21 bar , de n banyak negara
dan gerakin ncari model - [t atif yang lebih
berkeadilan e

B. Kebangkitan Populismc

Populisme ,adalah sebuah ideologi, politik yang
meniekankan hubungari langsung antara pellnimpin atau
parwai  politik ' dengen rakyat, | seriigkali . dengan
mengesampingkan atau menentang elit yang dianggap
korup atau tidak peduli dengan kepentingan masyarakat
umum. Populisme mencakup berbagai spektrum
ideologis, baik kiri maupun kanan, dan dapat mengambil
berbagai bentuk tergantung pada konteks sosial, politik,
dan ekonomi di mana ia muncul. Ciri khas populisme

adalah klaim bahwa populis mewakili "suara rakyat" dan

287 R. D. A. Parmitasari & Z. Alwi, Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu
Pengantar. Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM), 2020
1(3), 59-69.
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berdiri melawan "elit" atau "kasta politik" yang dianggap
memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau
kelompok mereka?. Populisme sebagai gerakan politik
memiliki akar yang dalam dan dapat ditemukan di
berbagai tempat dan periode sejarah. Salah satu contoh
awal populisme adalah Gerakan Populis di Amerika
Serikat pada akhir abad ke-19. Gerakan ini, yang juga
dikenal sebagai Partai Rakyat, muncul sebagai respons
terhadap penderitaan pe’ 1i Midwest dan Selatan

Amerika yang *~*-lke ab laliialan

~konomi yang
menguntungke 17 | Cai porcwasa Cara petani ini
menuntut refo ¢ dalam kebijakc  ~oneter, regulasi
kereta api, dan  akya' g 'ebih 'il.

Pade 1 =nge¢« ma di Ru a, g A “arodniks
pada akhi. 2 ke- 9 ¢ n mp kan i .1 populis.

Narodniks aac.  kell > i tele tual ng menentang
pemerintahan "sc  'n mendukunc € i serta pekerja
dengan visi ut sv. at g egaliter dan

berbasis agraris<~. vieskipr  agar mencapai tujuan
mereka, Narodniks menuijussan bagaimana populisme
dapat menjadi gerakan radikal, yang menantang tatanan
politikdari “ekenomi’ yang' ada. Pupudsfae terus
berkenibang pada abad ke-20, deringkali sebagai respons
terhadap krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik
terhadap elit politik. Salah satu contoh yang menonjol
adalah gerakan populis di Amerika Latin, yang seringkali
dipimpin oleh tokoh-tokoh kharismatik yang menjanjikan
perubahan radikal. Misalnya, di Argentina, Juan Domingo
Perén, yang menjabat sebagai presiden tiga Kkali,

288 Restu Rahmawati, Populisme di Aras Demokrasi Indonesia. JUSS (Jurnal
Sosial Soedirman), 2018 2(1).

29 Andai Eka Putra, Populisme islam: Tantangan atau Ancaman bagi
Indonesia. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 15(02), 218-227.
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memanfaatkan dukungan dari pekerja dan kelas bawah
untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang inklusif dan
redistributif. Peronisme, yang menggabungkan elemen-
elemen nasionalisme, sosialisme, dan populisme, menjadi
kekuatan politik utama di Argentina hingga hari ini.

Di Eropa, populisme juga muncul dalam berbagai
bentuk. Di Jerman, Nazi di bawah Adolf Hitler
menggunakan retorika populis untuk menggalang

dukungan massa denc renentang elit Weimar dan
mengusung -~~~ oralin o~ olstrem. Meskipun
dalam kasus . r  isiic wigucwns L dengan ideologi
fasis yang k' a .ya, elemen po, cari retorika Nazi
seperti klair  ntuk - w wvaki' -akyar  ‘awan elit korup

sangatic 2 ada <hirak di -20¢ 1 abad ke-21,
populis.  te.gale 1i ¢ @ gki mb ¢ Janyak bagian

dunia, ser.. li ¢ " >sp ns.t adap globalisasi,
krisis  ekor i dan imigras’ ulisme modern
seringkali 1 o o ' 1 dan teknologi
komunikasi untuk menian . peruun secara langsung,

memotong jalur tradisiouia: politik representatif. Di

Eropa, partai;partai, populis sayap, kanan seperti
Front Nasional di Prancls, yang dipimpin olen Jean-Marie
Le I’en den kemitidian putrinya, Marine Le Pen, menentang
imigrasi dan Uni Eropa dengan retorika nasionalis dan
proteksionis. Partai-partai ini mengklaim mewakili "rakyat
asli" melawan elit politik dan ekonomi yang mereka tuduh
mengkhianati kepentingan nasional.2%0

Di Amerika Serikat, fenomena populis terlihat jelas
dalam kampanye dan kepresidenan Donald Trump.
Trump menggunakan retorika populis dengan menyerang

290 Bayu Mirta Adyaksa Kusuma, Resensi buku keluar dari ortodoksi kajian
islam politik: komparasi mesir, turki, dan indonesia. Global insight
journal: jurnal hubungan internasional, 2016 1(1), 55-59

227



"elit Washington" dan media mainstream, serta
menekankan isu-isu seperti perdagangan yang tidak adil
dan imigrasi ilegal. Slogan kampanyenya, "Make America
Great Again," menggema sebagai seruan populis untuk
memulihkan kemakmuran rakyat biasa yang dianggap
hilang karena kebijakan elit®!. Populisme memiliki
dampak yang penting terhadap politik kontemporer, baik
positif maupun negatif. Di satu sisi, populisme dapat

meningkatkan partisipasi ‘tik dengan memberikan
suara kepada k~'~~=0l:  ,p-n'- o=~ orasa diabaikan
oleh elit poli T libue jupe w t mendorong
reformasi pol an sosial yai.,_ ~eating dengan
menyoroti isu-1  yang i haike

Disic a  pop isme ¢ rit tkali mc wa risiko
bagi demc¢ . Kla n > p lis »ahv 1 reka satu-
satunya waki " d it «pat  engarah pada
kecenderungar o.  »rdan pengab- 1  nadap prinsip-
prinsip demokr "7 17 wc  dan supremasi
hukum. Populis juga aavar (jpolarisasi masyarakat,

membelah rakyat ke dalau: selompok-kelompok yang
saling bermusuhan berdasarkan identitas atau,ideqlogi?®2.
Di Indenesia, populisme memiliki s¢jaraki yanglka ya dan
beragam. Sejak bra kemerdekaan,  parg pemimpin
Indonesia telah menggunakan retorika populis untuk
menggalang dukungan rakyat. Soekarno, presiden
pertama Indonesia, menggunakan retorika anti-kolonial
dan nasionalis untuk memobilisasi massa dan menentang
elit kolonial dan kapitalis asing. Soeharto, yang menggantikan

291 Machael A. Peters, The end of neoliberal globalisation and the rise of

authoritarian populism. Educational Philosophy and Theory, 2018 50(4),
323-325.

292 A. Ardipandanto, Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif

Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019:
Populism Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam
Negeri Dan Hubungan Internasional, 2020 11(1), 43-63.
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Soekarno, juga menggunakan elemen populis dalam
pembangunan orde barunya, meskipun dengan gaya yang
lebih otoriter.

Dalam era reformasi, populisme tetap menjadi elemen
penting dalam politik Indonesia. Misalnya, Joko Widodo
(Jokowi), yang menjabat sebagai presiden sejak 2014,
seringkali menggunakan citra populis sebagai "pria biasa"
yang peduli dengan rakyat kecil. Retorika dan kebijakannya

yang berfokus pada -  -angunan infrastruktur dan
reformasi “ivo'east rbefeoe mtcl menunjukkan
komitmenk  d- cfReTaa e Nyganyak.

C. Golongan-C )ngar ‘ang ’‘erma: Neoliberalisme

DanPor ii :Di idomes a
D. dciesic t - a at olor 1 iongan yang
mewakili rlog ¢ 1 rere sme dan populisme.

Meskipun k~«. ~ ‘deologi ini m i  perbedaan yang

signifikan, 1 ’ "t ir  ar  yang kuat dalam

pOlitik dan exorionu nuon

1. Golongan yang terma.u.n neoliberalisme di Indonesia
vaity ‘ )
a. Pengusaha dan Elit Ekonomi, golorigan ini termasuk
perusahaan besar, investor, dan elit ekonomi yang
mendukung kebijakan ekonomi neoliberal seperti
pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi. Mereka
cenderung mengadvokasi untuk pembukaan pasar
dan investasi asing sebagai cara untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi2%.

b. Kelompok Konservatif dan Kanan, beberapa partai
politik dan kelompok kepentingan yang menganut

ideologi konservatif atau kanan di Indonesia juga

293 Peters Tan, “Populisme, Pilkada dan Masa Depan Demokrasi” Jurnal
Ad,inistrasi Publik UNWIRA, 2020 3(2), 80-94.
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cenderung mendukung prinsip-prinsip neoliberalisme.
Mereka percaya pada peran yang terbatas bagi
pemerintah dalam ekonomi dan lebih menekankan
pada inisiatif swasta dan pasar bebas.

. Organisasi Internasional dan Lembaga Keuangan,

lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional
(IMF) dan Bank Dunia, yang sering memberikan
bantuan keuangan dan teknis kepada Indonesia,

mendorong penerap- bijakan neoliberal sebagai
syarat un*-'* ~zp (ko homtoos ereka. Mereka
mendoro  r  0an. cuuncww  ang meliputi
privatisac e gulasi, danlibe. s pasar.

. Beberapa \nggc a Per -intah n  Birokrasi,
mesk’ 1 dak semrma an, 3ota 2e.  ‘ntah dan
birok. liidonc ia r 2 3an t id > neoliberal,
beberap.  antc 7 1 enc kur ebijakan yang
lebih rre.  tungkan se’ n  swasta dan
mempror B 5 gaicara untuk
mendorong pertumouns  ONOIIL.

2. Golongan yang Termasuk Populisme di Indonesia:

230

9 . , } .
a. I'emumpin Populis dan Partai Fopulis, ada se;umlah

tokoh 'politik'-dan partai bolitik di Indonesic. yang
mengadopsi retorika populis untuk memenangkan
dukungan rakyat. Mereka sering menekankan janji-janji
kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan peningkatan
akses ke layanan publik. Contoh tokoh politik populis
di Indonesia termasuk Joko Widodo (Jokowi) dan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

. Kelompok Petani dan Buruh, golongan petani dan

buruh sering menjadi sasaran retorika populis
karena mereka merupakan bagian yang besar dari
populasi Indonesia yang rentan dan memiliki



D.

kepentingan ekonomi yang kuat. Para pemimpin
populis sering berjanji untuk memperjuangkan
kepentingan mereka melawan elit politik dan
ekonomi?*.

c. Gerakan Sosial dan Aktivis Hak Asasi Manusia, gerakan
sosial dan aktivis hak asasi manusia di Indonesia
juga sering mengadopsi pendekatan populis dalam
menyuarakan tuntutan mereka terhadap pemerintah
dan elit politik. M » menggunakan bahasa yang

mudak  “=ak do= mo=olopkan  solidaritas
denga a7  Kiijyaig wapus  rkan.

d. Kelomwr < .gama dan Aa. everapa kelompok
agame nade ¢’ Indr ~siaju_  emiliki elemen-
el 1  opu s ala o r orik 1. va, terutama
da kintel 1 ¢ 1 2rju ngk  k entingan dan
nilai-. trac " r 1 aelc van s globalisasi dan
moder 1.

Pengaruh Nevuverausuie . fupuLlame Pada Politik
Elektoral

Neoliberalisme, dan, populisme memiliki dampak
yang signiiikan’ terhadap 'politik elektoral 'di' berbagai
negara. ' Neolikeralise mnicrujuk. pada pendekatan
ekonomi yang menekankan pasar bebas, deregulasi,
privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam
ekonomi. Pengaruh neoliberalisme dalam politik elektoral
dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, kebijakan
ekonomi yang pro-pasar sering kali diadopsi oleh partai
politik yang menganut neoliberalisme, menarik pemilih
kelas menengah dan atas yang mendapatkan manfaat
langsung dari deregulasi dan pajak yang lebih rendah.
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Swank (2006) menunjukkan bahwa partai-partai
neoliberalis cenderung memperoleh dukungan dari
pemilih yang percaya pada efisiensi pasar dan
pertumbuhan ekonomi 2.

Kedua, neoliberalisme mempengaruhi pergeseran
ideologis baik di partai kiri maupun kanan, di mana partai-
partai kiri sering kali menyesuaikan platform mereka
untuk memasukkan elemen-elemen pro-pasar guna

memenangkan pemilih - lebih luas, sehingga
mengaburkan —~--~de Dron moeiad ri dan kanan
tradisional. H: d PO ncatat bahwa
bahkan partail} n .ai mengadopsi  ‘iakan yang lebih
ramah pasar am } o teks ~olibe.  me global?%.
Ketiga, = <« 1 p olibere sn© di »a.  endorong
pertumbui.  ~konor |, : j ga erin <  dikaitkan
dengan ketia. ‘tare - n apc an g meningkat,
yang dapat mn.  ‘lkan ketidakr 1  sosial. Brown
dan Jacobs (20! b a7 ketidakpuasan
ini dapat memengarum .erenst  pemilih  dan

meningkatkan dukungan .ciiadap partai-partai yang
menawarkan alternatif kebijakan yang lebih inklusif 297,
ebaiiknya, populisine ‘adalah pcrldel\at;:n politik
yang mengklaim mewakili "rakyat" meclawan "elite! yang
dianggap korup. Populisme dapat muncul dalam berbagai
bentuk, baik dari spektrum kiri maupun kanan, dan
memiliki pengaruh yang kuat dalam politik elektoral.
Pertama, populisme sering muncul sebagai reaksi

terhadap kebijakan neoliberalisme dan ketidaksetaraan

295

Duane Swank, "The Political Consequences of Neoliberalism in
Western Democracies". Annual Review of Sociology, 2006. 32, 401-426.

2% Peter A. Hall & David Soskice, Varieties of Capitalism: The

297

Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford
University Press. 2001

C. BrownC & M. Jacobs, "Globalization and the Politics of
Redistribution". Comparative Political Studies, 2008. 41(6), 797-821.
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yang dihasilkannya, menawarkan solusi sederhana
terhadap masalah kompleks, sehingga menarik pemilih
yang merasa diabaikan oleh elite politik. Mudde (2004)
mencatat bahwa populisme sering mendapatkan
dukungan di kalangan pemilih yang merasakan
ketidakamanan ekonomi dan sosial.?® Kedua, pemimpin
populis cenderung menggunakan retorika yang langsung
dan emosional untuk menarik pemilih, menampilkan diri

sebagai orang luar ya- elawan sistem, yang dapat
menarik pe~i'ih y2  dolc oo domoan partai-partai
tradisional.

Norris l¢  Inglehart (- ~  menggambarkan
bagaimana torike vopr © bex ' menciptakan

resonar’ 1 an - mivh rar - me »s. 'ak terwakili
oleh inc = doli < <1y ad (N s . Inglehart?®,

Ketiga, po,  me c r ng nenr buruk polarisasi
politik dengai.  'nekankan pe: ¢ 1 antara '"rakyat"
dan "elite", - ’ ¢ ~2 agmentasi politik
dan muncumya parrai-r baru yang menantang

hegemoni  partai-parta:  tradisional. ~Gidron dan

Bonikowski (2012) menuniukkan bahwa populigme dapat
S

merigubah lanskap politik dengan mericiprakan'dinamika

baru yany lebih terfragraentasi dan terpolarisasi*?.

2% Cas Mudde, "The Populist Zeitgeist". Government and Opposition, 2004
39(4), 541-563

2% Pippa Norris, & Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and
Authoritarian Populism. Cambridge University Press. (2019)

300 Jdron, N., & Bonikowski, B. "Varieties of Populism: Literature Review
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EPILOG
“MENOLAK MATT”

Ketika buku ditulis, genosida di Gaza sedang gencar-
gencarnya. Israel menggunakan segala cara untuk
menghancurkan Hamas. Semua alat perang tercanggih
digunakan, dan tiada habisnya. Begitu peralatan perang
mengalami defisit, AS dan sekutunya di Eropa memasok

ulang. Begitu seterusnya. M menyebut peristiwa ini
sebagai perang hrtol & ) coineah Monpyamai atau
melebihi kekejam .\ chia sl Perang tidak
menggunakan atu ¢ . perang tanpa Mo

Namun, hin . men‘: ng s - tahu ‘ak 7 Oktober
2023, atau sei~ 1 serl ian e 1a: ke Is ae¢  ~g dikenal
dengansebut.  Yourasi ac o Aqs "bel 1 unjukkan
tanda-tanda kebc ilar '~ 21 1en mp: Jamas. Hamas
begitu kokoh dan k. aik di dalam » a1 1 di luar Gaza,
meskipun bebera: 7" 2 U ian politiknya
terbunuh dan dibuiiuit weriasuk il 11a1 uyeh oleh Gaza.
Serangan balasan dan sporu... Hamas tetap terjadi di
beberapa lokasi yang sebelumnya diklaim Israe! sydah ‘War
Ended’, perang sudah berakhiir. D tengal: Gaza yfjng nyaris
rata dengan tanah, pelawanzn tetap saje terjadi yang begitu
sulit dideteksi oleh mesin perang Israel.

Pertanyaannya, mengapa Hamas begitu sulit
dikalahkan karena ia bukan saja kumpulan paramiliter atau
sekelompok orang untuk melakukan perlawanan senjata
akan tetapi Hamas adalah sebuah ‘keyakinan” atau mungkin
juga ‘keimanan’ yang dalam bahasa akademik disebut
dengan ideologi. Hamas adalah ideologi yang menjadi
lifestyle dalam kehidupan masyarakat Gaza di semua segi
kehidupan yang tidak ditembus dengan peralatan perang
canggih manapun. Kehidupan masyarakat Gaza itu sangat
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identik dengan Hamas yang sudah melebur jadi darah, nadi,
daging dan tulang-belulang. Hamas bukan saja al-Qassam,
pasukan terlatih yang dipersiapkan untuk melawan Israel
tetapi Hamas itu para ibu rumah tangga, anak-anak sekolah,
penjual sayur di Rafah dan Han Yuonis, petani dan nelayan
dan semua orang yang merasa ditindas dan dihinakan oleh
Israel dan sekutunya selama puluhan tahun.

Dalam konteks itulah pengakuan juru bicara militer

Israel menyatakan bahwa ~  as sulit dimusnahkan karena
bersifat keyakir-= “"¢ 5 o idan Mo 2ot destroy an idea.
The political echc ~ n Ofvie i wiiiiionn -0t it [Hamas] will
remain, " kata] r Daniel Hagar1 =~ ‘sclem Post, 19 Juni
2024). Pernyat.  jujur t 'sebv menje.  >n bahwa Israel
tidak mur i men margk a oerar - tidak bisa
dikalahkai. oc1F- 5¢ 2  esi per « .ggih lainnya.
[atetapberse. ~ md i1 ma usia alau fisik hancur-
lebur sebagaimr >t za hari ini, p» ¢ nya akan bangkit
lagi setelah sitt ke

Tampaknya riagar mer  .ri aan velajar dari sejarah
sebelumnya. Belajar dari bcuciapa negara yang jatuh bangun
dalam membasmi ideologi namun pada akhirnya gagal. Siapa
yang tidak mengenal Vladimiir Lenin Dia dikenal sebagai
pendiri Urni Soviet. Lenin ddalah pendorong ' gerakan
revolusioner dengan membentuk Gerakan Bolshevik dari
pecahan Partai Pekerja Sosial Demokratik Rusia. Di bawah
kepemimpinannya, pasukan Bolshevik berhasil
menggulingkan Kekaisaran Rusia dan mengambil alih
pemerintahan. Lenin pun naik menjadi pemimpin dan
mendirikan negara Republik Sosialis Uni Soviet (USSR) pada
1922. Dia memerintah selama dua tahun hingga akhir
hayatnya. Begitu pula Stalin. Bersama Lenin, Stalin turut
melakukan kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan
Kekaisaran Rusia. Setelah Lenin wafat, Stalin naik menjadi
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pemimpin dan membuat ideologi politiknya sendiri bernama
Stalinisme. Selain menjadi pemimpin, Stalin juga menjadi
tokoh yang menguasai salah satu ekonomi terbesar di dunia.
Di tangannya, Uni Soviet berhasil menguasai 9,5 persen
perekonomian dunia.

Sebagai bagian dari kampanye anti agama mereka,
kaum  Bolshevik  menutup, menghancurkan, atau
membongkar puluhan ribu bangunan gereja. Jika sebelum
Revolusi 1917 terdapat 54.000 ‘a yang berfungsi dan lebih
dari 1.000 biar~ 4 T 4 oods omen 1 perestroika
(restrukturisasi € 1 daie posan o diluncurkan
Mikhail Gorbache a .1980-an) jumla  ~ inasing-masing
turun menjadi 6 &  gereje d n 15 ‘ara. C  »-gereja yang

masih berfun© ¢ tup an ~ig na anu *tu  ‘uan yang
sangat berbe.  ve<ni va y k yar 3 d 1 0 kembali
menjadi rumah 'aye 1 oaarl s b para pionir.
Adapun beberape t.  diubah menja | ara dan kamp
Gulag. Kondisi D S »  hnya. Masjid
dialihfungsikan menjaar guaang .pat piaraan ternak dan

kamar lapangan sepak bola.

Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Soyiet hancur
dan bergand’ raenjadi’ Rusia: ' Kehidupar: kéagamaan
masyarakat tetap sedia kala. Gbkreja can Masjid hidup
kembali. Muslim Kosovo, Chehnya, Moscow dan Dagestan
dapat hidup seperti sedia kala. Bahkan Islam lebih semarak
dibandingkan dengan sebelumnya. Penghancuran Masjid
dan Gereja tidak berdampak pada perubahan keyakinan
masyarakat. Begitu seterusnya. Keyakinan tetaplah
keyakinan yang secara kuat dipegang teguh oleh masyarakat
meskipun gedung dan tempat ibadah dihancurkan.

Cerita di Soviet juga terjadi di tempat lain. Di Turki
setelah puluhan tahun di bawah rezim sekuler yang
membatasi penggunaan atribut keagamaan secara ekstrim
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akhirnya kembali hampir sedia kala. Ketika agama menjadi
life style masyarakat, senjata perang canggih tak sanggup
merubahnya. Jikalau dipaksa oleh rezim yang sedang
berkuasa melalui cara-cara revolusioner, pada saatnya akan
tumbuh kembali ketika mementum itu tiba.

Tesis Fukuyama sama sekali tidak relevan untuk
konteks saat ini dan (mungkin) sampai tahun-tahun akan
datang. Ideologi tidak ‘“pernah mati’ dan ‘tidak mau mati’

karena mesin perang atau ! kan revolusioner rezim. Yang
terjadi bukan k~~~*ap (L Aotomi 2 ifla6] atau adaptasi
dengan perker Pliiprraiuan o peradaban baru
dengan carany. n .riuntuk terusc

Itulah ve  terjac hrada rmas vartai Islam di
Indonesia. © n  tert rueda ho otike Pi vertengahan
2023 secarc  thhmn dle v « 1 pc kaw 1 olitik dengan
PDIP yang b. pe . € adi sebe anya pada masa

Reformasi. Kec1c. ibarat langit = 1 mi. PDIP dikenal
sebagai partai © " de . dikenal sebagai
partai Islam konservaur. v ang rupres 2024 publik
dikagetkan dengan akroba. politik PPP yang bergabung
dengan PPP di saat kondisi internal partai ‘tidak sedang baik-
baik saja’ kareia keselec idah carig ketua Sunatso Manoarfa
yang verujiung pengunduran |diri sebagan ketuc umum.
Akrobat tersebut disebut dengan perkawinan politik
‘terpaksa’ atau marriage by accident dalam bahasa anak muda.
Karena di luar kebiasaan PPP yang secara ideologis
berseberangan. Jikalau berkoalisi pun terjadi di akhir bukan
di awal.

Lantas apakah dengan perkawinan politik menandakan
bahwa ideologi PPP dan PDIP sudah tamat? Tentu saja tidak.
Keduanya tetap membawa beban sejarah partai yang cukup
kuat. Konstituen dan pemilih ideologis keduanya tetap masih
berpegang pada prinsip yang dibangun sebagaimana dalam
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platform partai. Jalinan kasih keduanya bisa jadi sebagai “uji
nyali’, “uji loyalitas” dan “uji ketahanan” ideologi. Berdampak
atau tidak ketika pola perkawinan politik yang ekstrim pada
konstituen. Begitu kira-kira gambaran yang sesungguhnya.
PPP sudah merasakan bagaimana kemarahan pemilih
tradisional yang merasa dikecewakan dengan keputusan
tersebut. Akrobat politik berujung pada lepasnya kursi
Senayan yang sudah pernah dalam pelukannya selama 50
tahun atau sejak PPP berdiri r ‘ahun 1973.

Belajar dari ~~>~h » 0~ 2o do= oartai-partai di
Indonesia perbir g dcivg: pouas etap menjadi
wacana yang tert a .erus hidup da.  ~warnai konteks

demokrasi Indore
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